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ABSTRAK

Fitriyasni

Kajian Wanita

Program Pascasarjana

Universitas Indonesia

Tesis 206 Halaman

PELUANG DAN KENDALA POLITISI PEREMPUAN DALAM
PARTISIPAST POLITIK DI PARTAI POLITIK LOKAL ACEH DAN
LEMBAGA LEGISLATIF.

{Studi Kasus Caleg Perempuan di Lima Partal Politik Lokal Aceh)

Lahirnya partai-partai politik Iokal di Aceh merupakan realisasi dari salah
saiu butir Nota Kesepahaman antara Pemerintabh RI dan GAM yang
ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Hadirnya enam
partai politik lokal yang iast bertarung bersama 38 partai nasicnal lainnya
pada Pemilu Legislatif 2009 snenjadi babak baru perpolitikan di Acch,
berikut menandai ferbukanya peluang politik vang lebih besar unfuk
pereppuan verpolitik, Penelitian ini bertijvan untuk memberikan gambaran
peluang dan kendala yang dihadapi politisi perempuan dalam meningkatkan
peran dan keferwakilannya dalam parlok dan lembapa legisiatif. Secara
spesifik, penelitian inl bertujuan uvntok mengungkap sejauhmana strategl
afirmast yang diamanahkan oleh afuran perundangan politik di tingkat
nasional mavpun lokal di introduksi ke dalam platform, AD/ART dan
program kerja pariok, bagaimana perempuan merespons peluang politis yang
ada serta hambatan apa saja yang mercka hadapi di lapangan. Selain itu,
sekilas saya juga menjabarkan implikasi perundang-undangan politik di
tingkat pusat {UU No.2 Tabun 2008 dan UL Ne. 10 Tahun 2008) dan tingkat
tokal (UUPA No. il Tahun 2006 dan Qanun No. 3 Tahun 2008} terhadap
keterwakilan politik perempuan dan bagaimana sistem pemilu memengaruhi
keterpilihan perempuan. Penelitian ind menggunakan pendekatan kualitatif
berperspektif perempuan dengan menerapkan teknik pengumpulan date
melalui observasi dan wawancara mendalam, Temuan penelitian ini adalah;
partai politik lokal di Aceh belum serius dalam upaya meningkatkan
keterwakilan perempuan dalam partai politik lokal dan lembaga legislatif,
Terlihat dari (1) parlok belum memiliki komitmen yang tegas dalam
mengintroduksi strategi afinmasi dalam platfern;, ADJART, dan program
kerja partai; (2} mekanisme rekrutmen belum ramah percmpuan; (3)
lemahnya dukungan dan pemberdayaan parlok terhadap calep perempuan
agar bisa lolos ke lembaga legislatifi (&) politisi percmpuan masih
menghadapi kuatnya hambaten-hambatan dalam bentuk poliik bergaya
maskulin, diskriminasi, kecurangan dalam pemily, tidak tegaknys hukum,
dan lain-Tain,

Kata Kunci: Partisipasi Politik Perempuan, Partai Politik Lokal Aceh
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ABSTRACT

Fitrivasni

Women’s Studies

Postgraduate Programme

University of Indonesia

Thesis are 206

OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FACED BY WOMEN IN
POLITICAL PARTICIPATION IN LOCAL POLITICAL PARTIES IN
ACEH AND THE LEGISLATION.

The emergence of political parties in Aceh Is the implementation of one of
the principles in the Memorandum of Understanding between Indonesian
Government and GAM {Freedom for Aceh Movement) signed on August 15,
2005 in Helsinki, Finland. The appearance of six local political parties with
38 other nation’s parties in the Legislative Election of 2002 opens a new
chapter in the political history of Aceh, which also gives ways to more
opportunities for wonien to participate In politics. This research is aimed at
giving fllustration on the opportunities and challenges faced by female
politiciang in order to improve thelr role and represeniativeness in loeal
parties and the legislation.

Specifically, this research is aimed to reveal how affirmative strategy as
designated by political acts in both national and local levels has been
incorporated into the platfoem, AD/ART {constitution and bylaws) and work
programs of local parties, and how women respond to political opportunities
as well as how they deal with challenges. Moreaver, the implications of bills
in the central (No. 2 year 2008 and No. 10 ysar 2008) and logal {UUPA No,
11 year 2006 and No. 3 year 2008) levels on political representativeness of
women and how electoral systems affect the clections of women will aiso be
discussed. This paper implements qualitative approach from the perspective
of women using observation and in-depth interviews for data gathering,.

The resnlts reveal that local political partics in Aceh are not thoroughly
making efforts to improve the representativeness of women in local peolitical
partics and legislative institations, This is demonstrated in that (1) local
parties do not have strict commitment to incorporating affirmative strategies
inr their platforms, constitution & bylaws, and programs; (2) secruitment
mechanism is not female-friendly; (3) weak support and empowerment from
tocal parties to their female politicians fo promote them to the legislation; {4)
female politicians are still fighting against obstacles caused by masculine
political style, discrimination, efectoral frand, viclation of laws, and maore.

Keywords: Political Participation of Women, Local Political Party
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Ku persembalikan Karya in untul Perempuan-Perempuan
Pemberaniy Ihunda ‘Aishayati” dan
‘Kuakanda’ Wanda Rahmi
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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puii bagi Allah SWT atas setiap tetesan nikmat dan karunia-Nya, Semoga

salawat dan salam tak lekang tercurah pada kekasth mulia, Muhammad SAW.

Setelah melalui perjalanan yang sangal panjang, meka dengan rasa babagia
akhirnya saya sampai pada baglan akhir dari tugas aksdemik ini. Sekedar kilay
balik, pada awal rencana, proposal yang saya ajukan kepada pembimbing adaleh
permasalahan vang menyoroti tema menyusul dalam perspektif feminis. Namun di
tengah perjalanan, lembaga yang memberi saya beasiswa menawarkan kepada
saya untuk melakukan penelitian di Aceh. Tentu saja saya tidak menyia-siakan
tawaran ini, Maka seketika i says memusatkan perhatian pada masalah
perpolitikan di Acch yang cukup menarik perhatian saya, sampai akhimya saya
menemukan fema fentang peningkatan keterwakilan perempuan dalam partal
politik fokal dan lembage lepisiatif. Tema ini menjadi pilihan saya karena semata
didasari keingintahuan saya terhadap fakior penyebab mundumya Kiprah
perempuan Acch dalam ruang politik. Padahal ratusén tabun vang lalu sederstan
nama perempuan Acch dikenal kepiawaian dan ketangkasaonya baik sebagai
Raty, panglima perang, penumpin Armada angkatan laut dli. Namun seiring
dengan berputarnya roda sang waktu, partisipasi perempuan Aceh di ruang
pengambilan kebijakan semakin berkurang. hari semakin dan s¢jaush mana partai
lokal memberikan kontribusi terhadap keterwakilan perempuan di lembaga
politik. Denpan harapan semoga hasil penelitizn ini berguna bagi kehidupan
berbangsa dan bernegara masyarakat Aceh, khususnya bagh kaum perempuan,
untuk dapat meningkatkan peran mercka dalam kebijakan-kebijakan publik yang
berpihak kepada perempuan. Dan tentu saja semua hasil yang dicapat hingga harl
ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pibak. Untuk itu saya ingin
menyampaikan rasa terima kasih kepada Bu Ani Scetjipto atas bimbingan, kritik
dan sarannya unfuk memberi ketajaman vang lebih dalam analisa den untuk

mencapai hasil yang terbaik dalam tesis ini. Semoga beliau diberi keschatan dan
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kekuatan untuk memberi kontribusi bagi kemajuan perpolitikan perempuan di
masa mendatang. Juga kepada mbak Shelly Adelina atas setiap kritik dan
masukannya yang tidak memungkinkan saya untuk melupakan jasa-iasanya.
Semoga dibalas Allah dengan kesuksesan yang tiada batas di masa mendatang,

Selanjutnya rasa terimakasih kepada mbak Kristi Ketua Jurusan kami vang
tercinta, dengan segenap perhatian dan motivasinya. Kata-kata beliau “kamu kan
perempuan Aceh Fit, harus tegar..!” telah membangkitkan keberanian dan

melecut semangat saya untuk segera merampungkan {esis.

Mba Dani, atas kesediaannya meniadi reader tesis saya, di tengah kesibukan
sebagat dosen, ketua PUSKAPOL UI dan agenda pergerakan perempuan lainnya
vang beliau jalankan, Masukan dan kritikan Mba, memberi semangat untuk terus
belajar dan beranai bergerak.

Untuk sampai pada proses penulisan tugas akademik ini banyak dosen vang telah
mermberikan ilmunya. Terimakasih untuk smua staf pengajar di Jurnsan Kajian

Wanita atas setiap cahaya ilmu vang mereks pancarkan,

Terimakasih tiada tara, ustuk kedua orang tua tercinta yang karena mereka aku
ada, Terimakasih atas setiap penigorbanan dan doanya. Semoga Alah membalas
mereka dengan balasan terbaik, Juga kepada adik-adik tercinta Yoyos, Via dan
Fitri yang menjadi sumber semangat das dorongan untuk terus maju.

Wanda Rahmi, sebush nama indah vang telah terukir dalam palung hatiky,
Uniuknya tests ini ku persembahkan, Kehadiannya mengajarkan aku indahnya
sisterhood. la selalu hadir desgan penuh cinta dan kefulusan, menemaniku
melewati hari-hari ferselithn, siap mengantar dan menjemputky, dan terus
mendorong ake disaat semangat ku hilang. Terima kasih ‘kak® untuk semua
kehangatan cinta, sayang dan pengorbanan yang kakak berikan sehingga aku
dapat Iebih tegar dan kuat menghadapi semuanya. Semoga Allah mengekalkan
persaudaraan kita hingga ke JasmahNya.

Selanjutnya *Abi Hannan®, abang yang selals siap untuk membantu ku dalam

segala kondisi dan cvaca. Melalul kepiawalan tangannyalah tesis ini berwujud
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seperti sekarang. Ia jupa menjadi teman diskusi di saat pikiranku mandek, Jangan
pernah bosan dimintai bantvan ya “bi’. Semoga cita-cita revolusioner Abi sepera
diwujudkan Allah. Joga bidadari kecilke “Hannan’ semoge kelak kau tumbuh

menjadi perempuan shalihah yang peduli denpan nasib kaummu.

CIDA (Canadien Internativant Development Agency) stas kesempstan dan
dukungan finansial yang diberikannya untuk menggeluti pendidikan di Kajlan
Wanita ini. Khusasnya buat Bu Salami, Bu Deyi, Pak Lutfi dan seluruh staf.
Semoga kiprahnya dapat terus memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi dunia
pendidikan,

Tak dapat dilupakan ucapan terimakasth kepada semua staf akademik yang telah
membantuku dalam perkulisha dan penulisan tesis inl. Mba Dewi, Mba yati, Mba
Yuni, Mas Syukean dan Mas Hamid. Semoga sclalu kompak dan ceria.

Teman-teman Kuliah terafama Bu Melty yvang telah banysk membantu baik secara
materit} dan moril dari sejak awal perkulishan hingga detik-detik vang
menggentingkan dalam penmyelesalan tesis ini. Sungguh suatu pengalaman yang
tak terlupakan saat ake dan keluargs keeil ku ke Bandung dan menghidupkan
sepinya malam dengan canda tawa karena sudah ngantuk mengerjakan perbaikan.
Semoga Allsh membalas semua kebaikan ibu dan Keluarga. Mbak Sulis dan Mbak
Win, atas ayoman dan motivasinya. Mbak lva, Teu dan Upik, untuk semua
kehangatan dan candaan konyolnys. Mba Ime dan lsin-lain atas kebersamaan
splama ini dalam mengkaji masalah-masaleh perempuan. Semoga di tangan
mercka lahic karya yang mampu mengentaskan kawm perempuan dari

keterpurakan.

Teman-teman sepetjuangan di Rawamangun; Mba Titin, Susi, Novi, Mba Lastri,
Mba Ibet, lve dan Wiwi, Juga teman-teman di Ciputar; Bil, Yurni, Ina, Kak Naxni,
dan untuk semua teman-ternanku di Aceh dan dimanapun kalian berada, yang tak
mungkin saya sebotkan satu persatu di sini. Semoge Allah membalas segala
kebaikan vang kalian lakukan,
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Penulisan tesis ini saya yakin roasih jauh dari kesempurnaan, untuk itu, penalis
sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun untuk perbaikan ke
depan. Akhir dari semua proses dan akiivitas ini adalah harapan semoga Allsh
Swi menjadikan semus jerih payah ind sebagal pengabdian yang tulus kepada-Nya
dan semata bermuara kepada ridha-Nya, karena untuk ifulah manosia dilahirkan.

Kelapa Dua, Januari 2010

Fitriyasni
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BAB 1
PENDAHULUAN

Lahirnya partai lokal di dceh merupakan momentum baru bagi perempuan Aceh
untuk meningkatkon partisipasinya di ranch politi, jika dapai ditanggapi
secara baik. Kavenu keterlibatan perempuan dari sejak awal dalam
pembentulan partaf dan peryusunan AD/VART dapat mengintervensi
kebijakan pariei agar lebik responsif gender
JFuga dapat menguatkan posisi perempuan
tersebut dalam pariai lokal,

(Raihana Diani, Jubir Partai Rakyat
Aeeh, Januari 2009}

Perityataan tersebut disampaikan Rathana dzlam acams seminar “Redekonstruksi
Politik Perempuan  Aceh” yang wmerupzkan salsh satu rangkaian acars
memperingati 160 fahun wafatnya Cul Nyak Dien oleh Tkatan Mahasiswa Pelajar
Aceh (IMAPA] di Jakaria pada Januari 2009 yang lalu,

Kemunculan partai lokal di Aceh yang diwamal dengan silang pendapat para elit
politik di pusat memberi wamna bary dalam perpolitikan Indonesia, dan Aceh
khususnva. Meskipun ia bukan sesuate yang ahistoris tetapl telah membawa
perubahan yang cukup signifikan di kancah perpolitikan Indonesia. Sejak proses
kelahiran hingga saat ini, ia masih menuai kontroversi di kalangan elit politik
Nasional. Sebagian tidak setuju dengan lahimya partai lokal poiitik (parlok)
karena khawatir partai {okal ini banya akan dijadikan alat oleh manian kombatan
GAM untuk mencapai kemerdekaan dengan menguasai lembaga legislatif. Namun
sebagian kalangan lainnya menilal batrwa terlalu jauh kalau berpikir partai lokal di
Aceh zkan melahirkan disintegrasi, karena partai politik [okal tidak lebih dan
sekedar wadsh bagi mantan kombatan GAM  uatek menyalukan aspirasi

politisnya. Karcna selama ini mereka sangat beriarak dengan partai nasional.

Perdebatan alot tersebut akhimya berujung pada kesepakatan antara kedua
belah pihak snivk menyetujui berdirinya partai-partai fokal di Aceh,
sebagaimana terfuang dalam salah satu bulir nota kesepahaman antara
Pemerimah RI dan GAM pada 15 Agustus 2005 di Helsinki. Tidak lama
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pada 1S Agustus 2005 di Helsioki. Tidak lama setelah itu aturan tentang parlok
dikukuhkan dalam UU Pemerintahan Aceh Nomor. 11 Tshun 2006 vang ditkuti
dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 20 Tahun 2007 yang mengatur teknis
pelaksanaan partai lokal di Aceh.

Sava sebagai salah seorang putri Aceh yang iahir dan dibesarkan di Aceh merasa
tertarik untuk meneliti sejashmana kebermanfaatan partal lokal ini terhadap
peningkatan partisipasi perempuan  Aceh dalam rapah  politik. Karena
bagaimanapun parpol merupakan kendaraan politik yang sangat strategls untok
mengantarkan pererapuan masuk ke dalam dumia politik. Lebib daripada i,
secara historis keterlibatan perempuan Aceh di ruang publik untuk mengambil
kebijakan bukan hal baru. Maka tidaklah berlebihan rasanya jika saya termasuk
yang menaruh harapan bahwa dengan lahirnya parfai lokal yang berbasis di Aceh
dapat menyerap aspirasi masyarakat Khususnya perempuan untuk dapat terjun ke
politik. Karena keterwakilan perempuan pada aras ini merupakan swaty
keniscayaan dalam mewnjudkan negara yang demokratis menujy perubahan yang
lebih baik.

1.3, Latar Belakang Penelitian

Isu-isu perempuan di sektor publik akan selalu menarik dan penuh dinamika
untuk dikaji. Hal ini disebabkan fakta, ketika politik ditempatkan di wilayah
publik, mensyaratkan kehadiran definisi, konsep dan nilai-nilai yang selalu
menempatkan perempuan di fuar area tersebut. Politik selama ind oleh sebagian
orang sering didefinisikan sebagal sesuatu yang negatif, afiliasi suatu partai politik
sering dihubungkan dengan mereka vang berkuasz, dimana  laki-laki
mendominasinya. Perempuan adalzh sumber daya yang besar jumlshnya. Akan
tetapi jumiah perempuan yang berpartisipasi di sektor publik selatu berbeda jauh di
hawah Jaki-laki, khususnya di bidang politik. Lebih rendahnya peran perempuan
di sektor politik Ini tidak ferjadi 4i Indonesia saja, tefapi juga di seluruh dunia,

termasuk di negara-negara maju.

Perempuan merupakan bagian darl masyarakat yang juga berkewajiban untuk

Universitas Indonesia

Peluang Dan..., Fitriyasni, Pascasarjana Ul, 2010



aktivitas politik. Sehagai aktivis politik, perempuan, sebagaimana leki-laki
memiliki hak entuk memilil dan dipilih sebagai anggota legistatif, berkewajiban
untuk menasihati dan mengorsksi penguasa, serta berkewajiban untuk terlibaf
dalam partai politik.

Namun demikian, fakiz menunjukkan perempuan di hampir seluruh doniz tidak
terwakili secara proporsional dalam politik. Dalam data PU tahun 2008,
perempuan hanva menduduki 18.6 persen dari keseluruhan anggota parlemen
{www.ipu.org). Negara-negara Skandinavia (Swedia, Norwegia dan Denmark)
memiliki tingkat keterwakilan perempuan fertingpi ysitu mencapai 40 persen
{Shvedova 21).

1.1. Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen Sedunia

Perempuan: 8.208
{18.6 %)

Laki-laki: 36.021

Surmbes: Biphyvew.ipegrg/wnn-c/world.him, tahan 2008

Demikian pula halnya realitas perpolitikan nasional juga belum menunjukkan
angka representasi perempuen  yang  menggembirakan. Berdasarkan hasil
pemitihan umum 2009 keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dan
eksekutif masih jauh tertingpal dibandingkan dengan laki-laki. D) fembaga
legislatif, jumlah perempuan yang menduduki Kursi DPR-RI hanya mencapai 161
orang {18,04 %) scdangkan  laki-laki 459 orang (81.96%). Persentase
keterwakilan perempuan di DPR RI mengalami fuktuasi di level yang rendah

sebagaimana tergambay dalam tabel berikut ini:
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1.1. Perbandingan Jumlah Anggota DPR R Berdasarkan Jenis Kelamin
Hasii Pemilu 1955-2009

. Jumlah Peremnpuan Laki-laki
Periods Anggata DPR
EE Jumlah % Jurrdlah %
1950-1955% 245 9 3.7 236 96.3
19551960 289 17 59 272 94,1
1958-1959%* 513 25 49 488 5.1
1971-1977 496 36 7.3 460 927
1977-1982 489 29 5.9 460 94,1
1982-1987 499 39 1.8 460 92.2
1087-1592 365 65 11.5 500 38.5
19931997 562 62 11 500 8Y
1997-1599 554 54 9.7 500 0.3
19093004 346 45 54 50D 1.6
20042009 350 &3 11.5 4837 $8.5
22014 50 1M 18.84 459 §1.96

Catptan: * DPR Sementars, buken hasil pemilu, ** Konstiluanle
Sumber: Sekretariat DPR RHCETRO dalem Republiks, 27 September 2008

Rendshnya jumiah perempuan dalam pengambilan kebijakan politik juga diilouti
dengan rendabnya jumlah perempuan dalam fataran birokrasi schagsimana
tergambar dalam fabel berikut inn:

1.2. Data Pegawai Negeri Sipil {(PNS) Menurnt Jabatan dan Jenis Kelamin

Jabatan
Pfgfggigﬁ Laki-laki % Perempuan %% ";,’gﬁ
Sigil (PNS)

Eselon T 582 90.23 P 877 5
Esslon 11 10,500 2129 755 671 11,255
Eselon 1 47,887 %6.44 7,569 1336 55,396
Eselon IV 167,217 77.91 74m moe | 214639
Bselon V 1,793 77.68 3,102 2232 13,895

Sumber: Badan Kepegawsaian Negara, Desember 2085
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1.3. Perbandingan Jumiah Menteri Perempuan dalam Periode Pemerintahan

Pasca Reformast
Kabinet/Periode | Porompusn Lakielaki Imd
Pemerintahan | Iml | % | dmi | % | Mny | J20aian dan Nama persmpuan
Kabirel Menter: Boviah Justika
Reformasi Baharsyah
Pembanguinasn Menteri Megarn Peranan
{Presiden 2 54 354 w3 3 Wanita: Tuty Alawiyeh
Habibi, 1998
1999)
Kabinst Menteri  Pemukiman  dan
Pergatuan Pengembangan Wilayah: Erna
Nastons] Witosiar
PresidenGus | 2 | 35| B | %88 36 | penmer Pemberdayaan
D, 185 Perempome Khofifsh  Indar
2661} Parawanca
Kabinet Gotong Menteri fndusisi dan
Royong Perdagangan: Rini Suwandi
{Presiden z 8858 1 31 | AA® 33 | Blentorl Megars Pumberdaynen
Megawati, Perermnpuan: Bri Rejeki
2001-20043 Sumarjoio
Menteri  Koordinator Bidang
Pergkonpraian: Sri Mulyani
Kahine! Menteri Perdagangan:  Maxi
indonasia Pangasty
Harsatu § 4 i1} 32 8.3 35 Menderi Kesehatan: Siti
(Presiden SBY, Fadhilah Sopar
2084.2000) Muonterd Negars Pumnberdayaan
Perempuan,  Mentla  Hal
Swasono
Menieri Kenanpar: 5ri Mubyani
Menteri Perdagangan: Mari E.
Pangestu
Kabinet Menteri  Kesehatan:  Endang
Indonesia Rahayu Setianingsih
Barsstu ] 5 4.7 | 2% | 883 34 | Menlert Pemberdayaan
{Fresien SBY, Perempuan  dan  Perlindungan
2004-2000) Ansk: Linda Amalie Sard
Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasionsl:
Armids Alisishbona

Sumber; Dari berbagai sumber, diolah oleh pecetith,

Fenomena perpolitikan dalam skala internasional maupun nasional yang masih
meminggirkan perempuan juga feriadi di Nanggroe Aceh Darussalam. Aceh
sebagal salah saty provinst yang memiliki otonomi khusus dalam mengatur
pemerintahan sendirl, memiliki ruang politik yang lebih besar dibandingkan
dengan provinsi lsin. Hal ini karena Aceh diberikan kewenangan untuk

melangsungkan pemilihan  kepala dacrah  (pilkada) secara langsung dan
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independen serta kewenangan mendirikan partai politik lokal. Kewenangan yang

begitu besar untuk Aceh ini fentu saja menjadi harapan baru bagi perempuan Aceh

untuk dapat berkiprah dan berpartisipasi secara lebih aktif dalam dunia politik.

Harapan ini bukanlah sekadar harapan kosong, karena peran dap kiprah

perempuan Ageh dalam ruang politik memiliki legitimasi sejarah. Dari tabel

berikut kita dapat melihat daftar perempuan yang terlibat aktif dan berperan dalam

pengambilan keputusan, baik sebagai rate maupun panglima perang,

1.4. Daftar Perempuan Aceh dengan Peran Pengambil Keputusan Sebelum dan
Sesudah Mulainya Perang Mefawan Belands Pada Tahun 1873

NAMA POSISI PERIODE TEMPAT
Putri Lindung Bulan | Perdana Menteri Tha 1353-1398 | Kesultanan Pedlak
giﬁ;{“ RRawangs2 | pat The 14061528 gg;::gfpmi
Malahayati Laksamana Tin 1589-1604 ngzits?;; Aceh
Meurah Ganti L.aksamsna Thr 1604-1607 g;f:‘ls%;%ceh
Cut Meurah Inseun Laksatrana Muda Tha 1604+§607 gﬁ;ﬁﬁ:&mh
Ta” AL Alam Ratu Thn 16411675 | Keouionan Acch
Cut Nvak Keurento gf{;’:j}‘; D{ﬁjﬁ&g{@gg The 18411675 g::;ﬁ:g‘ Aceh
Cut Nyak Fatimah g?f:i‘:f(gg:éﬁfﬁw Th 16411675 g:?:gt;::; Aesh
Sulan Inaya s Rt Tho 16781688 | ooonanan Acsh
Seri Ratu Kamalat $yah | Raty Ton 16881609 | Sesuiiennn Acch
Pocut Meuligs gﬁ:ﬁ;&;i‘ sﬁ?ﬁ“ ?Ik,é’;r ?gg ke- 18 ieém‘;:iﬁgﬁﬁg
di Samalangy Relanda
Teungkn Fakinsh Jonddt don Ulams, | 11, 1356.1953 e e
Belanda
Cul Nyak Den fenderal di Acch Bamt Waiat 8 Nov 1908 i;f::ﬁ:ﬁ:ufa;?; ;

di Pengasingan

Belanda
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Wafat 25 Oktober | SEiama swal perang

LCut Meutia Jenderal di Aceh Utara melawsan penjajah
1910
Belanda
Seiama awal perang
Pocat Baren Biheue Jenderal of Aceh Basat | Awalebad ke 1S | melawan penjaish
Belanda

Sumber: Noerdien Endriana, Pofitih ldeniitas Perempuan Aceh. WRI {Wamen Research Institue).

Dari data di atas kita dupat melihat bahwa jauh beberapa abad sebelumnys
perempuan Aceh (elah berpartisipasi aktif dalam ruang publik. Pengakuan tersebut
terlihat dari catatan sejarah di masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda vang
ditabalkan dalam Aadif mafa Acch populer yaitu: Adat bak Poe Teumewrcuhiom,
Hukom bak Syiah Kuala, (Janun bak Putroe Phang, Reusam baok Laksamara.

Masing-masing kata tersebut akan saya jelaskan sebapai berikut: Pertama, adat,
berkaiizn dengan tata penyelenggaraan pemerintahan vang herada i fangan
Sultan yang disebul Postemerenhom (kekuasaan cksekutify  Powtemerenhom
merupakan gelar yang disematkan kepada Sullan Iskandar Muda karena luasnya
kekuasaan dan tingginyas kewibawsannya. Kedua, Judom berkaitan dengan
penegakan hukum syariat keagamaan yang berada di tangan ulama (kekussan
yudikatif). Pada saat ity Syech Abdur Rauf Al Fansyuri atan vang lebih magvhur
dengan sebutan Syiah Kualz yang menpadi pemimpin spiritual dun sekaligus
sebagal Qadhi Malikul Adil --penasihat Sultan Aceh. Keriga Kamm terkait
dengan pembenfukan peraturan yang berada di bawah kekuasaan lembaga
perwakilan rakyat yang pembentukannya dipelopori oleh  Putroe FPhang
{(kekuasaan legislatif). Pufroe Phang adalah nama permaisuri Sultan Iskandar
Muda yang berasal dari Negeri Pahang Malaysia. Dan yang kegnipat, Reusam
berkenaan dengan peribal protokoler kerajsan yang tata kelolanys diserahkan
kepada Laksama vang lazim dikaitkan dengan Laksamana Malshayati, yaitn
seorang perempuan pemberani yang juga panglima perang angkatan laut Kerajzan

Aceh Darossalam,

Berdasarkan kadih maio di atas menvnjukkan, bahwa dalam penyelenggaraan
pemerintahan kerajaan Aceh tempo dulu telah dikenal adanya alokasi pembagian

yang bailc antarkompetensi fungsional masing-masing figur yaity umara, ulama,
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legislator dan tentara, mauspun alokasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan.

Adanya pernyatazn Oanun bak Puiroce Phang, #u beraeti masalah majelis
permusyawaratan dan proses pembentukan peraturan merupakan urusan yang
ditangani atau dipimpin oleh Putroee Phang. Sehingga sehagai perempuan,
eksistensi Putroee Phang telah mengisyaratkan betapa penting dan strategisnya
posist dan peran perempuan di Aceh saat itu. Mengutip pernyataan Tagwaddin
dalam artikel *Perempuan Acch dan Peluang Politik 2009” ia mengatakan dalam
buku Wanita Aceh dalam Pemerintahan dan Peperangan yang disadur ofeh Emi
Suhaimi ditengarai bahwa Putroee Phang-lah yang menginisiasi dan mengajukan
kepada Suitan Iskandar Muds akan perlunya sebuah Balai Majelis Malhkamah
Rakyat sebagai lembaga perwakilan rakyat yang akan menampung aspirasi rakyat
dan membuat qanua-ganun. Keberadaan Balat Majelis Mabkamah Rakyat yang
dibidani oleh Putros Phang terus berlanjut hingga era pemerintahan Raia Iskandar
Tsani dans Ratu Safiatuddin, Disebutkan pula dalam buku Qanun Mevkuio Alam
halaman 90-91 yang dikutip oleh Rusdi Sufi dalam Sultenah Safiatuddin batewea
17 dart 73  atau 23,3 persen dari anggota Balai Maielis Mahkamah Rakyat
Kerajaan Aceh adalah perempuan (57). Meaurut Tagwaddin, Majelis Rakyat
inilah yang kemudian menjchna dan berkembang sampal sekarang, sehinggs
menjadi Dewan Porwakilan Rakyat Aceh (DPRA) (www.acehinstitute.com).

Menilik alur  sciarah  tersebut, dapat disimpulkan bahwa sejurah  telah
membukitikan dalam arca politik, perempuan Aceh telah mulat berkiprah lebih
kurang sejak 400 tahun yang lalu. Namun seiring begjalanaya wakitu peran dan
partisipasi politik perempuan Aceh semakin tidak ferfibat. Partisipasi mereka di
tembaga lsgislatif maupun eksekutif dapat dikitung jarl. Perempuan Aceh yang
duly terkenal dengan kegigihan dan kepiawaianmya di ruang publik telah

terdomestifikasi, terkurung di dalam rumahnya.

Kemunduran partisipasi perempuan Aceh di ranah politik tidek terlepas dari
konflik bersenjata vang berkepanjangan. Dalam catatan sejarzh, Aceh dapat
dikatakan sebagai dacrah vyang tidek pernah lepes dari konflik, Pasca-
kemerdekaan Indonesia, konflik antara Acch dan pemerintahan pusat pertama kali

terjadi pada saat gerakan Darul Islam (DUTI} pimpinan Teungku Daud Beurueh
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diproklamirkan pads 1953 (Usman, 124). Konflik ini akhimya mereda dengan
diberikannya status istimewa bagi Aceh dengan otonomi luas dalam bidang
agama, adat dan pendidikan pada 1959. Setelah sempat mengalami masa damai,
konflik antara Aceh dan pemerintah pusat kembali terjadi pada saat Hasan Tiro

memproklamasikan kemerdeksan Aceh pada 4 Desember 1976 (Nurhasim, 23).

Di tengah berkecamuknya konflik bersenjata antara GAM dan Pemerintah R,
Aceh diluluhlantakkan dengan musibah dahsyat tsunami pada 26 Desember 2004
yang menelan ratusan ribu korban jiwa. Bencana ini ikut mendorong kedua belsh
pihak vang berttkai untuk mengakhiri konflik bersenjata yang  teleh
mengakibatkan begitu banyak kerugian haria, benda, dan nyawa dengan
ditandatanganinya nota kesepahaman antara pemerintah RI dan GAM pada 13
Agustus 2008 di Helsinki, Finlandia,

Konflik vang herkepanjangan df Aceh berdampak terhadap perubahan pe‘zaéaban
di Acch. Percmpuoan yang rentan terbadap kekerasan dan diskriminasi merupakan
bagian masyarakat vang mengalami dampak yang paling parah baik secara fisik
maupun psikis. Kondist keamanan yang tidek Kondusif telah memasung
perempuan di dalam rumshoya. Hal ini tentu saja berimpiikasi terhadap aktivitas
peremnpuan di ranah publik khususaya di ranah politik.

Berikut perbandingan partisipasi politik perempuen Aceh di lembaga Legisiatit
sefams beberapa periode,

1.5, Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif (DPRA) Aceh

Periode 1k o Pr Y Jumalah
19821987 33 $72 1 2,77 KH)
19873992 3% 92,8 3 714 42
1990.2G04 47 02 4 7.84 51
20042009 48 83,7 3 4,35 69
20092014 $3 94,2 3 58 69

Surnber: DPRA Aceh

Di balik banyaknya hambatan, tebersit harapan baru bagi perempuan Aceh untuk
meningkatkan perannya di ruang politik, yaitu bergulimya reformasi 1998 sebagai
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0

awal lahimya kehidupan yang demokratis di Indonesia. Kemudian ditkuti dengan
penandatanganan Mo/ perdamaian antara GAM dan pemerintah RI pada Agustus
20035,

Reformasi telah memberi peluang dan harapan kepada perempuan wuntuk
memyuaraken aspirasinya. Banmyak gerakan perempuan yang lahir sebagal
implikasi dari euforia reformasi ini. Pada era sebelumiya, politik menganut sistem
sentralistik yang akut di bawah rezim otorfier kronis vang telah membelenggu
perempuan di dalam rumahknyas. Roformasi fidak hanya membawa kemajuan
signifikan dalam proses demokratisasi <dan upays desentralisasi kekvasaan dalam
segala aspek kehidupan berbangsa, tetapi juga membawa perubahan fundamental
dalam berbagat aspek kehidupan, Khususeya dalam tata hubungan politik
pemerintahan dan ketatancgaraan, Salzh sato agenda penting ssat itu adalah
pengejawantahan desentralisasi dalam bingkai otonomi daerah (Jazuli 20).

Otonomi daerah yang diberikan kepada Aceh didasarkan kepada Undang-Undang
Nomor 18 Tabun 2001 tentang (tonomi Khusus, Lahirnva Undang-undang ini
dilatarbelakangl oleh dua fenomena; Periama, berkaitan dengan konflik di Aceh
yang timbul akibat adanya Gerakan Aceh Merdeka sejak 1976, Kedwa, berkaitan
dengan reformasi yang menuntst perubahan di segala bidang kehidupan
bermasyarakat dan bernegara termasuk mengubah pola hubungan antara pusat dan
daerah.

Reformasi yang felah dipelopori oleh mahasiswa telgh “memaksa™ pemerintah
untuk membuat beberapa kebijakan, di antaranya kebijakan tentang desentralisasi
dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun [999 tentang
Pemerintahan Daerah. Sedang konflik Aceh yang berfangsung beriarut-larut telah
“mendorong” scbagian anggota DPR untuk mengajuken usul inisiatif yang
kemudizn melahirkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penvelenggaraan Keistimewaan Provinst Daerah Istimewa Acch. Karena Undang-
Undang ini disasakan belum cukup mengakomodasi tuntetan daerah, maka
selanjuinya Sidang Tahunan MPR tahun 2000 melalui Ketetapan MPR Nomor
IV/MPR/2000 merckamendasikan Undang-Undang tentang Otonomi Khasus bagi
Acch yang disahkan sebagal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, (al-Yase’
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dalam Jurnal Legislasi Indonesia 15-16).

Otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh semakin luas  pasca
penandatanganan perjanjian damai antara GAM den Pemerintahan RI pada 15
Agustus 2005, karena salah satu butir perjanjian Ao 7 tersebut adalah kewenangan
Aceh untuk mendirikan partai politik Tokal yang telah mendapat legalisasi melalui
UUPA No. 11 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007
tentang Partai Politik Lokal di Aceh.

Kewenangan has vang diperoleh  Acch dalam mengatur sistem pemerintahan
juga terlibat jefag pada sistem dan struktur pemerintahan Acsh, yang saat ini
sebagian besar mencontoh sistem pemerinishan kerajaan Aceh Darussalam, Hal
ini terithat dari istilah vanp digonakan, struktur birckrasi pemerintahan dari
tingkat provinsi {Gubemur) sampai ke tingkat kelurshan (Geuchit), adanya kanun
sebagai peraturan daerah vang menjadi acuan dalam menjalankan pemerintahan
serfa keterlibatan ulams dan pemuka adat dalam penentusn sefiap keputusan
publik. Akan tetapl peran antara laki-lakd dan perempuan di ranah publik belum
terbagi secara proporsional. Padahal, jika memang sisters pemerintahian Acsh saat
ini menyadur sistemn pemerintahan Kerajaan Acch tempo dulu maka sepatuinya
juga melibatkan perempuan secara aktif deiam ranah publik khususnya politik.
Terlebih lagi saat ini Acelt memiliki kewenangan untuk mendirikan partai lokal
yang menuruf hemat sava dapat menjdi wadah untek menyampaikan aspirast

masyarakat khususnys perempuan segara Jebih luas.

Dalam perkembangan scjarah ketatancgaraan Indonesia, partai politik lokal
bukanlsh sesuaty vang ahistoris. Banyak partai politik fokal yang telsh ikut
mewarnai sejaral perjalanan sistem kepartaian di Isdonesia. Tetapi kemudian,
dalam pemilihan smum tshun 1971 dan setelahnya, partai-partai politik lokal
tersebut tidak lagi eksis. Dengan politik hukum penyederhanaan partai politik yang
dilakukan Crde Baru melalni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 fentang
Partat Politik dan Golongan Karya vang kemudian diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1983, telah menutup kemungkinan pembentukan partal
nalitik lokal di Indonesia (Harig, 68).
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Narmun saat ini, keberadaan partai politik lokal di Indonesia kembali mendapat
legitimasi khusus untuk Nanggroe Aceh Darussalam yang diatur dalam UUPA
Nomor 11 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007. Selain Acch, Papua
Jjuga mendapatkan hal vang sama, melaloi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papug, topatnya Pasal 28 dikatakan bahwa
Provinsi Papua dapat mendirikan partai politik (ayat 1), yangmana tata cara
pembentukan partai politik dan keikutsertaan dalam pemilthan umumn sesuai
dengan peraturan perundang-undangan (ayat 2). Selain itu juga diater mengenai
rekcutmen politik oleh partai politik di Provinsi Papua dilskuken dengen
memprioritaskan masyarakat asti Pspus (ayat 3). Partai polittk walib meminta
pertimbangan kepada MRP (Majelis Rakyat Papua) dalam hal seleksi dan
rekruimen politik partainye masing-masing {ayat 4).

Meskipun disebutkan dalam UU No. 21 Tahun 2001 tentang pembentukan partai
lokal (parlok), di Papua dan Papua Barat belum ada wacana kuaf tentany rencana
pembentukan partai lokal baik dari DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papus,
sebagal badan legisiatil Daeralt Provinsi Papus), pemerinfah provinsi, maupun
MRP (Majelis Rakyat Papua, schagai representasi kualtural orang asli Papua, yang
memiliki wewenang tertentu dalam rangka pedindungan hak-hak orang asli Papua
dengan berlandaskan pada  penghormatan  terhadap adat  dan  budaya,
pemberdayaan perempuan, dan  pemantapan kerokunan hidup  beragama).
(Widjoyo 1), Oleh karena itu, sampat gaat inf, undang-vndang itu belom memiliki
peraturan pelaksansannya yang lebib terperinei seperti halnya partal politik lokal
vang ada di Acch, schingga partal poliik lokal di Papua belum berdini

sebagaimana di Aceh.

Proses kelahiran partai politik Iokal di Aceh banyak menuai komtroversi di
kalangan elit politik nasional. Meskipun schagian dari mereka telah memahami
kebutuhan munculnya partai politik lokal, 2da juga pihak yang merasa khawatir

dan tidak setuju dengan partai politik lokal.
Pihak yang tidak menyetujui keberadaan partai politik lokal ini dilatarbelakengi

oleh kekhawatiran bahwa lahimmya partal polink lokal daput mendorong
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munculnya alsu menguatnya aspirasi separatisme yang salah satunya sepedti
pemah diungkapkan oleh Mogawati Sockamoputri dari PDI Perjuangan. Selain itu
juga dikhawatirkan lahirnya partal politik lokal di Aceh akan berujung pada
disintegrasi dalam Negara Kesatoan Republik Indonesia sebagaimans vang
dikemukakan oleh ahli hukum internasional Hikmahanto Juwana, Kekhawatiran
Juga muncul, bahwa daerah lain skan menuntut hal yang sama jika Aceh
diberikan kebebasan untuk membentuk parfai politik lokal {Hamid 221},

Menurut Munir Azis, Ketua DPW PPP Aceh, Iahirnya partai polifik lokal di Aceh
didasarkan pada alasan demokratisasi, Partai lokal menurutuya, pada tahap awal
harus dipandang sebagai sebush alternatif untuk memaksimalkan usahe
memerjuangkan aspirasi masyarakat lokal, Hasballah M. Sa’ad, mantan Menteri
Negara Urusan HAM berpendapat ide partai lokal ontuk Aceh berkaitan dengan
dikembalikennya hak-hak sosial dan polidk mantan anggots GAM setclah
mercka diberi amnesti dan rehabilifasi  olsh pemerintah. Alasan lain, mereka
belum dekat dengan partal-partai yang ada {partai nasional). Maka diharapkan
partai lokal menjadi saluran bagl mereke uniuk berpartisipasi dalam pemilihan
daerah (Hamid 222).

Begito pula dengan Ahmad Fathan Hamid, anggota DPR asal Aceh yang tidak
terlalu meagkhawatir pembentukan partai politik lokal di Aceh. Lahirnya partai
polifik lokal di Aceh menurutnyg justru gkan menggiring perjuangan GAM dalam
kerangka NKRI, Untuk itu asas partai politik lokal diatur agar tidak bertentangan
dengan Pancasila dan NKRI {223}

di antara kalangan yang sefuju pembentukan partai politik lokal terkait erat
dengan 2 {dva) alasan pokok: Pertama, masyarakat Indonesia yang beragam
depgan wilayah amat luas harus mempunyat instrumen politik yang benar-benar
dapat menampung seluruh aspirasi masyarakat daerah, Partal politik berskala
nastonal tidak akan dapat menampung dan mengagregasikan kepentingan

masyarakat di daerah yang sedemikian bersgam.

Kedua, dengan diselenggarakannya pemiliban kepala daerah langsung, seharusaya

masyarakat di daerah diberi kesempatan membentuk partai lokal agar calon-calon
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kepala daerah benar-benar kandidat vang mereka kehendeki, dan dianggap
merupakan sosok yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat daersh. Tidak
seperti praktik yang selama ini terjadi, kepentingan masyarakat fokal harus
disesuaikan dan tunduk dengan kepentingan elit partai politik di Jakarta (Kristiadi
71).

Dalam kaitannya dengan keberadaan partai politik lokal di Indenesia, maka
tuntutan rakyat Aceh untuk mendirikan partai politik sendiri, lebih mengarah
kepada partail politik yang bertujuan untuk melindungi dan memajukan hak
gkonomi, sosial, budaya, bahasa dan pendidikan kelompok minoritas tertentu,
serta meningkatkan otonomi yang telah dimiliki cleh daerah itu (Hamid 278).

Rathana Diani, seorang aktivis perempuan Aceh dan jur: bicara sebuah partai
lokal Aceh yaitu Partai Rakyat Aceh (PRA)} dalam seminar “Derckonstruksi
Politik Perampuan Aceh® di Jakarta, mengatakan bshwa Iahimya partai politik
lokal di Aceh dapat menjadi peluang bagi perempuan Aceh untuk berkiprah di
ransh publik, terutama dalam meningkatkan pantisipasi politiknya. Menurutoya
momentum inl sangat strafegis jika perempuan Aceh meresponsnya dengan
terlibat langsung meniadl pengurus partal ataupun caleg, karena keterlibatan
perempuan sejak awal dalam pantai politik lokal dapat mengintervensi kebijakan
parpol agar lebih responsif gender.

Pendapat yang divtaraskan Raihana di atas scjalan dengan wintutan zaman dewasa
ini, bahwa keterlibatan dap keterwakilan perempuan dalem dunia politik,
khususnya lembaga-lembaga politik formal, adalah sebuah realifas politik vang
tidak bisa dihindarkan lagi. Akses dan partisipasi politik perempuan pada sefiap
tingkatan dalam pembualan dan penpambilan keputusan adalsh hak asasi
perempuan yang paling mendasar fundamenial righ), seperti yang terluang
dalam Undang-Undang HAM, yaitu UU No. 39 Tahun 1999 bagian kesembilan
yang menyebutkan bahwa sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota
badan legislatif den pengangiaten di bidang eksekutif, yudikatif harus menjamin
keterwakilan perempuan sesuai persyaratan yang ditentukan. Atas dasar ifu saat
ini, perempuan harus terlibat dalam dunia politk, tanpa ikt maka seluruh proses
politik yang ada tidak akan pernah bisa membangun kehidupan demokrasi sejati.
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Dalam upaya meningkatkan partisipasi percmpuan dan mempersempit ruang
kesenjangan antara Jaki-laki dan perempuan dalam Keterwakilan politik, maka
mempéerjuangkan kuota 30 persen keterwakilan perempuan merupzkan suatu
keniscayaan. Kebijakan kuota seringkali diterapkan bersama-sama dengan
affirmative action, Kuota merupakan suatu bentuk implementasi yang meletakkan
suatu persentase minimal untuk representasi laki-laki maupun perempuan yang
ditujukan untuk menjamin adanya keseimbangan jumizh antara laki-laki dan
percmpuan dalam jabatan politik dan pengambilan keputusan, Argumen dasar
dalam penggunaan sistem kuola ini adalah untuk mengatasi kesenjangan yang
disebabkan oleh hukum dan budaya (Soctjipto, Politik, 78).

Oleh karena ttu mematok kuota 30 persen di pariemen dan partai politik dalam
pemily 2004 lalu, dianggap sangat penting dalam rangka tindakan afirmatif
sekalipus memberikan kesempatan yang seluas-fuasnya kepada perempuan untuk
berkiprah dalam politik, Basis pemikiran yang lainnya adalah keyakinan bahwa
sangatiah penting bagi perempuan untuk meningkatkan partisipasi politikaya, bafk
secara kuantitatif maupun kualitatif. Maju ke roang publik dan menduduki tempat-
tempat strategis pengambilan keputusan adalzbh  satu-satunya cars  unfuk
mengartikulasikan  serta  menentukan  kepentingannya. Karemz  hanya

perempuaniah vang dapat memabami isu-isy perempuan secara lebih baik.

Dengan demikian, keberhasilan gersken pcrcmpz;aé dalam memperiuangkan
kuota 30 persen keterwakilan perempuan yang tertuang dalam Undang-Undang
Partai Politik Nemor 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun
2008 patut dispresiasi. Keberhasilan ini bukaniah akhir dari perjuangan panjang
dan berliku yang selama ini ditapaki, akan fetapi merupakan pintu gerbang
menujn medan perjuangsn yang lebih berat, Banyak agenda dan rencana kerja
masa depan yang harus ferus kita benahi dan perjuangkan agar kuota 30 persen inf
dapat terpenuhi. Dengan demikian, isu-isu percmpuan yang meliputi isu kesehatan
reproduksi, kesejahteraan keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, kepedulian
akan nasib anak, lansia, kaum cacat dan juga isu ekologi atay kerusakan
fingkungan dapat terselesaikan secara lebib baik demi tercapainya kehidupan yang

berkeadilan gender.
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Di Aceh kebijakan 30 persen keterwakilan perempuan juga tertuang dalam
Undang-Undang Pemerintahan Acch Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 73 ayat (2) dan
{5}, Undang-Undang ini malah lebih dulu terbit daripada Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2008 tenfang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 18
Tshun 2008 tentang Pemilu. Kemudian UU PA ini semakin dikukuhkan dengan
disahkannys Qanun Acch No. 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK). Dalam Qanun ini diatur bahwa kepengurusan
partai politik lokal maupun pencalonan gnggota Legisiatif harus memperhatikan
sekurang-kurangaya 39 persen keterwakilan perempuaa dan ity meniadi salah sato
syarat pendattaran partal politik foka) sebagal peserta Pemilu (Pasal 4 (d), 8 {d),
16, 18, 21, 22 dan 24).

Secara Kkonstitusi dan historis peluang dan kescmpatan perempuan untuk
berpartisipasi dalam area politis telah terbuka lebar, Akan tetapi bukan beranti
upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan Aceh tidak mengalami
hambatan. Salah satu hambatan iu berasal dael sistem politik dan mekanisme
yang dibangun oleh parta: politik, Partat politik merupakan kendaraan yang dapat
mengantarkan perempuan ke lembaga legislatif sehingga dapat terlibat secara aktif
dalam setiap pengambilan keputusan publik.

Oleh karena i, partal politik menjadi ujung tombak berhasilnya gfirmalive
action dalam meningkatkan kucta 30 persen keterwalkilan perempuan, Karena
partai politik adulah lembags politik yanp dapat membantu dan mendorong
perempuan agar dapat dicaionkan dan terpilih menjadi aleg atau terlibat langsung

dalam lembaga-lembaga politik formal.

Berdasarkan data dari pemerintahan Nanggroe Aceh Darussalam  tabun 2008
pactisipasi perempuan Acch dalam lembaga legislatif dan eksekatif masih sangat
rendah sebagaimana teriihat dalae tabel berikut inl,

1.6. Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif (Pemilu 2004} dan Eksckutif

INSTANSE PR %o 1K “h TOTAL
PEA 3 52 55 84,8 58
DP 1 3 3 75 4
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Gubernur 0 0 1 | {HY) 3
Wakil Gubernur ¢ g 1 S 1
Bupati/Walikota & g zt i i
Wabup/Wakil Walikole L 4,76 24 95,24 2
Currai 4 1,44 272 £8.35 276
Kepala Badan Provinst & H 15 106 15
Kepata Kantor Provinst 2 833 24 91,6 24
Kepalz Biro Provinsi 1 833 i2 91,6 12

Sueber; www.nad.go.id

Fenomena rendahnya representasi  politik perempuan di Aceh  belum
memperlihatkan peningkatan yang signifikan pada pesta demokrasi 2009 ini, Hal
ini terdeskripsi dengen jelas pada rendahnya jumiah perempuan vang ferfibat
dalam kepengurusan partai maupun yang terdaftar sebagai caleg baik dar] partai
nasional maupun lokal Menuns dals Komite Independen Pemilihan (KIP) dan
1054 calon legislatif darl 44 parfal, perempuan vang terdaflar scbagai caleg hanya
304 orang yaito 34 perempuan di nomor vrut 1, 61 orang di nomor uret 2 dan 74
41 nomor urut 3. Dan menurut Yarwin Adi Dharma, Ketua Pokja Pencalonan KIP
NAD dari 44 partai politik peserta pemilu, baik berbasis nasional maupun lokal,
hanya 21 di antaranya memenuhi 30 persen kuota keterwakitan peresnpuan yaitu
terdixi dari 19 partai politik nasional dan 2 partat politik iokal {FPAAS dan PBA}.
Dari 304 jumlah caleg perempuan, 539 orang menjadi cales dari pariat lokal dan
245 orang dard parial nasional (wwworakyatsceheom). Berikut data caleg

perempuan dari enam partai lokal 41 Aceh.

1.7. Caleg Perempuan Partai Lokal Aceh Tingkat DPRA {Pemilu 2009)

Na Partzi Lokal Caleg Lk Caleg Py Juralah
Urut Jmib | % | Jmih | % | Cwles

35 Partai Aceh Aman Sejabtera _

(PAAS) A 7.7 10 323 M oarg
36 | Partai Davlat Aceh (PDA} 36 | 8Ll 7 182 | og
37 Partal Suara Indepersden Rakyat

Aceh (SIRA) 35 ] 514 | 38 186 | dlorg
38 Partai Rekyat Aceh (PRA) 21 72,4 8 276 2oy
38 | Partei Acel (PA) 54 74 17 2 Blorg
4% Partal Bersatu Aceh (PRAY 21 #H g 30 30 org
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Sumber; KiP NAD, diolah oleh penebiti.

Berdasarkan fenomena di atas, banysk kalangan baik politisi, zkademisi, dan
pengamat  politk  mencoba mengungkapkan fakfor-faktor vang menjadi
penghambat partisipasi politik perempuan Aceh akhir-akhir ini. Sebagian besar
berpendapat bahwa kemunduran partigipasi politik perempuan Aceh lebib
disgbabkan oleh rendahnya respons dan minat dari perempugn ite sendird,
Sebagaimana pemnyataan ketuz DPD PDI perjuengan NAD Karimun Usman
“Partal politik telah membuka peluang yang seluasg-luasnya untuk perempuan
menjadi caleg, namun perempuan Aceh kurang berminat schingga banysk padtal
yang tidak dapat mencapai kuota 30 persen” (Antara News, 21/08/2008).

Namun menurut pendapat saya, rendahnya keterwakilan perempuan di ranzh
politik tidak dapat ditinjau dari aspek istemmal diri perempuan saja. Karena
hambatan perempuan untuk terjun ke ranah politik juga tidak terlepas dari sistem
politik yang belum sepenuhnya mendukung partisipasi politik perempuan. Seperti
mekanisme perekrutan kader dan caleg yvang belum sensitif gender, fidak adanya
pendidikan politik bagi perempuan, mekanisme dan penempatan dapil dan nomot
wrut  yang smasih  belum  memosisikan perémpuan pada  posisi  yang
menguntungkan, sistem pemilu yang dirasae tidak kondusif terhadap perempuoan,

kecurangan yang terjadi menielang pemilu dan saat pemilu.

Hambatan-hambatan tersebut sgialan dengan hasil penclitian yang difakukan
IDEA, yang mengaieporikan kendala-kendala perempuan untuk berpartisipasi di
dunia publik ke dalam tiga wilayah, yaitu: politik, sosio-ekonomi dan sosic-
kultural (ideclogi dan psikologis) (Shvedova 19-40). Secara lebih khusus Shelty
Adelina mengunghkapkan bahwa sistem politik dan mekanisme yang ada di dalam
partai merupakan fakfor penghambat utama majunya caleg perempuan menujn
lembaga legislatif (64).

Rendahnya partisipasi politik perempuan Aceh tidak dapat dianalisie dari satu
faktor atan satu sudut pandang saja. Karena faktor penghambat dari rendahnya
partisipasi perempuan dalams politik sangatiah kompleks dan rumit. Sejalan
dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ani Soefjipte bahwa hambatan yang
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harus dilalui oleh seorang perempuan untuk terjun di kancah perpolitikan jauh
lebih banyak jika dibandingkan dengan laki-lski (214},

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka sava ingin meneliti pelvang dan
hambatan politisi perempuan Acsh dalam meningkatkan partisipasi politiknya di
partai politik lokal Aceh dan lembaga legislatif. Mengingat banyaknya faktor vang
menghambat partisipasi politik perempuan tersebut maka penulis akan lebih jokus
menyoroti kebiiakan dan sistem politik yang dibangun oleh pariai lokal Aceh.
Apakah sistern politik dan mekanisme yang dibangun oleh parfai politik lokal
Aceh telah responsif gender dep memperhatikan keterwakilan 30 persen
perempuan?

Kemudian penulis juga Ingin menggali secam lebih dalam sejauhmana perempuan
Aceh merespons ruang politik yang terbuka saat ini? Benarkah semangat
perempuan Aceh urtuk berpartisipasi di area politik telah terdistorsi?  strategi
sepert apa yang mereka bangun agar berhasil duduk di lembaga politik formal
dan lembaga legislatif,

Berdasarkan permasalaban di atas, maka saya akao meneliti tujuh orang pengurus
partai sekaligus caleg perempuan dari lima parlok Aceh. Hal ini saya lakukan
agar suara dan pengalaman perempuan yang seringkall diabaikan dan dianggap

tidak penting dapat terangkat ke permukaan dan dapat terdengar gaungnya.

Kecurigaan saya berikutnya adalah apakah benar secara konstitusi aturan yang
dibuat pemerintah Aceh telah berupaya untuk meningkatkan keterwaikilan
perempuan atau itu hanya sekedar atucan di atas kertas? Dan bagaimana implikasi
dari atoran tersebut dalam upaya mendorong keterwakilan perempuan di parlok
dan lembaga Legislatif. Unfuk ite dalam penelitian ini sava merasa perlu untuk
menelaat secara khusus kebijakan yang mengatur 30 persen keterwakilan
perempuan di partal politik dan lembags legislatif baik yang bersifat nasional
maupun fokal, Adapun aturan pasional vang akan dikaji adalah UL No. 2 Tabun
2008 dan UU No. 106 Tahun 2008, sedangkan aturan lokal adalah UUPA No. 11
Tahun 2006 dan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2008.
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1.2.  Pertanyaan Penelitian

Dart latar belakang masalah yang telzsh dijabarkan di atas, maka permasalahan
penclitian ini dapat saya formulasikan sebagai berikut: Bagaimanakah peluang
dan kendals yang dihadapi perempuan politisi untuk berpartisipasi akiif
dalam partai politik lokal Aceh dan menuju lembaga legisiatif pada pemilu
20097 Secara lebih khususnya turunan dari permasalahan penelitian ini adalsh:

1. Bagaimanakah partai politik lokal Aceh memberikan peluang terhadap
perempuan  uptuk berpartisipasi secara akiif dalam parfai lokal dan
menjadi anggota kegislatif?

« Apakah AD/ART dan platform panzi politik lokal wlah cukup
terbuka untuk partisipast perempuan?

« Apakah sistern rekrutmen yang diterapkan partal lokal telah
responsif gender?

2. Bagaimanskah politisi perempuan Aceh merespons peluang politik
vang ada, untuk mendapat akses dan dokungan menjadi pengurus
partai lokal daa menjadi aleg?

3. Hambatan apa saja yang dibadapi politisi perempuan Aceh dalam
meningkatkan peran dan keterwakilannya dalam parlok dan lembaga
legislatif?

4. Bagaimana implikasi dari aturan nasional; UU Ne. 2 Tahun 2008, UU
No. 10 Tabun 2008 dan stucan Iokal;, UL} PA No 11 Tahua 20686 dan
Qanun No, 3 Tabun 2008 terhadap keterwakilan perempuan di partai
politik lokal dan lembaga legislatif?

1.3. Tujuan Penelifian

Adapun tujuan utama darl penelitian ini adalah mengetabui pelnang dan
kendala yang dibadapi politisi perempuan unfnk berpartisipasi aktif dalam
partai politik lokal dan lembaga legislatif pada pemilu 2009. Dari tujuan
umum inl dapat diperinel tujuan khususnya yain:
1. Mengeiahui bagaimana peluang yang diberikan partai kepada perempuan
dalam berpartisipasi di partai [okal dan lembaga legisiatif.
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2. Mendapat gambaran bageimana perempuan merespons peluang politik
yang ada dan hambatan-hambatan apa saja yang mereka hadapi,
3. Analisa kondisi empirik dan ketentuan formal seperti vang tertuang dalam

Undang-Undang dan Qanun.

1.4, Kegunzan Penclifian

Sedikitniya jumlah perempuan yang terlibat dalam pengambilan keputusan publik
baik di lembagsa legislatif, eksekutif, yudikatif &i MNanggroe Aceh Darussalam
merupakan fenomena dari rendabnya partisipasi politik perempuan Aceh di ranah
publik. Untuk mengatasi kesenjangsn ini, maka diperfukan keterwakilan
perempuan dalam jemiah vang signifiken di lembaga legisiatif agar perempusn
juga dapat  mengartikufasikan kepentingannya dan terlibat langsung dalam
perumusan kebijakan publik. Keberadaan perempuan di lembaga legislatif
diharapkan akan melahirkan  kekuatan politis vang skan mendorong dan
mengak{}madasi berbagal kepentingan masyarakat, terutams dalam penanganan

isu perempuan yang selama ini sering terabaikan,

Penclitian ini penting uwotuk menghimpon data thndah tentang pengalamsan
perempuzn dalam partei politik lokal, mengidentifikasi, menggali dan memetakan
peluang dan kendala yang mereka hadapl. Temuan dalam penelifian ini
diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam menyvusun sirategi dan program masa
depan untuk aktivis politik perempusn, dan khususnyz para pengurus partaf lokal
dan caleg peremplan, Bagaimana pun partisipasi dan keterwakilan perempuan
dalam lembaga legisiatif borawal dar] keberadaan merekz di dalam parpol.

Penelitian ini menjadi lebih spesifik karena merupakan studi kasus terhadap parfai
politik kokal Aceh yang bant periama kali mengikuti pemily, selain itu, Aceh
merupakan satu-satunya provinsi yang mendapat kewenangan khusus untuk
melibatlean partai lokal dalam pemilu 2009 vang lalu. Kemudian studi kasus int
dikaitkan dengan kekhasan Aceh sebagai provinsi yang mendapatkas olonomi
khusus serta kewenangan untuk menjalankan pemerintahan dagrah secara otonom.
Kewenangan untuk menialankan pemerintahan ini teniu sangat berpengaruh
terhadap kebijakan daerah yeng dihasilkan, Berdesarkan realitas Hu, saya
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1.5

Metodologi Penclitian
¢ Pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mengpunakan metode
kualitatif berperspektif perempuan yang berbentuk studi kasus. Pendekatan
kualitatif digunakan dalam rengka mendapstkan pemahaman yang
mendalam dan komprehensif tentang peran partai politik lokal Aceh dalam
meningkatkan partisipasi politik perempuan. Ada dua pertimbanpan
mengapa saya memiiih pendekatan kualitatif. Perioma, gejala (fenomena)
yang hendak diteliti merupakan gejala sosial yang dinamis, yakni peran
yang dijalankan partai Ioka! Aceh dalam memberikan peluang dan
kesempatan perempuan untuk berkarir dalam duniz politik mesuju
lembaga legislatif. Metode kualitatif ini digunszkan karena saya akan
menganalisis realitas di balik fenomena sosial yang merepresentasikan
minimnya partisipasi aktif perempuan Aceh dalam  politik secara
mendalam. Strauss dan Corbin (17} menegaskan babwa metode kualitatif
dapat digunakan untuk mempelajari, membuka, dan mengerti apa yang
terjadi di belakang setiap fenomena yang bara sedikit diketahui. Selain itu
pemilihan  pendekatan  kualitatif  juga  dimaksudkan agar  dapat
meuggunakan data yang lebih rinci mengenai informan penelitian dengan

tingkat kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan,

Kedua, iebih pada alasan subjektif saya bahwa peristiwa-peristiva yang
terjadi di lapangan penelitian atau proses sosial yang hendsk diteliti,
mencakup proses yang rumit, dan baru bisa dipahami secara baik apabila
data dan informasinya dipaparkan secara lengkap dengan mengembangkan
kategori-kategori yang relevan termasuk dengan analisis interpretatif.

Penelitian ini bersifat studi kasus karena mengangkat kasus yang khusus

yaitu politisi perempusn Aceh dan partai politik lokal Aceh dengan
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keunikan sefarah, budaya, dan adat istiadat, serta lokasi yang kbusus pula
yaits  kotamadya Banda Aceh di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Lokasi penelitian yang dipilih meniadi spesifik karena diberi kewenangan
menerapkan ototomi kiusus, adanya partai politik lokal dan kewenangan
membuat Qanun {Peraturan Daerah).

Menurut Punch {37} yang didefinisikan sebapai kasus adalah fenomena
khusus yang hadir dalam suaty konteks yang terbatasi (bownded context)
(Poerwandari 124). Dalam penclitian int studi kasus dipiih agar saya
dapat memperoleh pemahaman yang utuh dan terinteprasi mengenai
interelasi berbagai faida dan dimensi dari kasus khusys tersebut, Menurut
Sunarte studi kasus dapat mengungkap secara detall peristiwa-peristiwa
masa lalu, baik peristiwa yang berkaitan dengan politik perempuan, sosial,

ekonomi maupun kebudayaannya (47).
»  Teknik pengumpulan data;

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: observasi lapangan dan
wawarncara terfokus dan mendalam, Untuk mendapatkan data sekunder
saya juga melakukan studi fiteratur atau penclitian perpustakean dibrary
research). Artinya, untuk mendapatkan data pendukung penelitian ini,
saya juga mengkaii Ul PA No. 1t Tabhun 26066, gomm, serta surat
keputusan vang mengatur partisipasi politik perempuan dan sejarah
keteriibatan perempuan Aceh dalam politik dan kebijakan publik.

Observasi di lapangan dilskukan dengan melihat dan mengamati langsung
sitoasi dan perkembangan partisipasi perempuan dalam politik dan
kebijakan yang dibuat berkenzan dengan representasi perempuan di partai
politik lokal. Sedangkan wawancara ferfokus dan mendalam dengan
pedoman umum dilakokan wnmk memperolch pengetahvan tontang
makna-makna subjektif vang dipahami informan berkenaan dengan
kendala dan peluang politisi perempuan dalam berpolitik terkait dengan
kebijakan dan sistem polifik yang dibangun oleh partainya. Pedoman

wawancara yang bersifat ymum ini diperhdkan uniuk mengingatkan saya
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mengenat aspek-aspek vang harus dibahas sekaligus meniadi daflar
pengecek {checklist) apakeh aspek-aspek relovan tersghbut teiah dibahas
atau ditanyakan {Poerwandari 145-146}.

Iaforman Penelitizn

Pada awalnya saya merencanakan akan meneliti enam orang politisi
perempuan dari cnam parlok, dengan kata Iain saty orang informan dari
setiap parlok. MNamun ketika terjon ke lapangan, rencarma awal saya
mengenai jumlah informan menjadi berubah. Perubahan pertama adalab,
informan yvang saya teliti hanya berasal dari lima parlok saja, yaitu Partat
Aceh (PA), Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), Partai Daulat
Aceh (PDA), Partai Rakyat Aceh {PRA) dan Parfai Bersatu Aceh (PBA).
Caleg perempuan dari Partai Aceh Aman Seojahiera (PAAS) tidak sava
teliti, karena saya mengalami kesulitan vatk menernukan dan mominta
kesediaan  mercka  untuk  diwawancara,  Alkhimya saya  hanys
mewawancarai sckjen partai yang laki-laki.

Kedua, jumlah informan untuk setiap paniai tidak sama yaitu dua orang
informan yang berasal dari PA dan SIRA, sementara dari PRA, PDA dan
PBA masing-masing satu orang. Hal ind fedadi karena beberapa
pertimbangan salah satu nye yaitu, kompleksitas permasalehan internal
dan eksternal dari PA dan SIRA membuat saya harus menggali intormasi
dan data yang lebih, schingga menurut sayva satu orang informan belum

mermadal,

Kriteria vang diterapkan pada informan kunci penelitian yang akan
diwawancara adalah sebagat berikut;

i, Perempuan pengurus dan partai politik lokal Aceh terdiri dari Partai
Aceh (PA), Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Daulat Aceh {PDA),
Partai Bersatu Atich (PBA), Partai Suara Independen Rakyat Aceh
{PSIRA}.
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2. Mewakili partai politik lokal Aceh schagai calon Anggota legislatif
pada pemils 2009 di tingkat proviasi (DPRA).

Paparan kriteria di atas kemungkinan skan berkembang menurut
kebutuhan. Sebagairana penjelasan Poerwandari bahwa jumlah sampel
dalam penelitian kualitatif tidak dapat ditentukan secara tegas di awal
penelitian, karena desain penelitian kualitatif bersifat luwes. Keluwesan
desain ini diperlukan agar penelitian dapat sungguh-sungguh terfokus pada
masalah yang akan didatami {117).

Untuk memperkaya data dan melihat bagaimana pofitieal will datam
platfors, ideologi, dan bagaimana aktivis perempuan ditempatkan di
dalam parick, maka saya melakukan lanpkah konfinmasi dengan cama
mewawancaral informan sekunder, vaita penpurus laki-laki dari enam
partai fokal Aceh dan aktivis perempuan. Saya juga menggali informasi
berupa data-data tertulis tentang profil parlok. Instrumen yang digunakan
dalam melakukan wawancara adalah lembar pedoman wawaneara, fape
revorder, dan alat tulis. Sedangkan untuk peaclitian perpustakaan,
instrumen yang digunakan adalah buke, artikel, jumal, koran, peraturan

perundang-undangan, Qanun, Surat Keputusan Gubermur dil
Analigis Data

Untuk menganalisis data, saya akan melakukan sejumiab teknik antara
lain, analisis induktf, analisis data sesuai telazh konseptual, pemaparan
deskriptif, tanskrip verbatim, coding, den kategorisasi data. Penelitian
dilakukan dengen prosedur mengumpulkan informan penelitian yaity
perempuan politisi deri lima partai politik lokal Acch yang memenuhi
kriteria sebagai informan. Kemudian sayas akan melakukan wawancara
sesual waktu yang telah ditentukan. Hasil wawancara tersebut ditulis
dalarn bentuk transkrip verbatim. Untuk melengkapi data yang diperoieh,
saya jupa melakukan wawancara kepada informan penelftian sekunder

seperti pengurus laki-laki darl lima partai lokal, aktivis gerakan perempuan
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dan melakukan anafisis terhadap literatur yang diperlukan guna

mendapatikan pemahaman yang integral.

Setelah data-data yang mendukung penclitian ini diperoleh, maka data
vang ada dideskripsikan sebagaimana adanya kemudian meiakukan
penyederhanaan data dengan melakukan coding dan kategorisasi. Langkah
selanfutnya adalah date dipahami dan dianalisis dengan melakukan
interpretasi guna mencari fawaban atas permasalahan yang ada dan hasil

dari analisis tersebut disajikan dalam bentuk simpulan,

« 1.okasi Penelitian

Lokasi vang akan dijadiksn obyek penclitian adelah Kotamadya Banda
Acch, Pemilihan kokasi tersebut berdasarkan padas argumentasi, antars lain

1. Banda Acech merupakan ibukota provinsi Naggroe Aceh Darussalam,
paling  memenuhi  kriteria  yang diinginkan  karenza  mudah
mengumpulkan subyek penelitian seperti; caleg perempuan
perempuan dari partai lokal Aceh, aktivis perempuan, dan terdapat

dua universitas negeri tempat berkumpulnya para akademisi,

2. Masyarakat vang tngsal di Banda Aceh adalah masyarakat
perkotaan vang partisipasi perempuan mercks dalam ranah publik
sudah lebih terbuka daripads di kabupaten/kota lainnya, Chri fersebut
lebih memudahkan saya untuk menclii pelusng dan kendalz

partisipasi politik perempuan.

3. Dinamika perpolitikan di kots Banda Acch memenuhi kriterda
masyarakat pedesaan dan urban sehingga saya dapat “memotret”

partisipasi politik perempuan Aceh secara lebih utuh.

4,  Memudahkan saya untuk mengumpulkan data dan literatur yang
dibutubhkan  seperti  Komite Independent Pemilthan (KIP),
perpustakaan, NGO dan LSM perempuan, Mahkamah Syar’iyah, dil.
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1.6, Izn Efis

Menurut Poerwandari, yang dimaksud isu elis adalak dilema-dilema dun konflik-
kontlik yang muncul, serta pertimbangan-pertimbangan yang diambil mengenai
bagaimana mefakukan penelitian secara baik dan bepar (202). Dan sudah

sepatuinyalah dalam menghasilkan femusn #miah says selaku peneliti harus

memperhatikan den menghormati kebutuban informan penelitian ini.

Dalam proses penelitian ini saya banyak bersinggungan dengan topik sengitif dan
kepentingan individu yang menjadi informan penelitian saya vaitu pengurus partai
perempuan sckaligus caleg perempuan yang berada di bawal otorites kepartaian.
Untuk itu saya telah mendahulukan persetujuan informan scbelum melakukan
peneiitian dan berupaya mengantisipasi kershasiaan identitas mereka dengan

menyamarkan nama asti mereka.

Saya yakin, bahwa penelitian ini sedikit banyaknya akan menyumbang manfaat
bagi kesejahteraan perempuan Khususnya dan manusia pada smumnya. Namun,
para informan penelitian sangat berhati-hati dalam menyebutkan nama dan
identitas orang yang terkait dengan persoalan margka di partal politik dan di
tempat-fempat mereka melakukan kampanye atau di daerah pemilihan. Untuk itu
mereka- meminta off the record pada idemtitas orang vang mereka maksud.

Saya berkeyakinan, besamnya manfaat positif yang aken diperoleh infosman yaitu
para caleg perempuan atau siapa pum perémpuan yang akan masuk ke duonia
politic akan dapat mengatasi kopsekuensl negatif vang mungkin timbul dari
penelitian ini. Sebagal peneliti independen, saya berupaya menjaga Rualifas
penelitian  dengan mengotamakan kemandirian dan  kebebasan saya dari
kemungkinan tekanan pihak-pihak fertentu yang memiliki kepentingan untuk
mengendalikan hasi! penelitian karena penelitian tersebut berkait dengan banyak
parfai politik. Saya mengolah hasil wawancara dengan pertimbangan tersebut,

1.7.  Sistemafika Penslisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah  sebagal
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berikut:

Bab 1: Pendahulvan; menguraikan later belakang permasalahan, masalah

penclitian, tujuan dan menfaat penclitian, metodolog dan sistematika penelitian,

Bab 2: Tinjauan Pustaka dan Kerangka Konseptual; bab ini menjelaskan
. tentang beberapa penelitian dan tulisan teniapg peran partai politik dalam
perluasan partisipasi politik perempuan vang dilakukan sebelummya dan
kontribusi tesis ini dibandingkan penelitian-penelitian terdahulu tersebui.
Pada bab ini pula, saya memaparkan beberapa konsep yang digunakan
dalam penelitian yang akan digunakan dalam mendukung penulisan ini, antara
fain konsep politik, demokrasi, dan parlai politik fokal, partigipasi politik, sistem
politik, sistern pemils dan rekrutmen.

Bab 3: Peran Parfai Lokal Aceh dalam Meningkatkan Partisipasi politik
Perempuan; Bab ini menggambarkan tentang sejarah partal politik lokal di
Indonesia dan proses terbentuknya partat politik lokal Acen. Kemudian disusul
dengan bahasan tentang kebijakan afirmatif vang diintroduksi keenam partai lokal
yang meliputi; AD/ART, platform, program kerja, mekanisme rekrutmen dan
posisi dan keterwakilan perempuan dalam partat dan dafiar caleg.

Bab 4: Dinamika Perpolitikan Perempuan dalam Meningkatkan Keterwakilannya
Pada Partai Lokal dan Pemilu 2009. Bab int saya awall dengan deskripsi profil
kewjoh informan, selanjulnya memberikan deskripsi ftentang  pengalaman
perempuan terjun berpolitik baik sebagai pengurus pariai maupun caleg. Melipufi:
bagaimsna perempuan merespen peluang politik yang ada, kesiapan perempuan
untuk terjun ke politik, sistern politik yang dibangun parlok, serta kendala yang
dihadlapi politisi peremptan pada masa Xkampanye dan pemilu.

Bab 5: Pemustup, terdiri dari tiga sub-bab, yaitu simpulan, diskusi dan saran,
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BAB2

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam bab scbelumnya telah didiskusiksn tentang maksud dan tujusn penulisan
tesis ini, dengan mendiskusikan gambaran mengenai pasang surut partisipasi
politik perempuan Aceh serta faktor-faktor yang melatarinya. Faktor utama yang
menjadi fokus peanlisan ini adalah lahirnya partai politik fokal di Aceh, vang
difkuti dengan kebilakan afirmatif kuota 30 persen keterwakilan perempuan yang
diatur dalam sturan rasional (UU No. 2 Tahun 2008 dan UU No. 10 Tahun 2008)
dan aturan Iokal (UUPA No. 10 Tahun 2006 dan (Qanun No. 3 Tahun 2008).

Bab ini membahas beberapa tulisan dan penelitian tentang perempuan dan politik
sebelumnys, yang kemudian menjelaskan koniribusi penelitian says dibanding
dengan penchiffan-penclitian  ferdahulu,  Penelitian  int  dilakukan dengan
pendekatan kualitatif dengan maksud untuk mendapatkan deskeipst mengenal
permasalahan politik perempuan Aceh. Hal Ini tidak untuk mempertahankan teori
tertents, namun pencliti merasa perly wnduk menyampaikan uraian singkat
mengenai pandangan/teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti
untuk memberikan gambaran umum serta memberikan arah pada proses penelitian
berikutmya.

2.1 Tinjauan Pustaks

Penelitian tentang perempuan dan politik sudah banyak dilakukan, baik berupa
tesis di lingkungan civitas akademika Ul ataupun pepelitian vang dilekukan oleh
LSM dan lembaga penelifian lainnya. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang
terdapat di Kajian Wanita dan LSM:

2. Anik Farida {2000) dengan judul fesis “Perempuan dan  Politik:
Mendengar Penpalaman Mereka” lebih fokus pada pelitik sebagaimana
dipraktikkan berdasarkan pengalaman persmpuan dengan subyjek politikus

yang umum,
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Women Research Institute {2004} “Keterwskilan Perempuan dalam
Kebijakars Publik di Era Otonomi Daerah”. Penelitian ini lebih kepada
analisis terhadap kebijakan pemerintah deerah yang berkaitan dengan
partisipasi perempuan dalam politik dan kebijakan publik.

A.D Kusumangtyas {2003} yang memfokuskan komitmen parpol-parpol
Istam untuk demokrasi dengan judul tesis: “Perempuan dalom Partai-Partal
Politik Islam Peserta Pemiin 2004: Keterwakiian dan Pandangan Politik”

E.8 Margaretha {2605) meneliti peran *Kaukus Perempuan Politik
Indonesia {KPPI} dalam Gerakan Mendorong Keterwakilan Politik

Peremgpuan di Indonesia™.

Aries Setyani {2005} “Peran Partai Politik dalam Perluasan Partisipasi
Politik Perempuan dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional” tesis pada
pengkaiian strategi ketahanan nasional. Penelitian ini lebik fokus kepada
peran partai politk pasional, yaitt enam parial besar dan fidak
berperspektif perempuarn.

Sheily Adelina (2006} lebih memickuskan pada pengalaman dan
perjuangan para caleg perempuan yang terpaksa gagal atau digagalkan
oleh hambatan dalam partat dan sistem perpolitikan di Indonesia dengan
subjok penelitian caleg perempuan yang gagal pada pemily 2004, Judul
Tesis “Hambatan Calon Legisiatit Perempuan dalam Parial dan Sistem
Politkk Menuju Lembaga Legislatif; Stwdi Kasus Kegagalan Caleg
Perempuan dalam Pemifu 2004%,

Bvida Kartini mahasiswa Pascasarjana Departemen Tmu Politik Fakultas
Hmu Scosial dan Iimu Politik Universitas Indonesia. Meneliti mengenai
“Pelaksanaan Sistem Kuota 30 % Untuk Keterwakilan Perempuan di DPR
Pada Pemilu Legisiatif 2004 di Indonesia” juga pada tahun 2606, Dalam
tesis ini Evida berupsya untuk melihat pelaksanaan sistem kuota 30%
terhadap perempuan di DPR dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi
pelaksanaan sistemn kuota 30% tersebut.
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h. Endrz Wiaya (2007) “Partal Politik Lokal di Indonesia”  Tesis
Pascasarjana Hukem Ul Penelitian ini difckuskan pade permasalahan
yang berkaitan dengan keberadaan pariai politik lokal, yaitu mengenai
faktor-faktor yang mendorong timbulnya partai politik fokal di Indonesia,
dan kedudukan partai politik lokal dalam hukum positif di Indonesia.

Dari penelitian terdahulu yang sava paparkan di atas, penelitian yang saya lakukan
menjadi penting dao berbeda setidaknya karena dua hal, pertama, topik penclitian
yang saya lakukan mengkaji tentang keterwakilan perempuan dalam partal politik
lokal Aceh. Penelitian tentang keterwakilan perempuan dalam partai politik lelah
banyak dilakukan, sepeeti Anik Farida, A D Kusumangtyas, Arics Setyani, Shelly
Adelina, E.S Margaretha. Dari semua penelitian tersebut semuanys meneliti
keterwakilan perempuan pada pariai nasional. Ada beberapa penelitian yang
bersifat lokal seperti Women Research Institute yang meneliti tentang
*Keterwakilan Perempuan dalam Kebijakan PubEk di Era Otonomi Daerah” pada
2004, skan tetapi penelitian ini menganalisis kebijakan pemerintah daerah yang
berkaitan dengan partisipasi perempuan dalam politik dan kebijakan publik namun
tidak menpkaji pactisipasi perempuoan i partal politik lokal Acgh schagaimana
yang saya lakukan.

Kedua, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berperspektif
perempuan dengan subjek  politisi-politisi perempuan di parlok yamg juga
mendaflar scbagal caleg pada pemilu 2009, Perspektil’ penelitian dan pilihan
subjck berfuiuan untuk mengangkat svara dan pengaiaman perempuan yang sering
terabaikan dan dianggap tidak penting. Hal ini yang membedakan penelitian saya
dengan Bodra Wilaya 2007) yang menchiti teatang faktor-fakior yang mendorong
timbulnya partai politik fokal di Indonesta, dae kedudukan partal politik lokal
dalam hukum positif di Indonesia.  Tesis ini sama sekali tidak membicarakan
mengenal partai politik lokal sebagai institusi politik yang dapat digunekan vntuk
nerempuan <alam upaya peningkatan partisipasi politiknya.

Ketiga, beberapa penelifian terkait masalah perempuan dan polilik telah
menemukan hambatan partisipasi politik perempuan yang dihadapt oleh hampir
seluruh perempuan di  manapun, seperti hambatan budaya dan kultur

Universitas Indonesia

Peluang Dan..., Fitriyasni, Pascasarjana Ul, 2010



32

Sebagaimana vang telah kita ketahui budaya patriarkal yang telah menguasai
dunia menyetereotipkan politik sebagal dunfanya laki-laki sehingga institusi
polittk menjadi maskulin dan seksis. Namun kearifan budaya lokal dan situasi
Aceh pasoakon{lik dan tsunami menjadi telash khusus dalam penelitian ini yanp
tidak beriaku di daerah lain, Karens kedua hal tersebut akan memengaruhi situasi
sosial, ekonomi dan politik di Aceh yang zkan berimplikasi terhadap
keterhambatan perempuan untuk berkiprah di dunia politik.

Dapat disimpulkan behwa penelitian yang akan saya lakukan lebih fokus untuk
menggali peluang dan kendala yang dihadapi politikus perempuan ketika
berpartisipasi akfif sebagai pengurus dan caleg pada lima partai lokal Aceh.
Dengan kekhasan subjek dan kasus yang dipilih dalam penelitian ini diharapkan
akan mengbasilkan temuan-~temuan penelitian baru dan lebih spesifik. Khususnya
terhadap eksistensi partai lokal di tanah air ini, sejavhmana kebermanfaatan partai
politik lokal dalam menjalankan kebijakan afirmatif terhadap perempuan, dan
apakah ia dapat direkomendasikan sebagai model untuk provinsi yang [ain, atau

sama saja dengan partai nasional yang ada,

Namun demikian, penelitian sebelumnys sedikit banyaknya telah mermbantu saya
memahami  bagaimana hambatan struktural maupun kiltural yang dihadapi
perempogn ketika ja memutuskan ontuk berkiprah di ransh politik yang maskulin,
Paling tidak teruan-emuan dalam penelitian sebelumnys membantu says untuk

mempertajam analisa dalam penelitian yang says lakokan.

2.2 Kerangka Konsepiaual

Lahirnva era reformasi pada 1998 membawa perubahan-perubahan
fundamental dalam berbagal aspek kehidupan berbangsa, khususnya dalam
tata hubungan politik pemerintghan dan ketatanegaraan. Bergulithya
reformasi sekaligus menandal berakhirnya rezim pemerintahan otoriter
dengan kekuasaan absohst, sentralistik dan tidak terkontrol. Dan
dimulainya proses demokratisasi yang sesungguhnya dengan membawa

kemajuan yang signifikan dalam upaya membangun pemerintahan yang
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lebih demokratis dan desentralisasi kekuvasaan dalam seluruh aspek
kehidupan berbangsa. Upaya yang dilakukan pada waktu itu adalah
menata kembali bangunan kelembagaan politik agar tidak berpotensi
menimbulkan pemerintahan otoriter dengan kekuasaan yang tidak

terkontrol serta pengejawantahan desentralisasi dalam bingkai otonomi
daerah.

Tantangan terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia pada masa transisi ini
adalah bagaimana menciptakan pemerintahan demokratis yang efektif yang
mensyaratkan keberadaan penguasa yang dipilih secara bebas dan adil,
kepercayaan publik atas penpuasa secara berkala bisa dinilai dan diganti melalui
pemilu yang adil, dan penguasa yang accountable terhadap hukum, pengadilan
yang independen serta otonom, juga terhadap kekuatan penyeimbang yang

lainnya.

Berdasarkan indikator di atas, Indonesia sebagai negara demokrasi yang
terbilang baru telah menunjukkan kemajuan mengesankan, yang menurut
Ani Soetjipto (“kerja” 1) terlihat dari dua hal. Pertama, dukungan rakyat
pada lembaga institusional cukup solid. Fenomena ini ditunjukkan oleh
partisipasi masyarakat pada pemilu 1999, 2004 dan 2009 serta ratusan
pemilihan kepala daerah (pilkada) vang berlangsung di seluruh wilayah
Indonesia, walaupun ada indikasi penurunan, namun tingkat kepercayaan
pada kerangka kerja demokrasi dapat dikatakan cukup baik. Kedua, aturan
main demokrasi yang menjadi kesepakatan bersama telah dipatuhi dan

dijalankan oleh hampir seluruh aktor politik.

Dalam membangun kekuatan penyeimbang untuk melakukan kontrol terhadap
pemerinfah, dibutuhkan sinergi antara partai politik dan organisasi masyarakat
termasuk gerakan perempuan untuk membawa dan mewujudkan aspirasi serta
kepentingan masyarakat. Agar pemerintahan berjalan secara demokratis, maka

dibutuhkan pula otoritas dan legitimasi untuk melaksanakan keputusan serta
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membela kepentingan publik. Untuk By, partai politik dan masyarakat yang
kuat dan independen adalah dua hal yang tidak bisa ditolak.

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang mengalami masa transisi sudah
pasti mengalami sekian dilema berkaitan dengan bapaimana mempraktikkan
prinsip-prinsip pemerintahan demokratis. Kondisi ini memprihatinkan mengingat
lahirnya masa transisi terjadi bersamaan dengan gelombang krisis ekonosml sgjak
1997, di mana fingkat kemiskinan moningket seria pelayanan publik semakin
memburuk. Belum lagi permainan badan-badan keuangan dunia seperti IMF,
World Bank, ADB, dil, yapg fentu saja semakin memperparah kondisi

politik ekonomi Indonesia.

Permasalahan-permasalahan yang digambarkan di atas dapat dicari jalan
keluar jika seluroh komponen bangsa ikut berperan aktif, termasuk di
dalamnya perempuan. Partisipasi perempuen untuk terlibat dan dilibatken
dalam upaya membangun dimensi pemerintahan yang demokratis sangat
diperlukan. Karena menurut Boyle (19-20) demockeasi mengeiawantahkan
keinginan bahwa keputusan yang memengaruhi perkumpulan secara keseluruban
harus «iambil oleh semwva anggotanya dan masing-masing anggota harus
mempunyai hak yang sama dalam proses pengambilan keputusan. Dengan kata
fain, demokrasi mencakup pringip kontrol rakyat atas proses pembuatan keputusan
kolektif dan kesamaan hak-hak dalam menjalankan kendali itu.

Berkenaan dengan pandangan Boyle bahwa demokrasi merupakan kesetaraan hak,
Robert Dah!  {68) pun menyatakan bahwa, hak adalah salah satu bahan utama
dalam membangun suatu proses petwrintaban yang demckratis. Sebush sistem
politik haros menjamnin adanyz hak-hak tertentu bagi warga negaranya seperti hak
untuk berpartisipasi, dan hak untuk menyatakan pendapat tenfang masalah-
masalah politik, serta hak untuk membertkan suara,

Sefain jtu, faktor penting lainnya dalam menuju proses pemerintahan yang
demokratis adalah pembagian kekuasaan, antara satu fingkat pemerintahan ke
tingkat yang lebih rendah, antara birckrasi pemerintehan dan warga, serte antar
kelomipok-kelompok warga sendiri. Distribusi kekuasaan antara Iaki-laki dan
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perempuan dalam pengambilan keputusan publik, merupakan bagian dari upaya
untuk mencapai kehidupan yang lebih demokratis.

Sementara di sisi lain, pemerintahan yang demokratis membutuhkan masyarakat
yang terampil dalom melakukan praktek-praktek rekonsiliasi, kolaborasi,
mengelola  konflik, dan membangun konsensus, yang seluruhnya sangat
dibutuhkan ontuk mendorong pattisipasi  publik  yang produktif dalam
pengambilan keputusan. Selama ini, perempuan justru banyak berada dalam posisi
yang pasif dan sering ditinggalkan dalam proses pengambilan keputusan publik.
Perempuan sebagal kelompok inderess, juga memiliki kepentingan sebagaimana
laki-laki, dan hanya perempuan yeng dapat memahami kepentingan perempuan
secara lebih baik. Namun pada kenyataannyz selama ini kepentingan dan
permasalahan perempuan tidak terartikulasi, terolah dan terorganisir dengan baik.
Sehingga banyak kebljakan yang dihasilkan tidak ramah perempuan dan buta
gender serta tidak menyasar pada kebutuhan dan permasalahan perempuan.

Secara ringkas dapai dikatekan perlunya tindakan genderasasi dalam demokrasi
{engendering democracy) paling tidek  berkaitan dengan tiga penjelasan yang
diuraikan oleh Karam: sebagai berikut (6). Pertama, hak-hak politik perempuan
merupakan bagian integral dan tak dapat dipisabhkan dari hak asasi manugia, dan
sebaliknya hak asasi mapusia merupakan aspek fundamental dari berbagai
kerangka kerja demokratik. Kedua, bahwa dalam seatu sistern demokeasi,
pandangan dari kelompok-kelompok yang berbeda harus dipertimbangkan dalam
memformulasikan berbagal keputusan atau yang mengarah ke berbapai strategi.
Dengan kata lain demokrasi harus inldusif dari berbagai opini dan persepsi
mengenal perempuan dan laki-laki. Ketiga, dasar pemikiran yang paling rasional
untuk mengaitkan demokrasi dan gender adalah bahwa perempuan secara efektif
merupakan separuh dari penduduk dunia, dan separuh dari penduduk nasional.
Maka, dalam mengonseptualkan berbagal isu dan mengembangkan kebijakan
yvang akan memengarubl, secara langsung atau tidak langsung, kehidupan warga
negara scharusnya mompertimbangkan berbagal situasi, perspektif dan realilas
serta melibatkan perempuan dan laki-leki dalam proses pembuatan kepotusan,

Bemokrasi juga diartikan keterwakilan {represensative) dan kesetaraan {equality).
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Keterwakilan perempuan secara fisik (represemtation in presence) atau secara
deskriptif (meminjam istilah Lovendugki) dalam politik merupakan hal yang perlu
dan penting ontuk dilskukan. karena menorut Philips Pengalaman perempuan
tidak dapat diungkapkan dalam politik yang didominasi laki-laki, karenz ity
kebutvhan dan kepentingan khas perempuan menuntut perwakilan oleh
pererapuan (Philips, the Politics 17},

Dalam kasus di Indonesia, kebijakan negara dan pembangunan ckonomi yang
berjalan justru menghambat partisipasi politik perempuan dan menjadikan
peremnpiian dalam kondist miskin dan kurang berkembang. Kenyataan ini
memunculkan scbuah pertanyaan mengenai keterwakilan kepentingsn perempuan
dalam lembaga-lembaga politik formal vang merumuskan berbagai kebilakan.
Sistermn perwakilan politik di banyak negara selama ini menerapkan keterwakilan
dalam ide (reperesentation in ideq} sehingga lebih menekankan pada akomodasi
ide dan kepentingan, bukan permasalshan siapa yang mowakili. Dengan kata lain,
tidak harus perempuan vang duduk delam lembaga-lembaga politik formal
terutama parlemen untuk meowakill kepentingan perempuan. Namun demikian,
kenyataan yang terjadi justeru menunjukkan dominasi laki-laki dalam politik,
sama sekali tidak memperiihatkan sensitivitas terhadap kepentingan perempuan,
Oleh  karena itu, meningkatkan keterwakilan perempuan secara fisik
{representation in presence) dalam politik meropakan hal yang perlu dan penting
untuk dilakukan

Selanjutnya Phillips {7he Politics of Fresence, 62-3) juga menguraikan beberapa
pemikiran yang melatarbelakangi perlu dan pentingnya meningkatkan jumlah
perempuan dalam politik terutama parlemen, Perfama, Keadilan antara laki-laki
dan perempuan. Distribusi kekuasaan yang tidak merata antara laki-laki dan
perempuan menyebabkan terjadinys dominasi kekuasaan oleh laki-laki yang
menyubordinasi perempuan. Uniuk menjembatani monopoll kekuasaan yang
selamia ini telah dipegang oleh laki-laki, maka perlu adanya pembagian kekuasaan
yang adil antasa laki-laki dan perempuan. Demi tercapainya keadilan tersebut
mitos ‘ruang privat’ untuk perempuan harus dihilangkan, karena menjadikan

perempuan sukar untuk berkompetisi di ruang publik dan bahkan tidak mermiliki
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kesempatan untuk mengemnbangkan kemampuan pribadinya. Kedua, kepentingan
perempuan. Keterwakilan akan membawa kepentingan perempuan dalam politik.
Kenyataan bahwa perempuan memiliki kepentingan berbeda dari laki-laki dan
pemilihan wakil-wakil perempuan akan Iebih meyakinkan keterwakilan

kepentingan perempuan.

Ketiga, perbedaan hubungan perempuan terhadap politik. Meningkatnya -
keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga politik formal akan membawa
perubahan pada budaya politik masyarakat. Politik yang didominasi oleh nuansa
‘maskulin’ dapat berubah sesuai dengan nilai dan kebiasaan yang dibawa oleh
perempuan dalam politik. Keempat, keberhasilan peran politisi perempuan dalam
perumusan kebijakan. Kiprah perempuan dalam politik akan memberi contoh
terhadap perempuan lainnya untuk lebih percaya diri yang kemudian dapat
membongkar akar-akar asumsi yang menyatakan hal-hal yang tepat dan tidak

tepat bagi perempuan.

Telah menjadi pandangan banyak kalangan elit politik di negeri ini, bahwa
keterwakilan perempuan dalam politik mutlak diperlukan dalam rangka menjalani
proses demokratisasi yang baru saja dimulal. Meskipun demikian, hal tersebut
tidak menjadi jaminan bahwa langkah perempuan untuk terlibat dalam partai
untuk meraih kursi legislatif akan lebih mulus. Karena kendala yang dihadapi
perempuan untuk berpartisipasi dalam politik sangatiah kompleks. Mulai dari
kendala internal yang meliputi lemahnya kapasitas perempuan, kurangnya percaya
diri perempuan untuk mencalonkan diri, persepsi perempuan tentang politik
sebagai permainan kotor, dukungan keluarga. Selanjutnya partai politik yang
maskulin dan seksis menurut Adelina menjadi penghambat terbesar bagi

perempuan untuk berpartisipasi di politik.

Sejalan dengan temuan di atas, hasil penelitian yang dilakukan Lovenduski
menggambarkan bahwa hambatan feminisasi politik disebabkan oleh faktor-
faktor institusional dan faktor-faktor sosial. Kendala institusional berupa seksisme
institusional dan aturan-aturan hukum yang tidak berpihak pada perempuan.
Sedangkan rintangan sosial berupa sumber daya yang rendah di mana kebanyakan

perempuan adalah kelompok yang miskin dari segi ekonomi sehingpa tidak

Universitas Indonesia

Peluang Dan..., Fitriyasni, Pascasarjana Ul, 2010



38

mampu membiaya kegiatan-kegiatan politiknya. Selain itv konstruksi gaya hidup
seorang perempuan juga menyebabkan mereka hanya memiliki sedikit waktu
untuk berpolitik, ditambah lagi dengan pelabelan tugas politik sebagai sesuatu
yang taken for gromted sebagai tugas laki-laki (87-91).

2.2.1  Politik

Politik sering diartikan sebapgai akfivitas unfuk meraih kekuvasaan atau sikap yang
berhubungan dengan kekuasaan untuk memengaruhi suatu macam bentuk susunan
masyarakat. Sementara Mirlam Budisrdio mendefinisikan politik sebagai “usaha
untuk menentuksn perafuran-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian

besar warga, unfuk membawa masyarakat ke arah kehidupan yang harmonis™

{15,

Max Weber mendefinisikan politik sebagal “perebutan kekuasaan atau usaba
saling memengaruhi dari pare pemepang kekuasazn” {Vamiz 245} Randall (7)
mendefinisikan politik sebagai kebijakan smum yang menyangkut pengaturan
dan alokasi dari sumber daya alam, yang mana dalam proses ini berpotensi
muncul konflik kepentingan dan pendapat tentang bagaimana sumber daya
alam ini akan didistribusikan. Dengan kata lain politik adalah upaya orang
atau masyarakat untuk memengarvhi distribusi dari sumber-sumber daya

alam tersebut.

Pemahaman politik yang sering dicrientasikan untuk  merebut kekunasaan
menyebabkan politik dianggap sebagai dunia yang keras, kotor, manipulatit’ dan
agresif. Sehingga ia diangpap bukan tempat yang cocok untuk peremipuan
berkiprah, Terlebih lagi ketika politik ditempatkan di wilayah publik yang formal
turut pula menghadirkan definisi, konsep dan nilai-nilai yang menempatkan

perempuan di luar ares tersebutl.

Olsh karena itu para fominis telsh berupaya untuk melzkukan redefinisi politik
agar lebib ramah perempuan dengan mendobrak tembok pembatas publik-privat
dan formalinformal vang sclama puluhan bahkan ratusan ishun berhasil

metintangl kiprah perempoan dalam dunia politik. Upaya ini dilakukan karena
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pendefinisian politik baik dalam feori maupun prakiik ditengarai olch pama
akademisi feminis merupakan perpanjsngan dari  definist konvensional
berdasarkan pengalaman laki-laki. Dengan demikian setiap definisi politik bersifat
tendensius dan bisa diperdebatkan karena pemisahan yang tegas antara politik dan
nonpolitik sendirf merupakan tindakan politis (G, Parry 82).

Politik dalam perspektif feminis meliniasi ruang publik (formal} dan privat
{informal} sehingga kegiatan yang dilakuken perempuan “di dalam rumal™,
sepertt menjalankan poran sebagal istil afau by, menjalankan fungsi reproduksi,
seperti melahirkan, mengasuh dan merawat anak, dan sebagainya juga dianggap
sebagai kegiatan yang memiliki dimensi politik. Karena menurnt Ani Soefiipto
setiap kegiatan yang memiliki hubungan kekuasaan dan ketidaksetarsan antara
perempuan dan laki-laki dimaknal sebagat aktivifas politik (Jumal pemikian
Islam tentang Pemberdavaan Perempuan, 453

Setelah menghilangkan tembok pembatas publik-privat dan formal-informal.
Upaya feminisasi politik selanjutnya adalah mengintervensi pemahaman politik
dengan pengalaman pribadi perempuan. Hal inilah yang dilakukan oleh Catharine
MacKinnon melaiul slogan the persamal ix political. Slogan the personal is
political int mempunyai arti bahwa kekhususan pengalaman perempuan di
wilayah veng secars sosial dihidupi sebagal wilayah pribadi yang privat juga
memiliki dimensi politis, Prinsip substansial mengenai keotentikan politik dari
pengalaman perempuan adalah menembus ketidakberdayaannya terhadap laki-
laki. Dengan mengatakan ‘yang personal adalah politis® berarti gender sebagai
pembagian kekuasaan ditemukan den dibokiikan melalui pengalaman akrab
perempuan atas obyekiifikasi sekoualnya (Mackinnon, Towards, §2).

Sementara Kare Millet dalam Sexwad Politics (26} menyamakan politik dengan
kekuasaan atay “hubungan-hubungan kekuasaan yang terstroktur”. Hal ini
mengekspresikan konsepsi bara bahwa wilayah politik tidak hares lagi dibatasi ke
dalam institusi-institusi tetapi meliputi seluruh aspek dalant kehidupan Individue

dan sosial.

Konsep kekuasaan yang dimaksudkan Millet bukanlah kekuasaan scbagaimana
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dimaknai oleh laki-laki yang identik dengan dominasi, kekerasan, pemaksaan dan
menimbulkan konflik. Akan tetapi suatu sistem kekuasaan yang memberdayakan

dan mengedepankan prinsip kerja sama untuk mencapai tujuan,

Berbicara mengenai kekuasaan, Dowding (4) menguraikan kekuasaan menjadi
dua, yaitu power fo dan power over. Power over merupakan kekuasaan untuk
memengaruhi orang lain agar menghasilkan sesuatu atan menolong menghasilkan
sesuatu. Dalam proses memengaruhi orang lain tersebut dapat menimbulkan rasa
suka atau tidak suka dari pihak yang dipengaruhi. Kekuasaan model ini dijalankan
dengan memaksa orang yang dipengaruhi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan
keinginan yang memberi pengaruh tanpa ada pilihan, sehingga berpotensi
menimbulkan konflik. Kekuasaan model inilah yang banyak diterapkan laki-laki
datam berpolitik.

Sementara Power fo adalah kemampuan seseorang untuk menganalisis dan
mengukur kemampuan diri untuk melakukan sesuatu. Power to dilakukan dalam
bentuk kerja sama dengan asumsi bahwa kerja sama dapat lebih menghasilkan
kekuasaan. Seseorang yang menjadi objek dalam kategori ini merupakan
seseorang yang otonom dan berhak menentukan serta mempertahankan

keinginannya.

Politik secara umum vang didefinisikan berdasarkan pengalaman laki-laki
memfokuskan pada ‘perebutan kekuasaan’. Berbeda sekali dengan politik feminis
yang lebih mengedepankan “etika kepedulian”, sehingga kekuasaan bagi
perempuan dimaknai sebagai bentuk kemampuan untuk menciptakan masyarakat
yang lebih berharkat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai feminitas, seperti
persahabatan, kasih sayang, kelembutan, dan simpatik. Dengan kata lain
kekuasaan perempuan (women power) bukanlah untuk kepentingan kekuasaan itu
sendiri atau untuk memanipulasi orang lain. Kekuasaan dalam pandangan feminis

mengutamakan kerja sama dalam mencapai tujuannya.

Sedangkan kekuasaan dalam pandangan laki-laki sangat lekat dengan nilai-nilai
maskulinitas seperti kekuatan, oforitas, ketegasan, kepentingan, dan dominasi

yang cenderung menimbulkan konflik yang dekat dengan pemahaman power
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over. Sementara kKekuasaan dalam pandangan perempuan lebih dekat dengan

pemahaman power fo sebagaimana penjelasan di atas.

Dalam pelaksanaannya, Cantor and Bernay [39) menjelaskan bahwa kekuasaan
dalam perspektif feminis merupakan penyatusn nilai-nilai maskulinitas dan nilal
nilai feminitas. Kekuasaan dalam perspektif ini juga mengadopst kekuvasaan ibu,
Kekuasaan ibu merupakan kekuasaan yeng bemnuanss - kasih sayang dan
mengandung nilai pemberdayaan pada orang lain, tidak berpusat pada diri sendiri.

Kekuasaan perempuan diarahkan untuk mencapai sebuah tujuan,

2.2.2 Partai Politik Lokal

Kata partai berasal dari kata pars dalam bahasa Latin, yang berarti “bagian”.
Dalam kamus bahasa Inggris, kata pardy berarti pihak (misalnya dalam suatu
perjanjian), even sostal (sepertt pesta), dan grop atau kelompok bersama.

Deefinisi tertua partai politik, muongkin, bisa dirujuk dari Edmund Burke, tokoh
politik Inggris (1729-1797). Burke pada tahun 1771 menulis buhwa partai adalah
“a body of men united 7 for prometing, by thelr joint endeavors, the national
interest uppn some particulgr principle in which they are all ugreed” (kumpulan
orang-orang vang bertujuan untuk mempromosikan, dengan usshe bersama,
kepentingan nasional berdasarkan beberapa prinsip khusus yang telah mereka
setujui  bersama) (151). Namun, Buwke khawatir partai politik hanya akan
digunakan oleh “massa” sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan dan unfuk
meniuaskan kepentingan mereka sendiri, den karena itu Burke mendukung sistem
perwakilan vyang hanya diperuntukkan bagi orang-orang bijak; ini berarti
pernbatasan hak pilth untuk kelompok warga negara vang berpendidikan,

Sigmund Neumann dalam bukvnys, Modern Political Parties, mengemukakan
definisi sebagai berikut:

Partai politik adalah kendaraan dari aktivis-aktivis politik yang berusaha
untek menguasai kekuasaan pemerintahan serta mercbut dukungan rakyat
relalui persaingan dengan svatu golongan atau golongan-golongan lain
vang mempunyai pandangan vang berbeda (332).
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Secara singkat dapat dikatakan parfai politik merupakan perantara yeng besar
yang menghubungkan kekuetan-kekuntan dan ideologi sosial dengan lembage-
lembaga pemerintahan vang resmi.

Di Indonesia, ada beberapa definisi partai politik yang dikenal, seperti dari: Pasal
1 {1} Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik:

Partal politik adalah orpanisast vang bersifar nasional dan dibentuk oleh
sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan
kehendak dan ciia-cita untok memperjuangkan dan membels kepentingan
politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Megara Repubiik Indonesia Tahun 1945,

Menurut Miriam Budiardjo (16):

Partai politik adalah suatu kelompolc yang ferorganisir, yang angpota-
anggotanya mempunyal orientasi, nilzi-nilal dan cite-cita yang sama.
Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan
merebut kedudukan politik-—{biasanva} dengan carg konstitusional—
untuk melaksasakan kebijaksanaap-kebijaksanaan mercka,

Dinamika perpolitikan di Indonesia mengalami perkembangan dengan hadirnya
partai politik lokal di Aceh yang ikut mewarnai pesta demokrasi di Indonesia pada
pemilu 2009 yang lalu. Bila ditinjau dari sejarsh duniz, partai politik Iokal telsh
dikenal ssjak akhir abad ke-19 dan awsl abad ke 20, Mo, Kenzie sebagaimana
dikutip oleh Ahmad Farhan Hamid {312} mengatakan Partai Buruh di Inggris
didirikan pada tahun 1900-antarg lain oleh beberapa partai buruh lokal Di
Amerika Serikat partai politik lokal muncul pada tahun 1800 dengan berdirinya
Home Rule Pariy of Hawaii untuk melayani aspirasi pribumi Hawai di legislatif

negara bagian dan Kongres.

Partai politik lokal (state party, regional party, atau pofitical puarty) sdalah partal
politik yang jaringannya terbatas pada suatu dacrah (provinsi atau negara bagian}
atau beberapa daerah fapi tidak mencakup semua provinsi {nasional). Secara
sederhana Hamid mendefinisikan partai politik lokal sebagai “partai politik yang
didirikan dan berbasis di daerah”. Partai demikian menjadi lokal karena ia tidak

mau menjadi partai nasional, dan karena itu hanys ingin terlibat dalam proses
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politik daerah. Kekuatan partai politik lokal terletak pada kedekatannya dengan

konstituen atau pemilih,

Balam UU No. 11 tehun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal | anpka 14,
dijelaskan bahwa:

Partat politik lokal adalah organisasi politik vang dibentuk oleh
sekelompok warga negars Indonesia yang berdomisili di Aceh secara
sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk
menperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara
medalui pemilihan anggota DPRA/DPREK, gubernur/wakil pubemur,
bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.
Menuryt Hamid, partai politik lokal dapat dibag: menjadi dua sistemn. Pertama,
sistern partal politik lokal tertutup, yaitu hanya boleh berpartisipasi dalam
pemilihan umuam unfuk memikib anggota legisiatif daersh dan kepala dasrahb (iika
pemilihan bersifat langsung). Kedua, sistem partai politik lokal terbuka, yaitu
partai lokal juga diberi hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan vmum nasional,
sepertt untok pemilihan anggota legislatif pusat dan kepala negara/presiden (jika
pemiliban bersifat langsung). Dalam sistern partal lokal terbuka ing, partal lokal
dapat meniadi mitra koalist pariai nasional ¢ tingkat nasional dan karena Hu dapat

menempatkan tokohnya dalam kabinet sebagai menteri (33}

Partai politikk memegang peranan penting dalam mewuajudkan demokeatisasi di
negara yang menganut sistem demokrasi perwakilan seperti Indonesia. Partai
politik juga mempunyai peran kerusial dalam menentukan partisipasi dan
keterwakilan perempuan dalam kembaga legislatif, bahkan partal politik sering
digambarkan scbagal penjaga gerbansg untuk terpilihnya seseorang menjadi wakil
Menyadari hal fersebul, femimigasi parfai politik mutlak diperlukan dalam
rancangan strategi afirmasi terhadap keterwakilan perempuan. Menyadar peran
partai yang begitu besar, dan belajar dari pengalaman gagalnya undang-undang
politik yang lama dalam mengintroduksi tindakan afirmasi ferhadap perempuan,
maka gerakan perempuzan membuat rancangan strategi afirmasi dari hubu ke hilir.
Dari huly, dengan cara memasikkan semangat afirmasi dengan kuota 30 persen
ke dalam UU partai politik serta mendorong pemiliban pengurus partai melalu
mekanisme pemifihan yang demokeatis, terbuka dan akunzbel. Inti darl strategi
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ini adalah mengejawantahkan kuota 30 persen dalam struktur kepengurusan partai
dan menjadikan hal ini sebagai persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu.
Selanjutnya mengalir ke hilir, strategi yang dilakukan adalah dengan
mengintervensi UU pemilu untuk memasukkan aturan yang tegas (dengan sanksi)
dalam penominasian minimal 30 persen perempuan sebagai caleg. Kedua,
mendorong penempatan calon perempuan dalam sistem zipper. Ketiga mendorong
mekanisme penetapan calon terpilih yang kondusif bagi perempuan (proporsional
semi terbuka). Berikut bagan kebijakan afirmatif yang dirancang oleh gerakan

perempuan dari hulu ke hilir.

2.1 Strategi Afirmasi Hulu ke Hilir

RUU PARTAI POLITIK RUU PEMILU

= Mendorong jumlah perempuan = Mendorong aturan yang tegas
minimal 30 % dalam (dengan sanksl) dalem
kepengurusan (khususnya dalam penominasian paling sedikit 30%
pengurus harien) partai politik di perempuan  sebagai caleg oleh
berbagai lingkatan pariaj politik.

s Mendorong pemilihan pengurus e Mendorong penempatan calon
parlai melalui mekanisme perempuan dalam daftar calon
pemilihan  yang  demokratis, yang peluang keterpilihannya
terbuka dan akuntabel. besar {(zypper sistem).

* Mendorong mekanisme penetapan
calon terpilih yang kondusif bagi
keterpilihan perempuan yeng lebih

\ / \ besar (proporsional semi lerbukﬂ).j

Sumber: Sri Budi Eko Wardhani, "Perjuangan Menggagas Kebijakan Afirmatif bagi Perempuan
dalam UU Pemilu Tahun 2008” Jurnal Perempuan 63

Strategi afirmatif yang telah dimasukkan dalam UU partai politik ini diharapkan
dapat memaksa partai untuk mematuhi agenda afirmasi terhadap perempuan.
Mengutip apa yang dikemukakan IFES terdapat 4 (empat) faktor dalam eksistensi
partai politik yang signifikan dalam menentukan tingkat keterwakilan perempuan
di parlemen. Keempat faktor tersebut adalah: 1) Struktur organisasi partai politik,
semakin terpusat pertanggungjawaban struktur partai politik yang bertanggung
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Jawab, semakin besar kesempatan bagi keterwakilan perempuan, Ketua pariai
dapat menjalankan atursn-aturan kelembagaan untuk menciptakan kesempatan
bagi perempuan, sebhagai respons terhadap tanpgapan aias tekanan publik. Juga
organisasi yang perianggungjawabannya lebth terpusat, dapat lebih mudah
diminta beri pertanggungjawaban jika proporsi bagi kandidat perempuannya
rendah. Namun demikian, ada indikasi kebih kuat bahwa pensilihan calon partai di
tingkat dacrah membantu pemilithan wakil perempuan. Mereka, wakil perempuan
lebih dinominasikan dan dipilih ketika nominasi calon dilakukan cleh cabang-
cabang pariai atau panitia di dscrsh, dibandingkan oleh strukfur pusat partai
politik.

2) Kerangka kerja lembaga, semakin melembaga sebuah partai politik - yaity,
diatur oleh seperangkat aturan yang transparan, non diskriminasi, dapat dipahami
dan adil - semakin terbuka bast rakyat di huar struktur keksasaan tradisional -
termasuk bagl perempuan ~ untuk dapat menjadi calon. Sebaliknya, apabila partai
didasarkan pada kekuasaan individeal, tanpa strukter lembaga yang formal, akan
sulit bagi perempuan untuk dinominasikan sebagal calon. Peraturan partal yang
memastikan kesetaraan gender dalam: pencalonan memilia pengarub posiif
dalam proporsi perempuan yang terpilib dalam Jegislatif. Namun, musgkin
diperfukan ada keterlambatan wakfu dari dua pemilu atau lebih bagi adanya
kemajuan yang signifikan dalam proporsi wakil perempuan, sefelah adamya

pengenalan peratiran-peraturan tersebut.

3} Ideclogi partai, partai yang berideologi propresif secara sosial lebih mungkin
mendukung wakil perempuan, karena pemikiran egaliiarianisme dan dukungan
mereka secara umum bagi mercka yang berada di luar strukior kekuasaan
tradisional. 4) Aktivitas politikus perempuan, semakin Hinggl jumlah akiivis
perempuan (i antara anggota partai politik dan khususaya yang bekerja di dalam
kantor eksekufif internal partai politik, semakin besar pula kesempatan bagi
perempuan untuk terpilih dalam pencalonan kontes yang mungkin dimenanpkan.
Peningkatan jumlzh aktivis perempuan dalam partai politik dapat memaksa

imereka untuk melaksanakan peraturan yeng mendukung pencalonan perempuan.
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Sebagal institusi politik yang strategis untuk mengantarkan perempuan menuju
kursi parlemen, partai politik diharapkan menjalankan fungsi sebagai berikat,
sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen
politik dan sarana pengatur konflik. Pertama, sehagai sarana komunikasi politik
partai berfungsi sebagai sebuah lembaga yang menyerap dan menyalorkan aspirasi
masyaraket mefalui proses penggabungan kepentingan (interest aggregation) dan
perumusan kepentingan {(interest articulution) yang dikeluarkan dalam bentuk
sebuah usulan kebliakan partat dan akan disampaikan pada pemerintah untuk
menjadi kebijaksanasn vmum pPudlic policy). Dalam hal ini partal hisa berfungsi

sebagal perantara antara pemeriniah dan rakyat.

Kedua, dalam menjalankan fungsi sebagai sarana sosialisasi politik, partai politik
berusaha menciptakan image bahwa fa memperjuangkan kepentingan umum,
Sosialisasi dilaksanakan melalul penanaman solidaritas angpota terhadap partai
serta upaya peayadaran terhadap konstitucnnya akan tanggung jawabnya scbagal
warga negara, dengan mengedepankan kepentingan negara di stas kepentingan
pribadinya.

Fungsi ketiga yailu sesbagal sarana rekrotmen polifik, Untuk memperluas
partisipasi poiitik dan mempersiapkan kader, 'parzzi politik harus melakukan
rekrutmen politik. Rekrutmen politik ini dalam jangka panjang berfungsi sebagai
persiapan pergantian pimpinan yang lama {selection of leadership} Dan vang
keempat, sebagai sarana pengatur konflik (conflict managemers). Konilik
horizontal yang terjadi dalam kelompok masyarakat dan konflik vertikal yang
terjadi antara pemerintah dan masyarakat secara idealnya dapat ditengahi oleh
partai politik. Karena partal poliik mempunyai peran yang hampir sama dengan
pemerintah dalam hal mengelola konstifuennya, schagal penghubung antars
kedvanya, serta pengatur keinginan dan aspirasi polongan-golongan dalam
masyarakat, maka scharusnya peran sebagai pengatur konflik dapat dilaksanakan,

Sebagai salah saty komponen demokrasi, partal politik sangat menentukan
keberlangsungan demokratisasi di Indonesia. Jika demokras! mempunyal makna

bahwa pengambilan keputusan menjadi hak semua anggots atau masyarakat yang
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memandatkan, di mana elit partai tidak mempunyai peran yang signifikan, maka

demokratisasi bisa berjalan terus.

Fungsi rekrotmen yang dijalankan oleh partai menjadi pintu masuknya perempuan
dalam institusi politik formal. Oleh karena itu gerakan perempuan dengan sangat
cormal memperjuangken masuknya kuota 30 persen ke dalam persyaratan
rekrutmen dan mensyaratkan pelaksanaan rekrutmen secara demokratis, terbuka
dan akuntabel.

Pippa Moris {243} memaparkan 2da dua cara rekrufmen politik yang dilakukan
khususnya untuk keterwakilan perempuan di parlemen. Perfoma, piliban rasional
dari partai politik: frational choice institutionalism} yang dilakukan dengan cara
menentokan caleg berdasarkan kemampuannya. Ini dijalankan melalui seleksi di
tingkat partal politik berdasarkan Ioyalitas caleg, kemampuan, dan profesionalitas
di bidangnya masing-masing. Care ini membuka kesempatan bagi keterwakilan
perempuan yang dipengaruhi oleh sistem pemilu atau penpgunaan kuota gender
dan penenfian jumiah kurst perempuan di parlemen. Kedus penentuan
keterwakilan peremnpuan dengan cara modernisasi budaya. Modernisasi budaya ini
menckankan pada nilai-nilaf budaya dalam masyarakaf yanp secara sistematis
berhubungan denpan tinpkat perkembangan masyarakat, Dalam proses rekrutmen
politik, penentuan kandidat dilakukan atas dasar hubungan sosial di mana dalam
negara vang budaya pairiarki masih melekat kuat, membuat keberadaan laki-laki
lebib diuntungkan.

Selanjutnya, Richard E. Matland juga melihat bahwa untuk terpilih menjadi
anggota legislatif perempuan harus dapat melewati tiga hambatan utama yaitw
pertama, perempuan harus menyeleksi ditinya seadirt untuk pencalonan. Kedua,
mereka perle diseleksi sebagai kandidat oleh partai dan ketiga mereka perlu
diseleksi oleh pemilih,
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2.3. Sistem Rekrutmen Legislatif.

Sumber: Intermationsl 1DEA, Peremspuan Di Forlemen: Bukam Sekedar Jumlah, Bukar Sekedar
Hiasan, 63. Diambil dart P. Morrds “Lagiviative Resruitment™ dalam L., Ledus, R Niemi dan P.
Norris ods. 1996, Perbandingan Demokragh: Pamiliban dan Pemunguten Svuars delem Perspektif
{Hobal, London: Sage 196,

Seiiap tahapan dari tiga rintangan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor. Tahap
pertama adalah tahap darl seorang perempuan untuk memutuskan bahwa ia inghn
mencalonkan diri untek jabatan politik. Bagi perempuan menyatekan secara
terbuka untuk pencalonan diri adalah sulit, tetapi ini merupakan langkah penting
untuk memperoleh representasi politik. Adapun kepuiusan yang diambil okeh
perempuan pada umummnya dipengarubi oleh dua faktor vaitu ambisi pribadi dan
kesempatan untuk mencalonkan diri. Kesempatan untuk mencalonkan diri ind
dipengaruhi oleh besarnya peluang yvang ada, lingkungan politik vang kondusif,
dan taksiran mengenai sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam melakukan
kampanye politik seperti organisasi-organisasi perempuan. Hal ini diyakini dapat
membaniu membangun kepercayaan dirl perempuan untuk tampil di ruang publik
dan memberikan dukungsn jika ia memutuskan untuk mencalonkan diri.

Tahap selanjutmya adalah melakukan seleksi oleh partai. Proses nominasi para
kandidat ini merupakan salab satu peran penting yang dimainkan olch pariai-
partai politik. Meskipon proses inl memberikan kesempatan bagi rakyat entuk
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turut berpartisipasi namun banyak partai politik lebih menerapkan rekrutmen
tertutup dalam menentukan siapa caleg yang akan dinominasikan. Tahap terakhir
adalah tahap dimana perempuan diseleksi oleh pemilih pada pemilihan umum.
Pada tahap ini, sistem pemilu yang diterapkan pada suatu negara memberikan
pengaruh yang signifikan dalam meloloskan caleg perempuan untuk meraih kursi
fegisiatf.

Prosedur yang digupskan dalam menyelekst kandidat sangatlah  beragam,
Perbedaan sistern rekrufmen yang dilakukan sebuah pariai politik tidak terlepas
dari seberapa luasnya tingkat partisipasi pengurus partai dalam pemilihan para
palon, Apskah keputusan dalam penyeleksian itu dibuat oleh seorang pimpinen
partai sendivi, sekelompok pejabat pariai atau scluruh anggota partal, Proses
perekrutan polittk yang hanva melibatkan para elit partai bizsanya disebut sistem
rekrutmen tertutup. Sementars vang ferhuka dilakukan secara kompetisi mumi
yang biasanya akan dilaksanakan dengan suatu wjian sehingpa diketahui siapa

saja calonnya.

Berdasarkan mekaoisme dan syarat perekrutan, sistem rekrotmen terdici dari dun
moadel yaitu model birokrasi dan patronase. Dalam sistem birokrasi, rekrutmen
kandidat dalam partai dilakukan dengan peraturan yang rinci, eksplisit, eksklusif,
terstandar, tanpa memperhatikan apakah orang tersebut dalam posisi kekuasaan
atau tidak. Sedangkan dalam sistem patronase, rekrutmen dilakukan tanpa adanya
aturan yang jelas. Dan kesetiaan para kandidat kepada mereka yang berkuasa
dalam partai politik sangat besar (Matland, “sistem perwakilan™ 24)

Sedunpkan berdasarken orientasinys, Perekrutan politik dapat berorientasi
ascriptive dan achievement. Masing-masing orientasi ini secara feoritis dapat
berdirt sendiri ietapl prakteknya dapat ditemui interaksi yang rumit di anfara
keduanya. Secara formal, sistem perekrutan polittk memiliki sifat terbuka bagi
selurgh angeola masvarakat yang memiliki persyaratan. Namun strukiur patriarki
sernacam keluarga, pertemanan, agama dan kelompok informal vang ada dalam
siruktur pemeriniahan masuk ke dalam fungsi perekmutan melalul sistem politik
{(Almond dan Powell, 119),
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Perekrulan anggota keluarga, teman, kelompok ras atau keagamaan atsy tempat
tinggal lebih menekankan pada kriteria ascriptive vang bertujuan untuk
mendapatkan kesetiaan dan dukungan bag! kelompek kunei {Liddle, 196). Latar
belakang politik keluargz mempunyai pengaruh terhadap terciptanys tingkat
partisipasi politik yang tinggi bagi percmpuan.

Orientasi perekrutan aseripsive terjadi bila individu dipilih untuk peranan khusus
kerena status sosial dan keturonan mereka (avordbed siatus), Sedangkan
perekrutan yang berorientasi achievement akan menggunakan kriteriz dalam
menenfukan individu untuk memegang jabatan alan peranan tertentu yang
meliputi: keahlian teknis, keahlian berorganisasi dan penyesuaian berbargs bagi
peranan kepemimpinan memiliki kesetigan dan kepereayaan politik dalam sistem
politik.

Berhasil atay tidaknya upaya afirmasi ferhadap keterwakilan perempuan dalam
politik lebih banyak ditentukan oleh bagaimans partal membangun sistem
politisnya, bagaimana ia menganggep dan memercayai kemampuan perempuas,
serta sejauhmana kerelaan mereka untuk mendukung perempuan. Sistess politis
partai yang maskulinis fidak pernah memberi ruang dan pelsang kepada
perempuan. Perempuan tidak pernah dipercaya memegang jabatan strategis
meskipun ia memiliki kapasitas yang lebih dari pada laki-laki. Perempuas tidak
pernah dianggap sebapal aset yang dapat memperinangkan visk-misi partai dan
kepentingan parfai, schingga pemberdayaan dan dukungan ferhadap perempuan
pun tidak pernah dilskukan dengan sepenuh hafi. Peremipuan hanya disnggap
sebagal pelengkep atribut partal vang bertugas sebagal penggerak massa pada
masa kampanye dan penpumpul suara pada masa pemilu. Lebih dari itu
perempuan hanya dijadikan pelengkap persyaratan administrasi yang akan
meloloskan partal dalam konfestasi pemily, Atau sebagal alat jualan pada masa
kampanye yang menunjukkan bahwa partainys felah memerhatikan keterwakilan

perempuzn.
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2.3. Alur Berpikir,

2.3. Bagan Alur Berpikir

Kesetarsan don Keadilan
ender

T

Keterwakilan 30% Perempuan
Di partok dan legislatif sl nemihy 2009

Pt}nm?‘g: . Kendain:

1. Kebilnkan afirmatif dim 1. Internal; kapssitas,
U Pgizhisz: dukungan keluarga,
a. Nazional: finunsial,

- UL No. 2 Tha 2008

2. Perdok masth maskulin,
TiLf Mo B Thn 2008 “ rekrutmen didak
b. Lokal: demokratiz, marginalisast

- UUPANo 11 The kewsnangan, minim
2006 pemberdyyaan,

- Qa,'nun No. 3 Thn 2008 penempatan dapil idk

2. Lahimya enam partal Politisi sesuai,dl),

politik iokal di Aceh Parempuan 3, Sistem pemilu yang tidak

Acth kencdugif

4. Sistem perpulitikan lokai

Dani alur pikir di atas, tergambar bhahwa, perjalanan perempuan Aceh untuk
berpartisipasi di rangh politik felgh mendapat payung hukum dari perundang-
undangan baik di tingkat nasional; Ul Mo, 2 Tahun 2008 tentang Partai Polifik
dan UU No. 10 Tabua 2008 tentang Pemilu, maupun di tingkat [okal; UU No. 1]
Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2008
tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK.
Perundang-undangan politik tersebut telah mengintroduksi kebijakan afirmatif
bagi perempuan sehesar 30 persen di tingkat kepengurusan partal dan pencalonan
kader sebagai anggota legislatif. Inl merupakan kemajuan yang cukup signifikan
jika dibandingkan dengan UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu yang

menginisiasi kuota 30 persen dengan menyebutkan sedapatnya (bukan harus)
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partai polittk memenuhi kuota 30 persen baik di kepengurusan partai maupun
pada daftar calon anggota legislatif. UU yang terbaru disahkan oleh anggota DPR *
terkait partai politik dan pemilu ini telah memaksa parpol untuk menunjukkan
komitmennya. Jika dahulu partai yang belum memiliki sensitivitas gender dapat
mengabaikan inisiasi ini, maka sekarang mau tidak mau mereka harus memenuhi
kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pengisian kepengurusan dan daftar
pencalonan anggota legislatif. Kebijakan yang telah responsif gender ini diikuti
dengan realitas terbentuknya partai politik lokal di Aceh sebagai tindak lanjut dari
perjanjian damai antara GAM dan RI pada 15 Agustus 2005 di Helsinki,
Finlandia. Peluang ini direspons masyarakat Aceh dengan sangat antusias dengan
lahirnya 14 partai politik lokal yang kemudian hanya enam partai lokal yang lolos

verifikasi.

Peluang politik telah dibuka lebar, namun untuk sampai ke lembaga legislatif
perempuan tidak melalui jalan bebas hambatan. Hambatan perempuan dimulai
dari dirinya sendiri menyangkut kapasitas dan pengalamannya dalam berpolitik,
karena dapat dikatakan bahwa kebanyakan politisi perempuan saat ini merupakan
pendatang baru di ranah politik. Perempuan yang telah memiliki kapasitas dan
pengalaman untuk meneruskan perjalanan harus mendapatkan dukungan dari
keluarga. Dukungan dari para aktivis perempuan memainkan peran tersendiri
untuk menguatkan eksistensinya di ranah politik. Setelah itu, dia harus
berhadapan dengan partai berikut sistem politis yang dibangunnya dan budaya
maskulin yang telah mengakar kuat di dalamnya. Belum lagi dengan sikap dan
respons masyarakat terhadap kiprah politik perempuan yang dalam budaya
patriarkal dianggap sebapai sesvatu yang tidak lazim. Selain itu sistem pemilu
suara terbanyak menjadi permasalahan tersendiri yang cukup pelik dalam
menghambat keterpilihan perempuan. Karena keluarnya keputusan MK yang
membatalkan pasal 214 UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu telah melemahkan
upaya afirmasi yang telah dirancang oleh gerakan perempuan dari hulu ke hilir. Di
antara setumpuk masalah itu masih terselip satu masalah yang sangat berat, yaitu

maraknya kecurangan dan intimidasi di tengah penyelenggaraan pemilu.
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Dalam menapaki tiap jenpkal perjuangan politik itulah partai menjadi satu
institusi yang memiliki peran penting—bila tidak dikatakan paling penting
untuk memperjtangkan Kelerwakilan perempuan di lembaga legislatif. Dapat
dikatakan bahwa gambaran lentang partal politik yeng menjadi lokus aktivitas
politik perempuan serta sefauh mana dukungannya terhadap polifisi perempuan
menjadi tema sentral dalam tesis inl Dan yang menjadi indikator bagi tingkat
dukungae partai terhadap politisi perempuan adalsh introduksi penundang-
undangan yang mengatur keterwakilan perempuan itu ke dalam platform partal,
serta persentase perempuan yang duduk dalam strukiur partai dan calon legishtifl
Namun, tentu saja dukungan ini tidak berdiri sendirl, melainkan membentuk satu
kesatuan dengan faktor-faktor di luar partar, Unfuk itulah Jdalam penelitian ind
saya juga mengangkat masalah bagaimana perempuan merespons politik, apa saja
modal politik yang telah dimiliki politist perempuan, bagaimana pengalaman-
pengalaman perempoan selama berpolitik, khususnya pada saat-saat kampanye

dan penghitungan suara.
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PERAN PARTAY LOKAL ACEH DALAM MENINGRKATKAN
PARTISIPASI FOLITIK PEREMPUAN

Adat bak Poe Teumeureshom, Hukom bok Syiah Kuala, Oeanun bak Putrie
Pharg, Reusam bak Lakscnana

Adat berads di tangan Sultan, hukum di tangan Syekh Kuala (Syekh Nurruddin
Ar-Raniry}, Qanun terkait dengan pembentukan peraturan/ kekuasaan legislatif di
bawah kekuasaan lembaga perwakitan rakyat yang pembentukannya dipelopori
oleh Putroe Phang, vaitu permaisuri Sultan Iskandar Muda, Rewusam berkensan
dengan perihal protokoler kerajaan yang tata kelolanya diserahkan kepada
Laksama yang lazim dikaitkan dengan Laksamana Malahayati, vaitu seorang
panglima perang angkatan faut Kerajaan Aceh Darussalam. Hadih Maja Aceh di
atas menggambarkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki porst keterwakilan
yang relatif setara dalem pengambilan kebljakan di Aceh pada masa Kerajaan
Sultan Iskandar Muda. Pendistribusian kekuasaan yang adil antata laki-Jaki dan
perempuan menunjukkan bahwa betapa demokratisnya sistem pemerintahan Acch
pada masa itu. Hadih majo ini sengaja saya angkat scbagai cermin bagi partai
lokal yang sebahagian besar mendasari sistem petpolitikannya dengan sisten: yang
dibangzun oleh Sultan Iskandar Muda namus tidak memerchatikan keterwakilan

perempusan,

Pads bab ini saya akan membahas mengenai peran pariok dalam meningkatkan
partisipasi politik perempuan Aceh. Partal politik merupakan lokomotif yang
dapat mengantarkan perempuan menuje lembaga [cgislatif, dan ia merupakan
satu-satunya kendaraan yang dapat ditumpangi demi mencapai kursi terschut,
Oleh karena penslitian ind mengkaji tenteng partai politik lokal di Aceh, maka
menjadi sangat penting bagi saya untuk membahas sejauh mana partai lokal di
Aceh ini mengakomodasi keterwakilan perempuan di dalame plafform dan
ADJART partai, bagaimana isu-isu perempuan dicjawantahkan ke dalam program

partal dan bagaimana mekanisme rekrutmen kader dan caleg yang dijalankan.
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Ketiga hal tersebut dimaksudkan untuk memetakan peluang dan hambatan
perempuan dalam meningkatkan partisipasi politiknya di partai lokal Aceh.

Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh saya juga akan memaparkan sejarah
partai lokal di Indonesia. Dilanjutkan dengan proses lahirnya parlok di Aceh, serta
profil singkat enam partai lokal yang ada di Aceh, meliputi sejarah berdirinya,
latar belakang pendirian. Selain itu saya juga akan menjabarkan jumlah
keterwakilan perempuan sebagai pengurus maupun caleg dari tiap partai yang
kemudian akan dianalisa dengan menggunakan teori yang telah saya jabarkan

dalam kerangka konseptual pada bab sebelumnya.

Penjelasan ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai sistem
politis yang dibangun partai, sejauhmana ia mengakomodasi perempuan dan
melakukan pemberdayaan terhadap kader perempuan. Karena sebagaimana yang
telah saya uraikan pada bab pendahuluan bahwa hambatan ataupun peluang yang
dihadapi perempuan dalam meningkatkan partisipasi politiknya saya fokuskan
pada sistem politis (peluang atau pun kendala yang ada di partai politik lokal
Aceh).

3.1.  Sejarah Partai Politik Lokal di Indonesia

Partai-partai politik di Indonesia ~ lahir dan tumbuh bersamaan dengan
pertumbuhan identitas keindonesiaan pada awal abad ke-20. Meskipun menjadi
wadah aspirasi dari kelompok atau golongan ideologis yang berbeda-beda, partai-
partai politik pada masa kolonial turut memberikan kontribusi bagi penemuan

identitas keindonesiaan yang mendasari pembentukan republik (Haris 68).

Sebelum merdeka tidak ditemukan adanya catatan mengenai keberadaan partai
politik lokal di Indonesia. Hal tersebut dapat dipahami bahwa sebelum tahun 1945
organisasi atau partai politik yang melakukan aktivitas politik, masih fokus pada
perjuangan rakyat dalam upaya merebut kemerdekaan dari penjajahan Belanda

dan Jepang yang sifatnya menyatu secara nasional (Shiraishi 295).

Partai politik lokal baru muncul pada tahun 1955, yaitu pada saat pemilihan

umum tahun 1955. Jadi, keberadaan partai politik lokal di Indonesia sebenarnya
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bukan merupakan hal yang baru. Dalam perialanan sejarah sistem kepartaian di
Indonesia, pernah diwamai oleh partal politik lokal, dan partai politik Jokal itu
telah pula menjadi peserta dalam pemilihan umuom tahun 1955,

Menurut Feith, ada beberapa partai yang bisa dikategorikan sebagai partai yang
bersifat kedasrahan dan kesukuan, Misainya Partai Rakyat Dega, Partai Rakyat
Indonesia Merdeka, Gerakan Pilihan Sunda, Partai Tani Indonesia, dan Gerakan
Banteng di Jawa Barat. Tidak hanya ity, di daerah lain terdapat pula Gerinda di
Yogyakarta dan Pariai Persatuan Daya di Kalimanten Barat (§9).

Partai lokal yang menjadi sangat populer pada masa itu adalah Partai Persatuan
Daya di Kalimantan Barat. Hasil psmilihan umum untuk Dewan Perwakilan
Rakyat tehun 1955 menunjukkan bahwa Partai Persatuan Daya, untuk daerah
pemiliban Kalimantan Barat, berhasil menempati urutan ke dua  di bawah
Masyumi yang menempati urutan pertama,

Hasil seara pemilihan umum untuk Dewan Perwakifan Rakvat yang diperoleh
Partal Persatuan Daya di Kalimanian Barat mencerminkan besamya dukungan
masyarakat lokal yang menjadi basis Partal Persatuan Daya. Hal kg smerupakan
prestasi tersendiri bagi Partai Persatuan Daya sebagai partai lokal yang kurang
berhasil diikud oleh partai lokal lainnya yang menjadi peserta pemilihan umum
tahun 1953,

Mamun secara keseluruhan dapat dipshami, bahwa partai politik Jokal termyata
masih belum berhasit meadominasi perolehan swara di daerah asainva sccara
signifikan. Misalnya untuk di Jawa Tengah dimenangkan oleh PNI, Gerinda
hanya berada di urutan ke delapan belas, )i Jawa Barat juga dimenangkan oleh
PNT sedangkan Gerakan Banteng hanya berada di wrutan ke dua puluh, diikuti
dengan PRD di wrutan ke dua pulub satu, dan PTI di wutan ke doa puluh tiga
{Feith 96-7).

Dari penjelasan di alas, maka dapat dipahami kemudian, bahwa partal politik
lokal bukanlah sesvatu yang tidsk memiliki akar sejarah dalam perkembangan
ketatanegaraan [ndoneste. Banyak partai politik lokal yang telah ikut mewamai
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sejarah perjalanan sistem kepartaian di Indonesia. Tetapi kemudian, dalam
pemilihan umum tahun 1971 dan sefelahnya, partai-partai politik lokal tersebut
tidak Iagi eksis. Kebijakan politis yang dilahirkan oleh pemerintahan QOrde Baru
telah menyebebkan terjadinya penyederhanaan partai politik melahd Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1578 tentang Partal Politik dan Golongan Karya, UU ini
selanjutnya direvisi, dan melghirken Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1585
Kebijakan ini menegaskan bshwa fertutup sudah kemungkinan pembentukan
partai politik lokal di Indonesia,

3.2.  Proses Lahirnya Partai Polifik Lokal di Aceh

Setelah dihapuskan keterlibatannya dalam waktu cokep lama dari belantike
perpolitikan tanah air, partai politik lokal kembali lahir di Indonesia, Partai politik
lokal yang lahir kali ini dikhususkan untuk anak bangsa di bumi tanah rencong,
daerah paling barat Indonesia. Lahimya partai lokal ini dibidani oleh
penandatanganan nota kesepabaman antara GAM dan pemerintah RI di Helsinki
pada 15 Agustus 2005. Pendirian parmi lokal di Aceh merupakan salah satu
tuntutan GAM yang sempat menimbulkan kontroversi di kalangan psmerintsh RL
Pada mulanya, sebagian fraksi di DPR menolak memasuldan partai lokal ke
dalam RULJ Pemerintahan Aceh yang sedang dibahas. Pandengan yvang menolsk
mengemukakan tiga alasan, Perfarm, kemungkinan terjadinya disintograst lebih
besar, akibat besarnyz otonomi politik yang diberikan kepada daerah lewat
pembentukan parpol lokal. Dalam kasus Aceh, parpol lokal dikhawatirkan akan
memperkuat tunttan kemerdekaan yang disalurkan melalnt parpol fokal, Jika
parpol lokal berhasil memenangl pemilu di Aceh, kemungkinan aspirasi
kemerdekaan skan jadi ancaman serius bagi NKRIL. Tapi kekhawatiran ini
berlebihan kargna GAM telzh menyatzkan Aceh bagian dari NKRI.

Kedua, kekhawatiran munculnve konflik horizontal di daersh mengingat
kemungkinan munculnye pertsi berbasls suku, agama, alau  kepentingan
primordial tertentu, Namun pandangan ini juga bisa dipatahkan dengan melihat
pengalaman Pemilu 1955 vang ditkuti beberapa parpo! lokal yvang berlangsung
damai dan lancar. Ketiga, dibentuknya parpol lokal akan menambah jumlish
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parpol di Indonesia, padahal yang ada saat ini saja sudah cukup banyak. Namun
sepert] yang disebut Maswadi Rauf sebagaimana dikutip oleh Szidin Ernas, hat itu
tidak perlu dikhawatirkan karena parpol lokal hanya ada di tingkat lokal, sehingga
parpol lokal yang ada di sebush provinsi belum tentu ada di provinsi lain. Secara
nasional jumiah parpo! memang besar, namun jika difihat pada tingkat provinsi,
jumiah parpol tidak begitu besar. Bisa saja partai nasional tidak berkembang di
daerah tertentu karena tidsk bisa bersaing dengan parpol Iokal. Ini justru akan
membantu jumiah parpol tidak begitu besar (Sinar Harapan no. 5273).

Sementara itu kelompok vang mendukung perlumya partal okal cenderung
melihat keberadaan partai lokal, selain akan memperkuat proses demokratisasi
dan partisipasi politik masyarakat, juga bisa menyerap kepentingan masysrakat di
daprab-dacrah  secara lebih baik. Masyarakat Indonssia yang majemuk
menycbabkan hampir-hampir tidek mungkin bagi parpol nasional menycrap
seluruh kepentingan yang berkembang di dacrah. Di banyak negarg, pastai lokal
sangat membante pemerintshan lokal dalam mempeduangkan kepentingan
masyarakat yang sering'tidak dilirik parpol di tingkat nasional. Di luar pro-kontea
tersebut, munculnya wacana tentang parpol lokal menandakan kegagatan dard
sistem politik nasional kita, khususnya sistem kepartaian dalam mengakseleras

kepentingan masyarakat daerah yang semakin berkembang.

Sentralisasi politik ala Orde Baru telah mewarnai mentalitas dan cara kerja parpol
dan birokrasi. Kéberadaan struktur partai di tingkat dacrah seperti DPW, DPD
atan DPC hanya menjadi etalase dari struktor partai di tingkat nasional. sering kali
kebijakan diambil atas izin dan restu pimpinan pusat. Inilah yang menimbulkan
impotensi pada sistem Kepartaian kita,

Ketakutan pemerintah terhadap tuntotan pembentukan partai lokal di Aceh
memaksa pemerintah untuk membuat sebuah tawaran kepada pibak GAM.
Tawaran ferscbut adalah  anggota-anggota GAM  mendapatkan posisi politik,
termasuk jabatan kepala dacrah, asalkan tidak membentuk partai lokal. Tawaran
int ditolak pihak GAM dengan alasan mereka tidak ingin mendapatkan posisi
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tersebut kecuali secara demokratis yaitu melalui pitkada langsung, bukan sebagai

pemberian pemerintah RIL

Terkait permasalaban ini, juru bicara GAM Bakhiiar mengemukakan bahwa
jawaban untuk masalah partai politik lokal di Aceh bukanlzh menawarkan pada
GAM scsuatu dewd yang sangat manis dan menafikan hak politik kelompok
masyarakat Aceh yang lain. Perundingan untuk perdamaian ilu bukanlsh vniuk
mengatnr  agar GAM  memperoleh kekuaszan di  Aceh, fetapl  untuk
memperkenalkan demokratisasi sejati. Yaitu membangun proses politik yang
terbuka dan trapsparan, serta raencipiakan kerangka politik yasg plural bagl
seluruh rakyat Aceh. Karena itulsh, GAM menuntut pemerintah untuk
mengamandemen UL Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik agar parlok di
Aceh mendapat legalitas hukum (Magabut, http:/fwww. wikimu.com).

Setelah melalut proses yang sangat alot, akhimya dalam pertemuan formal pada
15 Agustus 2005, Pemerintah RI dan para pimpinan GAM menandatangani Nota
Kesepahaman {(Moll) di Helsinki, Tuntutan GAM untuk membentuk parlok pun
diakomodir dalam salah safu butir MoU tersebut. Saleh satu butir perjanjian
terscbut adalab mengatur tentang meningkatkan partisipasi politik rakyat Aceh
dengan membentuk parial lokal:

Sesegera mungkin, tetapi tidak sampai satu tahun sejzk penandatanganan
Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dap  akan
memfasilitasi pembentukan perfai-partat politik yang berbasis di Aceh
yang memenuhi persyaratan nasional, Memehami aspirasi rakyar Aceh
unfuk partai-partai politik lokal, Pemerintah Ri, dalam tempo satu tahun
atay paling fambat 18 bulan sejak penandatanganan Nota Kesepahaman
ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai
politik lokal di Aceh dengan konsultasi dengan Dewan Perwakilan

Rakyat. (Butir 1.2.13

s Faktor vang Mendorong Lahimya Parlok

Lahirnya partai-partal lokal di Aceh semakin memperluas wewenang Aceh di
bidang politik. Keniscayaan timbulnya partai politik lokal setidaknya berkaitan
erat dengan dua alasan pokok: Periama, masyarakat Indonesia vang beragam

dengan wilayah yang amat lvas harus mempunyai instrumen politik vang benar-
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benar dapat menampung seluruh aspirasi masyarakat daerah. Partai politik
berskala nasional tidak akan dapat menampung dan mengagregasikan kepentingan
masyarakat di  daerah  yang  scdomikian  beragam. kedua, dengan
diselenggarakannya pemiliban kepala daerah langsung, scharusnya
masyarakat di daerah diberi kesempatan membeniuk partai lokal agar calon-calon
kepala daerah benar-benar kandidat yang mercka kehendaki, dan dianggap
merupakan sosok vang tenggap techadap kebutvhan masyarakat daerah, Tidak
seperti praktik yang selama inl terjadi, kepentingan masyarakat lokal harus
diseswaikan dan tunduk demgan kepentingan elit partai politik di Jakarts.
{Kompas, 19 Juli 2005)

Selain dua pandangan di atas, kehidupan yang jauh dari sejahtera dan konflik
berkepanjangan telah mengikis rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah
pusat maupun partai-partai politik besar yang berskala nasional. Menurut Wijaya
{73} tidak hanya pibak pemeriniah pusat yasg dianggap kurang memerhatikan
dan mempeguangkan muasalah vang dihadapi rakyat Aceh, partai-partai politik
nasional pun bersikap sama seperti itu Retika menghadapi permasalahan df Acsh.
Oleh karena itulah, keberadaan partai politik lokal, khususnya di Aceh,
difiarapkan depat menjawab kegagalan pariai politik nasional dalam mewakili,

mermeshatikan dan memperiuangRan suar rakyat Aceh,

Hasil penelitian Aceh Institute menunjukkan, pendirian partai fokal memberkan
kontribusi yang signifikan pada proses perdamaian di Aceh. Kedekatan jarak
konstituen dengan para pengurus partai yang berlokasi di sekitar wilayah Aceh
membuat proses penyampaian aspirasi politik konstituennya menijadi lebih
mudah. Selain itu, tumbuhnya partai lokal memberi wama dalam ranah politik di
Indonesia. Gagalnya partai nasional menumbuhkan kepercayaan rakyat dapat
diantisipasi dengan monculaya pertal-partai lokal yang diharapkan iebih aspiratif
dalam proges pembuatan kebljakan, Hasil penelitian tersebut juga mengungkapkan
balrwa partai iokal juga dipercaya bisa membuat kebijakan yang lebih bernuanss
lokal dan khas Aceh sehinggs persoalan reintegrasi akan masuk dalam proses

pembentukan UL tersebut,
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Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka partai politik tokal akan dapat menjadi
alat rakyat Aceh dalam mengimplementasikan materi penyelesatan konflik secara
damai schbagaimans terfuang dalam nota kesepzhaman antars Pemerintah
Republik Indonesia dengan GAM sebagal langkah awal untuk membangun
kembali peradaban Aceh.

Hal yang serupa terungkap pula di dalam diskusi yang diselenggarakan oleh
Friedrich Ebert Stiffung di Banda Aceh, Kamis, 30 November 2006. Diskusi itu
menampilkan Agung Widiaya, koordinator Demos di Aceh, dan J. Kristiadi,
peneliti senior di Centre for Strategic and International Studies {(CSIS). Widjayva
menekankan, bahwa gagasan partaf politik lokal harus dilihat sebagai upaya
positif dalam penyelesaian kenflik di Aceh. Keberadaan partai politik lokal juga
merupakan upaya menjawab persoalan representasi, mengingat berbagal aspek
burok: kinerja partal politik dan pejabat terpilih yang tidak sesuai denpan apa
yvang menjadi harapen rakyat pemilih, Rakyat menginginkan partal politik yang
punya kapabilitas dadam mengemban dan memperjuangkan kepentingan mercka.

Keberadaan partai politik lokal juga berkaitan erat dengan konsep demokrasi.
Demokratisasi berarli menclak oforitarianisme, yang antara lain disebabkan
karena sentralisasi yang ketat, bahkan dalam praktik kenegargan, semangat unity
{persatuan} yang didambakan oleh sustu pegara sering dilaksanskan schagai
untformity (keseragaman) Reaksi vang timbul secara wajar terhadap sentralisasi

adalah usaha desentralisast dan etonomi,

Bhenyamin Hoessein (2) pernah berpendapat bahwa fungsi desentralisasi adalah
untuk  mengakomodasi  kemajemukan aspirasi  masyarakat. Desentralisasi
{devolusi) melahirkan political variety dan structural veriety untuk menyalurkan
local voice dan lecal choice. Desentralisasi tidak hanya dipahami scbagal
desentralisasi wewenang pemerintahan. Desentralisasi jugs dapat dipahamt
sebagai desentralisasi struktur politik, yang di dalamnya terkandung unsur partat
politik.

Dengan demukian, maka keberadaan partai politik lokal akan menandai sekaligus
menegaskan, beriringannya desentralisasi pemerintahan dengan desentralisasi
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politik. Tentunya tidak hanya desentralisasi dalam bidang pemerintahan saja,
deseniralisasi politik, khususnya partai politik pun, juga harus dilakukan.
Keragaman keadaan tiap-tiap daerah yang ada di wilayah Indonesia, tidak
mungkin bisa direspons hanya dengan mengandalkan saluran politik yang
sentralistis dan seragam. Diperlukan beragam saluran politik, yang salah satunya
berwujud partai politik lokal, yang memungkinkan keragaman aspirasi tiap-tiap

daerah diserap untuk kemudian dirumuskan menjadi kebijakan pembangunan.

Berdasarkan temuan dalam penelitiannya Endra Wijaya juga menegaskan (75)
bahwa sangatlah tidak tepat untuk mengatakan bahwa partai politik lokal dapat
menjadi sumber bagi disintegrasi. Partai politik lokal malah dapat menjadi sarana
kritik atas praktik ketidakadilan dalam sebuah negara. Dengan demikian, menurut
saya kehadiran partai politik lokal di Aceh, justru dapat menjadi saluran politik
baru bagi masyarakat Aceh untuk menyalurkan aspirasi mereka. Karena itu,
keberadaan partai-partai politik lokal Aceh dalam perspektif transformasi politik
yang saat ini sedang berlangsung merupakan sesuatu yang harus diwujudkan
sebagai bagian dari proses demokratisasi yang berintikan adanya proses partisipasi

seluruh masyarakat dalam proses pembangunan.

3.3 Partai Lokal dan Kebijakan Afirmatif

Sebagaimana telah saya paparkan pada skema alur pikir bahwa faktor yang
menjadi peluang partisipasi politik perempuan Aceh adalah lahirnya partai politik
lokal di Aceh yang didukung dengan jaminan atau perlindungan yuridis yang
mengakui persamaan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam bidang politik.
Jaminan hukum persamaan hak antara perempuan dan laki-laki tersebut antara
lain tercantum dalam UUD 1945, Konvensi Hak Politik Perempuan yang sudah
diratifikasi pada tahun 1956, UU No.7 Tahun 1984 yang mengesahkan Konvensi
PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan -
disingkat Konvensi Perempuan- atau Convention on the Elemination of All Forms
of Discrimination Against Women- selanjutnya disebut CEDAW,; dan UU No.39
Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.
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Di antare peraturan perundangan nasional maupun lokal vang diidentifikasi
sebagai pelaksanaan Pasal 7 CEDAW adalah Undang-Undang No.2 Tzahun 2008
tentang Partal Politik {parpol} dan Undang-Undang No. [0 Tabun 2008 tentang
Pemilihan Umum (Pemilu). Selain dari kedua UU tersebut juga terdapat peraturan
perundangan lokal yaitw: Undang-Undang Pemerintahan Aceh No. 11 Tahun 2006
dan Qanun Aceh Nomor 3 Tabun 2008 tentang Partai Politik Lokal Aceh Pesarta
Pemilu Anggota DPRA dan DPRK.

3.3.1 Strategt Afirmatif dart Hulu ke Hilir

Ketika gerakan reformasi bergulir, selah satu tujuannys adalah mereformasi
sistem politik yang ada. Dan setelah tumbangnya rezim Orde Baru, reformasi
terhadap sistem politik mulai dijalankan. Salah satunya dengan merevisi dan
menerbitkan T Politik yang bara. UL politik yang lama (yang penuh dengan
misi pemasungan) diganti dongan UU Politike yang bary, yaitu UU No.2 Tahua
1999, 11U No3 Tahun 1999 dan UU No 4 Tahun 1999, Keberadaan paket politik
tersebut, merupekan angin segar yang menjamin feriaksananys demokratisasi

kehidupan politik di Indonesia.

Dalam UU Politik yang baru ini, prinsip keterwakilan menjadi salah satu fokus
penekanan, hal ini dibuktikan dengan adanya prinsip pencalonan, di mana setiap
calon vang digjukan oleh masing-masing parpol harus disetujul daerah tingkat [l
yang merupakan daerah pemilihan asal calon fersebul menufup kemungkinan

adanya calon yang di drop dard pusat (Nur, 521

Berdasarkan hasil pemilu 1999 jumlah agggota DPR adalah 560 orang Adapun
tingkat keterwakilan perempuan hanya berjumlah 46 orang (9%) dari total jurnlah
wakil rakyat di DPR. Sedangkan keterwakilan perempuan di DPRD Aceh hanyz 4
orang {7,84%) dari total jumlah 51 orang anggote. Disadari atau tidak, adanya
perabghan dalam era penyelenggaraan pemily, dengan jumiah partai politik yang
cukup besar di bawah pemerintah Qrde Lama, menjadi tiga partai di bawah rezim
Orde Baru, kemudian berkembang menjadi 48 partal di era reformasi,
menghasilian perubahan yang signifikan dalam pola representasi perempuarn
dalam lembaga negara khususnya DPR, pada berbagai tingkatan administrasi.
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Hanya saja, perubahan yang signifikan ity menunjukkan tren penurunen bila
dibandingkan dengan representasi perempuan pada era sebelumnya. Hal inf
disebabkan karena sistem politik yang berkembang pada awal reformasi itu

belumlah sepenuhnya mendorong keterwakilan perempuan dalam arena politik,

Artinya, dalam organisasi-organisast mereka sendiri, partai politik belum
menunjvkkan komitmen yang kuat dan rumusan-rumusan kebijakan mengenal
kesempatan yang setara bagi anggota perempuan agar ferpilih  schagal
fungsionaris partal dan anggota parfemen. Cara-care partai politik menyusun
daftar calon mereka untuk jabatan pilthan, berapa banyak perempuan dimasukkan
dalam daflar-daflar itu, dan apakah perempuan ditempatkan pada posisi-posisi
yang dapat dipilih mesgindikesikan kurangnys perhatian dan komitmen bagi

representast perempusn,

Menyadan kurangnya representasi perempusn di parlemen serta sulitnya
perempuan unfuk membangun jelan ke dalam sistem politik, maka banyak
kalangan ysng menuntut diintroduksinya apenda stmategis melalui mekanisme
affirmative aetion lewat penerapan kuota. Xondisi ini pun segera direspons oieh
MPR dalam Sidang Tahunan MPR 2002 meialyi Ketetapan MPR Nomor
VH/MPR/2002 tentang Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, DPA, DPR, BPK,
MA pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
tahun 2002, Dalam ketetapan ini, khususnya wvang berkaitan dengan bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam hurefb dinyatakan (15).

Partisipasi dan  keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga
pengambilan keputusan baik di bidang eksekutif, legislatif, maupun
yudikatif masih sangat rendah. Padahal kebijakan dasar untuk
meningkatkan keterwakilan perempuan telah ditetapkan dalam Pasal 28 h
ayat (2). Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 fahun 1984 mengenai pengesahan Konvensi PBB tentang
Penghapusan Sepala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan tahun
1979 serta Deklarasi dan Rencana Aksi Beijing tahun 1995.

Pada intinya, Ketetapan MPR ini merekomendasikan kepada Presiden, agar
Presiden membuat kebijakan, peraturan, dan program khusus ontuk meningkatkan

keterwakilan perempuan di lembapa-lembaga pengambilan keputusan derpan
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jumlah minimum 30 persen. Secara konkret, kemudian kefetapan MPR ini
ditindaklanjuti dalam UU Politik yang bar yakni dalam UU No. 31 Tahus 2002
tentang Partai Politik dan UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu. Hasil yang
disepakati dalam U No. 31 tahun 2002 adalah vang tercantum dalam Pasal {3
ayat {3) vaitu.

Kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis
melalul forum musyawarah partai politik sespai dengen anggaran dasar
dan anggaran rummh tangga dengan memperhatikan kesetaraan dan
keadilan gender.

Perjalanan  sangal penting selanjutnya dalam  memformalisasikan  angka
keterwakilan 30 persen yaitn dengan ditetapkannya UU No. 12 Tahun 2003
tentang Pemilu. Di dalam Pasal 65 ayat (1) disebutkan,

Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota
DPR, DPFRID Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah
pemilihan dengan memperbatikan keterwakilan perempuan sekurang-
kurangnya 30 persen.

Dicantumnkannya pertimbangan gender ke dalam UU Politik tersebut merupakan
scbush fercbosan besar yang memberikan dasar hukum bagi peningkatan
keterwakilan politik perempusn. Dan yang patut dicermati dari berhasilnya
pencanteman pertimbanpan gender itu adalah proses formalisasi kedua UU Politik
yang diakui oleh berbagai pihak terutama perempuan, membutuhkan perjuangan
yang berlilu. Hal ini dapat dilihat ketika seluruh fraksi DPR pada 28 November
2002 menyetujui RUU tentang Partaj Politik untuk disahkan menjadi undang-
undang, persetyjuan itu dibanjixi dengan berbagai catatan keberatan sejumlsh
anggota DPR terhadap penolakan Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Partai
Politik soal kuota minimal 30 persen perempuan untuk kepengurusan partai
politik dalam RUL tersebut.

Penolakan fraksi-fraksi dan pemenintah ontuk mencantumkan angka ntinimal 30
persen untuk perempuan dalam kepengurusan parfai politik mulal dari pusat
hingga ke desa tersebut mengecewakan berbagai clemen perempuan yang
mengikuti rapat paripurns DPR tersebut di Ruang Nusantara V. Mercka

melontarkan kekecewsannya pada fraksi-fraksi yang umumnya menyatakan
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mengakui keterwakilan perempuan minimal 30 persen di dalam kepengurusan
partai politik adalah hak perempuan dan hal yvang biasa diterima, namun gagal
memperjuangkan dalam RUU fentang Partal Politik.

Terlepas dari gagal dicantumbkannyz kuota dalam UU Partei Politik, namun harus
disadari bahwa untuk pertama Kali dalem sejarah hukum politik di Indonesia telsh
ada Pasal UU yang dengan jelas menyebutkan persentase vang dapat dijadikan
dasar hukum bagi upaya wntuk meningkatkan representasi politik kaum
perempuan. Dan untuk kall pertama juga kefentuan mengenai kuota 38 persen
yang diadopsi oleh undang-undang Pemilu tersebut dan diimplementagikan dalam
Pemilu 2004, Namun demikian, upaya untuk mendorong lebih banyak perempuan
agar terjun ke dunia polifik belum juga menunjukkan hasil yang signifikan. Hasil
pemilu 2004 menunjukkan hanya sekitar 11.8 persen atau 65 dari 550 jatah kursi
di DPR RI yang berhasil dirath peresapuan. Sebhuah angks vang tidak jauh berbeda
di zaman pariemen Orde Barn. Sementara untuk Aceh perempuan hanya dapat
mendudoki tiga kursi (4,35%) di Hiogket DPRA dari 69 jumlah kursi vang

tersedia,

Ditengarai babwa salsh satu faktor yang menjadi penyebab rendabnya
keterwakilan perempuan di parlemen terkait dengan sistem pemilu scbagaimana
yang diafur dan diterapkan dalam LU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, Selain
daripada itu, seharusnya tindakan afirmatif telal lebib dulu tercanturn dalam UU
Parpol yang terbentuk dan disahkan lebih awal dari UU Pemifu. Akan sulit
mencapai angka minimal 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen -meski
telah ada gffirmative action melalul pasal 65 ayat 1 UU Pemila No.12 tahun 2003~
tanpa melakukan gfffirmative action yang sama dan lebih tegas perumusannya
dalam UU Parpol, karena kils tahu dari mana caleg-caleg perempuan itu berasal,

Menurut Adelina (153), buuyi pasal dan ayat dalam UU Parpol No 3! tabun 2002
dan Ul Pemilu No.12 Tahun 2003 telah sangat berimplikasi negetif pads jumish
caleg perempuan parpol peserta Pemily 2004, Menyadari hal tersehut para aktivis
perempuan tidak pernab menyerah untuk terus berjuang agar afffirmative action
juga dimasukkan dalam R parpol. Karena hagaimanapun menurct Soetjipto,

Keberhasilan caleg perempuan mencapai kursi Legistatif' ditentukan  basis
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darimana mereka berasal, bapaimana mereka dididik di dajam partai dan

bagaimana prosedur pemilihan calon melalui parpol.

Perjuangan panjang dan berlikn para aktivis perempuan dan orang-orang yang
mendukung  affirmative action termysta membuahkan bhasil yang cukup
menggembirakan, Yaitu dengan dimasukkannya kuota 30 persen keterwakilan
perempuan padaz UU parpol yang scbelumnya tidak dicantumkazn. Geraken
perempuan beserta efemen magyarakat lainnya berhasil mendorong pemerintah
untuk melakukan smandemen terbadap UU Pemilu No. 31 Tabon 2002 dan UU
Parpol No. 12 Tahun 2003.

Hasil amandemen tersebut lahirlah Produk UU Politik yang bara, yaitu UU No, 2
Tahon 2008 tentang Parpol dan ULY No. 10 Tahun 2008 tentang Pemiilo, Lehimya
U politik vang baru ini telah menciptakan suam perubahan signifikan, yaitu
dimasukkannya semangat offirmative action untuk mendorong keterwakilan
minimum 30 persen perempusn i kepengurusan partai politik, Diperkuat lagi
dengan U No. 18 Tahun 2008 yang tclah memasukian satu paket rancangan
tindakan afirmatif mulai dari mekanisme pencalonan perempuan minimal 30
persen oleh parpol (Pasal §3), penempatan sekurang-kurangnya satu perempuan
dari setiap tiga calon (Pasal 83 Ayat 2), dan penetapan calon terpilih berdasarkan
BPP 30 persen (Pasal 214).

Untuk kasus Aceh, pemitu 2009 yang lalu diwarnai dengan kahimya partai politik
lokal yang merupakan fenomena bara dalam perpolitikan di Acch. Lahirnya partai
lokal di Aceh merupakan amanah yang tertuang dalam butir kesepahaman antara
GAM dan RI di Helsinkl, Setshun seteleh Mol ditandatangani pemerintah RI
menunjukkan komitrnennya atas MolJ tersebut dengan dikeluarkannya UU No. 11
Tahun 2006 tfentang Pemetintehan Acgh. UU ini menjadi landssan bagi
masyarakat Aceh untuk mengatur sendiri pemerintahannya {self government)
sekalipus menjadi acuan untuk fahirmya parlok.

Setahun berikutnya petnerintah mensahkan peraturan yang mengatur mekanisme
partai fokal di Aceh melalui PP Nomor 20 tahun 2007. PP ini menjadi landasan
teknis pendirian parpol di Aceh yang kemudian juga dikukuhken dalam Qamun
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Aceh Nomor 3 tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu
Angpota DPRA dan DPRK. Berikut strategi afirmatif dari hulu ke hilir yang telah

terintroduksi ke dalam aturan perundang-undangan.

3.1. Kebijakan Afirmatif di Hulu

tip UU No. 2 Tahun 2008 | UUPA No. 11 Tahun 2006 Qanun No. 3 Tahun 2008
Pasal 2 ayat (1): Pasal 75 ayat (2): Pasal 6 (d):
Partai Politik didirikan Partai politik lokal didirikan | Dokumen persyaralan
P | dan dibentuk oleh paling | dan dibentuk oleh sekurang- | sebageimana dimaksud
E | sedikit 50 (lima puluh) kurangnya 50 (lima puluh) datam Pasal 5 ayat (3)
N | orang warga negara Warga Negara Republik meliputi:
D Indonesia yang telah Indonesia yang telah berusia (d) surat keterangan dari
berusia 21 (dua puluh 21 (dua puluh satu) tahun . S
I | satu) tahun dengan akta | dan telah berdomisili tetap di Eﬁrﬁ?:;ﬁnﬁmk toked
R | nolaris. Aceh dengan P Keterw a.l%ila.n
I | Pesal 2 ayat (2): O g perempuan sekurang-
A - S : keterwakilan perempuan o
Pendirian dan \ sekurang-kurangnya 30% kurangnya 30% (t_lga puluh
N pen:ﬂ:_:enlukan _Partal (tiga puluh). per seratus) sesuai dengan
Politik sebagaimana peraturan perundang-
dimaksud pada ayat (1} undangan;
menyertakan 30% (liga
puluh persen)
keterwakilan perempuan.
Pasal (2} ayat (5): i Pasal 75 ayat {5} Pasal 4 (d):
Kel:_>e_ng1_.1 R rtat Kepengurusan partai politik | Kepengurusan partai politik
K RQITeHIRERZL pusa lokel sebagaimana dimaksud { lokal dengan
sebagaimana dimaksud .
E . pada ayat (4) dengan memperhatikan
pada ayat (3} disusun g .
memperhatikan keterwakilan
P | dengan menyertakan 3
p . keterwakilan perempuan
E | paling rendah 30% (tiga 3 perempuan sekurang-
sekurang-kurangnya 30% b ar 1B 1uh
N puluh per seratus) 3 rangnya 30 % (tiga pulu
G (liga pulghl per seratus);
Pasal 20:
U [Ke Parlai
pengurusan Partai
R | Politik tingkat provinsi
U | dan kabupaten/kota
S sebagaimana dimaksud
A dalam Pasal 19 (2) dan
ayat (3) disusun dengan
N memperhatikan
ketenwakilan perempuan
paling rendah 30% {liga
puluh per seratus)
S Pasal 47 Bagian Ketujuh tentang Bagtan Ketiga ientang
A | had Sanksi Pasal 86 ayat (1): Verifikasi Partei Politik
N (1) Pelanggaran terhadap Lokal untuk Mengikuti
ketentuan schagaimana Pelanggaran terhadap Pemilu Pasal 8 ayat (1):
K | dimaksud dalam Pasal 2, | kelentuan sebagaimana '
S | Pasal 3, Pasal 9 ayat (1), | dimeksud dalam Pasal 75 KIP Aceh melakukan
I | dan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 77 ayat (1) dikenai | penelitien dan verifikesi
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dikenai sanksi
administratif berupa
penolakan pendaflaran
Partai Politik sebagai
badan hukum oleh
Departemen.

sanksi administratif berupa
penolakan pendaftaran
sebagai partai politik Iokal
oleh Kantor Wilayah
Departernen yang ruang
lingkup tugasnya di bidang
hukum dan hak asasi
manusia.

terhadap kelengkapan dan
keabsahan persyaratan
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4.

Bagian Keempat lentang
Penetapan dan

Pengumuman Peseria
Pemilu dari Partai Politik
Lokal Pasal 1 ayat (1) dan

@):

Partai Politik Lokal yang
tidak lulus verifikasi
sebagaimana dimeksud
dalam Pasel 8 ayat (1)
dinyatakan gugur sebagai
pesertz pemilu dengan
keputusan KIP Aceh.

(2) Keputusan KIP Acch
sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) disampaikan
pemberitahuan kepada
pengurus partai polilik lokal
yang bersangkutan disertai

alesannya.

3.2. Kebijakan Afirmatif di Hilir

Aspek

UU Pemilu No. 10 Tahun 2008

Daftar Calon

Pasal 15 butir d:

Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan
keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh per seratus)
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53:
Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 memual paling
sedikit 30% (liga puluh per seratus) keterwakilan perempuan.

Pasal 57 ayat {1):

KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen
persyaralan administrasi bakal ealon anggota DPR dan verifikasi terhadap
{erpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% (lige puluh per seratus)
keterwakilan perempuan

Pasal 57 ayat (2):

KPU provinsi melakukan verifikasi terhadep kelengkapan dan kebenaran
dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD provinsi
dan verifikasi ierhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30%
(tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan.

Pasal 57 ayat (3):
KPU kabupaten/kote melakuken verifikasi terhndap kelengkapan dan

kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anpgota DPRD
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kebupatenfkota dan verifikasi terbadap terpenuhinys jumish sekurang-
karangnya 30% {tiga polub per serafus) keterwakilan perempuan,

Pagat 55 Ayat (2%
i dalat daflar baksl calon scbagaimana dimaksud dalsm pads ayat {1),
setiap 3 (liga) orang bakal calon tevdapat sekurang-kurngnys (saby) orang

perempuan bakal cadon,
fﬁi:i:ﬂ?z?:ka Bapien Ketiga tentang Verifikes Kelengkapan Administrasi Bakal Calon
kuoia 30 gg Anganta DPR, DPRD Proving dan DPRD Kabupaten/Kola Pasel 58 ayat
keterwakilan @) .
erempuan dafiar {2y Dalam hai daflar bukal calon tidak memust sckurssg-kurangays 30%
53,0,, P {tiga puluh perspratus) ketenwakilan porempuaa, KPU, KPU provingd, dan

EPL kabupatenfbols memberikan kesempatin kepada partal potitil untuk
metnperbaiki daflar bukal calon tarssbul.

Dari rentefan peratiran perundang-undang di  atas, secara umum  dapat
disimpulkan = bzhwa  peraturan  perundang-undangan  telah  cukup
mengeiawantahRan tindakan afirmast bagl peremipuas dalam politik, Meskipun
belum dirasakan optimal terkail adanya revisi terbalas UU Pemihy yang akan

dijelaskan selanjutnya.

3.3.2. Partai Politik Lokal Aceh dan Peluang Keterwakilan Perempuan

Kewenangan Aceh mendirikan partai fokal mendapat respons yvang luar biasa dari
masyarakat Aceh, Hal ini terbukti dengan berdirinya 14 pertai politik lokal Aceh
segera setelah diterbitkannya Peratoran Pemerintah No. 20 Tahun 2007 tentang
Pendirian partai politik lokal. Bahkan kuainya antusiasme masyacakat dalam
merespons kebijakan ini semakin terlihat jelas dari terbentuknya partai politik
Iokal yaitu Partal Ralyat Aceh (PRA} schelum PP No. 20 Tahun 2007 lahir. Ada
pun keempatbelas partal politik loka! Aceh tersebut adalah:

3.3. Partai Politik Lokal yang Lolos Verifikasi

Paytai Yang Berdiri Lolos YVerifikasi Luolos Verifikasi KIP

Depkumham dan dan Tkt Pemilu
Mendapat Badan
Hukum

1. Paral Darusselom I, Parisi Derussaiam 1. Partai Aceh Aman

Seulahiters (PAAS)
2. Parigh Rakyat Aceh 2. Parkai Rakyat Acch {PRAY 2. Pariaf Daody Aceh
(PRAY {PI3AY
3. Parlal Pernersslu 3. Partal Peeersake Muslimin 3. Partai Rakvat Aceh
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Mustioin Aceh (PPMAY Ageh (PBMAY {PRA)
4, Pariai Aceh 4, Parist Aceh 4, Parlai SIRA
5, Partai Guhthat 5. Parwi Gabthal 3. Parial Aceh (PA)
6. Pastai Perds Aliansi 6. Partai Parlal Aliansi 6. Pariai Bersata Atjeh
Rakoyat Acch Pedul Rakyat Aceh Peduli {PBA)
Perempuan (Partzl Perempusan {Parisi PARA)
PARA)
7. Partai Aceh Mendaslat 7. Partsl Aceh Meudgula
8. Parisi Lokal Aceh 8, Partal Lokal Aceh
9, Pestai Daulat Acsh 3, Partai Doylst Aceh
18, Pertai Aceh Aman 10, Partai Aceh Awman
Sevjahtera Seoibiera
11. Partel Bersate Atieh 1i. Pmial Bersatu Atjeh
(PBA) PBAY
12, Parta Suars Independen 112, Parlai Sear Independen
Rakyat Acch (SIRA}. Rakyat Aceh (SIRA).
3. Pertai Berambi Persada
Nusantara Sarikat
(PEPNS)
14, Partsi Nahdhatul
Ummah Aceh (PNUAL

Diari becbagal sumber, diclah oleh penehit.

Setelah melakukan serangkaian verifikas) dan pemeriksaan, Departemen Hokum
dan HAM (Deplammbam) mengesshkan sebanyak 12 partai politik lokal di
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)., Keduabelss pariai politik lokal yang
mendapat badan hekumn ini selanjutnys mendaftar ke Komisi Independen
Pemilihan (KIP) Aceh untuk menpikuti verifikasi selagjuinya. Pada tahapan inf
hanya epam partai politik lokai Aceh vang dinyatakan lujus verifikasi oleh Komisi
Independen Pemilihan {(KiP) Aceh dan dapat mendafiar sebapai kontestan Pemilu
Legisiatif 2009 sebagaimana yang tercanturn dalam fabel di atas,

Lahimya partai politik iokal ini semakin meramaikan pesta demokragi 2009 di
NAD, di mana mereka bersaing dengan 38 partai nasicnal dalamt mempercbutkan
kursi di DPRA dan DPRK. Momentum politik ind dapat digunakan oleh
perempuan Acch gebagal pintu masuk untuk berkiprah di ransh publik guna
meningkatkan partisipasi politiknya di gelanggang politik praktis, baik di partai
politik maupun di lembaga legislatif. Momentun isi menurut SW dari PRA, ES
dan MBN dari SIRA menjadi sengat strategis karena keterlibatan perempuan dari
seiak awal dalam partai politik lokal dapat mengintervensi kebijakzzrz parpol agar
lebih responsi{ gender.

Universitas indonesia

Peluang Dan..., Fitriyasni, Pascasarjana Ul, 2010



C 72

SW mencontohkan lahirmya beberapa kebijskan partai yang responsif gender
salah satu syarat menjadi caleg dari partal ini edalah tidak dibenarkannys
poligami. Sementara di SIRA partai mengeluarkan aturan waktu rapat di siang
hari agar perempuan dapat techibat,

Kemudian daripada itu, kebijakan offirmative action melalui penerapan kuota 30
persen keterwakilan perempuan yang diatur dalam UU Partai Politik dan UU
Pemily semakin memperluas peluang perempuan untuk berkecimpung di ranah
pohtik, Karena regulast tersebut telah memaksa keempat puluh empat partal
politik yang bertarung dalam pesta demokrasi 2009 di NAD  untuk melibatkan
sekurang-kurangnyva 30 persen perempuan dalam pendirian partai, kepengurusan
dan pencalonan caleg. Artinya peluang perempuan di Aceh untuk terlibat dalam
politik praktis seharusnys lebibh besar dari pada perempusn di daerah lain, karena
mereka memiliki saluran aspirast politik ysng lebik banyak yaitu 44 partal.

3.3, Profil Enam Partai Lokal Aceh

Upaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam ranah politik bukanlah suatu
ussha yang sepi dari rintangan, Percompusn harus menembus beberapa Japis
tembiok penghalang dimulai darl divinya sendiri, keluarga, parfai politik dengan
sistemn politis yang maskulip, serla masyarakat dengan  perangkal budaya
patriarkal yang masih melingkupinya. Sejalan dengan penelitian yang dilakuken
Shvedova, Lovenduski dan Adeling bahwa rintanpan terberat yang dihadapi oleh
perempuan adalah sistem politik yang dibangun oleh partai politik masih sangat
miaskulin dan seksis. Dalam rangka menganalisa bagaimana sistem politik yang
dirancang dalam enam partai politik lokal di Aceh, ada baiknya mempelajari
profil partal yang mencakup sejarah berdirinya, asas atau ideologl, tjuan, usaha,
kuota 30 persen ke dalam ADV/ART. Kemudian ditkuti dengan menelash
implementasi  kebijakan afirmatif di parfok dengan mengkaii mekanisme
rekrutmen, bagaimana perempuoan  diposisikan serta jumlah  keterwakilan

perempuan dalam kepengurusan dan dafiar caleg.
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3.3.1. Partai Aceh Aman Seujabtra

Partai Aceh Aman Seujahira (PAAS) didirikan oleh manian anggota MPR,
Ghazali Abbas Adan. Pada saat pendeklarasiannya 3 Juni 2007, ia didukung
ssjumiah ulama besar dari kabupaten-kebupaten di Aceh.

PAAS lzhir dan wujud atas inisiatif beberapa orang deklarator vang mendiami
bumi Aceh sebagai sambutan terhadap kehadiran MoU Helsinki dan UUPA.
Sebelum PAAS dideklarasikan, seorang deklarator vang jugs tokoh vokal Aceh;
Ghazali Abbas Adan telah bertanding dalam merebut kursi Gubernur Aceh pada
tanggal 11 Desember 2006. Percbutan tersebut telah dimenangkan oleh pasangan
Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar,

Dari cikal bakal relawan calon gubernur tersebut para pekerja di selurub
Kahupaten dan Kota dalam vdlaysh Aceh sepakat untuk mendirikan sebush
parlok yang kemudizn dinamakan Partai Aceh Aman Seujzhira (PAAS). Partai
lokal ini ia didekiarasikan oleh 30 orang deklarator pada Ahad 17 Jumadil Awsl
1428 H/ 3 Juni 2007 M. Kegagalan mercka dalam merebut kurst Gubernur NAD
11 Desember 2006 yang lalu menjadi pengalaman yang sangat berharga beat

mereka (http://partairakyataceh.org).

Parta; dengan nomor urut 35 ini sangat konsen dengan perjuangan penegakan
syariat Islam di Aceh dan semasa kampanye partai ini selalu mengusong politik
beradab, Berikut adelah kerangka dasar yang menjadi acuan PAAS dalam
kiprahnya sebagai partal politik fokal Aceh
» Asas
Pada Bab II Pasal 2 Anggaran Dasar Partai Acch Aman Seujabtra dijelasken
bahwa Partai Acch Aman Seulahira berasaskan Islam.

+ Fungsi.
Pada Bab II Pasal 3 dijelaskan bahwa fungsi Partai Aceh Aman Seujahtra:
- Sebagai wadah untuk beramar ma’ryf nehi muniar dslam upava
memantapkan dan mempercepat tegaknya Syariat Islam di Nanggroe Aceh

Darussalam.
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- Sebagai wadah memperjuangkan demokrasi, hak asasi manusia (HAM) dan
kedaulatan rakyat serta Pemerintah Aceh yang bersih, berwibawa, adil dan
beradab.

~ Schagai wadah untuk mencerdaskan rakvat sehingga mempunyai daya
saing dalam segala aspek kehidupan.

~ Sehagail penyerap dan penyalur aspirasi rakyat ke dalam lembaga-lembaga
politik formal dan Pemerintahan,

- Sebagai pembela kaom dhuafa (fakir, miskin, anak yatim, orang terlantar,
masyarakat terhelakang dan tertinggal serta kelompok rentan lainnya).

»  Tujuan,
Pada Beb 11 Pasal 4 dijelaskan bahwa tujuan Partai Aceh Aman Seujahtra
adalah terwujudnya kehidupan rakyat Nanggroe Aceh Darussalam vang
demokratis, beradab, berkeadilan dan bermartabat, tenang beribadah,
sejahters dalam kehidupan dan aman dard ketakutan dalam Nanggroe Aceh
Darussalam dengan karakter kepemimpinan vang emanah (tepercaya),
istigapneh {tegnh pendirian), 7'fah {bersih), misyerakah (kebersamaan) dan
syaiaah {berani) .

«  Usaha

1. Partai Aceh Aman Seujahtra bersungguh-sungguh melaksanakan berbagai

kegiatan/akiivitss dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam

sccara kaffah dalam kehidupan rakyat dan Pemerintahan di Naoggroe

Aceh Darussalam melalui usaha:

2. Mempertahankan  eksistensi Nanggroe Aceh Darussalam  serta
memperkokoh persatuan, persamaan, toleransi dan persaudarsan
rakyatnya vang heterogen (majemuk).

b. Membangan kerja sama dengan keluatan politik lain dan semua
golongan raasyarakat unfuk mencapai tujusn ssbagaimana dalam Pasal
4 atas dasar saling menghargai dan menghormati.

¢. Momberantas alaran komunisme, atelsme, sekularisme, nativisme dan
segala paham-paham lain yang bertentangan dengan Syariat Islam.

d. Menegakkan, memajukan dan membela hak asasi manusia {(HAM)
sebagal makhivk yang dimuliakan Allah SWT,
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2. Partai Aceh Aman Seujahtra berusaha meningkatkan kualitas dan
profesionalisme rakyat melalui pendidikan, pembinaan, kaderisasi, dan
pelatinan yang dilaksanakan secara terpadu, berienjang, terprogram dan
beckelanjutan,

3. Partai Aceh Aman Seujahtra berusaha agar terwujudnya Pemerintahan
Aceh yang amemgh {tepercaya), Dtigamah (teguh pendirian), I'fah
{bersih), mugyarakoh (kehersamaan} dan syajo ‘ah {berani),

4. Partai Aceh Aman Seuiahtra berosalis membangun  struktur  dan
mengembangkan Kultur rakyat yang beradab, mandirl dan berdaya saing
dalam kehidupan global dengan memberdayakan sumber daya manusia

secara sistematis dan berkesinambungan.

5. Partai Acch Aman Seuiahira berugaha melestarikan, mengembangkan dan
mengolah sumber daya alam untuk dimanfastkan bagi kescjabierasn
seluruh rakyat Nanggroe Aceh Darossalam.

6. Semua usaha tersebut dilaksanakan secara konstitusional serta harus dapat
dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat.

Partai ini diisi oleh banvak orang tua ketimbang anak muda. Sehingga pemikiran
yang dibasitkanaya pun mepurut saya masih konvensional, Hal i terbukti datt
tidek diintroduksikannys kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam
kepengurusan dan daftar caleg. Menurut Sekjen PAAS yang saya wawancarai,
partainys tidak akan menghalangi perempuan yang akan bergabung dalam politik,
selama dia mampy dan sanggup. Jadi menurut dia tidak perlu ada kuota 30 persen.
“Jangankan 30, 100 persen pun silakan kalau perempuan itu sanggup” papamya.
Selain itu, parlok ini jupa tidek melakukan pemberdayaan terhadap kader
perempuannya sehagaimana yang diamansbkan  oleh Ul No. 2 Tahun 2008
Ketidakseriusan partai ini dalam membesdayakan perempuan jugs feriibat dari
tidak adanya departemen perempuan dan minimaya angka keterwakilan

perempuan di jajaran pengurus pusat.

Adapun susunan pengurus pusat PAAS terdiri dari tujub orang Majelis Syura dan

14 orang pengurus harian, Dari 21 orang jumiah pengurus, komposisi
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keterwakilan perempuzn hanya tiga crang atau 14,29 persen. Dengan menempati
posisi yang tidsk strategris dalam pengambilan kepufusan. Seperti, masing-masing
sebagai wakil ketug umum, wakil sckretaris dan wakil bendahara, sementara tidak
ada saty pun perempuan di Majelis Syura,

Tidek seperti partai lokal berasas Islam lainnya yaitu SIRA dan PDA, PAAS tidak
mempunyal basis masa pendukung yang kuat Asumsi ini dibengun dari
sedikitnya kader atau simpatisan yang menghadisi kampanye rapat ferbuka dan
sedikitnya jumlah caleg yanp dicalonkan dari partat ini. Untuk tingkat DPRA
PAAS hanya mencalonkap 31 orang caleg, 21 laki-laki dan 10 perempuan.
Semeniara untuk tingkat DPRK partsi ini menerjupkan 256 kadernys untuk
nyaleg dari 23 kabupaten/kota, terdiri dari 185 laki-laki dan 71 perempuan. Angka
ini paling rendah dibandingkan dengan lima parlok lainnya. Berikut tabel DCT
FAAS untuk tingkat DPRA dan DPRIK:

3.4. Daftar Caleg Tetap Partai Aceh Aman Seujahtra Tingkat DPRA

by KABUPATENKOTA LK PR ll;:z ML
i i Banda Ageh, Sabang, Aceh Besur 3 1 4 4
2 | Pidie, Pidig Juya 3 1 4 4
3 | Aceh Berat, Aveh Jaya, Negpen Raya 2 i 3 3
4§ Aceh Tenpsh, Beaer Meriah, Bireun 2 1 a 3
5 i Lhokseumawe, Acel Utara 2 2 34 4
6 | Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Timur 5 2 47 7
7 1 Gavo Lues, Agerg, A, Singkil, Subulussalam 2 i 2 3
£ 1 Acch Barst Bavae, Aceh Selatan, Simeulue 2 1 2 2

FIMLAH 21 10 31
{67,7% | (3Z2,1%:}

Sumber: KIF Acch, dinlah oleh pensliti

3.5. Dafiar Caleg Tetap Partai Aceb Aman Seujahtra Tingkat DPRK

N LARILAKI PEREMIPUAN

o KABUPATEN TILE % MLH o, TOTAL
{. | Bande Aceh e 7718 4 522 18

% | Sabang 4 100 - 0 4

3. | Aceh Basar iz 63,2 7 362 19

4, | Pidic 20 74,1 i 23,9 x7

5. | Bidie Jaya 3 75 1 25 4

&+ Aceh Ularg 16 78,2 5 23,8 2

7. | Lhokseumawse 5 62.5 3 37,5 ]

8, | Bireun 13 813 3 188 i5
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9. | Langsa $ 60 6 40 i3
14, | Aceh Timur 2 57,2 G 42,3 14
11. | Acch Tamijang 4 37,2 3 42,8 7

12, | Aceh Tengah 7 7.8 2 222 9

13, ; Bener Merinh 4 &0 i3 40 13
14. i Gayo Lues 9 81,3 2 182 i1
18. | Aceh Tengpara - f - 0 -

16, | Nagan Kaya is 78,9 % 2Ll 19
17, | Avshlaye - B ~ g -

18. i Acch Barat 13 86,7 2 13,3 i3
12, | Simeulue 3 {1 - 0 3

20 | Acch Burat Dava i1 64,7 s 353 17
21, | Aceh Ssistan it 714 4 226 14
22, 1 Subslussaiam - o - & -

23, ¢ Aceh Singhkil - & - g "

TOTAL 185 {11170 FE(27,715%) 254

Sutnber: KIF Aceh, dioleb oleh pencliti

Dari data di atas secars kuantitatif PAAS merupakan parick yang menempatkan
keterwakilan perempuan paling tnggi dalam pendaflaran caleg yaitu 32,3 persen
untik [3PRA dan 27,73 persen dari 23 Kabupaten/Kota. Namun sayangnya angka
keterwakilan perempuan dalam pencalonan fegistatif vang sudah cukup baik, tidak
diikuti dengan program dan piaiform partal yang ielas terhadap tindakan afirmasi
terhadap perempuan. Temwan ini aken dianalisis lebih lapjut pada sub bab

anaticis,

3.3.2, Partal Diaulat Aceh

Partai Daulat Aceh atan yang disingkat dengan PDA ini lahir dart ide para ulama
Aceh. PDIA didirikan pada 28 Januari 2008 i Banda Aceh. Deklarasi rerssbut
dihadiri 125 ulama Aceh. Di amtaranya Teungku Haji Hasanul Basri atau lebih
dikenal di kalangan dayedr dengan nama Abu Mudi Mesjid Raya, dan Teungku
Hai Muhammad Nasir Wall, Mereka berdua menjabat sebagal ketua dan wakil
ketua mustasyar. Sebagaimana kebanyakan kiai dt Jawa, ulame-ulama Acch bisa
dikatzkan $0% bermazhab @ili swwmah wal jormuoh. Bahkan banyak kalangan,
menyetarakanttya dengan NU, secara amalinhnys, namun belum tentu masuk
arganisasi NU. Kaum ulama-vlama pendiri partal ini scbagian besar adalab para
pengasuh pondok pesantren tradisional yang lazim disebut dayah, sebagaimana

pesantren-pesantren kiai NU di Jawa,
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Sebelum PDA terbentuk, sejumlzh ulema, santri, politisi partai nasional, dan
warga biasa bergabung dalam lembaga kajlan masyarskat yang dinamai Forum
Daulat Acsh atay FPDA. FPorum ini melakukan diskusi fentang Islam dan
mengadakan pelatihan. Selain ity, ia jugs berperak di bidang kajian tentang partai
politik nastonal, Hasil kajian itu ikut mendorong FDA mengubah dirinva menjadi
partai. Ada empat alasan yang mendasari  lahimya pariai  ini
(hitp/fwww goehfeatutc ored.  Pertoma, kerisavan para teunghkn dayah (kyai
pesantren} dan santri terhadap pencgakan syariat Islam yang belum begjalan
secara optimal, Terlebih lagi menumat mercka adanye kelompok fectenty vang
ingin menghambat penerapan syarial Islam di Aceh dengan dalih dapat
menghambat vestor masuk ke Acch. "Kami tidak menemokan pariai politik
berasaskan Islam mazbab Syafi’i serta menempatkan ulama sebagai remots
control dalam mengembil keputusan dan UU PA menjadi inspirator kami untuk
mendirikan PDA” kata Teungks AR Imran,

Kedna, bercersmin pada praktik politik selama ini, banyak ulama {ebufteunghu)
yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik sesaat. Setiap kali menjclang pemily
para politisi datang ke dayah memberi Bantvan. Para politisi hanya ingin
mendapat keuntungan sesaat lewat dukungan para ulama {(abw) dan santri. Oleh
karena itu, PDA ingin mengakhirl praktik politik tersebut dengan membentuk
scbuah partal yang menjadikan para fesngikw/obu sebagal pemegang tertinpgi
kekuasaan partai.

Ketiga, rekomendasi dari para pimpinan dayeh seluruli Nanggroe Acch
Darussalam agar para teunghw/abu terjun ke dunia politik dengan membentuk
partai politik karena untuk mengubah sistern harus masuk ke sistem. Dayah
sebagat Jembaga pendidikan tertua di Aceh sejak lama termarjinalkan dari ruang
pengambilan kebiiskan karena telah demikian beriarak darl dunia politik,
sehingga aspirasl para obwfeunghu dan santri tidak terakomodasi, Absennya
mereka dari dunia politik ikut puia melahirkan anggapan burgk bahwa alumni
dayah dianggap tidak berkualitas, Berikut penvturan Tengku Khaidir Rizal, salah
seorang pengurus PDA. “Banyak  juga yang bergabung dengan PDA, karena
kecewa terhadap sikap pemerintah yang menganggap enteng lulusan dayah
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Keempat, ingin mengembalikan wewenang feunghu sebagai pemegang otoritas
tertinggl untuk mengorusi persoalan umat. “Kejayaan Aceh ada pada tangan
ulama, PDA ingin membawa kejayasn Aceh tempo dulu melalyi tangan ulama”,
kata Teungku Harmen Nurigmar (Retua Umum PDA)}. Terkalt dengan alasan ini
Teungku Harmen melzlul wawancara bersama saya menuturkan bahwa sistem
pemerintahan yang akan diterapkan oleh Partai Daulat Aceh kelak adalah suatu
sistem pemerintahan yang melibatkan para alim ulama sebagai pemegang otoritas
kekuasaan terfinggi. Sctiap kebijaken yang akan diambil harus mendapat
persetuiuan dari ulama. Baik di fingkat eksekutif, yudikatif maupun legisiatif. Ia
mercontohkan sistemn  pemerintahan yang diterapkan pads masa kerajasn Aceh
Darussalam. la juga menambahkan penyebab kemunduran Aceh seat ini adalah
karena tidak melibatkan ulama dalam pemerintahan, Dan unfuk yang sckarang ia
mencontohkan Iran. jran sebagai negara yang berbentuk republik, namun para
ulamanya stau disebul muflah memegang peranan penting dalam negara tersebat,
Setiap keputusan vang akan diambil oleh presiden harus mendapat restu dari para

muilah.

Parlok dengan nomor urut 36 ini memiliki strulcur kepengwrusan yang terbagi
dalam tiga dewan. Dewan nashihin dan dewan mustasyar meropakan badan yang
mengambil kebijakan dan keputusan, kedua dewan ini berisi ulama-ulama Aceh.
Dewan ketipa adalah dewan lanfidzivah, yaitu pelaksana dari kebijakan dewan
nashihin dan dewan mustasyar. Ketua umum dewan fonfidzriyah sdalsh Tengky
Harmen Nurigmar. Dis juga mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
dari Partai Bintang Reformasi.

Berikut inl adalah dasar-dasar yang menjadi acuan partai dalam menjalankan

organisasi politiknya:

s Asas dan Priosip Perjuangan,
Pada Anggaran Dasar PDA tahun 2008 Bab 1I Pasal 3 dijelaskan bahwa asas
partai ini adalah Islam dengan akidah mengikuti haluan dhius Swmah wal
Jamanh dan dengan hukum mengikuti madzhiab Syafi'i. Prinsip perjuangan
Partai Daulat Aceh sebagaimana tertuang dalam Bab Il Pasal 4 adalah
meningkatkan pendidikan, mewujudkan pengabdian, dan menjunjung tinggt
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nilai-nilai sosial kemasyarakatan melalui penegakan ooy me'ruf noki
munkar,
Kedaulatan
Kedaulatan Partai Daulat Acch sepenshnya berada di fengan ulama dan
dilaksanakan pada musyawarah raya.
Fungsi partai.
Pada Bab [V Pasal 6 dijelaskan bahwa fungsi-fungsi Partai Daulat Aceh
adalah sehagai berikut:
-~ sebagai wadah perjuangan penegakan syarish.
- melahirkan pemimpin yang tahu, mau den mampu serta aspiratif dan
Istami.
- scbagai wadah untuk meningkatian pendidikan dan politik rakyat.
- sebagai wadsh untuk monampung dan memperjuangkan aspirasi
rakyat.
- menata ekonemi dan politik Aceh dengan berbasis syariah,
Tujuan Partai
Partal Daulat Aceh memiliki tuivan umum den fujuan khisus sebagaimana
disebutkan pada Bab V Pasal 7. Tujuan umsumnya adalah
- mewujudkan perdamaian zbadi di bumi Serambi Mekkah dalam
semangat rekonsiliasi dap reintegrasi.
~ mewnjudkan tafanan politik Aceh yang demokraltis, terbuka, bersih dan
beradab,
Adapun fujuan khususnya adaigh mengoptimaikan peran dan fungsi ulama
dalam setiap aspek kehidupan masyaralkat,
Usaha Partai.
Pada Bab V Pasal § dijelaskan bahwa usaha untuk mencapai tujuannya, Partai
Daulat Aceh berpedoman kepada landasan yang telah dilakukan oleh para
endatu pada semboyan Adat bak Po Teumeureuhom, Hukom bak Sviah Kuala,
Oanun bak Putroe Phang, Reusom bak Laksamora. Langkah-langkah yang
mereka tempuh adalah;
- Bidang Keagamaas,
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a. Meningkatkan Kketakwaan kepada Allah dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

b. Meningkatikan mutn keislaman kepada sctiap lapisan masyarakat
melalui pendidikan agama di Dayah, Sekolah, Universitas, dan
kajian-kajian Islam lainnya yang bersumber pade Alguran, Hadits,
fimak dan Qiyas.

Bidang Politik.

a. Memegang prinsip-prinsip Mol Helsinki dan UUPA No. 11 2006
dalan  menjalankan roda pemerintahan di  Nanggroe Aceh
Darussalam.

b. Menjalin hubungan politik decpan berbagai komponen yang
seprinsip dan sehaluan dalam rangka memperjuangkan aspirasi
rakyat.

¢. Mengembalikan ruh Aceh kepada Khitahnya scbagai Serambi
Mekkah dengan menegakkan syariat Islam gecara kaffah,

Bidang Ekenomi.

a. Menumbubkembangkan kehidupan ekonomi  kerakyatan yang
berbasts Islam.

b. Berusaha menjadikan Aceh sebagat bandar ekonomi yang berbasis
{slam.

Bidang Hukum,

2. Mengimplementasikan syariat Islam secara kaffah,

b, Menegakkan dan mengembangkan negara hukum yang beradab
yang sesuai dengen syariat Islare, mampu mengayomi sefuruh
rakyat, menjunjung tinggl hak asasi manusia yang berkeadilan
sosial.

Bidang Sosial Budaysa,

Berusaha membangun budaya yang maju, madani dan Islami,

Bidang Pendidikan.

Meningkatkan kualilas sumber daya masusla yang berakblak mulia,

mandiri, terampil, mrofesional dan kritis fterhadap lingkungan 4

sekitarmyva,
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«  Bidang Pertahanan.

Menumbuohkan rasa hubb al-wathan min al-iman.

Dalam anggaran dasar PDA pasal 28 (4) dan Pasal 31 (5) partai telah mengatur
keterwakilan 30 persen perempuan untuk tiap tingkatan kepengurusan Dewan
Mustasyar dan Dewan Tanfideivah. Namun demikian platform partai ini sama
sekali tidak menyinggung masalaly pemberdayaan perempuan dan penghapusan
diskriminasi terhadap perompusn. Bahkan yang lebih fragis lagi tidek ads
departermnen atau pun biro perempuan untuk mesgakomodast permasalahan

perempuart.

Proses rekrutimen vang dilakukan partai ini masih bersifat tertutup dengan kriteria
yang sangatl terbatas, Hal ini torgambar dari persvaratan pengurus poin la
Beriman dan bertabwa kepada Allzh SWT serta berzkhlek mulia dan poin 1o
Memiliki seinangat dan ¢inta kepada dayar vang dibuktikan dengan kesiapannys
mengikuti pengaderan Partal secars berkala. Maka tidak heran jika kader

pererapuan yang duduk 41 kepengunisan pariat dan caleg sangat rendah.

RM sebagai salah seorang dari dua pengorus perempuan partai PDA mengatakan
bahwa perckrutan kader dan caleg PDA lebih memprioritaskan para teungku dan
para santti. Sementara RM--menuret pengakuannya—diajak bergabung dalam
PDA untuk memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan. Selain alasan
tersebut, tamipaknya RM direkrat karena dianggap dapat mendukung partai secara

finansial dan mengumpulkan suara,

Ketidakberpihakan partai inf ferhadap perempuan terlibat dari minimnya jumiah
perempuan dalam kepengurusan partal balk di dewan rashifin, mustagor man
pun fanfidzival Untuk dewan sashthin Hidak satu pon perempuan terlibat 4 sana.
Sementara dewan mustasyar hanya terdapat dua orang di Kabupaten Simeulue, itu
pun hanya menjabat sebagai anggots. Keterwakilan perempuan di dewan
tanfidzivah lebih banyak bila dibandingkan dengan dua dewan sebelumnya.
Meskipun demikian keterwakilan perempuan baik di tingkat pusat mau pun DPW
tidak ada yvang mencapai 30 persen . Selzin itu perempuan masih diletakkan pada
jabatan yang fidak strategis.
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Pengurus partai di tingkat provinsi saja hanya terdapat dua orang perempuan.
Yang masing-masing menjabat sebagai wakil sekjen partai dan wakil bendahara,
Menurut pengakuan wakil sekjen yang saya wawancarai, ia sama sekali tidak
diberikan wewenang dan tanggung jawab yang sesual dengan jabatannya. Urusan
kesckretariatan semusanya diurusi olch sekjen. Selain ity, ia juga jarang dilibatkan
dalam rapat-rapat partal. Kalau pun sekali waktu ia dilibatkan, ia tidak pernah
dimintal pendapat, kecuali vang berksitan dengan masalah kevangan,

Saya malas ikut-ikut rapat, kayak patung saya di situ.... Bagaimana kits
mau ngemeng, nggak permah ditanya, nggak permnah diberi kesempatan.
Kalaupun ditanya atau dimintai pendapat selalu yang berhubungan
dengan masalah dana, kelau ada kendala dengan keusngan bary sava
diajak ngomong (Wawancara RM, 12 Mei 2006).

Tidak hamya ite, wakiu rapat vang sering dilakukan pada malam hari juga menjadi
kendala bagi RM. Anehnya lagi ia pernah disindir karena menghadiri rapat malam

hari atas undangan pengurus dan ja datang bersama sueminya.

“Sebenarnya perempuan-perempuan ngapain ikot rapat malkam-malam,”
dia (salah seorang feunghu pengurus partai) bilang sambil menatap saya
dengan ujung matanya...Saya kan jadi bingung, mau saya lawan, tapi
rasanya nggok enak, saya juga baru bertemu sama dia. Tapi akhimya
saya nggok bisa tahan, saya merasa dilecehkan sekali, Saya merasa
perempuan benar-benar direndahkan sama orang ini. “Maaf’ Teungku”
saya bilang sepert] itu. “Saya datang kemari yang telepon Tk, Marwan,
kalau bukan Tgk. Marwan vanp surch, saya jups nggak bakal datany,
saya sudah izin tidak mau detang, tapi Tgk. Marwan tetap surub saya
untuk datang, saya juga datang bawa suami, ini suami saya,” saya bilang
seperti itu {Wawancara RM, 12 Mei 2008).

Rendahnya angka keterwakilan perempuan jugs terlihal pada daftar caleg tetap di
tingkat provinsi dan kabupates. Partai Iokal yang berada pada peringkat kedua
dalam perolehan suare ini juga fidak memenubi kuota 30 persen keterwakilan
persmpuan dalam pencalonan caleg di tingkat DPRA dan DPRK. Berikut tabel
DCT Partai Dauvlat Aceh untuk tingkat DPRA.

3.6, Dattar Caleg Tetap Partai Daulat Aceh Tingkat DPRA

DF* | KABUPATEN LK FR No, Urut 1 g8,
1 | Banda Aceh, Sabang, Acch Besar 5 p 5.7 7
2 1 Pidie, Pidie Jaya 7 2 4,6 g
3 1 Acel Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya 3 1 3 4
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4| Aceh Tengah, Bener Merial, Bireun 4 1 5 3

5 | Lhokssumawe, Aceh Utara Z g - 2
€ | Langsa, Aceh Temiang, Aceb Thnue 4 i 3 3
? CGayo Lues, Aceh Tenggars, Aceh Singkil, 5 N - 3

Subplusseiam
B | Aceh Barst Dava, Aceb Selatan, Simoulue 3 i 4 4
JUMLAH 36(81%) ¢ T19%) X
Surmbuer: KIF Aceh, diolah oleh pensliti.
3.7. Daftar Caleg Tetap Partai Daulat Aceh Tingkat DPRK
LAKI-LAKE PEREMPUAN

MNa KABUPATEN TILH PPy JMLE ) TOTAL

1 | Bonds Acsh 25 882 4 3.2 2%

2 | Sabmng 3 857 i 14.3 it

3 i Acech Beswr P i8E 7 212 13
4 i Pidie 25 $23 & i7.1 33

3 1 Pidis Jaya i3 3.4 6 31.6 19

5 | Acch Utara 14 93,3 1 0.7 15

7 | Lhokseumawe 13 86.7 2 13,3 15

8 | Bireun 12 68,7 6 343 1%

9 | Langsa 13 382 2 i 17
18 | Aceh Timur 11 8.5 2 2h4 id
11 | Ageh Famisng - - i 10 !
12 | Aceh Tengah 4 B i 28 2

13 | Bener Meorish iy i1 ) 3 14,3 2
14 | Qave Luss 5 166 - - 5
15 1 Aceh Tenguas G I8 3 3 ¥
16 | Nagen Raya i1 64,9 h: 9.4 17
17 | Acech Java 16 10D - - 16
18 | Aceh Berat 11 61.1 7 8.9 1%
19 | Simeulue 6 6l 4 A1 if
20 | Aceh Barat Daya 5 {4 - - b
21 | Aceh Selatan 7 T4 2 22.2 9
22 ¢ Subniussalam - - - - -
23 | Aceh Singkil E - - - -

. 257 1 RE3 &4 23462 321

Sumber dater KIF Aceh, diclah oleh pengiith,

Dari tabel di atas terlinat bahwa jumlah perempuan yang ‘nyaleg’ dari Partai
Daulat Aceh hanya tujuh orang dari 37 caleg. Artinya hanya mencapai 18,9 persen
dan masih jauh dari angka 30 persen yang diamanahkan oleh undang-undang dan
Qarun, Daflar caleg tetap untuk tingkst Kebupaten juga belum memperlihatkan
angks yang mengpgombirakan. Dari 23 Kabupaten tidak satu kabupaten i}an
jumlah caleg perempuan mencapai sogka 30 persen.

Universitas Indonssia

Peluang Dan..., Fitriyasni, Pascasarjana Ul, 2010




&3

3.3.3. Partai Sentra Informasi Rakyat Aceh

Pariat lokal ini didekiarasikan 10 Desember 2007, Tanggal itu dipilih karena
bertepatan dengan hari Hak Asasi Manusia, sesuatu vang dijanjikan akan selaly
dihormati oleh Partai SIRA. SIRA adalah akronim dari Suara Independen Rakyat
Aceh. Akronim tersebut sepintas sama dengan SIRA (Sentral Informasi
Referendum Aceh) yang naik daun semasa pemberiakuan DOM (Daerab Operasi
Militer} di Aceh. Partai SIRA didirikan oleh aktivis SIRA Referendum, vang
selama beberapa tahun melarikan diri karena masuk dalam DPO. Bahkan ketuz
SIRA Referendum, Muhammad Nazar sempat mendekam di balik jeruii besi
sebagai tahanan politik.

Setelah perdamaian menaungi bumi tanah rencong melalni penandatanganan Nota
Kesepshaman di Helsinki, pare aktivis BIRA 98 yang melarikan diri kembali
pulang. Para tahanan polilik mendapal amnesti dari pemerinfah fermasuk pams
aktivis SIRA Referendum salah satunya Muhammad Nazar, Pada awalnya aktivis
SIRA diajak oleh mantan kombatan GAM untuk membentuk parick. Seperti kita
ketahui bahwa SIRA dan GAM pada masa konfBk ibarat adik dan sbang, bahu-
membahui dalam memperjvangkan kemerdekaan Acch. SIRA memang tidek
mengangkat senjata sebagaimana yang dilakukan GAM. Mereka lebih memilih
jalur diplomatil, denpan membentuk ormas berhaluan politik yang fokus
memperjuangkan refersndom df Aceh, Mungkin kita masih ingat ribuan rakyat
Aceh tumpah rugh di halaman Megjid Raya Beiturrahman menuatut referendum
pada tahun 1998, Iu sermug di bawash komando SIRA.

Meskipun jalor perjuangan yang mereka fempuh berbeda, namun mereka saling
rendukung dan bekerjasama satu gama lain. Maka tak heran ketika Aceh diberi
wewenang mendirikan parlok, GAM pun mengajak SIRA unfuk bergabung,
bahkan pada pendeklarasian awal Partai Aceh vang bemama partai GAM,
Muhammad Nazar dinobatkan sebagal sekjen partai GAM. Karena menimbulkan
reaksi keras dari Jakarta, moaka partai GAM kembali melakukan perubahan.
Selisih paham antara GAM dan SIRA pun terjadi. Menurut keterangan dari ES
salah seorang pengurus dan caleg darl SIRA. Alasan SIRA mengajukan usulan
untuk membentuk pariai sendiri adalah agar GAM punya sparing partner ketika
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duduk di pariemen, Namun lebih dari it mesurut saya perbedaan ideologi juga
menjadi faktor utama pecahnya koalisi GAM dan SIRA. GAM tidak mau
berasaskan Islam, sedangkan SIRA bersikukuh ingin menjadiken Islam sebagai
haluan partai. Kemudian perbedaan pandangan dan cara pikir juga menjadi
persoalan, Ha! ini terlihat dari isi platform dari kedua partal yang sangst berbeda.
Dan tentunya perbedaan faktor vang menjadi basis magssa kedua partal jugs ikut
menjadi pemicu. GAM bisa dikatakan merupakan partai yang didukung oleh para
mantan kombatan GAM yang biasa bergerilya di gunung dan  rata-rafa
berpendidikan rendah. Sementara SIRA didukung oleh aktivis mahasiswa yang
secara akademis berpendidikan lebih tinggi dan organisatoris. Perbedasn latar
belakang dari kedua belah pihak tentu saja melahirkan pola pikir yang berbeda,

Pertikatan antars kedua belah pihak pun semakin meruncing. Pihak GAM
menuduh SIRA berkhianat dan membelot dari perjuangan, sementara SIRA
merasa 3AM terlalp egols, mau menang sendiri dan terlalu fakot kalan SIRA
bakal menjadi rival kuatnys, Akhirnys sejsk saat Hu, GAM dan SIRA pon resmi
berpisah bahkan berujung pada tindakan kekerasan dan saling teror {reforensi).

Setelsh melakukan musyawarah dengan para pengurus inti SIRA referendum,
akhirnya mereka meomutuskan unfuk  tetap membeniuk  scbuah  partai
Bermodalkan jaringan dan citra yang telah lama mercka penggam, maka SIRA
Referendum bertrapsformasi menjadi Partai SIRA dengan Mubamsad Taufik
Abda sebagai Ketua uminn. Dan bisa dikatakan SIRA menjadi pariok yang cukup
populer di Aceh,

Pactai dengan nomeor wrut 37 inf seluruh gerakannya dipandu olel 5 dasar nilai
perjuangan yaihu; keislaman, persaudarsan, kerakyatan, keacehan dan keadilan
sosial. Pertauna keislamen, yang dimaksud dengan keislaman adalah nilai dasar
perjuangan partai SIRA yang melahirkan semangat dan cita-cita pembebasan vang
berpihak pada penegakan hak-hak asasi manusia, demokrasi, perdamaian dan
keadilan, Nilai keislaman juga dimaksudkan bahwa perjalanan perjuangan partai
SIRA dipandu sepenuhive ofeh moral Islam yang senantiasa berpihak pade
kebaikan dan kebenaran.
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Kedua persaudaraan, nilai ini adalah nilai dasar perjuangan SIRA yang senantiésa
memperhatikap dan meegutamakan semsngat persaudaraan masyarakat Aceb
secara umum tanpa dibatasi oleh perbedaan ideclogi dan agama. Persaudaraan
lebih divtamskan di kalangan keluatan-kekuatan masyarakat Aceh vang komit
melakokan perjuangan penegakan hak-hak asasi manusia, demokrasi, perdamaian,

dan keadiian.

Ketiga nilai kerakyatan yang bermakna bahwa perjuangan partai SIRA bertujuan
memenangkan kepentingan rakyat vang lebik luas di atas kepentingan golongan
maupun kepenfingan pasar {people before profify. Kerakyalan jugs bermakna
perjuangan parial SIRA bertujuan untuk mendorong kelerlibatan aktif rakyat
secara luas dalam politik dan pembangunan di segala bidang, bukan sekedar
menjadi pelaku pasit (people centered). Demi tujuan-fujuan ini, pactai SIRA
selanjutnya memandang dirinya sebagai wadah perjuangan politik yang dapat
dimanfaatkan oleh rakyat Aceh dalam membebaskan dirf dari penindasan dan
keterbelakangan,

Keempat nilai keacehan yang bertujuan untuk memperkuat eksistensi dan
pengakuan Acsh sebagai enfitas sosial-budaya dan politik yang terbentuk dar
situasi sostal yang mengkristal dan memibki kehendak bersatu vang dipengarahi
oleh perkembangan sejarah, kesamaan nasib, kekayaan bahasa dan adat istiadat.
Karena itu pariai SIRA menggunakan kearifan Jokal dan nilai-nilai keacehan
dalam melaksanakan semua akiivitas pembangunan yang diinginkan oleh rakyat.

Kelima noilai keadilan sosial adalah nilai yang menentang semuz bentuk
diskriminasi rag, diskriminasi kelas sosial, dan diskriminasi pender, Nilai keadilan
sosial juga dimeksudkan untuk membumikan prinsip negara kesejahteraan
{welfare stafe) vang memberikan jaminan sosial den pelavansn sosial dasar
maksimal bagi selurub rakyat Aceh. Aplikasi nilal keedilan sosial meliputi dua
prinsip, yatin pringip antt diskriminasi dan prinsip affirmative action untuk

menyejahterakan kelompok-kelompok marjinal masyarakat.
Adapun acuan dasar yang menjadi basis partai SIRA dalam memperjuangkan ide-

ide politikuva adalah sebagal termakiub dalam AIDVART mereka sebagat berikut:
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Akidah dan Asas.

Sebagaimana tercantom dalam Anggaran Dasar Partai SIRA Bab I Pasal 6,
pariai SIRA menganut akidah Islam yang berdasarkan Alquran dan Sunnsh.
Dan pada Pasal 7 dinyatakan bahwa asas partai SIRA adaish persaudaraan,
kerakyatan, ke-Aceh-an, dan keadilan Sosial. Prinsip Perjuangan partai SIRA
yang tertuang Bab Il Pasal § adalah pengabdian kepada Allah Swit dengan
menunjung  tinggi  kebenaran, Kejujuran, kemanusiaan, kerelawanan,
perdamaian dan demokrasi.

Tujuan Parfai.

Adapun tujuan Partai 8IR A adalah sebagai berikut:

~  memperjuangkan agpirasi dan kepentingan rakyat Aceh,

- mendorong perdamalan yang berkelanjutan,

- memperjuangkan penegakan Ham dan demokras: di Aceh.

- menciptakan keadilan sosiak.

- mewujudkan kesejahteraan rakyat (AD/ART SIRA, 4).

Sifat dan Fungsi.

Pada Anggaran Dasar Parisi SIRA Bab 1V pasal 10 dijelaskan bahwa partai
SIRA adalah partai yang bersifal independen, ferbuka, perssorangan,
partisipatif dan responsif Dan berfungsi sebagai media komunikasi,
sosialisasi, rekrutmen dan partisipasi politik rakyat Acel (ADJART SIRA, 5.

Melihat platform dan AIVART, partai SIRA sudab mulai memasukkan konsep
anti diskriminast gender ke dalam nilai dasar perjvangannye, meskipun belum
tertuang secara eksplisit ke dalam AL/ART partai. Kemudian Pasal 13 Anggaran
Rumat Tangga SIRA menyatakan:

Dalam setiap penyusunan komposisi dan personalia  setiap tingkatan
kepengurusan Parfsl mulal dari Dewan Pimpinan Pusat, Komite
Pimpinan Wilayah, Komite Pimpinan Kecamatan dan Komitc Pimpinan
Gampong perdu wmemperhatikan  keterwakilan minimal 30 persen
perempuan.

Pasal di atas sekilas terlihat sangat berpihak pada perempuan. Namun penggunaan

kata “perlu” mengakibatkan keterwakilan 30 persen perempuan hanya bersifat
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anjuran. Sshingga jika tidak dipatuhi tidak akaa dikenakan sangsi apa pun, Meski
pun demikian, partai int sudaly lebih baik dari dua partai sebelumnya.

Keseriusan SIRA dalam mengakomodasi keterwakilsn perempuan terlinat dari
adanya departemen perempuan dalam susunan struktural panai, Selain it
mekanisme politis vang dibangun partai publik sudah mulai sensitif gender.
Misalnya waktu rapat tidak lagi dilaksanakan pada malam hari dengan
pertimbangan agar pengurus perempuan  dapat menghadiri repat. Berilot
penuturan ketua Departemen perempuan seperti vang saya wawancarai:
Kalau di SIRA sendiri, memang sudah ada perubahan jadwal rapat, Jadi,
kami dibiasakan rapat mulai jam 9 pagi paling cepat, kemuhian pulangnya
sore-sore.. Jt salah sata masukan dari perempuan-perempuan jupa kepada
ketuz pariai, “Pak, rapat jangan malam, /eh? Kami perempuan
bagaimana?”’ Untungoya partai menyadari, walaupun kemudian ada rapat-

rapat mendadak yang harus dilakukan malam-malam. Tapi sudah sangat
jarang {Wawancara ES, 12 Mei 2609 ).

Scsuai dengan sifal partal yang terbuka, partisioatif dan responsif. Dalam
rekratmen politik yang dilakukan SIRA adalah rekruimsn terbuka. Mereka
membuka peluang untuk setip masyarakat Aceh yang telali berumur 17 fshun
dan/atau telah menikah, tidak buta huruf dan sanggup menyetujui dau menerima
Angparan Dasar, Angparan Rumah Tangga, dan piefform partai univk mengikuti
masa orientasi partai, Jika dinyatakan lulus cleh partai maka ia dapat menjadi
anggota muda partal, jika holug sekolsh politik 1 barge menjadi asggoia biasa
sedangkan untuk tneoiadi anggota kader haros julis sekolah politik 1L

Kesulitan mencari perempuan berpotensi untuk dijadikan kader dan singkatnys
waktu menjadi alasan Hidak terpenuhinya kuota 30 persen keterwakilan perempuan
dalam DCT tingkai DPRA, meskipun di beberaps Kabupaten jumibsh caleg
perempuan melehihi 30 persen bahkan untuk Kotamadya Banda Aceh mencapai

50 persen.

3.8. Daftar Caleg Tetap Partai SIRA Tingkat DPRA

KABUPATEN PR Mo Urut IML,
Banda Aceh, Sabang, Aceh Hesar j

Pidis Pidic Java

Aveh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya

.
wFpd | ]l

Aceh Tengah, Bener Merioh, Bireun

il
L | bl 2 %

i ™
Lk
P
[=
w
e

Ehokseumsive, Aceh Ularg
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6 | Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Timur 4 1 3 5
7 | Gaye Lues, Aceh Tenggare, Aceh Singkil, 4 ] - 4
Subulussalam
8 | Aceh Barat Deya, Acch Selatan, Simeulue 3 1 3 4
JUMLAH 35 8 a3
(81,4%) | (18,6%)

Sumbey: KIF Aceh, dicish olch peneliti

3.9, Daftar Caleg Tetap Partai SIRA Tingkat DPRK

b2 LAKELAKI PEREMPEPUAN TOTAL
0 RABUPATEN TMLH | % | JMLH | %

1, | Bends Aceh 1 o) i} 54 22
% ] Sabung 4 815 2 18,1 11
3, 1 Aceh Deusr i3 714 § 288 21
4, 1 Pidie 30 7.5 5 23,1 38
X, i Pidis Iava i 166 - 2t 18
& | Aceh Utarg 22 905 3 54 37
7. i Lhoksewmawe 13 813 3 18,7 14
3. | Bireun 20 83,3 4 . %] 24
9. i Lanpsa i4 533 i &7 15
1. | Aceh Timur 18 & 4 20 24
i1, | Aceh Tamieng i4 i} ¢ 30 20
12 | Aceh Tenpsh g 66.7 3 334 g
13, | Bener Merigh i3] 83,3 2 167 i2
14, | Gayo Lues 2 50 2 36 4
I3, | Aceh Tenppara 11 85,65 P i34 is
18, | Mapan Rave is 83,3 3 16,7 ig
b7, | Aeeh Joya i3 68,8 § 3§32 14
18, | Aveh Barat 9 Ra.4 3 13,8 22
19, | Simeulee i 160 - G &
20. | Aceh Barat Davys 8 5 3 25 12
21, | Aceh Selaian 13 61,9 g 38,1 21
22. | Bubulussalam 5 83.3 t 16,7 £
23, | Aceh Singkil 3 3 [ 25 4

Jomiah 304 82 3865

Sumbgr data: KIP Acel, dielah oleh peneliti.

3.3.4. Partai Rakyat Aceh

PRA  lahir dari scjarab  perjuangan  demokratik 1998, Dimwlai  dengan
melaksanakan kongres Front Perlawanan Demokratik Rakyat Aceh (FPDRA) ke
dua vyang dilaksanakan di Sare Aceh Besar pada tanggal 24-27 Februarl 2006,
Kongrey ini dihadini oleh organisasi mahasiswa, organisasi perempuan progresif
dan organisasi Kaum Miskin Kota. Kongres FPDRA tersebut melahirkan Komite
Persiapan-Partai Rakyat Aceh (KP-PRA).

Pada tanggal 16 Maret 2006 bertempat di restoran Lamnyong-Banda Aceh KP-
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PRA yang diketuai oleh Thamren Ananda mendeklarasikan PRA sebagai partai
politik lokal pertama di Aceh.  Pada zaat pendeklaragian tersebut Undang-undang
penierintaban Aceh dan Peraturan Pemerinfah tentang partal lokal belum lahir
Inisiasi dan keberanian pendeklarasian Partal Rakyat Acch sebagai alat
perjuangan politik sebelum adanya payung hukum tentang keberadaan partai lokal
merupakan bentuk pemikiran yang majo dan berani dari beberapa aktivis PRA
guna membentuk tatanan demokrasi rakyat Aceh yang lebih baik melalui alat
perjuangan Partai Politik. Dan dalam proses perjalanannya Partai Rakyat Aceh
tefah berhasil melewati tehapan-tahapan yang krusial untuk tampil mais menfadi
salah satu Parial Kontestan Pemilo 2009,

Selanjutnya KP-PRA mengadakan kongres perlama pada tanpgal 27 Februari
sampai dengan 2 Maret 2007 di aula SMK Lampineung-Banda Aceh yang
didukung cleh organisasi mahasiswa progresif, orpanisasi perempuan progresif,
organisasi kKaum miskin koia, kaum mucda progresif, santii progresif, kelompok
petani, akademisi dan dihadinl oleh 450 orang peserta dart 13 Kabupaten/Kota.

Partai ini diisi oleh banysk sekali “anak-anak’ muda yang berjiwa “sosialis’
Terlihat juga darl simbol partai dengan gambar bintang hitan: dengan later marab.
Mercka dahulunya saat konflik masih berlangseng di Aceh adajsh para
demonstran yang sering sekali berada di paris depan. Mereka sangat sehang
mengusung ideologi agak kiri, maksudnya adslah partat vang beroposisi dengan
kapitalisme. Mercka sangat hafal feori Plato, Karl, dan tokoh filsafat dunia,
Diahulu mereka membuat organisasi dengan nama Solidaritas Mahasiswa Untuk
Rakyat (8MUR}. Mereka dehulu sangat akrab dengan Forket yang di Jakarta,
Mereka spat juga punya organisasi binaan bemama SPUR atau singkatan dar
Solidaritas Pelajar Untuk Rakyat. Dan organisasi bibit partai ini masih tetap eksis.
Partai ini bisa dikatakan partai anak muda yang mempunyai misi membangun
Aceh dan berpibak pada rakyat, Sesuai sekali dengan ideologi mereka yang

sosialis,

Partai Rakyat Acch telah merumuskan fima komitmen kekuassannya kepada
rakyat Aceh yaitu:

I. Pemerintaban Aceh yang demokratis, bersih, modern dan internasionalis
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Rakyat Acch berdaulat atas sumberdaya energi dan pertambangan
Membuka lapangan kerda melalui industel milik pemerintah Acch
Rakyat Aceh mendapatkan pendidikan, kesehatan gratis dan berkualitas

Wwos W

Memperjuangkan kebebasan perempuan sepenuhnya dan anti diskriminasi
terhadap perempuan.

Pari lima komitmen tersebut Partai Rakyat Aceh menetapkan isu strategis sebagai
agenda politik. Isu strategis tersebut kemudian dipopulerkan dengan tiga tuntutan
mendesak rakyat Aceh yaitu 1) lapangan kerja, 2) pendidikan, keschatan gratis
dan berkualitas, 3) rakyat berdaulat atas sumber dayz alam.

Ada hal menarik yang saya temukan di parlek ini, yaitu PRA telah memasukkan
kebebasan dan anti diskriminasi terhadap perempuan ke dalam lima komitmen
perjuangannya dan juga memasukkannya secara spesifik ke dalam program partai.
Adapun program gi bidang perempuan yang akan diperjuangkan adalah:
1. Memperjuangkan kebebasan perempuan sepenuhnya dan anti diskriminasi
terhadap perempuan,
2, Memperjuangkan kesetaraan gender di semua aspek datam bermasyarakat
dan bernegara
3. Meningkatkan parfisipasi politik perempuan
4. Menjamin akses pendidikan seluas-luasaya terhadap perempuan

5. Memprateksi perempuan erhadap kekerasan

Berikut ini adalah dasar-dasar yang menjadi acuan partai dalam menjalankan
organisasi politiknya, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Partai Rakyat
Aceh:

*  Asas,
Pada Bab IJ Pasal 5 dijelaskan batwa asas Partai Rakyat Aceh adalah adalah
partai yang berasaskan Pancasila, terutwma sila Keempat Demokrasi
Kerakyatan yang berlandasikan Xetuhanan yang Maha Esa (AD/ART, 2).

» Bentuk dan sifat.
Pada Bab I Pasal 3 dijelaskan bahws Partai Rakyat Aceh adalah Partai Politik
vang bersifat terbuka (AIVART, 2).
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s  Tujuasn.
Pada Bab II Pasal & dijelaskan bahwa tajuan Partal Rakyat Acch adalah
mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan sosial demokratis, serta
kesetaraar Sesial, Ekonomi, Politik dan budays Untuk Rakyat (AD/ART, 3).
» Pokok-pokok perjuangsn. Pada Bab I Pasal 7 dijelaskan bahwa pokok-
pokok perjuangan Partai Rakyat Aceh adalah scbagai berikut:

-

Berjuang bersama-sama rakyat.

Aktif membangun gerakan rakyat yang memperjuanpkan demokrasi dan
keadilan serta kesgjahteraan..

Aktif dalam kerja-kedia solidaritas infermnasional untuk pembebasan rakyat
tertindas (AD/ART, 3).

s Prinsip-prinsip organisasi. Pada Bab IV Pasal 9 dijelaskan bahwa prinsip-

prinsip viganisasi Partai Rakyat Aceh adalah sebagai berikut:

e

Selalu berada di tengah-tengah masyarakat.

Selalu memperjuengkan apa yang menjadi tuntsan rakvat,

Badan  Partai  dalam  setiap  pengambilan  keputusan  harus
mempertimbangkan uselan dan masukan dari badan partai di bawahnya.
Badan partal di bawah harus tundok pada badan partai di atasnys
{AD/ART, 3). “

Mekanisme rekrutmen kader vang dilelukan  partal ini bersifa? ferbuka dan

transparan. Mereka memasukkan pengumuman reketmennyz di koran-koran,

dengan menyertakan kriteria dan persyaratan sehagai caleg. Keberpihakan partai

int juga orlihat dari salah satu persyaratan calep yaitu tidak dibolehkan poligami,

Hal Ini disampaikan oleh Anands sekjen PRA

Banyak kalangan menilat partal kami anti syariat Islam, tidak mengikuti
Sunnah Rasul dan sckuler salah satunya va. karena zda persyaratan tidak
boleh berpoligami bagt angpota legislatif terpilih dars PRA. Padahal kami
bukan mengubah hukum halal menjadi haram, tapi mehibat kemaslehatan
dan untuk meminimalisasi terjadinya korupsi olch anggota dewan. Karena
sepertt yang kiat liat anggota dewsn banyak yang korupsi karena
mengikuti gaya hidup mewah. Satu istri gfg banyak vang korupsi  apalagi
kalau dova, berarti harus menghidupkan dua dapur. Kaleu istn perfama
dibelikan rumah yang kedua juga, yang satu dibelikan mobil yang satu lags
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juga minta dibelikan. ...{wawancara Ananda,

Meskipun sudah demikian terbuka, partai imi tidak memenuhi kuota 30 persen
keterwakilan perempuan. Menjelaskan fenomena ini Ananda menjelaskan bahwa
salah saty faktor gagalnya caleg perempuan meraih kursi di DPRA adalah karena
kurangnya dukungan dan pendampingan yang dilakukan oleh gerakan perempuan.
Menurut mereka gerakan perempuan Aceh belum fokus memperjuangkan
peningkatan partisipasi perempuan di lembaga legislatif.  Berikut tabel yang
memperihatkan jumlab caleg perempuan di tingkat DPRA dan DPRK.

3.10. Daftar Caleg Tetap Partai Rakyat Aceh Tingkai DPRA

NP KABUPATEN LK R No. Urat | ML
11 Banda Acely Sabane Aceh Resar i i p 2
Z | Pidie, Pidie Juya 3 1 3 4
3 | Aceh Barat, Aceh Iave, Napan Rays 4 i 3 Y
4 | Aceh Tengoh Bener Meorinh Bireun 2z i i 3
% 1 Lhokseurmnawe, Aceh Ulam 2 i 2 3
¢ 1 Lengsa, Aceh Tamiang, Aceh Timur 2 o - 2
T 1 Gayo Lases, Aveh Tenpgara, Aceh Singkil 3 2 35 5

Submbugsalam
& 1 Aceh Barat Dava, Aceh Selatan, Simeulue 4 i 3 3

21 B

R A 4% | g1.6%) &8

Sumber: KIF Aceh, diolah dan dipilah oleh peneliti
3.1 L Daftar Calep Tetap Partai Rakyat Aceh Tingkat DPRK

N : LAKI-LAKT PEREMPUAN TEXFAL,
0 HABUFATEY JMLH | % | JMLB | %
1. | Bande Acel 13 65 7 35 20
2 Sabazlg 2 66.7 1 33.3 3
3, | Aceli Besar i4 737 5 6.3 1%
4, | Pilie ig 76 & 24 25
3. | Pidic Java g 318 2 1R.2 11
& 1 AcehLlom 24 77.4 E 2258 31
7. 1 Lhoksewmaove 7 636 4 6.4 11
£, 1 Bareun i5 75 5 ] 20
3, § Lung i3 6.5 4 23 ¥

10, | Acel Timur i 100 - - ji

11 1 Aceh Tamiong il 714 4 285 i3

12, | Arveh Tengab 5 62.5 3 373 3

13, | Bener Merish “ - - - «

£4, | Oave Luss - - - = -

15, | Aceh Tenpuara g $2.2 4 08 i3

15, | Napan Rave ig 714 4 2846 i

17, | Aceh lays & 60 4 40 10

T8, | Acch Barat Ha £3.6 7 34 it
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19, 1 Simeglue 3 §3.3 1 167 &
20. | Aceh Baral Daya 9 S0 1 §1t] LI
21, 1 Areh Selatan 19 FHid & 29.6 27
22 1 Subulussalam 1 [{H1] - - |
23. | Aceh Singlkil Z 66,7 i 3.3 3
Jumlsh 218 7497 73 2523 296

Sumber data: KIP Aceh, dioiab oleh penaliti.

3.3.5, Partal Aceh

Partai Aceh merupakan partai yang mendominasi pemilu Legislatif 2009 yang
laly. Partai manian kombatan GAM ini telah beberapa kali bergantt nama sebelum
akhirnya diletapkan menjadi Partai Aceh. Pendirian partai ini telah menuai pro
dan kontra di tubuh GAM. Menurut Taufik Magabut, pendirian partai lokal GAM
tersebut sebenamye sudah dibicarakan dalam pertemuan dengan efvil society pada
April 2005 di Lidingoe, Swedia, sebelum  nota  kesspabaman  damai
ditandatangani. Di penghujung acara porfemuan yang difasilitasi Lembaga Olef
Palme Internasional fersebut menghasilkan sebuzh deklarasi yang dinamai
Ideklarasi Lidingoe. Dalam deklarasi itu disebutkan bahwa pimpinan GAM akan
pulang ke Aceh untak membuat rapat.

Butir kesepakatan itu kemudian ditindaklanjuti pada saat perfemuan GAM sedunia
(Sigom Bonyd) yang melahirkan embric pembentukan majelis GAM. Namun,
oleh beherapa pimpinan GAM, pertemuan fersebut dialihkan untok membahas
pemilihan kepala daerah. Karena sibuk denpan hingar-bingar pilkada, rencana
persiapan parpol tersebut fidak ada kejelasan. Akhimya, manian Perdana Menteri
GAM Malik Mahmud membentuk tim bary dengan Ketua Yahya Muaz, mantan
Jubir Komando Pusat GAM. Anggotanya adalah Zahei dan Ermiadi. Tim Ini, kata
sumber tersebut, membuat keputusan fanpa melalui papat dan langsung dipaparkan
di hadapan anggota GAM.

Munawar, lrwandi, Nur Djuli, Sofvan Dawood, dan panglima di lapangan tidak
terima. Dengan alasan bahwa GAM ingin membuat partai, bukannya melebur
menjadi partai. Pertemuan ity akhimya dead Zock. Akibat buntu, majelis akhimya
membentuk tim kecil yvang terdiri dari 9 orang, Dalam tim itu, Sentral Informast
untuk Referendum Aceh (SIRA) juga mulai dilibatkan,
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Akhimya pada 7 Juli 2007 partai GAM dideklarasikan. Deklarasi
pembentukannya berlangsung di kantor sekretariat pusat & kawassn Lam
Seupeung, Banda Aceh. Partai ini berlambang bulan sabit dan binteng berlater
belakang merah persis seperti bendera GAM. Teumgku Muhammad Nazar
{sebelum mendirikan Partai Suara Independen Rakyat Aceh) menjabat sekretaris
jenderal, sedangkan ketua Komite Peralthan Acel (KPA)Y Muzakir Manaf yang
pernah menjabat Komandan Tentara Negara Aceh (TNA) menjadi wakil sekjen
partai.

Acara peresmian kantor partai tersebut memunculkan reaksi keras di Jakarta.
Alasannyd, nama dan lambang terschut tidsk sesuai denpan semangat noia
kesepahaman damai (MoU Helsinki). Ibrahim bin Syamsuddin mengatakan tidak
akan mengubah lambang Parlok GAM terscbut. Menurutnya, Parlok GAM
dengan lambang seperti ity tidak melanggar baik MoU Helsinki, Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maupun Peraturan Pemerintzh
Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembentukan Partal Politik Lokal di Aceh,

Namun Pembeniukan Parlok GAM langsung ditentang keras cleh banyak
kalangan baik di pemerintahan pusat maupun masyarakat pada umumnya.
Presiden Susile Bambang Yudhoyono menyatakan, pembentukan Parlok GAM
tidak sesvsd dengan semangat Mol Helsinki. Mantan Ketua MPR R1 Amien Rais
terang-terangan menentang pembentukan Parlok GAM, karena menurut dia
pembentukan/keberadaannya akan menjurus pada separatisme (The Jakarla Post,
16 Juli 2007).

Kemudian pada akhir Februari 2008, partai berganti nama dari Partai GAM (tanpa
kepanjangan) menjadi Partai Gerakan Aceh Mandiri (P-GAM). Saat itu lambang
juga diganti, dari sebelurmnya dihiasi bulan sabit dan bintang (sama seperti
bendera Gerakan Aceh Merdeka), diganti tulisan GAM dengan latar sama. NMamun
perabahan ini juga tidak disetufui pemearintah.

Kemudian pada 21 Mei nama Partai Gerskan Aceh Mandini (P.-GAM) berubah
menjadi Partai Aceh (PA). Keputusan itu diambil setelah mereka melakukan

konsolidasi dengan seluruh komponen partai untuk tetap memenubi ketentuan
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hukum. Juru bicara partai, Adnan Beuransyah menjelaskan, Partai GAM hanya
mengganti nama saja, sedangkan lambang tetap mempertahankan latar belakang
merah dan garis putih hitam di sisi atas dan bawah bendera. Pergantian nama itu
lebih didasarkan pada ketaatan pengurus partai terhadap aturan hukum. Sementara
struktur kepengurusan partai berganti menjadi Muzakir Manaf sebagai ketua

urnum partai dan Muhammad Yahya sebagai sekjen.

Partai yang berasaskan Pancasila, UUD 19435, dan Qanun Meukuta Alam Al Asyi.
(AD/ART PA, 21) ini mendapat nomor vrut 39 pada pemilu legislatif 2009.
Adapun proses rekrutmen politik yang mereka jalankan masih bersifat tertutup
dan cksklusif. Partai hanya menerima kader dan caleg dari para mantan
kombatan, dan dari para simpatisan GAM dengan seleksi yang sangat ketat. Di
antara syarat diferimanya simpatisan menjadi kader dan caleg adalah ia harus
dikenal baik oleh pengurus partai, dekat dengan elit partai, dan mendukung garis
perjuangan GAM.

Ketika saya menanyakan mengapa mereka tidak melakukan rekrutmen secara
terbuka. DW salah satu pengurus partai dan caleg pada pemiiu 2009 yang lalu

menjelaskan

Partai Aceh merupakan partai lokal yang didirikan oleh mantan
kombatan GAM yang memberontak ingin merdeka dari Indonesia.
Meskipun sekarang sudah berdamai, kita tetap harus waspada terhadap
orang-orang yang tidak menginginkan perdamaian di Aceh ini abadi.
Artinya Partai Aceh harus selektif dalam menempatkan kader sebagai
pengurus apalagi sebapai anggota legislatif. Kita takut ada penyusup.
Karena bagaimanapun Acch saat ini masih dalam masa transisi, segala
kemungkinan bisa saja terjadi. Nah, karena itu para pengurus tinggi
partai hanya mengajak orang-orang yang mereka sudah benar-benar
kenal untuk bergabung. (wawancara DW, 16 Mei 2009)

Selain alasan yang telah dikemukakan DW di atas, menurut hemat saya alasan PA
merekrut orang-orang terdekat mereka juga alasan loyalitas dan dukungan.
Kriteria yang ditetapkan oleh elit partai Aceh ini menurut Liddle (196} lebih
meneckankan pada kriteria ascriptive karena orientasi perekrutannya atas dasar
hubungan sosial seperti anggota keluarga, teman, dan kelompok tertentu. Proses

rekrutmen politik yang didasari atas hubungan sosial di negara yang kuitur
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budayanya masih sangat patriarkal menurut Pippa Norris akan sangat merugikan
perempuan. Hal tersebut terbukti dari tidak terpenuhinya angka 30 persen jumiah
perempuan yang nyaleg pada pemilu 2009 dari partai ini. Padahal untuk tingkat
DPRA, PA mencalonkan paling banyak caleg dibanding parlok yang lain, yaitu 81
caleg dari 8 daerah pemilihan. Namun jumlsh caleg perempuannya kanya 17
orang atau 21 persen sementara laki-laki berjumlah 64 orang atau 79 persen.

3.12. Dafiar Caleg Tetap Partai Aceh Tingkat DPRA

DP | KABUPATEN LK PR Mo, Urn} I
1 | Banda Aceh, Sabang, Acch Besar 2 3 5,78 i1
2 | Pidee, Pidic Jays 5 H 2 i
31 Acch Barat, Aceh Java, Nagan Raye 7 3 259 i
4 1 Aceh Tengsh, Bener Muriah, Bireun 3 2 82 5
5 | Linkseumawe, Acch Ularg i 2 6,8 iZ
6 | Langss, Aceh Tamiang, Acch Timur i0 Z i1, 12 12
4 Gaye Lues, Aceh Teagpars, Aceh Bingkil 5 3 27,8 3

, Subuinssalam
£ 1 Aceh Barat Daya, Acch Sslatan, Simeuloe i i 5 3
JUMLAH €4 17 Bi
(75%) | (21%)

Samber: KIP Aceh, diolsh aleh penelitt

Untuk tingkat DPREK, PA mencalonkan 697 caleg dari 23 kabupaten yang terdirt
dari 573 laki-laki dan 124 perempuan. Dan yang lebih mencengangkan lagi tidak
satu kabupaten pun yang dapat mencapai kuota 30 persen. Berikut tabel daftar
caleg tetap Partaf Aceh untuk tiap Kabupaten

3.13, Daftar Caleg Tetap Partai Aceh Tingkat DPRK

N . LAKEL-LAKY PEREMPEAN
o KABUPATEN ETOTRT vy TALE % TOTAL
i. t Banda Acsh 2% 840 3 i3,1 33
2. Sabang 1% 5 & 25 24
3. | Aceh Besar 31 21,6 7 18,4 38
4, | Pidie 31 84,4 3 5,6 54
5. | Pidie Jayp i BLS 3 18,5 27
6. | Aceh Liars 472 792 1 20,8 33
7. | Lhokssumawe 21 724 B 27.6 29
% | Bireon 5 83,7 a 14,3 42
9. | Langsa 23 85,3 3 16,7 23
14, | Aeeh Timur a3 85,7 4 10,3 39
11. | Aceh Temiang %8 77.8 8 22,2 36
12. 1 Aceh Tengah 20 87.2 4 12,1 33
13. | Beser Merioh 21 75 6 25 27
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14, 1 Gayo Lues I8 857 3 14,3 21
13, | Aceh Tengoara 15 76,2 5 23,8 21
10, | Magen Raye 21 30,8 3 9.2 26
17, | Acch Jaya £ 82,5 4 17,4 ad
18. | Aceh Baral 26 76,5 8 215 34
19, | Simeulue 17 70,8 7 29,2 24
20, | Aceh Barat Daya 23 86,2 4 138 29
21. | Acch Selatan 26 78,8 7 212 33
22. | Subulussalam g 72,8 3 272 11
23. | Aceh Smghil 10 83,3 2 16,7 12
TOTAL 873 (82, 11%) 124 £17,79%) €97

Sumber: KIF Aceh, diclah oleh peneliti

Menjelaskan fenomena tersebut SM wakil bendahara umum PA yang sempat saya
temui di kantor pusat yang beralamat di jalan STA Mabmud Syah Banda Aceh
mengatekan bahwa partai telah membuka peluang seluas-luasnya untuk
perempuan  bergabung. Tapi kendalanya adelah sangat sedikit perempuan
borpotensi vang mau bergabung dengan PA. Apalagi masyarakat selama ini
banvak yang takut dengan PA karena identik dengan GAM. Alau sebaliknya ada
perempuan yang mau bergabung denpan PA tapi tidak memenuhi kualifikasi yang
ditctapkan partai maupun KIP,

Sementara itu dalam jajaran pengurus pusat Parfai Aceh angka keterwakilan
pererapuan  telah mencapai 38 persen. Dari 13 orang pengurus ferdapat 3 orang
perempuan dan 8 orang laki-laki. Meskipun demikian angka yang tertuang di afas
kertas tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Dari lima orang pengurus perempuan
tidak satu pun ditempatkan peda jabatan strategis. Satu orang sebagai wakil
sekretaris, satu orang scbagai wakil bendahara, dan tiga orang lainnya sebagai
anggota departemen. Bahkan yanp lebih menyedibkan Jagi paraz penpoms
perempuan tersebut merasa keberadaan mergka di partai tidak lebih hanya sebapai
pelengkap administrasi partal sgja agar lulus venfikasi. Jabatan yang mereka
sandang hanyalah formalitas semata, karena merekz sama sekall fidak diberikan
wewenany dan tanggung jawab yang sesuai dengan jabalannya. Berikut
penjelasan DW salah satu wakil sekjen PA:

Harapan saya ke depannya partai ini harus merepovasi kembali,
maksudnya bisa menempatkan orang-orang yang tepat pada jabatan yang
tepat. Jangan hanya sebagai formalitas seperii sekarang ini. Tapi dia
memang punya tugas dan fau kalau ke kantor {partai} itu mau ngapain,
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tugas-ugasnya apa.. tapi kKalau seperti sekarang ini semua pada tidak
mengeriakan tugasnya, bukan hanya says saja, karema kita tidek
dilimpahkan tugas secara penuh (Wawancara DW, 26 Mei 2009).

Fakia menarik lainnya yang saya terukan dalam mekanisme rekrutimen di PA ini
adalah tidak satu pon pengurus partal atau caleg PA yang berasal dari pasukan
inong bale {pasukan perempuan GAM), padahal mereka sama-samz dengan
kombatann GAM yang laki-laki dalem mengangkat senjata dan bergerilys unfuk
memperjuangkan kemerdekasn Aceh. DW sangst menyvayangkan tidek adanya
perhatian partai terhadap frong bale. Karena itu, ia menggagas untuk mendirikan
sebuah wadah yang mevampung aspirasi perempuan-perempuan vang sktif
mendulaing GAM, termasuk irong bale.

Adapun dasar-dasar yang menjadi fondasi perpolitikan Partai Aceh sebagaimana
tertuang dalam ALVART Partai Aceh adalah sebagai berikut:

+  Asas Partai
Partai Aceh berasaskan PancasHla, UUD 1945, dan Qanun Meuokuta Alam Al
Asvi
» Tujuan partai.
- mewujudkan cita-cita makyat Aceh demi mewuindkan marweh dan
martabat bangsa, agama dan negara
- mewunjudkan cita-cita MoU Helsinki yang ditandatangani oleh GAM dan
R1 pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia
- mewnjudian kesejabterasn yang adil, makmur, dan merata, materiil dan
moril bagi selurvh rakyat Aceh
- mewunjudkan kedaulatan rakyat dalam rangks mengembangkan kehidupan
berdemokrasi yang menjunjung tinggi nilai kebenaran, keadilan, hukum
dan hak asasi manusia,
s Sifat dan fungsi partai
Sifat partai sesual Bab [I1 Pasal 3 adalsh independen dan terbuka dan
berfimgsi sebagai alat pemersatu pequangan rakyat Aceh.
e Usaha,
- menghidupkan nilai-nikai sejarah perjuangan rakyat Aceh,
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~ meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju kehidupan bangss
yang maju dan bermartabat.

-~ melaksanakan pendidikan politik rakyat Aceh.

- proaktif dalam kehidupan politik dan pemerintah.

« Doktrin,  Partai Aceh mempunyai doktrin “Udep beusare mate beusadian,
sinrek Guaphan Saboh Reureunda®. Makna Udep beusare maie beusadian,
sitrex Gaphan Saboh Kewrcunde adalah kesatvan pemikiran dan paham-
paham warisan endaty yang mencerminkan kuatnya ikatan kebersamaan
dalam masyarakat Aceh,

Dari AD/ART dan platform parlai PA tidsk tertuang aturan yang mewajibkan
keterwakilan 30 persen perempuan dalam kepengurusan partal. dan tidak terdapat
satu poin pun yang spesifik membicarakan masaiah pemberdayaan perempuan.
Alsy pun anti diskriminasi gender. Lebih dari ity pengurus pertal fidaek
menganggap perlu unink membentuk departemen perempuan di strukiuc
kepengorusan, Menurut mereka  Permasalahan perempuan menurnt pemikiran
mereka hanya berkisar pada masaleh peran tradisional perempuan di ransh
domestik seperti pendidikan anak dan meneiptakan keluarga vang harmonis. Oleh
karena itu persoalan perempuan pun hanya dibzhas di bawah departemen
pendidikan.

3.3.6. Partal Bersaty Afjeh

Partal Bersatu Atjeh (PBA) dideklarasikan di Asrama Haji Banda Aceh pada hari
Ahad 27 Januari 2008. PBA didirikan oleh sebanyak 169 orang dari selurub
wilayah Nanggrot Acelt Darussalam. Salsh satunya adalab Dr. Ahmad Farhan
Hamid, MS. Dia adalab politikus Partai Amanat Nasional (PAN), anggota DPR R
periode 1999-2004 dan 2004-2009. Ahmad Farhan terlibat, jika tidak dikatakan
sebagal orang yang momainkan peranan penting, dalam pembentukan Undang-
vndang yang membuka jalan bagi Aceh lebih baik, misalnya Ul Pelabuhan Bebag
dan Perdagangan Bebas Sabang {2000), UU Otonomi Khusus Nangeroe Acch
Darugsalam (2001}, dan Undang-undang Pemerintah Aceh (2006).

Berikut ini adalah dasar-dasar yang menjadi acuan Partal Bersatu Atieh:
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Dagar dan Asas.
Sesuai tertulis dalam Anggaran Dasar Partai Bersatu Atjeh Bab Il Pasal 3,
partai ini didirikan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor
11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan semangat Nota Kesepahaman
Helsinki 15 Agustus 2005, PBA Berasaskan akhlak politik mulia berlandaskan
agama yang membawa rahmat sekalian alam.,
Tujuan,
Tujuan yang ditetapkan PBA adalab mewujudkan Nanggroe Acch Darussalam
yang bermartabal, menjunjung tinggl dan menegakkan nilat-nilal imen dan
takwa, kedaulatan rakyat, keadilan dan kesejahteraan sosial yang dilandasi
ofeh kekuatan setiap pribadi mwsyarakat Nanggroe Aceh Darugsalamn yang
beriman, beribadah, beramal saleh, dan berakhlak mulia menuju perdamaian
abadi (AL/ART PBA, 2).
Sifat dan identitas
PRA adaleh partai politik yang bersifat terbuka dan mandirl, Dengan identitas
mepjuniung tinggi moralitas agama, kemanusiaan, adat istiadal, dan
kemaieomukan,
Ussha,
Untuk mencapai tujuan-tujuan yvang tertuang dalam Pasal 4, Partai Bersatu
Atjeh menjalankan usaha-usaha antara lain:
a. Menegakkan nilai-nilai iman dan takwa;
Mewujudkan masyarakat Nanggroe Acch Darussalam sebagal baglan dad
masyarakat Indonesia vang berdaulat, memiliki jati dirl, cerdas, berakhlak
mulia, beriman dan bertakwa kepada Allah Tuban Yang Maha Bsa.
b. Menegakkan keadilan;

- Mengusahakan penegakan hukum tanpa diskriminasi sechingga semua
anggota masyarakat memiliki kedudukan dan perlakuan yang sama di
depan hukum, dengan mewujudkan peradifan dan mabkamzh
syar’ tyah yang bersih, independen, adil, murah dan copat; dan

- Memperiuangkan terbentuknya pemerinlahan di Nanggroe Ageh
Darussalam yang bersih, efektif, bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme.
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- Menegakkan kedaulatan rakyat;

¢. Membangun masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan moral
agama yang menjorjung tinggi prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan,
demokrasi dan hak asasi manusia;

d. Menegakkan kesejahferaan sosial;

- Membangun masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam yang bebas dart
kesengsaraan, rasa takut, penindasan dan kekerasan.

- Memperjuangkan kebijakan ekonomi yang memilih kepada golongan
vang lemah, terutama di gampong/kampung atau namma [ain; dan
mendukung terwojudnya keadilan sosial dan kemakmuran yang
berkeadilan bagi masyarakat luas; dan _

~  Memperjuangkan kebijakan yang berkaitan dengan kepeﬁtingan
rakyat, teruiama kesehatan, pendidikan dan peningkatan penghasilan
yang lebih baik bagi anggota masyarakat,

¢. Menegakikan prinsip-prinsip perdamaian abadi;

- Mengawal proses reintegrasi yang berdasarkan sifat toleransi, saling
menghormati, dan menghargai perbedaan pendapat; dan

- Mendorong terciptanya proses rekonsiliasi dengan prinsip penghargaan
terhadap hak asasi manusia, penegakan kebenaran, dan sifat saling
memaafkan. (AD/ART FBA, 3-4).

s Strukiur kekuasaan
Kongres adalah permusyawaratan yang memegang kekuasasy tertingsi dalam
parfai vang diadakan atas undangan Dewan Pimpinan Pusat dilaksanakan
sekali dalam lima tahua yang dihadiri oleh peserta kongres.

Rekrutmen kader Partai Bersatu Atjeh telah memerhatikan keterwakilan 30 persen
perempuan baik dalem jabatan Legisiahif maupun setiap jenjang kepemimpinan
partai. Hal tersebut sehagaimana tercantuin dalam Pasal 23 anggaran dasar partal:

{1} Penempatan keanpgotsan dalam jabatan Legislatif oleh PBA,
dilakokan secara obyekfif, transparan dan diputuskan melalui forum
Rapat Pleno Partai, dengan memperhatikan keterwakilan 30% (tiga

puluh perseratus} perempuan.
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{2} Penemipatan kesnggotaan dalam jabatan Eksekutif dan jabatan lain
oleh PBA, dilakukan secara obyekdtif, transparan dan diputuskan
raelalui forum Rapat Harian Partal,

{3) Setiap rekrutmen kader dalam kepengurusan unmtuk setiap jenjang
kepemimpinan harus memperhatikan  keterwakilan  perempuan,

sedapat-dapatnya 30% (tiga puluh perseratus).

Sesuai dengan sifat partal vang terbuka, mekanisme perskrutan kader pun
dilakukan secara terbuka, dan berbasil menjaring perempuan berkuslitas sehingga
partai ini mampu memenubl kuota 30 persen kelerwakilan perempuan pade
pencaionan legisiatif.

3.14. Daflar Caleg Tetap Partai Bersatu Atjeh Tingkat DPRA

by KABUPATEN LK PR Mo, urnt | JWL
1 | Banda Aceh, Ssbang, Acsh Besar Z 2 1.3 4
2 | Fidie, Pidic Jays 2 i 3 3
3 | Aceh Bargt, Acch Jaya, Nagen Reya 3 1 3 q
4 1 Acel Tengeh, Bener Meriak, Birsun 3 2 33 5
5 1 Lhokseumawe, Aceh Utere 3 i 3 4
6 1 iangsa, Acch Tamiang, Aceh Timur 4 0 = 4
7 Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Singhal , | i 4
Subulussalam
8 | Aceh Baral Days, Aceh Seletan, Simewhie 2 2 2 4
JUMLAM 21 % 30
(i) | (B30%)
Sumnber: KIP Agih, diotah oleh penshiti
3.15. Dafter Caleg Tetap Parfal Bersatu Atjeh Tingkat DPRK
M LAKI-LAKE PEREMPUAN TOTAL
0 KABUPATES JMLH | % L own | %
1. | Bands Aceh g .9 3 23.1 13
2. | Ssbang § 813 i 6.7 4
3. | Aceh Basar 4 778 4 222 13
4. 1 Pidie i3 825 g 37.5 24
5. i Pidie Jays i 0.8 1 g1 11
6. 1 Aceh Utars 2l 477 ip 323 31
7. | Lhokscomawe i3 684 & 36 19
g. | Bircon i 623 & 37.5 16
9. | Leugsa ? $7.3 1 12,5 8
18. { Aceh Timur 17 7319 6 26.1 23
11. | Aceh Tamiang 14 §7.5 2 12.5 16
12, { Aceh Tengah 7 718 2 322 5
13. | Bener Meriah 2 140 - - 2
14. | Gayo Lues - - - - -
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15. | Aceh Tenggara 1 20 4 80 5
16. | Nugan Raya il 647 G 353 ¥
17. ] Aceh Java 5 83.3 1 16,7 &
18, 1 Aceh Barat 11 64.7 6 35.3 ¥
19, 1 Simeulue 6 75 y 25 8
20, 1 Aceh Barat Daye 6 60 4 40 10
21. ] Aceh Selatan 12 70.6 5 20.4 17
22. 1 Subahsssalam 2 50 2 50 4
23. | Aceh Singhal 3 100 - - 3
Jumish 202 72.35 gl 21.0% 283

Sumber data: KIP Aceh, divlah ofeb penalitl,

Partal lokal vang paliag akhir berdini ind mengaku kewalahan untuk mereksut
perempuan yang mau duduk di kursi kepengurusan parfai. Salah sate kemdalanya
adalah singkatnya wakiu vang tersisa antara pendirian partai dengan pemilu. Oleh
karenanys PBA tidak dapat memenuhi kuota 30 persen ketorwakilan perempuan
dalam jajaran kepengurusanpya. Untuk tingkat pusat PBA menempatkan tiga
orang perempuan (23,1%) dan 10 orang laki-laki (76,9%) sebagai pengurus.

Meskipun demikian pandangan partai ini terhadap urgensi keterwakilan
perempuan  telah cukup baik. Terbukti dari dimasukkannya permasalaban
perempuan sebapai salah prioritas yang harus diseriusi ke dalamy platform
partainya. Perempuan dalam pandangan PBA menempati kedudukan yang tinggi
dun owlia mengingat perannya scbagai ibu yang melshirkan, mendidik, dan
membesarkan generasi muda, karena ity PBA harus memperjuangkan harkat dan
martabat kaum perempuan. Perempuan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari
peraduban umat manusia dan masyarakat, karena ity perempuan harus dipandang
sebagal bagian integral dani pembangunan. Adapun bentuk ptrivangsn PBA
terhadap porempuan melipatic

1. PBA memperjvangkan pembangunan di Nanggroe Aceh Darussalam yang
beperspektil gender yang mencekup berbagal bidang kehidupan, balk
politik, hukum dan HAM, ekonomi, sosial budays, agama, keamanan,
ketenagakerjaan, pendidikan, dan [ingkungan hidup.

2. PBA secara sadar menolak segala bentuk tindak kekerasan terhadap
perempuan, baik di dalam rumah tangga maupun sektor publik, PBA
menuntut penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan di

berbagai bidang, baik politik, hukum, ekonomi, sosial budaya,
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ketenagakerjaan, pendidikan, dan lain-lein. PBA  memperjuangkan
sunggub-sungguh  jaminan perlindungan hukum bagi tenaga kerja
perempuan,

3. PBA juga menolak dan menuntut penghapusan pornogeafl, pormneaksi, dan
segala bentuk cksploitasi terhadap perempuan di berbagal media, karena
berfentangan dengan nilai-nilal apema, adat istiadat, dan kesusilaan
masyarakat Aceh,

4. PBA menghimbau kepada semua komponen masyarakat di Nanggroe
Aceh Darussalam agar bersama-sama mengembangkan wawasan budaya
yang beperspektif gender yang menempatkan kesetaraan antara Jaki-laki

dan perempuan,

3.4 Analisis dan Simpulan

Dari hasil penelitian inl saya mencmukan babwa sebagian besar parfok belum
memiliki komitmen vang tepas dalam pelaksanaan gfirmative action. Hal ini
terlihat dari belum terpenuhinya tiga aspek penilaian yang saya tetapkan yang
meliputi: AD/ART dan platform partai, mekanisme rekrutmen kader dan caleg

seria keterwakilan perempuan di jajaran pengurus dan caleg,

» Kebijakan Afirmatif dalam Platform dan AD/ART

Aspek pertama untuk menilal sejauh mana parlok berkomitmen untuk
melaksanakan kebijakan afimmatif denpan mekanisme kuota 30 persen adalah
dengan menyelisik AD/ART dan platforsm partal. Dad AD/ART dan platform
partai saya menciaah bagaimans keterwskilan perempuan dirumuskan dalam
AD/ART, sejavh mana permassizhan perempuan dijadikan agenda ataw program
kerja partai yang dianggap penting untuk segera diselesaikan dan apakah terdapat

departemen perempuan dalam struktur partai.

Keberadaan departemen perempuan memang tidak menjamin bahwa partai
tersebut telah sensitif gender, akan tetapi untuk ukuran partai yang baru didirikan
seperti enam partai politik lokal di Aceh, saya rasa ada tidakaya departemendbiro
ataupun bidang perempusn dapat dijadiken salah satu vkouran keseriusan partai
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dalam memerhatikan permasalahan perempuan dan memberdayakan kader
perempuan di partaj tersebut,

Adapun pentingnya keberadaan deparfemen perempuan dalam sebuah partai
politik menurut Soetfipto (Politik, 81-82) agar ia dapat menjalankan peran peran
sebagai berikut

() sebagai forum untuk wmendiskusikan masalah-masalah kbusus vang
dihadapi perempuan  dalam  melaksanskan  aktivitas  partai; (2)
mengorganisic di tingkat akar rumput terutama perempuan dengan tingkat
pendidikan rendah, sehingga mereka sadar akan hak politik dan hak sipi
mereka dan mau berpartisipasi dalam kehidupan politik; {3} menyiapkan
perempuan ikut serta delam pemiln (memibih den dipilih); () melatih
perempuan untek menjadi kandidat partai di tingkat lokal, provinsi, dan
nasional. Pelatthan mencakop sistem pemilu, kampanye, berhubungan
dengan media, dst; {8} menjalin Networks atau jaringan kerja sama untuk
mendukung kandida! perempuan dalam pemilu dan angeota legislatif

perempuan yang terpilih,
Dari tabel berkot kita dapat melihat kaan antara  keberadaan
departemew/biro/bidang perempuan dengan sensitivitas partai terhadap masalah

gender.
3.16. Departenien Perempuan dalam Partai Lokal

Aspek PAAS PDA SIRA PRA PA PBA
Departemen tdk ada |tk ada ada ada sdk ada ada
Perempunn
30% pr di tdk ada Ada ada ada tdk ada ada
kepengurisin
Isu-isu tek ada ek wdda ada agds tdk ada ada
perempusn

Berdasarkan tabel di alas, ada tiga parlok vanpg dalam strukfur kepengurusannya
fidak terdapat departemen perempuan yaify, PAAS, PDA den PA, Sementara tigs
parlok yang lain SIRA, PRA dan PBA sudah memiliki departemen perempuan.
Meskipun menurut keterangan ketua departemen perempuan dari ketiga partai in,
departemen perempuan Gi partai mereka belum menjalankan propramnya secara
efektif (fihat Bab 4 halaman 143) karena semua penpurus partai difokuskan untuk

melakukan kampanye dan Pemilu, Oleh karena itu perhatian dan prioritas mereka
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seluruhnya terpusat pada kampanye, bagaimana mengatur dan strategi agar dapat

meraup suara signifikan.

Namun demikian, tiga parlok yang moemiliki departemen perempuan memiliki
sensitivitas gender lebih baik dari tiga parlok yang lain. Terlihat mereka sudah
mengintroduksi 30 persen keterwakilan perempuan  dalam  setiap  jenjang
kepengurusan partai --malah PBA juga mengatur keterwakilan 30 persen dalam
perolehan kursi parlemen-- dan sudah mulai memasukkan isieise peranpuan ke
dalam program keria partai,

Sementara PAAS dan PA, sama sekall belum mencantumkan 30 persen
perempuan dalam pengurus partai, apalagi memasukkan isu-isu perempuan ke
dalam agenda keria partai. Apak sedikit berbeda dengan PAAS dan PA, PDA
mencantumkan minimal 30 persen porempuan dalam pengurus namup tidak
merealisastkannya dalam jumlah pengurug dan program-progeam Kerja partai,
hanya sekedar afursn di otas kertas,

s+ Mekanisme Rekrutmen Kader dan Caleg

Aspek kedua adalah mekanisme rekrutmen kader dan caleg. Bagaimana
mekanisme perekrutan politik vang dilakekan partai, apakaht sudah menerapkan
mekanisme pemilthan yang demokratls, terbuka dan  akuntabel. Adapun
pengategorian mekanisme selrutmen saya mengaunakan teori Matland yang
membagi sistem rekrutmen menjadi dua yaitu birokrasi dan patronase. Dalam
sistern birokrasi, rekrutmen kandidat dalam partai dilakukan dengan peraturan
yang rinci, cksphisit, cksklusif, tersmidar, tanpa memperhatikan apakah orang
tersebut dalam posisi kekuasaan atau tidak, Sedangkan dalam sistem patronase,
reknitmen dilakukan tenpa adanya aturan vang felas. Dan kesefizan para kandidat
kepada mereka yang berkuasa dalam partai politik sangat besar. Sedangkan
kategori campuran yang saya maksudkan di sini adalah mekanisme rekrutmen

yang menggabungkan antara sistem patronase dan birokrasi.
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Aspek PAAS PDA SIRA PRA PA PBA
Rekrutmen | campuran | patronase | campuran | birokrasi | patronase | campuran
Pengurus
Rekrutmen | camapuran | patronase | Rasional | birckeasi | patronase | campursn
Caleg torbuka

Ditinjau dari sistemn rekrutmen, terlihat bahwa dua partai yaitu PA dan PDA
melakukan sistem rekrafinen model pationase di mana partal fidek
mencantumkan  persyarstan dan kriteria yang jelas dalam melakukan seleksi.
Kemudian proses seleksi juga tertutup vang hanya melibatkan para elit partai dan
berprientasi ascriptive, yaitu mengutamakan keluarga, orang terdekat, dan

simpatisan dengan maksud agar mendapatkan loyalitas yang lebih,

Sementara PAAS, PBA dan SIRA sudah melakukan rekniimen secara terbuka,
namun belum menyertakan keiteria vang jelas dan detl, 4i samping itu orientasi
perckrutannya pun masih  bhelum  sepenuhnye achievement Meka sava
mengategorikan ketiga pariai ind menerapkan sistem rekrutmen campuran. Hanya
PRA yang mencrapkan mekanisme reknitmen terbuka dengan menggunakan
kriteria dan persyaratan vang ielas dan fransparan serta mengedepankan
perekriutan sistem birokrasi dengan menggunakan Kriteria yang detil dan sudah
beperspektif gender.

* Jumlah Perempuan dalam Struktur Partai, DCT dan Aleg

Setelah melihat pletforsm, ADIART, struktur kepenpurosan dan mekanisme
rekrutmnen, maka aspek selenjutnya adalah jumlab keterwakilan perempuan pads
strukfur kepengurusan partai dan daflar caleg. Pada poin ini yang menjadi
penilaian sava adalah jumish kelerwakilan perempuan di kepengurusan partat dan
daftar calon, apakah sudah mencapal sngka minimal 30 persen? serta bagaimana
partai memosisikan perempoan. Berikut tabel yang menpgambarkan baggimana
keterwakilan dan posisi perompuan dalam kepengurusan parlok serta jumlab dan
somor urut perempuan dalam Daftar Caleg Tetap (DCT) untuk tingkat Provinsi.
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3.18. Jumlah dan Posisi Perempuan dalam Kepengurusan dan Daftar Caleg pada
Ensm Partai Politik Lokal Aceh

Aspek PAAS PLIA SIRA PRA BA PBA
Stenkior pariat
%; dafam zifwsjf wiifwb im Em?jb&dp wjiwb/ | whfwsjiw
p ang, b
Peresmpuan A2,3% 18,2% 18,6% 27,3% Zi% 0%
datam DT
Perempuan - - - . 7 DPRK 1 DPRE,
yang terpilih dari gdari 3
Nomer Urut | non2=1 | o =1 nc.1=1 n. 2=, . =1
Caleg nod=4 nes b=l 10.3+3 n0.2+3 fio. S|, o= e |
Perempuan no.f=1 o, 83 a0.5+2 no.3=j3 tio. 62, na w5
tingkat DPRA & X L | 60,61 na.5=1 Ra 752, 1o, 54
b it | 80 7=1 8 ninBeeg, &
8 8 o 9=2
no.ii=l
no 2=l
57

* by = bendehams umum, ib = Jurs bicars, wk = wakil kelus, wsj = wakil sekjen, wb = wakil
bendahara, kbe= ketus Bidung sksternal, kKbpp = kelua balai pemenangan pemily, kdpe = katua
separtemen persmpuarn, kdod = ketua departemen pendidikan, ang. = atiggoia,

Dari tabel di atas, parlok yang memennhi kuota 30 persen dalam kepengurusan
hanyalah PA, disusul oleh SIRA, PRA dan PBA. Namun jika dikaitkan denpan
posisi dan wewenang vang diberikan PA kepada pengurus perempuannya, maka
terkibat bahwa jumlah pengurus perempusan dalam struktor partal hanvalah sebagai
formalitas saja, karena menurut keterangan pengurus perempuan PA yang saya
wawancarai, yaitu DW dan 8M, moreka tidak dilimpahi wewenang dan tanggung
jawab sebagaimana mestinya sesuai jabaten yang mereka terima. (Iihat Bab 4, hal
148}, Selain itu, mercka juga tidek pernah dilibatkan dalam rapat penentuan dapil
dan nomor urut {lihat Bab 4, hal 148). Hal serupa juga dialami oleh pengurus
perempuan dari PDA (lihat Bab 4, hal, 147 ).

Sementara SIRA, PRA dan PBA memang tidak dapat memenuhi kuota 30 persen,
akan tetapi posisi dan woewenang yang diberikan partal kepada pengorus
perempuan sudah lehih baik, Misaloya saja SIRA, perempuan pada partal ind
menempati posisi sebagat ketua bidang eksternal, balai pemenangan pemily, ketua
departemen perempusn dan kefua departemen pendidikan, Perempuan pada pardal
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inl juga sudah diperhitungkan keberadaannya dan diiibatkan dalam setiap
pengambilan keputusan, termasuk penetapan dapil den nomor urut (lihat Bab 4,
151). Saleh satuy bukti keberpihakan parisi SIRA terhadap perempuan adalah
diadakannya rapat di slang hari vatuk mempertimbangkan kehadiran dan
keterlibatan perempuan, Demikian pula dengan PRA, persmpuan di partai ini
walaupun belum memenuhi batas minimal 30 persen tapi mereka ditempatkan
pada posisi yang cukup strategis dan dilibatkan dalam setiap pengambilan
keputusan oleh partai. i antaranya sebagai juru bicara partai, bendahara umum
dan ketua departemen perempuan, Sensitivitas gender yang dimiliki parlok ini
sudah lebil baik, salah sstupya dituriokkan dengan adanve persyaraten tidak
boleh poligami bagi aleg terpilih deri partai ini. Selanjutnya PBA, Meskipun
parfok ini tidak mencapai 30 persen perempuan pada pengurus fapi ia dapat
memenuhi kuota 30 persen puda DCT,

Berikutnya adalah keterwakilan perempuan pada DCT, sebagaimana vang terlibat
dari tabel 3.18 pardok vang dapst mencapai angka 30 persen keterwskilan
perempuan adafah PAAS dan PBA. Sementara empaf parlok lainnya belum dapat
memenuhi kuota tersebut. Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini,
terpenuhinya Kuota 30 persen perempuan pada DCT tidak dapat dijadikan ukuran
bahwa partai tersebut sudah memiliki sensitivitas gender yang baik dan serivs
dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Karena univk
melihat Keseriusan partai dalam melaksanakan kebijakan afirmatif harus dilihat
dari bagaimana proses rekrutmen yang dijalankan partai, perumusan plotform dan
AD/ART, nemberdaysan vang dilakukan partai terhadap perempuan, hagaimana
perempuan dipesisikan, dipromosikan sebagai caleg dil

Jika menilik kepada ketiga indikator yang telah dijslaskan di atas, maka PAAS
dapat dikatakan belum memiliki komitmen yang tegas dalam menerapkan
tindakan afirmatif untuk porempuan, Meskipun angka keterwakilan perempuan di
PAAS mencapal 32,3 persen, tetapi AIVART PAAS sama sekali tidak
mengintroduksi kuota 30 persen perempuan ke dalam platform maupun
AD/ARTnya. Keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai hanya 14,29

persen menduduki urutan terendah dibandingkan lima parlok lainnya, yang
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semakin diperburuk denpan penempatan perempuan pada posisi yang tidak
strategis. Maka says menerjemahkan angka 32,3 persen perempugn dalam DCT
hanya sebagai formalitas untuk memenuhi syarat undang-undang ager lulus
verifikasi.

Berbeda dengan PAAS, angka 20 persen yang berhasil dipenuhi PBA dapat
dijadikan ukuran bahwa partai ini sudsh mulai memiliki komitmen untuk
meningkatkan jumlsh perempuan dalam parlemen, Hal ini didukung dengan
sudah terteranyz keterwakilan 30 persen perempuan dalam kepengurusan dan
caleg, rekrutmen politik yang lebih terbuka, posisi dan wewenang perempuan
dalam partai, serta penempatan perempuan sebagai caleg pada dapil dan remor
arut atas.

PRA menempali urutan keliga dari persentase jumlah caleg perempuian yaitu
mencapat 27,6 persen. Ditkuti PA (21%), PDA {18,9%) dan SIRA (18,6%). Jika
menelaah pada dua indikator sebelumnya (platform, AD/ART dan mekanisme
rekrutmen) PRA dan SIRA telah menunjukkan komitmen dalamm upaya
meningkatkan keterwakilan perempuan, akan fetapi pada indikator ketiga
{keterwekilan 30% pada pengurus dan DCT) mereka tidak dapat memenuhinya.
Terkait dengan permasalaban ini, kedva partai mengeluhkan singkatnya waktu
vang tersedia dari masa pendirian partai, kampanye hingga pemilv. Selain itu
menurot saya, SIRA. tidak dapat menjaring 30 persen perempuan schagai caleg
karena sistemt rekrutmen yang dilakukan adalah pilihan rasional partal yang
dilakukan berdasarkan kopasitas dan kemampuan caleg (achievement). Adapun
kriteria yang ditetapkan SIRA adalah loyalitas, kapasitas, profesionalitas. Artinya
SIRA melakukan kompetisi bebas dalam rekrutmen kader tanpa memerhatikan
strategi afirmatif. Padahal salah satu alasan diterapkannya kebijakan afirmatif
melalui kuota 30 persen menurut Lovenduski karena menyadari secara umum
Juralah perempuan vang berkualitag lebih sedikit jika dibandingkan dengan laki-
laki (Lovenduski, 88} schingga ketike perempuan dikonteskan secarz bebas

dengan laki-laki, fentu saja dia akan kalah,

Selain itu, dalam penominasian caleg, SIRA menempatkan caleg berdasarkan

daerah asal/basis massa caleg. Yang menjadi masalah adalah kader perempuan
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SIRA terkonsentrast di beberapa Kabupaten/Kota saja, tidak merata di seliap
kabupaten. Karena itu keterwakilan caleg perempuan di setiap Kabupaten/Kota
juga tidak merata, misalnya Banda Aceh mencapai 50 persen, sedangkan
Kabupaten Pidie Jaya dan Simeulue tidak ada sama sekali,

Kegagalan SIRA dalam merekrut 30 persen perempuan Sistem rekrutmen caleg
yang dilakukan SIRA berdasarkan pilihan rasional dari partai politik (rational
choice institutionalism) tidak dapat menjaring perempuan hingga memenuhi kuota

30 persen,

Tidak javh herbeda dengan SIRA, PRA yang tidsk mencapai kuota 30 persen
pada DCT juga memberikan alazan sedikitnya wakfu untuk menjating perempuan
yang berkualitas, kalavpun ada percmpuan yang berkuvalites dan memiliki
perspektifl mereka tidak mau digjak wntuk bergabung, Berikut jumlah calep
persmpuan dari enain partal politik fokal Aceh untuk tingkat DPRK.
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3,192, Gambaran Umum Partai Lokal

PAAS DA SikA BRA FA PHA
Dizwall kongres
. . FPDRA ke pada 24 | . )
B“‘;’gnfj s 2007, 10 Desember 2007, | 27 Febymri 2006 yomg | Do aa0r ea P2 | Didisikan pada 27
Sejarah Ghogari | Bosdin 28 Januari 200841 | kelanjutas dari SIRA meishirkan Komite ﬁ‘; .GA;;& ?m oy | Femearl 2008 oleb 159
Bevidivi pemanangun Banda Aceh cleh uinma, | Referendum, dipelopori | Perslupon-Panai Rakyat | Poongs baM se orang, dipelopors
Abbas Adan dalam s nent Aosh, PRA mengalami beberupakall | 40 hon Hunid
Pitkadn dideldarasiian 16 Maset genii noesa dan lambang,
2006,
Menganet altidah Islamy | Pencastla, terutms s
sl hatuan 4#dus yg’;f.ﬁ’g;“ggz Mo | eempt domokeast | g ity yup 194, | AXBlak politk mulia
Asus Islnm wal Jama ek dan : U Kyulan yang srun M berlandaskas agansa
Susnab wal Jama’ak berases perssudirnnn beelandaskan s ety membaws rehmet
bk madvhah Syaft's kcmﬂm?‘ e a5 Alam Al Asyi s
) an, | Ketuhanen yag Moka sekatian alpm,
dan kendilan Sosial. Esa
Mumperitangkan
aspirgst dan kepentingan .
Tervmujudnya Mewujuthan perdamaizn rakyst Aceh; Mevejudkon (otansa Mewujudkan
fehidupan Acch yang abadi 4 Acsk; mesidorong pardamaian borkes s gg‘;ﬁ Meningkatkan martsbety | hermartabat, sifei-gitel
S demokratis, beradub, mewujudkan taianag yang berkelaniutan; dempirtis. serta roglisast Mol) Helnsinki; iman dan tagua,
Jain pevkeadilan dan politik demolratis, mempeguangias kcsemmw’ ol meweaindkan keadilun, kredlaulatan rakyet,
bermastabat, religlus, serbukea, bersih dan penagaken Harm dan ekornom:, pobets gaq | Kestiafieran, demokmsi keaditan dan
dan arnan beradab demokrasi di Aceh; bdevn TH R oot kessishiorasa sosial
keaciinn sosial dan ya uneuk rakys
kegalahtrnan,
Berineng barsama-suma Wilni-niat imes dun
ate e smicyal; takewen, keadilan dan.
. 2‘:’;}22;::}&1 kcm memper Megnghiduplkan kembali kesejahtrann sosial;
% a“"n’h,‘ e e penciolicen; J demokrusi, keadtion dan | mininileisejareh, | masysrakat berdasackan
Ussha B y "‘;;’ L E?” p;}: k; sywna kesvjubiernan; keris- peningkatan SDM, prinsip kebonaran,
perSaiu £ oISl A keein solidaritas pendidikes politik, dan | keadilas, demokrasi dan
erjusama pefitks ST besslh irdernusional untuk proaktif delam politik HAM, perdamsion
S pemhebasan rakyst ghadi.
tertintag,

E

Peluang Dan..., Fitriyasni, Pascasarjana Ul, 2010

¥it



115

roendaraTad
{swamsrad ynpnd
631) ,0¢ tuffRaIYSY
ey (s L dEli (I T
TSI “Tewed
ot Eﬁm& »gammn_.”wa_%
Fipeiot
wep e odsn s et upn supi L ¥PP NP wpEEPIL upe AP, upu SepLL, o
RIS WM (P L6 HIONN
Vi gajo nesEs
Jraasyg tuygel
wre|Ep o RFunsy
wepeduionsg
{1} g mimy
PREET S DECIY V40 IO RATHEAT
SRR ORI IR ooy vendmsind
w{ussnd ynnd g sedwiag sued snsun poEINEAnE
9d5} 9% ¢ pAmadep Buodumry meumduy vEwsTURYIp
-jedupss wendmssnd SR UID URIBIROON FPLEY tAaa(]
WRDRAITRY il xmmox wusnmBusday awwma ARG
1, smardon, M- W
Wi smite W wpr L wpe VP Bl ey ope LY Wi
Fmius{ danas WA 1P iopes epsg | moob neSusp veadurind o408 WIONY
o tsnnEundoy mpmmBuodey wevsun maun npoweEiusm
VES{ED IR0 VAN depoy wpmudpsd uup SESTUBHID
densg,, e} LT 1w oty vumsnlesd mispdsna syafewm
denus wmg, wesnmBnsday ummi3ay
EAS dates 1, {y) §7 15584
¥id Yd Yad YIS ¥ad SYYd

Universitas Indenesia

., Fitriyasni, Pascasarjana Ul, 2010

Peluang Dan..



BISSHODY] SERSIGAUT

PAAS FOx SiHA PRA FA PHA
s Mempegiuangkan Pembangunan
e S, | kebebusan perempuan berprrspekif jender;
. S keselaraun gaunder terhadep perempuan;
dn sosial yang nieliputt dua disermis aspei; menuniat peaghapusan
Perempune ot dioiminasi dap | Meningkatken segala bantuk
P Tidak ade Tiduk ada prinsio affirmative partizipasi pofitik Tidak ada ekspoitast terhadap
Platform mgm wgtuk, W“&’ ;ggm Pemggm & be.:ri;;gm
el akzes pendidi media; mengo;
kclompy?kéwimnpuk poTempuaN, mas,
marjinal mesgarskat mcmpzmciésl 1 mcngclgb;ngimn
e D ) LA berspeletif opdet,
Dap. . ] B L
P creatpuss Tidak ada Titdak stle Ada Ada Thisk ede Adls
;’:m?g:; Crrnypruran Fatronase {ampuran Birokmsi Patronase Campurnn
# b, Dim. 14,20% 18,2% 29% 27,3% 3% 23,18
Pﬂg;;;;"“ X%?‘giﬁ}f;;u t;:;siﬁdl Weid! Selgjond, Wk Katua Dep, an}g;sm Begmxlm};m Wakit Seidend, Wakil W&ﬁ;m&m‘
Serwktur Hendabarn Beadubiars Ketuis Dep, Peodidikan Perempuan Benduhers, Anggota Bendshara
Wewenang P - . Aot g . .
peresmpisn Efeksi Tidak efekdl Efoktif Efekuf Tidek efoktf Efskuf
Ketertibn-tan
pga mii an Tidak diibatkas. Dilibatkan Dilibatkan Tidak dilibatksa. Dlibatkan
Keputusan
Yo calep
perempnun 323% 18,9 %, 18.46% FrE% 1% 0%
DERA
Aleg @ g
Perempuns b g ¢ 2 (DPRK: 7 ortsty ) {DPRX: 1 orung)

Peluang Dan..., Fitriyasni, Pascasarjana Ul, 2010

a1



BAB 4

DINAMIKA PERPOLITIKAN POLITISI PEREMPUAN
DALAM MENINGKATKAN KETERWAKILANNYA PADA PARTAL
LOKAL DAN PEMILU 2089

“Hak politik perempuan harus dianggap sebagai satu kesatuan dari HAM
{Hak Asosi Manusia). Oleh karena itu hak politik perempuan
tidak dopat dipisaheon dari (HAM). "

Uni AniaroParlgemen {foternational Parfizmentary Union),
Deklarazi New Deibi. 1997

Dalam bab 4 ini saya akan membahas dinamika perpolitikan perempuan dalam
meningkatkan keterwakilannya di partai lokal dan lembaga legisletif. Unfuk
menganalisis hal fersebut, saya membagi permasalahan ke dalam empat fokus
pembahasan, yaitw: (1} bagaimana perempuan mergspons peluang politik 2},
bagaimana kesiapan perempuan untuk terjun ke medan politik vang dilihat dari
madal politik yang dimilikinya, (3) sejavhmana sistem politis yang dibangun
pariok untuk mendukung partisipasi perempuan, (4} bagaimana pengalaman
pergmpuan semasa kampanye dan pemilu, Untuk mengawali pembabasan pada
bab ini saya akan paparkan terlebih dahuiu profil ketujuh orang informan vang
menjadi sumber data primer dalam penelitian ini. Namun untuk menjags kode etik
dalam penelitian inl ssya akan meoyamarkan nama informan dan beberapa
informasi lainoya dem! menghormati dan menjaga kebutuhas informan penelitian

ini.

4.1, Profil Informan

Informan pertarna berasal dari partai PBA dengan inisial RS, Perempuan usia 53
tahun ini didaplat partainya untuk meadudeki posisi Ketua Deparfemen
Perernpuan dalam strokiur partal. Dunia politik prakiis ukan terbilang dunia baru
baginya, karena sebenurnya karier politiknya dimulai sejak tahun 2004, Kala it ja
menyuarakan aspirasi politiknya melalui wadah partai PDI-P. Namun karier
politiknyas ¢i PDL-P tidak berlangsunp fama karena akhimya ia memutuskan
kelvar dari parfai. Setclab jtu i menekuni dunia kerja, {epainya di bidang
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asuransi. Selama empat setengah tahn ia menghabiskan waktu kerjanya di sebush
sebush perusahaan asuransi Manulife Indonesia. Jiwa politik tidak hilang bepitu
saja termakan iklim kerja vang digelutinya. Ketika keran kebebasan politik di
Aceh terbuka raslalui perjaniian Helsinki, maka jiwa politiknyz kembali terpupab,
Setelah melalul proses pertimbangan yang matang RS pun membuiatkan tekad
untuk memilih partai PBA.

Informan kedua adalah RM berusia 41 tahon dari partai PDA. Terlibatnya RM
dalam politic praktis melalui partai PDA menjadi pengalaman pertamanya
berkipral di politik. Meskipun terbilang sebagai pendatang baru di dunia politik,
sarjania 81 Ekonomi Unsyiab ini telah memiliki modal dan pengalaman organisasi
yang cokup sebagai bekal terjun di dunia politik praktis, Di masa kulishnya 2
telah akiif’ di organisasi seperti KNPI, AMP! dan senat mahasiswa, Karakter
perempuan aktif inf tidak pudar screlah {2 berkeluarga. Sejurug dengan disiplin
itmu  yang dipelajarinys, usaha Rotering pun  sukses  didirkan  dan
dikembangkannya bingga mampy menopang ekonomi keluarga, dan setidaknys
membantu masyarakat untek memperoleh lagangan kerja.

Kesuksesannya i bidang usaha mendorongnya untuk merambab ke dunia
pendidikan, Maka, ia pun tercatat akiif schagai salah satu pengurus yayasan
pendidikan TK dan PAUD AlHidayah di Pelanggahan, kampung tempat
kelahirannya dan tempat ibunya tinggal saat ini. Kiprahnya di dunia pendidikan
ini pertama kali dilandasi meotivasi untuk meningkatkan pendidikan bagi anak-
anak, khususnya pendidikan agama Istam, Selain itu, RM yang terbilang sensitif
terhadap masalah-masalab pendidikan melibat banysk SDM yang berkoalitas dari
kaum perempuan belum diberdayagunakan secars optimal, Hal ini diperclehnys
dari pengalaman selama berorganisasl di PKK. “Saya melibat bu-ibu muda

memiliki SDM yang lumayan bagus kalau untuk jadi guru TK,” jelasnya.

Dengan segudang kegiatan ifu, scbenarnya ia telash berbuat banyak untuk
masyarakat tanpa harus nienjadi politisi, “Tidak mesti harus menjadi caleg,”
ujarnya. Tetapi, ada harapan Iebih besar yang memotivasi RM untek terjun ke
ransh politik praktis. Ta melihat bahwa peran perempuan sangat dibutuhkan di
ruang publik dan pengarabilan keputusan. Pandangannya itu diperkuat dengan
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pengalamannya waktu bencana tsunami ketika ja dan rekan-rekannya seszma
perempuan membantu para pengungsi di barak-barak, menyiapkan logistik,
mengurosi anak-anak vang kehilangan orang tuanys. Saya rasa, pengalaman RM
ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap pembentukan karakter dan pandangan-
pandangan politiknya. la menpenang saat-saat terpisah dari anak-anaknya dan
orang tuanya, serta kehilangan kontak dengan suaminya, dalam kondisi Aceh
yang rusak total. Melalol perjvangan selama empat hari dengan pikiran vang
sangat kalut, akhirnya ia menemukan dua orang snsk-anaknya, sementara seorang
anaknya dan kedua orang tuanya hilang hingga kini.

Informan ketiga adalah dari partal PA dengan inisial DW. Persmpuan kelahiran
Sigh berusiz 41 tabun ini dalam strukiur partai didaulat sebagai wakil sekjen.
Sebuah posisi yang cukup prestisius bagi seorang perempuan, mengingat baru
pertama kali ia terjun ke ranah politik prakiis. Ia mengenyam pendidikan hingga
tingkat perguruan tinggi. Mengambil jurusan ekonomi Universitas Syish Kuala
dan merampungkannya pada 1988. Selama masa sckolah dan kuliab italah ia aktif
di banyak organisasi, termasuk HMI dan ISKADA (Tkatan Siswa Kader Dakwah),
meskipun s mengakui tidak setekun wekan-rekannya vang lain, Pengalaman di
dunia wiraswasia sempat digelutinya sebelum terindt bencana tsunami Tetapi

bencana yang menghancurkan aset usahanya it membuatnya vakum bekeria.

Suami DW yang bekerja sebagai PNS ditempaikan di Kota Fajar, Aceh Selatan.
Selama berdomisili di kota ifulah ja memabami Isls mendukung ide dan
pemikiran GAM, sebual serakan militer yang kemudian melahirkan partai yang
dipilihnya saat ini. “Dulu kita sama-sama tingga! di sana di masa konflik. Banyak
PNS yang pindah ke kota, Sementara saya dan suami fetap tinggal sampai
dipindahkan karena memang masa tugasnya sudah habis,” kenangnya,

Informan keempat berinisial 8M, 38 tahun, dari partai PA. Ia mengenyam
pendidikan menengahnya di sebuah pesantren di Jakarte bernama Darun Najah,
Tetapi dia hanya menjalaninya selama empat thun dari epam tahun yang
seharusnya ditempuh. Ia keluar dari Darun Najah das melanjutkan di pesantren
Al-lhya’, Bogor. Setamatnya dari pesaniren tersebut, ia melanjutkan kulish di

Ungyiah mengambil jurusan skuntansi. Setelah masa kuiiah aktif selesai, ia tidak
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fanggung merampungkan tugas akhimya dengan alasan menikah, Padahal waktu
itu ia sudah mengajukan judol skripsi. Namun niatnve untuk menyelessikan
kuliah tidak hilang di makan waktu. Lama sesudah itu, tepatnya sesudah kejadian
fsunami, muncul kesadaran dan keinginan yang kuat vatuk menyelesaikan
kuliahnys yaug terkatung-katung. Ia pun berusaha keras untuk menyelesatkan
pendidikannys itu di tengah keasylkannya membesarkan ketiga buah hatinya dan
kesibukannya dalam berbisnis.

Pengalaman organisasinya diperolch salah satunya dari kegiatan dharmawanita
Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) kota Banda Aceh, sebuah lembaga
pemerintah tempat suaminya bekerja. Keterfibatan ini membustnya semakin javh
berorganisasi, schingga ia pun sk#if di yayasan Muslimat MPU. Selain itu, ia juga
akiif membante masyarakat pascatsunami. fa termasuk salah sati pergurus tingkat
desa untuk mengorganisir para korban fsunami dan mengupavakan bantusn dari
BRR {Badan Rehabilitasi dan Rekonstroksi). Saat itu ada banyak korban tsunami
yang tidek mendapat bantuan BRR desgan berbagai macam alasan. Melalui
perjuangannya bersama rekan-rekannya, para Korban semscam pemilik Kios di
pasar  akhirnys menerima bantuan. Kegiatan  kemasyarakatannya  mulai
dikuranginya setelah 2 masuk ke partal, “Takutl nggak bisa kerja sama karena Kita
jarang di fempat,” ujarnya.

Informan kelima berinisal SW dari PRA, Perempuan vang lahiv di Beser Meriah
dan berusia 34 fahun int menamaikan pendidikan terakhimya di JATN Ar-Raniry
jurusan dakwah. Dia terbilang perompuan yang memiliki segudang pengalaman
organisasi dan pergerakan untuk dijadikan bekal berpolitik. Posisinya dalam
strukiur partai scbagai ketua Depariemen Perempuan ind tak pelak lagi karena
dilatari pengalaman-pengalamannya. Karier organisasinya dimulat sejak masih
menjadi mahasiswa. Beberapa gersken sosial tak luput darl perhatiaonya dan
kiprahrryz, semisal kampanye hari AIDS, kampanys harl perempuan sedunia,
kanapanye hari anti kekerasan sedunia, Sampal sast ini Iz masth aktif menulis
arttkel dan opini, dan kerap diundang scbagai pemated dalam berbagai diskusi

dengan beragam tema; sosial, politik, hukum dan lain-lain.
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Informan keenam berinisial MN dari partai SIRA. Perempuan berusia 35 tahun ini
menamatkan pendidikan terakhimya di Unsyiah Fakultas Keguruan dan Imu
Pendidikan (FKIP), Saat ini ia tercatat schagal salah seorang mahasiswi
pascasarjana Unsyiah jurusan manajemen. Selama pendidikan Si-nya ia aktif di
banyak organisasi. Iz tercatat berkiprah di HMI sebaga: pengurus sampai tingkal
Badan Koordinasi (badka} HMI, FOPA {(Foram organisasi Perempuan Aceh), F-
Kama (Forom Komunikasi Aksi Mahasiswi) sebagai ketua presidium, Wakampas
{Wahana Komunikasi Mahasiswa Aceh Selatan) schagai pengurus, Fraka (Forum
Organisasi Anti Kekerasan Aceh) sebagai ketua divisi pemberdayaan perempuan.
Sampai kemudian ia mempuonyai ide untuk mendirikan Lathifah Foundation,
sebuah LSM yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat dan aksi
kemanusiaan, Totalitas kehidupan organisasinya semakin kuat dan lenpkap
dengan keberadaan suaminya yanpg sama-sama aktivis partal SIRA, Perempuan
vang didaulat partainya schagai kefva Departemen Pendidikan ini pun memiliki
wawasan yang cukup tentang isu-isu gender. Wawasan ini diperolehnya melatai
troining-training, khususnya di Kohati {Korps HMI-wati), ditambah dengan

membaca buku dan artikel tentang gender.

Informan ketujub berinisial ES dari partai SIRA. Percmpuaan berusia 33 tghun ini
mengenyam pendidikan menengahnya di Pesantren Wall Songo, Jawa Timur,
sclama 6 tahun, Setelah itu ia melanjutkan pendidikannya di IAIN Ar-Raniry
Jurusan Tarbiyah Kependidikan Islam (TKI). Sama seperti rekan separfainya MN,
ES juga terdafiar scbagai mahasiswi magister manajemen di Unsyiah. Semasa
pendidikan strata satu, ia tidak aktif berorganisasi. Ia benar-benar memanfaatkan
waktunya untuk belajse. Justru, peretapuan yang sempat bekeriz di bidang
propertt i Batam ini berkecimpung pertama Kall di organisasi sefelah tamat
kuliak: dan bekerja, tepatnya pada 2002, Di wadab itu pula ia bertermu dengan faki.

iaki aktivis SIRA yang saat ini menjadi suaminya.

Selama kiprahnya sebagai aktivis SIRA referendum iz mengalami banysk
peristiwa yang ferbilang dramatis. Ia sempat mengungsi ke Jakarta karena sang
suami tercatat namanya dalam DPO {daftar pencarian orang). “Jadi besoknya

divenmkan darurat militer, hari ini kami langsung berangkat ke Jskarta,”
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kenmangnya. Selama tiga tahun di Jakarta, ia hilir mudik Aceh-Jakaria, bekerja di
bawah tanah, mengikuti rapat-rapat rehasia bersama suami sambil membawa
anak, Bahkan ia tak jarang ikut demonstrasi memperjuangkan referendum Aceh
sambil menggendong anaknya yang sast itu masih kecil. Sepulangnya ke Aceh, ia
melakokan pelatihan-pelatihan politik bagi perempuan-perempoan. la sudah
bekerya unfuk perempuan meskipun saat itu SIRA belum menjadi partai. Mungkin
karena latar belakang inilah ia dipercaya partainya untuk memimpin Departemen
Perempuan. Berikut matriks profil dan ketujuh informan

4.1. Profil Informan

Pengalaman

Ny | Inisiai | Parfai | Usia | Pend. Qrganigass Palitik Motivast
Pegrberdayiisn
f RR PRA 53 b PDE-P patempuan
KINPI, AMPL, oy Menerapkas
2 RBhf PDA 41 81 . Tidak ads aparia sl
Simpati dengan
3 Dw PA 41 51 HM, Tskada Tidek ada garis perjuengan
GAM
Menpikali gjakan
Dharmigvanita gury, dan simpati
41 §M PA 38 $1 o) Tidak ada iReanis
pecjuangan GAM
5 sw PRA 34 81 SMUR, FPDAA Tidok ads .
Memandang
SIRA sebagai
bagian dari
HMI, FOPA, F- serubahan sesial
& MN | BiRA 35 181,827 KAMA, SiRA~ Tidak ada dan kendaraan
Ref. paditlk bagi
percmptan watuk
mengubal
kebijakan
Keprihatiannya
terhadap nasid
¥ ES SIRA 33 (81,82 SIRA-Rel Tidak aca buruk masyarakat

Aceh, tensams
KBum perampukn

4.2. Perempuan Merespons Peluang Politik

keterwakilan perempuan dalarn pengambilan kebijakan publik khususaya politik
di Aceh saat ini sangat rendah jumiahnya, kalau tidak dapat dikatakan tidak ada,
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Schagian kalapgan yang masih berpikir patriarkal mengalamatkan minimnya
angka keterwakilan perempuan kepada rendahnya respons perempuan ferhadap
peluang politis yang ada saat ini. Karena itu saya ingin menganalisis sejauvhmana
perempuan Aceh merespons peluang politik yang felah terbuka dengan lahimya
partai lokal di Aceh,

Pembabhasan pada poin ini akan saya bagi kepada dua bagian, yaitu pandangan
perempuan ferhadap politik serta motivast dan proses keterlibatannya dalam partai
politik Iokal,

4.2.1.  Pandangasn Perempuan terhadap Politik

Ralah satu miftos yang membelenggu perempuan untuk terjun ke ranah politik
adalah adanya pemisahan ruang publik den privat, Politik sebagai salabh satu
wilayah publik sering dianggap scbagai wilayah kekuasaan laki-laki yang identik
dengan kekerasan, kotor, kebohongan, dan agresit yang tidak pernah diangeap
cocok untuk digeluti oleh perempuan. Perempuan ideal dalam budaya patriarkal
hanva boleh berakiivitas di wilayah privat, dan selalu dikdentikken dengan
karakter yang lemah lembut, mengalsh demi orang lain dan tidak sinbisivs,
schingga dianggap tidak cocok berkiprah di dunia politik yang maskulin. Mites
politik identik dengan maskulinitas tidak hanya bercokol dalam pols pikir laki-
lakd, tetapi juga telah merambah ke dalam pola pikir dan penghayatan perempuan.
Akibat pemahaman dikotomis antara publik dan privat tersebut telah membuat
perempuan enggan mendekati wilayah politik, konon lagi untuk berkiprah secara
intens di dalamnya. Kalavpun ade perempuan yang terjun ke dalamnya maka ia
harus mempunyai karakter “maskulin™ agar dapat cksis di sana. Ironisnya, di Jain
pihak ia mendapat penolakan dari masyarakat karena karakter seperti it bukanlah

tipe perempuan ideal.

Demi mendobrak tembok pembatas antara publik dan privat, para feminis
gelombang ketiga telah berusaha melakukan pendefipisian politik yang lebih
ramah perempuan. Politik batk dalam teori maupun praktik ditengarai ¢leh para
akademisi feminis merupakan perpanjangan  dari  definisi  konvensional
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bordasarkan pengalaman jaki-laki yaitu kegiatan untuk ineraih kekuasaan. (G.
Parry, 82). Qleh kalangan feminis politik diartikan sebagai sebuah kegiatan yang
memitiki hubungan kekuasaan dan ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki
dengan mengedepankan etika kepedulian (Humm, 351). Cara perempuan
berpolitik ini dapat dilihat sebagai cara-cara baru dalam berpolitik atau yang lazim
dissbut @ new ways of doing politics oleh Bouvard dan Taylor.

Apa yang saya kemukakan itu terlihat jelas pada pandangan beberapa informan
seperti RM dari PDA terhadap politik. Menurut pengakuannya ia berpolitik bukan
untuk mencari kekuassan dan materi, tapi karens kepeduliannya terhadap
masyarakat yang lemuh, terwtama perampuan dan anak-ansk. Karena menunit
pandanganinya, permasalahan dan kebutuhan perempuan dan anak-anak kurang
mendapat perhatian darl pemerintah maupun anggota dewan yang mayoritas diisi
oleh lgki-jaki. Fenomena ite pulalah yang menggerakkannya satuk terjun ke dunia

politik yang masih menjadi dunia baru dan asing baginya.

Hal senada diungkapkan oleh SM dan DW dari PA. Menurut mereka, walaupun
perempuan berkipmah di belantikea pelittk, ia tidak bergs menjadi “macho”
layaknya jaki-laki. Peremipuan dapat berpolitik denpan payanya sendivi dan sesual
dengan karakternva. DW menambahkan, justeny sifat [emah lembut, mengalah,
dan tidak suka kekerasan yang ditampilkan perempuan dalam berpolitik ity dapat
mewarnal dunia politik yang selama ini identik dengan kekerasan dan kotor,

Selanjutnya SM juga mencontohkan dalam menyslesatkan konflik. Mereka tidak
adu jontos ataupun menggunakan kekerasan. Sclain ifu, ia juga mengatakan
bahwa fujusn fa berpolitiic bukan untuk merath kekuasaan dan materi semata, fapl
febih untuk menclong masyarakat khususnya perempuan unhuk menyuarakan

aspirvast mereka.

MN dari partsi SIRA menyadari betul bahwa salah satn fakior penycbab
perempuan terdiskriminasi adalah pemahaman agama yang parsial. Oleh karena
ity, ia bertekad ingin meluruskan pandengan tersebut dan memberikan pendidikan
kepada perempuan mengenal hak-hak dan kewajiban mereka. Karena ambiguitas

perempuan terhadap hak dan kewajiban mereka turut melanggengkan diskriminasi
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dan kekerasan terhadap perempuan selama ini. Malah mereka menerima
ketertindasan ito tanpa perlawanan sglama bertahun-iahun, babkan berabad-abad

lamanya,

Sementara itu KS menganggap berpolitik juga merupakan hak perempuan. Dalam
negara demokratis hak politis perempuan dipandang sctara dengan hak politik
yang dimiliki laki-laki. Dahl mengatakan dalam lembaga politik demokratis, hak
merupakan komponen penting yang hasus ada. Dengan kata lain dapat dikatakan
bahwa demokrast itu pada intinya adalah juga suatu sislorn hak. Scbuah sistem
politik harus menjamin adanya hak-hak tertentu bagi warga negaranya seperti hak
untuk berparfisipasi, dan hak untuk menyatakan pendapat tentang masalahe
masaizh politik, serta hak untuk memberikan suara (68).

4.2.2. Motivasi dan Proses Keterlibatan Peresnpuan Dalam Partai Lokal

Keterlibatan RS dalam partai PBA melalut sebuah proses persuasi yang cukup
panjang. Proses dimulsi dari tawaran bergabung cleh Bapak Farhan, ketua
sekalipus penditi PBA. Tawaran ini pertama kali diresponsnva dengan
menunjukkan sikap apatis terhadap kepiatan-kegiatan politik. Namun ketika
perckrut menyinggung masalah keterwakilan 30 persen perempuan dalam
pariemien, maka sikaprnys itu melunak hingga skhimya menerima tawacan tersehut

setelah mempertimbangkan alokasi wakiu, dukaingan keluargs, dan laio-lain,

RS menghabiskan waktu tiga bulan untuk memutuskan bergabung dengan PBA.
Ia sufit untuk mengambil keputusan karesa harus memikirkan banyaic fakior
seperti membagi wakfu antara keluarga dan partei, kemampuan finansial dalam
melakukan kampanye, kondusif atau tidaknya parist tersebut terhadap persmpuan
dan seiauh mana faringan yang iz bangun dengan ormas dan organisasi
perempuan. Setelah melakukan berbagai pertimbangan tersebut ia memutuskan
untuk menerima tawaran bergabung dengan PBA. Putusan ini tidek lepas dari
adanya doroogan ambisi RS yang kuat ontuk meningkatkan jumiah perempuan
yang terlibat di DPRA dan DPRK. di samping itu ia pun melihat bahwa peluang
keterlibatan perempuan i partal dan legisiatif saat ini sedang terbuka lebar
dengan adanya kebljakan kuota 30 persen perempuan dan partai lokal
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Pertimbangan yang dilakukan RS dalam mengambil keputusan sesuai dengan apa
yang digambarkan Matland bahwa keputusan perempuan untuk berpolitik
dipengaruhi oleh dva fakitor, ysitu ambisi pribadi dan kesempatan unfuk
menealonkan dirl. Yangmana kesempatan untuk mencalonkan diri ini dipengaruhi
oleh besammya peluang vang ada, lingkungan politik yang kondusif, dan tzksitan
mengenai sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam melskukan kampanye

politik seperti organisasi-orpanisast perampuan.

Secars kronologis, proses afiliasi RM ke dalam partal PDA didahului dengan
beberapa tawsran dari parisi-partai lain yang terbilang mapan. Sebut saja partai
Golkar, Demokrat dan Gerindra. Semua tawaran ite tidak mendapatkan tempat di
hati RM lantaran tidak cukmp signifikan untok menggeser porsi wakiu bagi
kehidupan pribadi, keluarga dan bisnisnya. Namun sikapnya ity berubah 180
derajat manakala tawaran itu datang darl partai yang baginya visi dan misi partai
menjzwab tuntutan ideclogi yang dianuinya; menegakkan syariat Islam, Terlebih
lagl, tawaran itu datang dart seorang ulama yang dalam pandangannya menempati
kedudukan sosial yang tingpl. Apa yang dilakukan RM ini merapskan upaya
untuk mewnjudkan ambisinya untuk mencgakkan syariat Islam. Karena ja percava
musibah tsunami yang telah membawa duka mendalam daiam hidupnya dan
selturuh rakyat Aceh merupakan teguean dari Allah agar kembali kepada aturan-
aturanNya. Jadi ja memilib PDA karena fermotivast oleh jargon partad unfuk
menegakian syariat Islam dan kembali kepada ulama,

Menelusuri proses keterlibatan DW dalam parfai PA membawa Kita pada masa
jauh sebelum partai ini didirikan, yaite ketika GAM yang menjadi embric partai
masih melakukan perjuangan militer. Proses ini lebih diawali dari dukungan dan
simpatinya yang tinggi terhadap garis perjuangan GAM vyang dalam
pandangannya adafah untuk menyejahterakan Aceh dan rskyatnya. Sikap ini
bukan karena ajskan seseorang, melainkan ia sendiri yang mengambil inisiatif.
sava tidak digiak, tetapi ssya hanya melibat sala, melihat arahnya, dasar
perjuangannya untuk bagaimana dan untuk apa, dan arehnya ke mana. lin sajfa

vang membuat saya terterik,” jelasnya.
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Setelah menganalisa beberapa pemaparannya, saya meragakan bahwa ity bulan
sekedar dukungan dan simpati, melainkan sudah sampai pada tghapan fanatisme,
Hal itu terlihat, misalnya ketika MiSPl mengadakan angket untuk mencari
perempuan potensial sebagai calan legislatif. 1a termasuk dalam daflar perempuan
potensial. Salah satu perfanysas dalam angket fersebut berbunyi: Seandainya
Anda diminta bergabung dengan partal, maka partal mana yang akan Anda pilih?
“Waktu itu spontan says menjawab partal GAM, padahal pada waktu itw GAM
belum [ahir partainya” kisahnya. Bukan hanya itu, fanatismenya its juga dapat
terlihat jelas ketika peringatan dari sang suemi tidak dikiraukannya.

Suami saya sama sekall tidak mendukung. Saya tidek meminia
dukungan dia, saya servis sendirl, £alau amak-anak saya semua tidak
masaich. Akhimya dia tidak peduli lagi mau borgabung atau tidak,
soalnya memang saya sudah bergabung. {(Wawencara DW, 16 Mei
2009

Ini terjadi ketika partal PA berdiri dan menjaring anggota dan caleg perempuan, a
dengan serta merta dan penuh antusias mendaftarkan iri sebagai anggota partai
yang kemudian menctapkannya scbagai caleg. Padahal wakte it PA di kota
Banda Aceh merupakan partai yang tidak populer, bahkan terkesan menakutkan,
sehingga jarang sckali perempuan yang bemiat melamar renjadi anggotanya.

Dari serangkaian proses di afas, sesungguhnya partisipasi politis vang dilakukan
DW merupakan partisipasi independen yang bersifat sukarela. Dan ia telah
berhasii  melewati dengan mantsp dua dan tiga hambatan yang diramuskan
Richard E. Matland dalam teorinya, Kita bisa melihat bagaimana ia membuat
keputusan yang bulst dalam menentukan pilihan politiknya. Sesustu yang
umumnya sulit dilakukan seorang perempuan. Kepitusan ini pun mendapat
sambutan yang baik dari partai yang memany dalam rekrutmennya lebih
berorientasi pada ascriptive. Perekrutzn angpota keluarga, teman, kelompok ras
atay keapamaan atau tempat tinggal lebih menckankan pada Kkriteria ascriptive
yang bertujuan untuk mendapatkan kesetisan dan dukungan bagi kelompok konci
{Liddle, 196}

Sedikit berbeda dari proses dan motivasi DW, informan SM memiliki akar
keterlibatan denpan partal yang lebib kepada ikatan primordial. Kisahnya, dahulu
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ketika SM masih duduk di sekolah dasar, Teungku Adnan Beuransyah yang
merupakan kombefan GAM adalsh salab scorang gursnya. Mungkin gore yang
sangat dihormatinya. Pada saat iy Aceh masih dalam sussana konflik. Dalam
situasi vang tidak kendusif itulah ia hijrah dan sekolah di Jakarta, Saat itu usianya
baru belasan tahun, dan belum memahami realitas yang terjadi. Sekembalinya ke
Aceh, ia menanyakan keberadaan Teungku Adnan Beuransysh, tetapi semua
orang yang ditanyainya merahagiakan keberadaan sang gure. Sampai pada tahun
2004 setelah kejadian tsunami menyusul ditandatanganinya perjaniian damai
MoU antara GAM dan RI, banvak kombatan GAM di uar negeri pulang ke Aceh,
salah gatunya fengku Adnan, di seat itulah ia barg memahami fernyata gurunya
“erlibat’. Ditlam pertemuan kembail dengas sang gurs Hulah terjadi proses
rekratmen yang segera direspons positif oleh SM.

Meski;mn belum lama berinteraksi, ia ternyafa telah jatsh hati pada Partal Aceh,
meskipun partat ini dikenal sebapgat kelompok garis keras dan menjadt wadah
politik bagi para mantan kombatan, Sikzp ini seperti yang ditutorkannya tidak
muncw! begity saja, melainkan timbul dari pemahamannya bahws visi misi partai
semata unfuk kepentingan Aceh, dan seielsh mengkali MoU Helsinki yang
keseluruhan pasal dan butimya untuk kemajuan Aceh.

Maksud dari keinginan mencapai merdeka itw o biar rakyat Aceh ini
makautr, sejahtera dan bisa berkarier. Jadi, sebenamya mereka
menuntut sejahtera dengan cara menuntut merdeka. Tapi, dengan
didirikannya partai politik lokal bagi GAM ini, mercka kan juga bisa
kembali merancang bagaimana sih vang diketakan kemsrdekaan.
Kemerdekaan ity kon biza dilihat dari banyak seggi, misalnya
pembangunan yang merata, perekonomian rakyat yang juga merata.
Jangan hanya milik menengah ke atas! Dan kesempatan itu sudah
diberikan kepada Partai Aceh, sehingea secara otomaiis mercks mau
meninggalkan peperangan iu dan mengambil yang ada delu,
{Wawancara SM, 27 Mei 2009)

Selain itw, ia memandang Partal Aceh itu sebagai partainya orang Acch dan
memiliki dasar yang Kkuat karena didiriken oleh mantan orang-crang yang
mempetjuangkan kemerdekaan; berbeda dengan partai SIRA yang menuruthya
mizrupakan pecahan dari Partai Aceh, atau partai-partal lain yang tumbub fiba-
tiba.
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Satu hal yang menyamakan antara SM dan DW, rekannya sesarpa partai, adalah
masaleh kesctiaan pada partal meskipun berbeda intensitasnya. Tty terlihat saat ia
menolale tawaran untuk bergabung dengan partai lain. “Sudah, keluar saja dari
PA, 41 sini saya kasih nomor satn” ujarnya menirukan seorang petinggi partai
yang mengajaknya. “Walaupun saya fidak menjadi caleg, tapi sudah menjadi
pengurns PA, jadi nggak mungkin” jawabnya sambil memberi alasan. Alesan
kesetiaan ini pulalah vang membuat PA melakukan sistem rekrutmen secama
tertutup dan berorientasi gscriptive.

MN darf partai SIRA termasuk informan yang terlibat dalam partainya sejak
masih menjadi gerakan sosial yang kala itu bemama SIRA Referencdum. Bukan
hanya itu, dia termasuk aktor utama vang thut membidani gerakan terschut. Di
dalam wadah SIRA Referendum itu MN melalul pemilihan internal didaulat
sehagai ketua presidium sidang, dan setelah itu terpilih menjadi dewan pengawas.

Seperti vang diakuinya, pada mulanya ia terlibat dalam berbagai organisasi
dengan didasari oleh kesenangannaya bergaul dan punya fernan bare, Tetapi seiring
dengan bertambahnys wawasan yang diperclehnya, maka ia memandang SIRA
sebagal bagian dari perubshan sosial dan kendaraan politik bagi perempuan untuk
mengubah kebijakan,

ES, sebagaimana rekannya MN, juga telah terlibat dalam partai sejak masih
menjadi embrio. Namun bedanya ES baru aktif di SIRA—organisast pertama
vang digelutinya—itu justeruy setelah ia menamatkan kuliah, yaity sekitar pada
tahun 2003, melalui perkenalsunya dengan pars aktivis SIRA. Tak beda dengan
mofivasi MN, ES dalem berpartai lebih mengedepankan apa yang disebut Humm
sebagai ‘etika kepedulian’, sesuatu yang menjadi karakter politik feniinis, Yaitu
semata karena keprihatinannya terhadap nastb burok masyarakat Aceh, terutama

kaum perempuan.

Proses keteriibatan dan mofivasi yang serupa juga dialami oleh SW dari partai
PRA. la pernah terfibat dalam organisasi SMUR (Salidaritas Mahasiswa Untuk
Rakyat). Sebuah organisasi anak-anak muda berhaluan sostalls yang kemudian

melebur ke dalam PRA. Ia juga terlibat dalam organisasi Fromt Perlawanan
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Demokratik Rakyat Aceh (FPDRA). Organisasi inilah yang mengadakan kongres
untuk melahirkan Komite Persiapan-Partai Rakyast Aceh (KP-PRA). Pada 16
Maret 2008 di Restoran Lamnyong-Banda Acsh, KP-PRA vang diketuai oleh
Thamrin Ananda mendeklarasikan PRA sebagai partai politik Iokal pertama di
Aceh. SW bisa dikatakan termasuk salah seorang yang darl awal terlibat secara

intens dalam pembentukan parlok ini.

4.3. Madal Politik Perempuan

Rendahnya jumlah keterwakilan perempuan di dunia politik dianalisis oleh
banyak ahli politiic karena adanva sejumlah kendala. Joni Lovenduski
mengategorikan kendala yang dihadapi perempuan berpolitik ke dalam tiga hal,
Pertama rendahoya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh perempuan,
kedua, banyaknya stereotip (kekangan gaya hidup) yang dilekatkan pada
perempuan telah menyebabkan perempuan mempunyal sedikit waktu untuk
politik. Kettga, politik diidentikkan deongan dunianya laki-laki sehingza
merintangi perempuan uniek mengejar karier politik dan menghalangi rekrotmen

mereka.

Sejurmlah rintangan yang membentang mengisyaratkan kepada perempuan untuk
memperstapkan modal yang cukup Hka ingin terjun ke politik. Terkait dengan
masalah tersebut modal vang harus dimiliki anfara lain: kapasitas SUM yang
memadai agar dapat menyusun vigi dan misi yang menyasar kebutuhan dan
permasalahan perempuan, peran dan dukungan keluarga sehinggs perempuan
dapat berkiprah di politik dengan lebih leluasa tanpa ferbebani oleh urusan
domestik, dukungan dari aktivis gerakan perempusn dan yang ferakhbir

kemampuan finansial.

4.3.1. Visi dan Misi Caleg Perempuan

Dari selurah wawancara saya dengan para informan temtang vist dan misi yang
mercka usung pada waktu kampanye, saya melihat bahwa semua informan sudah
memiliki sensitivitas yang bagus terhadap jsu-isu perempuan. Mereka sudah

memasukkan isu-isu perempuan ke dafam agenda kerjs mercka jika terpilih
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menjadi aleg, meskipun ada perbedaan dalam menitikberatkan masalah dan
mengangkat bentuk-bentuk persoalan,

Dalam wawancara saya dengan §W, bentuk persoalan yang menjadi sorotannya
adalah formalisasi agama dalam penerapan syariat Islam di Aceh vang mengatur
moral masyarakat dan memperiakukan perempuan secara tidak ramah. Karena
sasaran penerapan syariat Islam di Aceh seleama ini lebih cenderung kepada
perempuan. Menurutnya, agama telah diformalkan menjadi hukum positif vang
mengatur—salah satunya-—cars berpakaian perempuan dan memaksa perempuan
untuk menjalaninya. Padahal agama lebik baik jika dijalani dengan sukarcla
melalul pemahaman dan penghavatan masing-masing individu, Perempuan e
pada hakikatnya menginginkan kebebasan, tetapi mereka juga tahu batas dan

tanggung jawabnya.

SW menolak zlasan kalangan yang menyuarakan pgnerapan syzriat Islam di Aceh,
hahwa tujuannya adalah untuk membentengi masyarakat dari pengareh budays
asing dan mempentshankan jati dirl bangsa, Yang menjadi pertanyzan adalah
mengapa masalzh ini dibebankan pada perempuan, dan perempuan dijadikan
standar moral bagi suatu bangss untuk bisa disebut berbudaya dan memiliki jati
diri. Is juga berpandangan bahwa kita tidak sepatuinya pobhie terhadap budaya
asing. Yang perlo kita lakukan adalah mwembangun siksp dan budaya kritis,
sehingga kia memiliki kepribadian yang kuat entuk memilih budaya yang
konstruktif' dan menolak budayva vang destruktif. la memandang tidak perlu
khawatir jika masyarakat Aceh akan kehilangan jatidirinya sebagai masyarakat
yang Islami, karcna tanpa penerapan syariat pun masyarakat Aceh itu sudah
islami.

Saya mungkin mau lebih dalsm mengutarakan persoalsn ini, bukan
hanya sekedar persoalan bahwa ads hukumi positif den ada
pemberiakuan syariat Islam, tetapi persoalan bagaimana perempuan
ini dignggap manusia, Kalau hal-ha) seperti disiplin terhadap tubuhnya
sendirf itu sudsh sangat diatur oleh negara dan olch hukum yang
bepitu mengekang, saya Kira itu sudah melangpar hek-hak dssar
pribadi. Jadi kemanusiaan yang terganggo. (Wawancara SW, 26 Mei
2009}
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Sementara RM selain mengkritik parsialitas penerapan syariat di Aceh, ia juga
mengangkat persoalan rendashnya tingkat perekonomian perempuan, sehingga
membuat program peningkatan bagi perempuan dalam bentuk home-indusii.

Kita akan memberdayzkan perckonomian seperti Fome industri bagi
ibu-ibu yang janda, dan berada di bawah garis kemiskinan, jadi apa
salahnya dengan kita misalnya ada kesempatan untuk  kiia
meneriakkan hak-hak mereka, Apa salahnya kita bantu. (Wawancara
RM, 18 Mei 2009)
Selain mengusung isu meningkatkan perskonomian perempuan, RM jugs
mengangkat persoalan keterwakilan perempuan dalam ransh politik. Karena
keberadaan persmpuan di parlemen sangat penting, khususnya agar dapat
menyuarakan  isu-isy  perempuan. Tetapi sangat  disayangkan--menurut
pengamatannya-—para elit partal vang dominan laki-laki v tidak serius
memerhatikan keterwakilan perempuan. Seharusnya ada prosentase keterwakilan
perempuan yang signifikan agar dapat mengartikulasikan kepentingan perempuan,
karena masyarskat Aceh itu kebanyakan perempuan. Selain itw, kebutuban
perempuan ity spesifik, dan hanya perempuan saja yang dapat memahami
kepentingan perempuan dengan lebibh baik.

Menyoal rendahnya pilihan masyarakat terhadap caleg percmpoan pada pemilu
2009, MN menyelisik penyebabnya adalah ketidakseriusan para ¢lit partai untuk
memperjuangkan caleg perempuan. Ia tiduk setuju dengan pendapat sebagian
kalangan bahwa kualilas caleg perempuan ity rendeh, Karena bisa jadi kualitas
caleg perempuan lebih baik daripada caleg laki-laki, misalnya dalam budgeting,
dan inilah yang menjadi salah sato keunppulan perempuan. Jedi, usatuk

menyelamatkan negara, maka seharusnya setengah anggota dewan itu perempuan,

Ini kan pembiaran, karena cenderung laki-lald itu ken korup, ego, dan
dia berpikir yang besar-besar saja. Padahial yang kecil-keoil ini kalau
tidak dipikir jadi penyakit juga. Di situlah kerja sama antara laki-laki
dan perempuan, va. Laki-laki memikirkan hal besar, dan perempuan
memikirkan hal kecil. (Wawancara MN, 16 Mei 2009)

Seolah mengamint pendapat rekannya sesama politisi perempuan, DW dari Partal
Aceh mengatakan,
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Kalau saya sendiri melihiat dari pengalaman anggota legislatif yang
sudah pernah duduk di dewan, dari pengakuan perempuannya, rass
tanggung jawab perempuan iu lebih tinggi daripada [laki-aki
Makanya saya melihat hari ini yang ferpilth untuk menduduki kursi
dewan kembali adalah perempuan yang sudsh pernah dudek,,.Jtu
berarti perempuan tersebot dipilih lagi karena kinerjanya sudah
terbukti ketika ia duduk di dewan. {Wawancara DW, 16 Mei 2009)

Dan dalam wawancars dengan ES dari partal SIRA, fa berpandangsn bahwa
konsep gender bukan sesvaty yang menakutkan sehingga harus dijauhi. Karena
konsep gender juga disjackan di dalam Islam. Jadi, pilihan untuk terlibat dalam
ranah publik #u berpulang kepada keinginan masing-masing perempuan, bukan
karena ada batasan dalem Islam yang dialamatkan kepada perempuan untuk tidak
berpartisipasi dalam ragah publik, Ketika perempuan memifth untuk menjadi iba
rumah tangga saja, itu jugs merupakan satg pifihan politis, Penuturan BS ini
mengindikasikan ia teiah memahami konsep politik feminis persend! is political.
di mana, persoalan politik bagi perempuan mencakupi seluruh dimenst dalam

hidupnya dan melintasi ranah privat maupun publik.

Mengenai adanya Perda Syarish yang membatasi perempuan agar tidak keluar

runah gdi atas jam 9 malam, ES menghkaitik,

Seharusnya pemerintah tidak boleh melarang, tetapi member
fasthitas kepadn mereke agar mereka aman di jalan.. Negara
schapusnya memerhatikan perempuan dengan membual peraturan
tentang cuti hamil, haid dan menyusui, seris peraturan-peraturan lain
yang memihek kanm perempuen. {Wawancara ES, 12 Mei 2009)

Kegemilangan perempuan Acch di ranah politik tenggelam akibat konflik yang
berkepanjangan, Perempuan lehih terpuruk dibanding laki-laki karena perempuan
tidak bisa bebas pergi sepeeti laki-luki. Baayak perempuan vang memikirkan
anak-anak dan keluarga dan mencari nafkah, schingga tidak sempat belajar. Selain
itu, partisipasi perernpuan di ranzh publik jauh lebih rendah dibanding laki-laki.
Kalaupun fa berada di ranah publik, maka jabatannya juga rendah.

dMeturut ES, untuk memberikan kesempatan bagi perempuan agar bisa maju,
seharusnya suami berbapl tanggung jawab dengan istrl. ES pernah mengikuti
pelatihan di Malaysia di mana mereka mengukur pekerjaan perempuan dan
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pekerfaan laki-loki sepanjang hari, dan temyats pekerjaan perempuan lebih
banyak daripada pekerjaan laki-laki.

Sementara RS dari PBA mengangkat persoaien maraknya pelacuran di kalangan
muhasiswi karena desaken kebutuhan,

Kemudian kifa juga melihat banyvak remaja-remaja putri kita yang
hamil di lvar ntkah. PSK-PSK juga meningkat di sini, nggek ada
yang perhatikan dan peduli kenapa mereka melakukan itu? Apa yang
mereka cari? Kadang-kadang kan banyak anak mahasiswa yang jadi
PSK. Mungkin dia periu biaya untuk kuliah, karena tidak mampu
terpaksa jual dirl misslnyae, atau karena falctor-faktor lainnya, It
merupakan bal yang sangat-sangat disayangksn. (Wawancara RS, 12
Mei 2009}

SM dari PA mengaugkat isu-isu perempuan vang bersinggungan dengan KDRT.

Menurutnya, banyak sekali terjadi KDRT karena suami tidak memiliki

pengetahuan yang luas. Karena ity, iz akan berusaba keras agar undang-vndang

tentang KDRT itu berjalan dengan baik.

Melihat begitu beragamnya persoalan-persoalan perempuan yang diangkat oleh
para informarn, hal itu mempertegas urgensi keterwakilan perempuan di parlemen.
Menurut Phillips (20} sebagaimana saya kutip pada Bab 2, ada dua jenis
keterwakilan, yaitlz keterwakilan dalam gagasan dan keterwakilan dalam
kehadiran. Selama ini, demokrasi kila menganut sistems keterwakilan dalam
gagasan, sehinggsa isu-isu perempuan ity lebih banyak dan cukup disnarakan laki-
taki. Namun pada kenyataannya isu-isu perempuan tidak mendapatkan prioritas
untuk dibahas di parlemen. Memang laki-laki sedikit banysk memiliki kepedulian
terhadap isu-isu perernpuan, tetapi tidak sesensitif perempuan dalam memahami
persoalannya sendiri. Karena i dibutuhkan keterwakilan dalam kehadican,

sehingpa dudukiya perempuan dalam parlemen itu mutlak diperiukan,

4.1, Perbandingan ¥isi Dan Misi Responden

Informan Partai Vist dan Misi
#  Perlindungan terkadap perempuan dart diskeiminasi, saleh
g PRA satunya tetkall mwasaish pencempan syarist Isfam yang
meragikan perampuan.
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»  Pensrapan syerist Islam yang lebih mencerminkan keadilan,
*  Pemingkslan ckonomi perempusn dalae bentak Aome-

RM PDA indusiry.
»  Meningkatkas keterwakilan perempuan  dolam  ransh
palitik.
BN SIRA »  Maningkatkan keterwakilan perempuan,
*  Ressterman getider dan perlskuan yang adil terhadap
ES SIRA perempusn, saialy satonye dalam mesalah Perda Syariah.
- PBA ¢+  Pemberdoysan perempuan utiul mencegah  kebéradsan
PEK.
s pa $  Perlindungan terhadas peremptian, terotams dasi masalah
KEBRT.
oW PA «  Pemberdaysan parempuan,

Setelah mengamati tabel di atas, maka kita dapat melihat bahwa visi dan misi para
caleg perempuan sejauh ini tidak jauh darl pemberdayaan dan perlindungan
terhadap perempuan. Sebagal gagasan yang ditawarkan kepada konstituen, vist
pemberdayaan dan perlindengan dihadang dengan tanda fanya besar tentang
keefektifannya untuk menarik simpati masyarakat, Ini karena isu pemberdayaan
dan perlindupgan perempuan masih terlalu kecil untuk menjaring suara yang
signifikan dan mengantar seorang caleg ke lembaga legisiatf, khususnya bagi
masyarakat Aceh yang baru kelvar dard konilik dan masih menderita di bawah
garis kemiskinan. la masih kalah penting dengan isu-isu sepertt perdamaian,
peningkatan ekonomi, penicrintshan vang bersih, den penerapan syarizt Islam.
Dapat dikatakan bahwa kebanyakan pemilih menjatuhkan susranva karena
didasari motif pribadi, bukan solidaritas. Pandangan masyarakat Aceh yang tidak
menganggap isu-isu perempuan sebagai sy yang urgen itu tidak dapat dibebankan
kesalshannye di pundak mereks saja. Kalau isg ind tidak mendapatikan respons
yang besar dari masyamkal, make scharusnya perempuan melakukan strategi
dengan mengusung isu-ist yang mampu memaring banyak pemilih, semacam
perdamaian, peningkatan ekonomi, dan lain sebagainya, Hal ini dilakukan tentu
saja tanpa menyingkirkan ise pemberdayaan dan perfindungan perempuan sebagai
salah satu dari inti aktivitas politikaya. Dengan mengusung isu-isu vang lebih
populer, maka diliarapkan perempuan lebih berpeluang untuk memperoleh kursi
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di dewan legislatif, dan pada saat itulah fa memiliki kesempatan yang besar untuk
mefakukan banyak hal terkait pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

Selain ity, ada satu fenomena khusus terkait vist dan misi caleg perempuan dari
Partai Aceh. Betapapun bagusnya vist dan misi yang mereka usung, hal fiu tidak
berdampak positif bagi caleg perempuan itu sendiri. Hal itu karena Partal Aceh—
sebagaimana akan dijelaskan nanti—dalam kampanyenya Jebih mengedepankan
visi dan misi partal. Mereka lebih dominan memperkenalkan partai kepada
konstituen, sehingga hal ini menjadi semacam peredam bagi visi dan misi yang
disuarakan perempuan.

4,3.2. Peran dan Dukungan Keluarga

Dari wawancara dengan parz infonman, says mendapati bahwa sebagian besar
informan memperoich dukungan yang positif dari keluarga masing-masing.
Dukungan darl keluarga menjadi modal besar bapi perempuan untuk bersni
memutuskan teffun ke dunia politik. Sebagaimana lazimnya, budaya timur masih
memegang teguh konsep kekeluarpaan dan mengangeap keluarga sebagal bagien
penting dart hidupoya. Selain itu, perempuan masih terbelengiu budaya patriarkal
yang memasungnya dalam ranah domestk, sehingga i@ akan sulit merambahi
dunia politik jika kelvarga tidak mendukung kariernya secara penuh. Berikut suara
perempuan menyuarakan dukungan keluarga yang ia daputkan terkait dengan
karieraya di dunia politik.

4.2. Dukungan Keluarga

INFORMAN KUNC! DURINGAN SUAMI DUKTIRGAN KELUARGA
HESAR
KM (PA) Sangat Mendukung 3#&8‘ Mﬂf;’duk:kns
- Memotivesi  SM etk | ooooewndn
bergabing « Sosialisasi kampanye
DWW (PA) tidak mendukuag Anskeanak  dan keluarga besar
tidek melarang, namue  tidak
mereberikan  dulungsn  secars
maksimal
ES (S1R4) Sangat mendukung Awalnye kelusrga komplain, tapi
~ Sesima akiivis partai SIRA akhimnya menjadi Hen sukses pada

~ tkut membanty vrusin domestik § pmoen knmpanye; memasang
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- Meajadi jurkam spanduk, bagl stiker,
menghimpun massa, mendanei,
kampanye door (¢ doer

MN (STRA) Senpat mendukung Menjadi tim sakses pada masa

- Seseme gktivis parini SIRA kampanye; memaseng spanduk,

- Tkt membante yrusan domestik | paei sriker, menghimpun masss,

- Mﬁﬂ}adi tim sukses msndanis

SW (PRA) Sangat mendukung Tkut membanty kempanye ;
- Menjadi tim sukses promosi dan sosiafiswst dan
~ Mendanai finansial
RM (PDA) Sangatl mendukonag Kerang  mendukung  karena

- Meaemani rapat malsm Barl ‘nyaicg’ dari parlok yang Hdak

- Mendanaf kampenye popler

- Muernpemangali dan mengasikan

RS {PBA) Sangat mendukong Mendukung namun fidak terlalu
= [kut menemant rapat maksimal

- Mendanai

SW menyatakan tidak merass memperoleh hambatan dari keluarga karena lahir di
tengah keluarga yang demokratis. Seami juga memberi dukungan dan salinp
menyokong satu sama lain. Bahkan ia mendapatkan keuntungan dari keberadaan
orang tuanya sebagal seorang pury agama. Hal itu membantunya untuk melakukan

promosi dan sosialisasi sewakiu kampanye,

Sementara itu, RM berusal dari keluarga terpandang dan dikenal luas di Baada
Acch, karena abang kandung ibunya, almarhem Tgk. H. Dimurtala, adalah
pemilik stadion Lampineung, Suaminya jugs mendukung secara peauh, terbukti ia
ditemani suaminya ketika ia harus rapat i malam haid. Ketika RM merasa kecewa
dengan parfainya, suaminya memberikan motivasi untuk bertahan, Tidak jauh
berbeda dari RM, RS juga memperoleh perlakuan yang sama dari keluarganya,

dan ia fuga sering diunggui suami ssat rapat,

Bahkan ES bukan hanye mendapatkan dukengan dari suami. Lebih dari i,
keferlibatannya dalam ranah politik selak SIRA (Sentral Informasi Referendum
Aceh) adalah karcon rekrutmen ssaminya, Lalu keterlibatannya itw berlanjut
ketika SIRA bermetamorfosa menjadi partai politik dengan akronim Suara
Independen Rakyat Aceh.

Kondisi sgak berbeda dialami DW, Pada mulanys suami tidak mendukung dan
cenderung menentang, scdangkan anskesnak  tidak mempersoalkan. DW
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merupakan simpatisan GAM pada masa konflik, sedangkan suaminya bersikap
netral terhadap perjuangan GAM. Tetapl sctelah melihat kebulatan tekad DW
untuk terjun dalam dunia politik, akhirnya suami membebaskan piliban istrinya,
dan kalau ada perbedaan pendapat di antara keduanya mengenai sikap politiknya,

maka ha! itu diselesaikan secara demokratiz,

Sama seperti DW, ES juga mendapatkan kompiain dari kelvarganya teckait
akiivitasnya di partai SIRA. Tetapi kali ini komplain tidak datang dari suami,
melainkan dari orang tuanya. Namun itu semua tidak menyurutkan semangatnya
unfuk terus aktif. Terlebih lagi ia mendapat dukungan penuh dari suami. Bahkan
ketika pada masa kampanys i mana ja merasa terbatasi geraknya lantaran tugas
mengasuh anak yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja, maka suemi pun
membantunya dag menggantikan tugasnys di rumah, Selain i, ketika twrun ke
dacrah, ia selalu minta suami yang menemani karena ia merasa lebih aman kalau
ditemani suami, juga karena suami sudsh paham betul tentang apa itu SIRA.
Dalam kampanye, ES mendapatkan nilsi tambah dari keluarganya. la menganggap
ring periamanya adalah keluargs yang mendukeng. “Jadi, walaupun keluarga
tidak dibayar, mereka tefap setia mempromosikan kita; pilih dia, pilih dia?”

ujamya.

Dari penjabaran pengalaman informae di atag, dapat disimpulkan bahwa proses
pengambilan kepntusan perempuan untuk terjun ke ranah politik jauh lebih sulit
ketimbang faki-laki. Pada sast perempuan terjun ke ranah politik tidak serta merta
ia terbebas dari tanggung jawab domestiknya. Padshal kerjaan seorang aleg tidak
mengenal waktu dan tempat. Ironisnyz lagi sistem politis yang ade di partai
maupun lembaga legislatif masih sangat buta gender. Tidak ada pomisahan atan
pembagian jam kera terhadap aleg perempuan dengan memperhitungkan
kesibukan dan tanggung jawab perempuan di rumah. Akibatnya sering terjadi
double burden bagi perempuan yang memutuskan berkarier di wilayah publik.
Solusi dari permasalahan ini merujuk pada pendapat Mill bahwa jika ingin
mendorong perempuan ke wilavah publik, harus diikuti dengan menarik faki-faki

ke ruang privat (Tong).
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4.3.3. Dukungan dari Gerakan Aktivis Perempuan

Gerakan perempuan di Aceh sehenamya telah mengalami kemajuan vang besar,
Ada banyak organisasi perempuan dan anak yang lahir pasca perdamaian di Aceh,
bahkan sebelum itu. Setidaknya ada dua puluhan organisasi perempuan di Aceh
yang ada dalam catatan says, Yang pertama adalah kelompok Flower. Sebuah
kelompok perempuan Acch pertama didirikan tabun 1985 dengan twjuan
mengatasi Konsekuensi pemaksaan brutal darl Tentara Masional Indonesia (TNT)
keprda GAM. Kelompok ini dipelopori oleb aktivis perempuan yang bernama
Suraiyah Kamaruzzaman {www. pase.compas.com). Selain itu, saya juga mencatat
sebuah organisasi yang bernama MiSPT (Mitea Sejati Perempuan Indonesia) yang
berperak di bidang pemberdayaan perernpuan. Ada pula Lathifah Foundation yang
didirikan oleh MN, sebuab organisasi yang bergerak di sektor bukum dan
perdamaian. Ada pula organisasi Beujrok yang dalam bahasa Indonesia berarii:
semoga apa yang dilakukan berhasil dan mepiadi sempurna serta diridhol Allah
SWT. Beujroh Izhir pada Janvari tahon 2005 di Banda Acch dengan membawa
misi: 2} meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh khususnya perempuan, b)
meningkatkan sumber daya masyarakat Aceh khusesnye perempuan melalui
pendidikan informal, ¢) mendorong perempuan untuk berpartisipast dalam sektor
publik, d) memberikan penyadaran dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan
(werw. beujroh.org) Organisasi-organisasi perempuan lain yang ada dalam catatan
saya adalaly Pasat Studi Gender (PSG) Unsyiah, Yayasan Adista, Yayssan
Pembinaan Kesiapan Generssi Muda, Kapal Perempuan, Yayvasan Anak Bangya,
Kelompok Kerja Transportasi Gender dan Anak {(KKTGA), Balai Syara Ureung
Inong Aceh, Save Emergency for Aceh (SEFA), Solidaritas Perempuan Bungong
Jeumpa Aceh, Liga Inong Aceh (Lina), Koalisl Perempuan Indonesia, Yayasan
Bungong Jeumpa dan Yayasan Pulih.

Banyaknya organigasi perempuan itu seharusnya memberikan kontribusi yang
positif bagi upaya memperjuangkan keterwakilan perempuan dalam lembaga
politik. Namun dalam hal ini ada catatan tersendiri vang diberikan Zubaidah, salah
seorang responden kami dari kslangan aktivis perempuan. Menurninya,

perfuangan yang mereka [akukan selama ini hanya pada level hilir, tidak sampai
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kepada memengaruhi kebijakan pemeriniash untuk menyelesaikan masalah-
masalah yang dihadapi perempuan. Ketika keran politik dibuka schingga
memungkinkan para akiivis untuk duduk di lembaga legislatif dan memengaruhi
kebijakan, peluang tersebut tidak dimanfaatkan. Justeru yang merespons peluang
ini adalah para pendatang baru, seinentara para aktivis perempuan yeng telah
memiliki kapasitas yang kuat banya menjadi penonton. Parahnya lagi, para
pendatang baru ite pun tidak diberikan penguatan yang cukup. Hal ini menurutnys
menandakan adanya perspektif keliru di kalangan aktivis perempuan vang harus
dibenahi.

Selain itu, di antara gerakan-gerakan perempuan Aceh vang ada belum ferbentuk
agenda bersama dan Resatuan vist sehingga épa yang mereka fakukan selama ini

tidak terkoordinasi dan bekerja sendiri-sendiri,

Isu bersama masalah ini bagaimana partisipasi politik itu juga bisa mengadi
bagian dari komponen perempuan, upaya ke sana ity aps, kan musfinys
gity, lebih runut lagi seperti apa, tindakan konkretnya gimana, apa yang
sckarang sudah sampai di sana, itw yang belum nampak hari i
{Wawancara Zubaidah, 20 Mei 2008},
Richard E. Matland mengatekan salzh satu fakior vang memengarahi
keterwakilan perempuan 4i politik zdalah dukungan dari peralcan aktivis
perempuan, Selanjutnya ia menjelaskan bahwa organisasi perempuan dapat
membantu perempuan, dengan memberikan perempuan febih banyak pengalaman
dalam arena publik serta dapat membantu perempuan membangun rasa percays
diri dan dapat menyediakan satu basis dukungan jika perempuan bersaing merebut

kursi legislatif.

Dukungan dari gerakan aktivis perempusn memegang peranan penting dalam
mengadvokasi dan melakukan pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas caleg
perempuan. Ketujuh informan merasa sangat terbantu dengan berbagal fraining
dan pendidikan politik vang difasilitasi oleh mercka, meskipun belum dirasakan
memadai untuk meningkatkan slektabilitas perempuan, dan masih terkesan untuk

proyvek dan kepentingan penyelenggara,
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Bagi RM yang baru terjun dalam kancah politik, training dan pendidikan politik
yang diberikan gerakan aktivis perempuan dirasakannya sangat membantunya
dalam meningkatkan pengetabuan politiknya sehingea ia lebih percaya dir,
semangat dan tidak canggung, Meskipun sebelumnya ia sangat berjarak dengan
dunia politik. Tetapt RM menyadari bahwa iz belum membangun jaringan dengan
gerakan aktivis perempuan, Hal yang serupa juga dirasakan oleh RS,

ES juga menyatakan bahwa dukungan yang diberikan oleh gerakan perempuan
adalah dalam bentuk srafmng dan pengualan caleg perempuan feapacity building,
dan ja menyayangkan kepepa dukungan dan peadsmpingan mercka it tidak
berkefanjutan.

Padahal selama satu tahun sebelum pemilu, mercka tidak pernah
berhenti mengadakan fraining terhadap perempuan,” ujarnya, Tetapi
setelab pemily mereka dism, tidak ada tindakan apapun dari mereka,
padahal caleg-caleg perempuan itu di masa mendatang masih punys
potensi unfuk berparfisipasi dalam pemilu (Wawancara ES, 12 Mai
2009).

Ia juga mengelubkan sisferhoad yang dibangun antar sesama aktivis perempuan

masih Kurang, meskipun secara pribadi ia telah membangun jacingan antar akiivis,

DW jugs memberi pernyataan yang sama bahwa dukungan LSM perempuan

masih sebatas dalars bentuk pemberian fraining tentang sirategi kampanye,

SM dari PA tidak berbeda jaub dari dua informan sebelumnya. SM menambahkan
kekecewaannya terhadap para aktivis perempuan karena fraining-fraining itu
hanya diberikan kepada para caleg perempuan. Padahel menurutaya yang hams
diberikan wawasan politik itn tidak hanya caleg perempuan, tetapi juga
masyarakat pemilih agar mercka menjatuhkan pilihan mercka pada caleg

perempuai,

HBoleh dibilang LSM-LSM yang ada sekerang itz mengadakan
fraimmg-fraining hanya untuk caleg, seharusnyas pemilth yang di
training lebih banyak. Dan harus diberikan pemabaman kepada mereka
bahwa caleg perempuan ini sebagai perwakilan perempuan, Schingga
perempuan di parlemen dapat mewakili aspirasi perempuan di juar
pariemen, dan iy yang belum dipahami dan sangat kurang
disosialisasikan. Selama ini praining-fraining dan pendidikan politik
itu hanya untuk calep, untuk caleg, untuk caleg, beberapa kali caleg
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terus, tapt tidak ada pemilih vang diundang. Idealnya, dari setiap
Kampong diambil satu atan dua wakil untuk kot fraining. Ada
kemarin itu di daerah Pidie, sckali...Seharusnya fraining seperti itu
dilakukan untuk menyocsialisasikan memilih caleg perempuan, fapi
nampaknyz masih kurang ke arah itu. Di tambah lagi peseria training
itu adalah perempuan menengah ke atas dari segi pendidikan, padahal
banyak perempuan-perempuan di pedesasn yang tidsk tersentub
sosialisasi tersebut. {Wawancara SM, 27 Mei 2009}
Ada hal menarik di sini yang dilaporkan SW, bahwa kebanyakan aktivis
perempuan tidak mau ikut terjun dalam politik prakiis atau partai, Nanwn ketika
perempuan gagal mencapai 30 persen keterwakilannys, mereka bara menyesali
kenapa tidak cukup ada perempuan. Lalu mereka mulal bereaksi ketika
Mahkamah XKonstitusi memutuskan pomenang berdasackan suara terbanyak,

karena takut {idak banyak perempuan yang terpilih,

Dari wawancara dengan para informan, terlihat bahwa mayoritas caleg perempuan
belum membangon jaringan dengan pars aklivis perempuan, babkan belum
memiliki kesadaran akan hal fersebut, Padshsl menurot International IDEA
scbagaimana saya kutip pada Bab 2, salsh satu hambatan pokok dalam sistem
politik vang membatasi partisipasi perempuan adalah lemahnya kerja sama
dengan organisasi perempuan, Menjelaskan hal tersebut, Soetjipto mengingatkan
bahwa kaukus perempuan partai politik perlu membuka komunikasi dan
melaksanakan dialog berkelanjutan dengan jaringan perempuan di huar partal yang
terjudi atas organisasi perempuan, kelangan akademisi, media dan kelompok
strategis lainnya. Organigasi perempuan dan LSM dapat berperan penting dalam
membangun basis dukungan bagi kandidat perempuan, Organisasi-organisasi
perempuan inilah yang dapat menpambil peran dalam pembangunan karakter
kepemimpinan pergropuan, membanguen dukungan massa dan membuka akses
bagi caleg perempuan untuk menjadi tokoh politik yang penuh percaya dirt tampil
di depan masyarskat. Semuz iu depat dilakukan karena mercka memiliki
legitimasi sosial dan formal serta memiliki jaringan secara geografis yang akan

membantu caleg perempuan terutama di masa kampanyenya,

4.34. Kemampuan Finanstal
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Cantor dan Bernay (83) mengatskan bahwa banyek kandidat {caleg) perempuan
yang menganggap menghimpun dana sebagai aspek yang paling sulit dan paling
tidak disukai dalam karier politik mereka. Padahal hal tersebut penting dilakukan
untuk bisa mewujudkan kampanye yaog berhasil. Darl wawancara saya dengan
informan, ada scbhagian caleg perempuan yang biaya kampanyenya ditanggung
partai, ada yang memperoieh bantuan dana dari partai, dan ada yang menanpgung

sendiri seiaroh bisya kampanyenyé.

RS mendapatkan dana sehagian dari partai, dan sebagian dari dana pribadi. DI
tengah-fengah kampanye ia membaca situasi dan menganalisa kondisi vang ferjadi
wakty itu sehingga merasa pesimis untuk lolos dan memutuskan untuk tidak
miengeivarkan vang pribadi febih banyak lagt.

Sementara SM dan DW memperoich dana kampanye dari partai PA. Di antara
partai-partai politik yang lain, partail PA adalah partai yang paling besar sumber
dananya, sehingga dapat dikataken bahwa SM dan D'W tidak mengelvarkan wang
sedikit pun untuk keperluan kampanye, Tetapi ia fGidak memperoleh keunfungan
secara pribadi yang cukup dari kegiatan kampanye partai, sebagaimara akean sava
jelaskan pada poin dukungan parfai terhadap caleg percmpusn pada masa
kampanye. Fenomena tersebut sesual dengan apa yang dipaparkan Karam (21)
bahwa meskipun partal-partal  politk  memiliki  sumbersumber  untuk
menyelenggarakan kampanye pemilihan, tetapt perempuan tidak memperoleh
keunfungan dart sumber-sumber itu, Sebagai contoh, partai-partzi tidak memberi

dukungan dana yang memadai untuk kandidat perempuan.

Sementara caleg ES mengakui dans kampanye yang dikeluarkannya sangat besar
dan bersumber dari dana pribadi, keluargs dan pinjaman. Beban semakin berat
lantaran ia dan suaminya sama-sama menjadi caleg nomeor urut 1 dari dapil yang
berbeda. Bahkan dana yang dikeluarkan suaminya lebih besar. Ini terjadi karena
faktor keberanjan dalam mengambil risiko dan beban moral, df mana laki-leki

memiliki keberanian vang lebih tinggi.
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Besarnya dana itu lebih karena sikap masyarakat yang pragmatis dan menontut
macam-macam. Dalam pikiran masyarakat, caleg tidak mungkin tidak punya

vang. Menytkapi hal itu, caleg ES berujar,

Tapi dengan segale upaya Mnsya'afleh kita penuhi, walacpun
kemudian ada istilahnya ‘sedekah politik’, kalau di SIRA. Apa
maksudriya sedekah politik? Kalau nggak menang, ya niatkan saja
sedekah, Kan kita nggak mungkin tarik lagi apa yvang kita kasih ke
orang, {Wawancara ES, 12 Mei 2009)
Rakyat tidak terbiasa dengan belajar politik. Padahal, tuntutan mereka yang
membuat caleg harus berhutang ity justeru akan menjadi beban, “Makanya ke
depan, kalan seumpama masyarakat masih menuntut ini den itu kepada caleg,
takutnya kstika caleg duduk tidak memikirkan rakyat duly, tapi cari vang untuk
menutupi ntangnya duly, itu yang harus dipahami,” tandas caleg ES, Hal it
teriadi menurutnyz karena masyarakat sudah terbiasa diiming-imingi uang dan

bantuan dari caleg sehingga mereka berpikir pragmatis.

Kendala yang sama juga dialami glch MN teman separtainya. Iz mengelubkan
banyaknya tuntutan masyarakat terhadep materi, padshal menurutinya itu justeru

merugikan mereka.

Karena kan perempuan misalnya &aqvak saya, saya man naik, kalau
ada tabungan, kalaw nggak kan tergantung pada suami, atau
pendekatan-pendekatan kepada pengusaha. Cuwmers kalau kila
melakukan pendekatan kepada pengusaha, itu juga risikonya pada
masyarakat, Kita sudah ada deal-deal, kalau kamu menang, kamu
ikutkan saya dalam proyek inl. (Wawancara MN, 16 Mei 2009}

Cantor dant Bamey (83) memaparkan bahwa kekhawatiran caleg perempuan iebih
disebabkan olch scberapa besar mereka barus membalas jasa kepada para donatur
yang memiliki kepentingan tertentu, I sebabnya mereka berharap ada cara yang
lehih baik daripada menerima donasi sepert] itu.

Untuk mengatasi masaleh dana yang menjadi beban terberat bagi caleg
perempuan, mereka tidak memperoleh dukungan dari gerakan asktivis perempuan
untuk mencarikan donatur bagl mereka, Cantor dan Bernay (84) memaparkan

babhwa kaum perempuan kurang memberi dukungan kepada caleg perempuan
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secara finansial, tidak sebagaimana yang dilakakan laki-laki terhadap caleg laki-
laki. Karena itu diharapkan dengan beriambahnya jumlah perempuan yang kian
memperoieh posist mapan di bidang bisnis dan pendidikan akan mampu dan rela
memberikan  sumbangan besar seoars  finansial kepada caleg perempuan

berpotensi.

Pan menurat International IDEA sebagaimana saya kutip pada Bab 2, salah sats
hambatan pokok dalam sistemn politik yang membatasi partisipasi perempuan
kurangnya dukungss parpol pada pendanaan dan strategi kampanye bagi kader-

kader dan caleg perempuannya.

4.4. Partisipasi Politik Perempuan di Parlok

Dalam sistern demokrasi yang menganut sisters deliberatif menurit Young,
kepentingan mayoritas tidak selalu harus menentukan proses pérumusan kebijakan
tetapi juge ditentukan oleh persetujuan kelompok-kelompok fain dengan alasan
tertenty yang menyertainya. Mode! deliberatif inl memuet empat aspek normatif
yaita: inclusion. equality, reasonableness, dan publicity.

Inelusion sendiri mergjuk pada upaya dimasukkannya aspek-aspek yang
menyertal proses perumusan kebijakan dan pengambilan kepotusan, equaiity
berarti tidak hanya mayoritas yang harus terlibat dalam proses demokrasi tetapi
setiap masyarakat yang terlibat dalam proses demokras: secara keseluruhan harus
dianggap setara posisinya baik dalam perusmusan kebijakan (mput) maupun
penerimaan hasil dari kebijakan (oaipud) yang dihasilkan sehingga tidak ada vang
termarjinalkan. Reasorableness, datam setiap proses demokrasi membutuhkan
orang-orang yang layak yvaog terlibat di dalamnys, cara berpikir yang layak, dan
kelayakan hasil yang diperoleh, Kelayakan int ditunjukkan dengan kemauan untuk
mendengarkan ide-ide orang lain terlepas apakah ide itu benar atau tepat seperti
yang dibutubkan, tidak menempatkan kepentingan dirinya di atas kepentingan
orang lain, kemavan wntuk mengubah pendapat atau preferensi ketika ada

permasalahan kolektif fain vang lebih relevan untuk didahulukan, dan lainnya.

Duri sistem demokrasi yang ditelaskan Young di stas meniscayakan keterwakilan
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perempuan dalam berbagai kegiatan pembuatan kebijakan. Oleh karepanya
keterlibatan perempuan dalam pendirian partai, pengambilan kebijakan di partai
mekanisme pencmpatan dapil dan pemberdayasn perempuan menjadi indikator
demokratis atan tidaknya sistem politis yang dibangun oleh suatn partal.

4.4.1. Partisipasi Perernpuan dalam Pendirian Partai

Perlunya meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik menurst Anne
Phillips {62-3) setidaknya dilatarbelakangi oleh empat pemikiran. Pertama,
meningkatkan keadilan antara laki-laki dan perempuan melahsi pendistribusian
kekuasaan yang merata guna menghindari dominasi kekuoasaan oleh laki-laki yang
akan menyubordinasi perempuan, Kedua, menyuarakan kepentingan perempuan
yang berbeda dari laki-laki. Ketiga, membawa perubahan pada budaya politik
masyarakat, Politik yang didominasi oleh nuansa ‘maskulin’ dapat berubah sesuai
dengan nilai dan kebiasaan yang dibawa oleh perempuan dalam politik perbedaan
hubungan perempuan terhadap politk. Keempat, memberi contoh kepada
perempuan lainnya untuk lebih percaya dirt tampil di panggung politik .

Agar proses partisipasi politik perempuan dalam partai berjalan lebib mudah,
makz perempuan perin terlibat sejak awal pendirian parpol. Hal inf penting bagi
perempuan, apar ia dapat memberikan suara dan idenya dalam perumusen
kebijakan partal, Juga penting bagi partai stk menyerap selurnh aspirasi
berbagai  kalangan  termasuk  perempuan.  Karena  sistem  demokrasi

mengamanahkan keterfibatan seluruh anggota dalam perumusan kebijakan.

Melihat keterlibatan perempuan dalam pendirian Parlek, terdapat empat informan
yang terlibat dalam pendirian partai sejuk awal. MN dan ES yang telah bergabung
dengan SIRA referendum turet membidani lahirnys patal SIRA (Suara
Independen Rakyat Aceh} yang merupakan metamorfosis dari organisasi SiRA
{Sentral Informasi Referendum Aceh), organisasi vang memfasititasi rakyat Aceh

uatuk menuntut referendum.
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Di partai PA, DW berpartisipasi dalam pendiran partai, meskipun ia tidak
termasuk tim khusus perumusan AD/ART yang menurut penuturannya tidsk ada

satu perempuan pun yang teriibat dalam tim kKhusus tersebut.

Sementara itu, SW terlibat secara intens dalam proses pendirian partai. Rangkaian
proses pendirian partai yang dimulai dari mengadakan kongres FPDRA (Front
Porlawanan Demokratik Rakyat Aceh) yang kemudian melshirkan KP-PRA
(Komite Persiapan-Partai Rakyat Aceh). Proses selanjuinya KP-PRA kemudian
mendekiarasikan pembentukan Partai Ralcyat Aceh. Serangkaian akiivitas ini idak
saty pun terlewat dari partisipasi aktifnya,

Sedangkan tiga informan fainnya tidak teriibat dalam pendirian partai. SM baru
direkrut oleh Partal Aceh tidak lama setelah partat ini didekiarasikan, Kondisi
yang sama jupa dialami RM. iz dirgkrut oleh PDA setelah parfai sto berdiri.
Adapun pertimbangan perekrutan RM oleh partai semata votek memenubi kuota
30 persen keterwakilan perempuan. Asumsi ind terbukti dengan bagairmana partai
memosisikan dan tidak pernah melibatkan ja dalam pengambilan kebijakan di
partai. Hal serupa juga terjadi pada RS, la diajak bergabung dalam PBA dengan
alasan yanp sama. Namun nasibnya lidak seburuk RM, karena partai iebth

menghargai dan mendukungnya.

Hal menarik yang saya temukan di sini adaiah keterlibatan perempuan sejak awal
dalam proses pendirian partai berpengaruh terhadap rumusan plotform partal dan
sisiem perpolitikan dalag partai. Misalnya saja MN, ES dan SW yang ferlibat
secara infens dalam proses pendirian parpod, dapat mengejawantahkan isu-isu
perempuan ke dalam rumusan ADJART dan program keija partai. Bahkan lebih
dari itu, mercka dapat menpubah sistem perpolitikan partai yang bernuansa
maskulin menjadi lebih sensitif gender. Contohnya penetapan jam rapat di siang
hari yang dilakukan oleh ES dan MN di partal SIRA, seria menggolkan syarat antt
poligami ke dalam safsh satu caleg PRA.

4.4.2. Peran Perempuan dalam Pengambilan Kebijakan
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Poin ini berusaha mengkritisi sejauh mans peran yang dijalankan para informan
terkait dengan posisinya dalem struktur pepgurps partai, dan sgjanh mana ia
terlibat dalam pengambilan kebijakan partai. Apakah kedudukan yang diberikan
kepada mercka dengan segala kewenangaunya, atauksh hanya untuk tujuan
memenuhi keterwakilan perempuan dalam struktur partai saja sebagaimana yang
dismanahkan undang-undang. Mengkaji masalsh inl sangat penting untuk
mengetahui peluang dan hamtbatan perempuan, karena keberhasilan mereka untuk
menjadi wakil di dewan i dipengaruhi salsh satunya oleh kebijakan-kebijaken
partai yang berpihak kepada perempuan, dan kebijakan-kebijakan yang demikian
itu tidak bisa dipabhami dangan lebih baik kecuali oleh perempuan itu sendirl.

Hasil wawancara dengan informan, terlihat behwa sebagian mformun tidak
terlibat dalam pengambilan kebijakan partai sesnai kedudukan dalem struktur
partai yang diberikan kepada mercka. RM dari PDA memberi kesaksian bahwa fa
tidak diberi wewenang untuk menjalankan tugas kesekretariatan yang seharusnya
sudah menjadi tangpung fawabnya. Semua wewenang yang berkaitan dengan
Jabatan sckretaris sepenuhnya dipegang oleh  sekum. Meskipun partai
memosisikannya scbagal salah seorang pengurus int, ia tidak pernah diber
kesemnpatan untuk berianya atau mengeluarkan pendapat dalam menentukan
kebijakan, “Saya malas ikat-ikut rapat, kayak patung saya di situ, ngapain?®
warmya dengan nada kesal la bara dimintai pendapatnya jika menyangkut

masaiah dana.,

Bagaimana kifa mau ngomong, nggak pernah ditanya, nggak pernah
diberi kesempatan. Saya baru akan ditanya kalau berhubungan dengan
masalah dana, kalau ada kendala dengan keuvangan baru saya diajak
pgomong. (Wawancara RM, 18 Mei 2009)

DW dari Partat Aceh mengalami nasib yang tidsk jauh berbeda. Haaya sesekali iz
dilibatkan dalam pengambilan kebijakan di partainya yang memang didominasi
oleh laski-laki. Dominast it terlihat pads keberadaan ¢im khusus perumus
AIYART partainya yang selurshnya berisi peogurus laki-laki saja. Tetapi Ia
dengan fanatismenya tetap membelas partainys bahwa kondisi  tersebut

dikarenskan minimnya jumish kader perempuan.
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Menurut saya, alasan ini tidak bisa diterima sepenuhnya karena perempuan itu
bukan tidak ada sama sekali, melainkan minim jumlahnya. Dan ife merupakan
masalah vang dialami kebanyakan pertzi lokal vang baru berdiri. Beharusnya
keberadaan peeempuan yang minim jumiashnya itw ditempatkan pada posisi yang
strategis, schingea mereka dapal mewarnal porpolitikan dan perpartalan di Aceh.
Hal ity tidak dilskukan, dap teriibat jelas kepedulian partai untuk mengakomodasi

aspirasi perempuan it masih sangat rendah.

Kirckpatrick mengatakan bahwa laki-laki cenderung menghambat partisipasi
perempuan agar tidak menduduki jabatan politik penting guna menjaga sigius
guo. “Laki-laki tidak melarang perempuan wniuk berpartisipasi dalam politik,
tetapi hanya merintangl opava mereka unfuk berpartisipasi dalars kekuasaan,”

jelasnya,

Kondist barbeda dan telah mengalami kemajuan agaknya ferjadi pada partal SIRA
{Buara Independen Ralyat Aceh), Hal ity bisa ditengarai dengan keberadaan ketwa
Balai Pemenangan Partai SIRA adalah seorang perempuan, vaitu Sa’diyyah
Marhaban, Dia adalah mantan juru ronding GAM di Helsinki, satu-satonya juru
runding perempuan, fulusan luar negert jurusan hubungan internasionsl Selain

itu, ketua eksternal partai SIRA juga scorang perempuan.

Hal vang serupa juga terjadi di PRA. Berdasarkan strukbur partai, diketahui bahwa
perempuan duduk dalam jebatan beadahara amum, juru bicara partal, dan keta
departemen perempuan. perenmplan pengorus partat telah diberl wewenang dan

tangpung jawab yang sesual.

Saya ingin mengulas permasalahan int dengan mengorelasikan peran yang
diberikan partai kepada perempuan dongan keferlibatan perempuan dalam
pendirian partal sebagaimana dijelaskan dalam subbab sebelumnya. Saya
menemukan bshwa perempuan-perompuan yang diberikan peran dalam pasta
adalah mereka vang sejak awal terlibat dalam pendirian parfal Sedanghkan partai
yvang dibentuk oleh laki-laki #u tidak sepenuhnya rela memberikan peran yang
signifikan bagi perempuan. Dari sini saya menyimpulkan bahwa laki-laki masth

cukup menunjukkan keegoisannya dan masih meragukan kapasitas perempuan.
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Jadi, untuk bisa menduduki jabatan inti dalam struktur pengurus partai sekaligus
menjalankan wewenangnya, perempuan berusahz sendiri dan membangunnya dari
awal, bukan menunggu pemberian darf orang lain, karena Kesadaran zkan
pentingnys keterwakilan dalam anti yang sehenamya tampaknys belum ada pada

mereka.

Hal ini sesuai dengan pendapat Dorothy (1988} babws perempuan harus terus
berusaha untuk membuktikan bahwa mereka pantas dan bisa diandalkan. Bahkan
politisi perempuan akan selalu dinilai dengan kriteria yang berbeda dan sering kali
kriteria tersebat lebih ketat daripada yang dikenaken pada laki-laki, Dan sebagian
besar pengurus perempuan di partal SIRA membuktikan hal itw dengan
keterlibatan mercke sejak awal dalam pendirian partai. Berbeda dengan politisi
faki-faki, di mana mereka dapat lebih mudah duduk di strukfor inti meskipun tidak
terlibat seiak awal dalam pendirian partai,

Ada hal penting yang ingin says tegaskan di sini bahwa tingkat keterlibatas
perempuan dalam partai itu jugs dipengarubi kerangka kerja lembaga, Semakin
melembaga sebueh parfai politiie—yaitu, diatur oleh seperangkat aturan yang
transparan, non diskriminasi, dapat dipshami dan adil—maka semakin ferbuka
bagi rakyst di lear struktur kekuasaan tradisional--termasuk bagi perempuan-—
antuk dapat meniadi calon. Sekaliknya, apabila pactai didasaskan pada kekuasaan
individual, tanpa strukiur lembaga yang formal, akan sulit bagi perempuan untuk
dinominasikan sebagat ¢alon. Peraturan partai yang memastikan kesetaraan
gender dalam pencalonan memiliki pengarsh positif dalam proporsi perempuan

yang terpifil dalam legislatif.

4.4.3. Penempatan Dapil Caleg Perempuzn

Mengenat mekanisme penempatan dapil oleh partai, jima darl tyjub informan
mengaku dilibatkan dalam proses tersebut dan merasa puas  dengan
penempatannya. Sedangkan dua informan, yaitu SM dan DW dari PA, sama sekali
tidak dilibatkan dalam proses penempatan dapil. Hal Htulsh yang membuat mereka
sangat kecewa dengan kebijakan partsi yang menurut mereka tidek demokratis.
Terkait masalah tersebut, W mengatakan,
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Saya tidak ditanya sama sekall mengenai dapil, itu yang membuat
saya kesal. Sava sendiri jatuh ke dapil 1, padahal saya mengira akan
ditempathkan dt dapil 2 atau dapil 8. Kalaupun f0% saya ditempatkan di
dapil 1, scharusnya kan ada informasi terlebih dahuly, ataupun ada
sharing lah dengan kita, Tapi ini nggek! Langsung <itempatkan tanpa
bertanya dulu (Wawancara DW, 26 Mei 2008).

Bakkan lehil jauh DW berkomentar bahwa salah satu faktor kegagalasmya untuk
mencapal kursi legislatif adaleh karena fa ditempatkan di dapil yang bukan
merupskan basis massanya.

Kalaw bicara mengenai peluang untuk Rami perempuan sebenamya
sudah bagus, tetapi ve. kadang-kadang dalam penempatan dapilnya
yang tidak sesuai. Sepert! saya ditempatkan bukan pada dapil yang
kita mempunyai background basis masa. Terus seperti kakak ini juga
ditempatkan bukan pada dapil yang mempunyai massa. Jadi pada saat
MK memutuskan untuk menetapkan sistem svara terbanyak. kita sulit
untuk mendapatkan suara terhanyak dalam waktu instan, dalam wakiu
singkat, mengingat begitu banyak perfai. Terus ce.persaingan dan
kendala-kendala lain di lapangan. Terutama masalah kita perempusn,
misalnya dapil vang seperti dapil kite ini kan dapil vang sangat rawan
ya..sangat banysk fantangan, jadi jangankan uniuk kita orang
perempuzan laki-laki pun sulit menembus tantangan dan hambatan itu.
(Wawancara DW, 26 Mei 2009},

Sementara 8M, meskipun fidak gdilibatkan dalam proses penempatan dapil, ia
tidak terlalu kecewa terhadap keputugan partai yang menempatkannya di dapil 2
(Pidie dan Pidie Jaya). Karena dapil tersebut merupakan basis massa partainya,
dan fa memperoleh svara vang banvak di sana, sekalipun ia tidak pernah
melakukan kampanye pribadi, melainkan bersama partai—dan itu pun hanya dua
kali.

Lebih lanjut, SM menjelaskan mekanisme penempatan dapil, di mana DPP
memiliki kewenangan untuk menempatkan caleg dari pusat (pengurus partai) di

setiap wilayah, Ja mengatakan,

Kemudian kebetufan partai kami ini ke memiliki suatu prinsip bahwa
harus ada caleg sebagai perwakilan dari DPP untuk menjadi caleg di
setiap DP. Dari sife diambilah orang-orang yang ada di kepengurusan
pusat untuk mewakili pusat di fitip di setiap wilayah, dengas
petjanjian mercka menerima kita, kalau nggak juga nggak bisa,
{Wawancara SM, 27 Mei 2009
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Apa vang terjadi pada mekanisme penempatan dapil bagi SM dan DW
sesungguhnya menggambarkan pola power over sebagaimana vang dipaparkan
Dowding (4), yaitu kemampuan pelaks untuk mengubah pelaku lain agar
menghasilkan sesuatu ateu menolong menghasitkan sesuatu. Dalam proses
mempengaruhi orang lain untuk menghasilkan sesuatu sesual dengan keinginan
yang mermberi pengaruh, dapatl menimbulkan rasa suka atau tidak suka bagi pihak
vang dipengaruhi, Orang yang dipengarohi harus mebkukan seseatn sesuai
dengan keinginan yang memberi pengaruh tanpa ada pilihan walaspun
sebelummya dirasa tidak mungkin untuk ia lakukan.

Penempatan dapil merupakan salah satu proses nominasi para kandidat vang
menjadi salah saty peran penting yang dimainkan oleh partai-pariai politik. Bagi
perempuan seleksi oleh partai ini merupakan tahapas scleksi kedua dari tiga
tahapan yang harus ia falui untuk menjadi aleg. Meskipun proses nominasi ini
memberikan kesempatan bagi rakyat uatuk turut berpartisipasi, namun banyak
pariai politik lebih menerapkan rekrutmen tertutup dalam menentukan siapa caleg
yang akan dinominasikan. Berikut tabel vang menggambarkan dapil dan nomor
wrut ketwjuh informan, keterlibatan mereke dalam penentuan dapil dan nomor
urut, serta sesuat atan tidak dengan keinginasn dan basisi masa yang mereka miliki.

4.3. Keterlibatan Caleg Perempuan dalam Penentuan Dapi! dan Nomor Urat

Informan | Partai Dapif | NoUrut | Keterlibatan Sesual fidak
dadarm
penentuan dapil
Dw PA | 5 tidsk teriibat tidak sesusi
SM PA 2 2 tidak terlibat tidak yesuai
MN SIRA 8 3 terlibat sesuul
E3 SIRA 3 l teriibat sEsual
SW PRA 4 H terlibat sesual
K PDA H § tidak terlibat tidak sesuni
RS PBA t 1 terlibat sesual

Dari tabel di atas terlihat bahwa PA dan PDA tidak melibatkan caleg
persmpuannya dalam proses penempatan dapil dan penominasian caleg. SM dan
DW terlihat sangat kecewa ketika says tanyai mengenai penempatan dapil. DW
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Ishir dan dibesarkan di Sigli (dapil 2}, dan hampir semua keluarga besarnya masih
berdomisili di sana. Setelah berkeluarga ia pindah ke kota Fajar Aceh Selatan. Di
dua kota tersebutiah iz lama berkiprah dan lehih dikenal olah masyarakat. Dan
baru tiga tahun ia berdomisili di Lambare, Aceh Besar. Maka pada saat ia
ditctapkan di dapil | yang meliputi Sabang, Banda Aceh dan Aceh Besar ia
merasa sangat kecewa dan kesal, karena ia merssa tidak memiliki massa yang
cukup di dapil tersebut. Hal vang sama juga dialami SM, ia memang lahir di Sighi
(dapil 2} akan letapi sejak SMP ia telah hijrah dari kota terscbut dan lama
berdomisili 4 Banda Aceh. Iz mengira akan ditempatkan i dapil T akan totap
partai berkehendak lain, ia diletakkan di dapil 2.

RM jugs mengaku bahwa ia tidak dilibatkan dalam rapat penentuan dapil dan
romor urut karena wakty it is sedang ke luar kota. Dan yang moembuat ia sedikit
kecewa adalah nomor urut yang dijanitkan untuknya adalsh nomor urut 2 namun
tanpa pemberitshuan kepadanya ia digeser ke nomor urut 5. Berbeda dari tiga
caleg sebelurnya, SW, MN dan ES merasa sangat puas dengan mekanizsme
penempatan dapil dan partai mereka, Sciain karena mercka dilibatkan secara
intens dalam rapat-rapat partai, mereka juga ditempatkan di dapil yang sesuai.
Malah SIRA memiliki mekanisme penempatan dapil dan nomor urit yang lebih
terbuka dan akuntabel. Di Parlok ini, ealeg ditempatkan 4i dapil dari mana ia
berasal, dan memiliki basis masa yang banyak. Scdangkan wntuk nomor urul
mercka menetapkan beberapa keiteria penilaian yaity kapasitas, loyalitas dan
profesionalitas. Berdasarkan kriteria tersebut seloruh kader partai dapat
memberikan penilaiannya.

4.4.4. Fungsi Departemen Perempuan

Ketika sava bertanya kepada caleg ES sebagai ketus Departemen Perempusn
SIRA, “Advokasi apa saja yvang dilakvkan untuk pemberdayaan caleg-caleg

perempuan sclama ini?”, ES menjawab,

Kami belum maksimal mengimplementasikan progran-program yang
sudah ada, karena kami disibukkan dengan caleg (kampanye pemilu).
Diule kami sudah melakukan sraining dan pendidikan terhadap caleg-
caleg perempuan, tetapi sekarang kami hentikan dule. Hampir semua
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pengurus partal it caleg semua, jadi ketika mereka nyaleg maka
program partai di-pending dulu (Wawancara ES, 12 Mei 2009).

Hal serupa juga feriadi pada departemnen perempuzn di partai PRA dun PBA.
Sementara D'W menyatakan bahwa tidak ada departemen perempuan di partainya.
Karena isu-su perempuan menurut partal PA tidak cukup signifikan ontuk
ditampung dalam sebuah wadah setingkat departemen, melainkan cukup
ditampung dalam wadah setingkat biro di bawah departemen pendidikan. Ira pun
menurutnya belum berfungsi sebagaimana mestinya karena belum ada kesamaan
visi pengurus partai mengenai isu-ist perempuan, den orang yang ditempatkan
pada biro tersebut tidak tepat karena tidak melalui perfimbangan yang matang
melainkan bersifat dadakan dan penanggulangen saja. S8M bahkan berpandangan
bahwa keberadaan deparfemen atau biro perempuan dalam PA ity tidak penting.
Ia berujar, “Di PA tidak ada departemen perempuan, kerena di PA ini untuk
memajukan seseorang itu bukan dilibat dari jenis ketamin, tapi kalae dia mampu

maju dan partai pun mendukung.”

Pan yang paling tragis adalah partai PDA vang tidak memasukkan departemen
ataupun biro perempuan dalam struktur kepengurusan paniai, dengan dalih bahwa
mereka memperjuangkan semua kalangan, batk laki-faki atau perempusn, tanpa
membeda-bedakan  jenis kelamin., Sehingga menurut ketua umum  PDA
departernen perempuan itu tidak penting, karena masalah perempuan tidak mesti
disuarakan oleh perempuan. (Wawancara, 14 Mei 2009) Alasan lain dikemukakan
RM bshwa partainva tidek memiliki deparemen perempuan karena partai baru
berdiri schingea stroktur kepengurusannya belum Jeagkap.

Menurut Ant Soetjipic, pembentukan departemen perempuan dalam partai politik
memiliki peran yang signifikan dalam pemberdayaan dan mengatur strategt untuk
mengatasi atau memahami hambatan yang dihadapi anggota perempuan dalam
parial, atau mengakomodasi peran ganda yvang dipikul oleh aktivis perempuannya.
Oleh karena itu, keberadsan departemen ;_mempuan dalam partal politik
diharapkan dapat menjalankan fongst den perannya sebagai berikut: 13} Scbagai
forum untuk mendiskusikan masalah-masaleh khusus yang dihadapd perempuan

dalam aktivitas partai. 2} Mengorganisir di tingkat akar rumput, terutama
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perempuan dengan tingkat pendidikan rendah, sehingga mereka sadar akan hak
politik dan hak sipil mereka, dan mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. 3)
Menyiapkan perempuan vatuk ikut serta dalam pemilu {memilih dan dipitih). 4)
Melatih perempuan untuk menjadi kandidat partai di tingkat lokal, propinsi dan
nasional. Pelatiban mencakup sistem pemilu, kampanye, dan berhubungan dengan
media. 5) Mcnjaiifz jaringan kerja smna untuk mendukung kandidat perempuan
dalam pemily dan anggota legislatif perempuan yang terpilih. (81-82)

Dari paparan di atas, terlibat bahwa tiga dari Hima parlok sudah membentuk
depariemen perempuan, dan telah menjalankan fungsinya meskipun belum
optimal karena dalih partai baru dibentuk dan ditkuti dengan kesibukan pemifu.

Sementara ¢lit dari PDA dan PA belum memilikd sensitivitas gender yang
memaiai, schingga sering kali kebijakan vang mereka anbil sangat notral gender.
Misalnya dalam hal pembentukan departemen perempuan vang menurut mereka
tidak memiliki peran yang krusial, Mengacy pada teori yang saya sampaikan ¢
atas, dapat disimpulkan bahwsa partai PA dan PDA tidak menjalankan fungsi
pemberdayaan politik bapi perempuan. Lebih dari i, partai PA dan PDA juga
tidak menjalankan fungsi pendidikan polittk bagi angpotanya dan imasyarakat
sebagaimana yang diamanatkan oleh UUPA No. 11 Tahun 2006 Pasal 79.

4.8 Pelaksanaan Kampanye Dan Pemily

Pelaksanaan kampanye dan Pemilu legistatif 2009 di Aceh marak dengan aksi
kekerasan. Pada masa awal kampanye Pemiln legistatif di Aceh dinodai oich
ssrangan pembzkaran dan granat terhadap pariei politik, percobaan pembunuhan
sgjumish caleg dan kader partai serta ntimidasi yang merajalela.  Menurut
terdapat 73 insiden kekerasan yang terkait Pemilu telah dilaporkan antara Agustus
2008 hingga skhir April 2005, Jumlah ini mencalkup 32 kasus serangan
pembakaran dan granat dengan sasaran partai-partal politik, di mana 27 kasus
serangan ditujukan kepsda Partal Aceh. Secara umum penelitian empiris
menyetuist babwa ada tiga fkior wlama yang memengaruhi tingkat keterwakilan
perempuan yaity; sistem pemils, peran dan crganisasi partai-partai pelitik dan

penerimaan kultural, termasuk aksi mendukung {afffrmative oction) yeng bersifat
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waiib alzu sukarela (Wall 82). Darl itu scmus, terlihat bahwa sisiem pemils
merupakan faktor vang secara langsung valing berpengaruh dalam meningkatkan
keterwakiian perempusn. Meskipun penggunaan sistem pemilu tertentu tidak
cukup menjamin peningkatan keterwakilan perempuan,

Jika ingin melihat peluang aman ristangan yang dibadapi perempuan dalam
meningkatkan partisipast politisnya, pelaksanaan kampanye dan pemilu perlu
ditclash, Untuk itu, pada subbab ini saya membapi pembahasan kepada;
pengalaman perempuan pada masa kampanye, dukungan pariai pada masa
kamipagye, sistem pemilu yang merugikan perempuan dan kecurangan dalem

masa kampanye dan pemilu.

4.5.1. Pengalaman Perempuan Delam Masa Kampanye

Empat dari tujub informan merasekan budaya maskulin dan konsep politik
maskulin sebagai tembok tebal yang sulit ditembus. Masyarakat sama sekali fidak
mempersiapikan, bahkan tidak menghendaki perempuan membangun kualitas
kekuasaan dalam dirf mereka, Perempugn mengalami kesutitan membebaskan diri
dari rambu-rambu Kultural ontuk berkiprah dalam dunia kekuvasaan, sepert
menjadi politisi dan scmacamnya. Kalau pun ada persmpuan yang berhasil
menerobos rambu-rambu  tersebuf, maka syaratoya adalah ia  keluar dari
feminitasnya dan menizdi “maskuolin®. Keempat informan fersebut adalah RS,
DW, SM dan MN,

Seiak awal RS yang merupakan caleg tingkat DPRA ini merasakan gelagat tidak
baik vang dilakukan partal [ain. Ja mengambil satu contoh kasus; partai tersebut
memperkenatkan para calegnva denpan carz menjejer gambar caleg-calegnyz
{hingza dua belss caleg) dalam sebuah baliho besar, Dalam analisanya, itu bukan
cara yang efektif untuk berkampanye, dan dengan demikian pasti ada cara dan
trik tersembunyl yang dilakukan partai tersebut. “Kalau kita pikir bagaimana
masyarakat bisa kenal dengan caleg, apa lagi orang kampung. “Jangankan kenal,
nama saja mereka tidak sanggup baca karena banyak-banyak seperti itu,” njarnya,
Bukan caleg yang mercka ‘jual’, tetapi pactai. “Jadi saya cepat membaca situasi

dan menganalisa kondisi vapg terjadi waktu v schingga saya tidak mau
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mengecluarkan banyak vang pribadi)” ujarnya. Selain itu, ia juga menvaksikan
sckaligus menjadi korban kecurangan saat penghitungan suara; susranya

dimanipulasi.

Meskipun secara lisan ja mengatakan tidak kecewa dengan hasil yang ada karena
memang tidak berambisi, namun hal ite sedikit banyak mementahkan semangat
RS untuk memerjuangkan perempuan di masa mendatang. Ini terlibat dari
sikapnya untuk tidak secara fegas melanjutkan perjuangan, “Kenyataannya ke
depan nggek tahu loh kita Uhat saja nantl” unpkapnya dengan nada datar.
Menurut saya, ini memiliki dampak negatif bagi perjuangan kaum perempusn di

miasa mendatang.

Iklim persaingan yang keras den budaya maskulin tidak luput dari dinamika
perpolitikan SM. Kedigdayaan budaya maskulin ini sekali lagi membuat pasrah
seorang  politisi  perempuan, "Di mana-mana, laki-laki kalan dikalahkan
perempuan nggak ikhlas, Sedangkan kita perempuan maunya damal, tenang, tidak

mau ribut-ribut. Siapa yang man naik ke parlemen, silakan,” ujarnya.

Selain pengalamen itu, SM dalam kampanyenya dapar dikatekan selale
‘menumpang’ kampanye partai. Is merasa sangat poss dengan kampanye parai
yang sefalu dihadiri banysk massa, setidaknya 500 orang. Tetapi sayangnayva dalam
kamparniye tersebut, seperti yang diceritakannys, hanya menyvosialisasikan partai,
tidak mengenaltkan para caileg kecvali sekedar saia. Padahal dia berhadap diberi
kesempatan yang lvas untuk kempanye secara pribadi. Hasil dari strategi ini
adalah kotidakseimbangan antata suafa partal dengan suara caleg. Akumulasi
suara selursh caleg hanya sekitar 20 ribu suara, sedangkan partai memperoleh
sekitar 100 ribu suara. Tetapi, dalam pandangamnya, sedikit banyak strategi ini
memberi suatu keringanan bagi caleg it sendird, karena tidak memiliki beban
tuntutan fani apapun dari konstituen, karena yang diamanahkan adalah partal,

MN dari partal SIRA termasuk salah satu dari beberaps informan yang optimiy
menang, Ini bukan optimisme tanpa bukii dan indikasi. Setiap kampanyenya yang
dilangsungkan di daerah pemilihannya yaitu Aceh Barat Daya, Simeuleu dan
Aceh Belatan scfalu dihaditi massa vang tidek sedikit. Sebagai coutoh,
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kedatangannya di Kabupaten Simeuleu mendapatkan sambutan yang sangat
antusias. “Kalau saya pulang dari Simevleu, kapal itu tidak biss jalan,” sjarmya

menceritakan kondisi yang ada, Itu berkat segudang jasa dan pelayanan yang telah -

MN berikan untuk mereka. “Says sebelumnya pernab mem-back up program-
progran: mereka, memfasilitasi, Jan kalau mereka ada kendala, belum tahu cara
pembuatan sesuaty, saya bantu,” ujarnya. Pantasiah jika ia menerima sambutan
yang positif. Ini tidak hanya di Kabupaten Simeuleu, fetapi juga feriadi di
Kabupaten Abdya dan Aceh Selatan. Dalam feorinya, kampanye dengan fatap
muka memiliki tingkat keberbasilan 60 hingga 70 petsen, lebih besar dibanding
fklan dan lain sebagainya. Karena uleh ia meyakini bahwa kemenansan hanya
menurggn hitungan wakls. Namun, sayangnaya, seperti yang dituturkannys, semua
keria kerasnya ita tidak memberi hasil maksimal karena terganjal dua penghambat
sekaligus; politik uang dan intimidasi. Kalau saje penghambatnya banya satn, ia
tetap yakin dapat lolos.

Meskipun tidak secara detil, ES dart partai SIRA juga menceritakatt antusiasme
masyarakat, Ini menurutmya karena nama SIRA bukas merupakan nama vang
asing bagi masyarakat Aceh, Walanpun memang banyak orang vang bertanya
tenfang apa Hu partal SIRA? Tetapt ity justery menjadi peluang  untek
menjelaskan visi dan misi partai. Namen di sisi Jain, 2 merasa kurang optimal
dalam berkampanye. Iz mengakui geraknya ferbatas karena waktunya harus
terbagi unfuk memerhatikan keluarga. Urusan dana juga menjadi masalah
tersendiri baginya lantzran dia dan suaminya sama-sama menjadi caleg. Selain iy,
dari ungkapan ES, saya membaca adanya ketideksiapan. Seperti diakvinya, dalam
orasi-orasi untuk menyampaikan visi dan misi pastai pon selaiu suami yang fampil
bicara. “Saya melihat lebih aman kalau ditemani suami, karena pertama suami
sudah paham betul tentang apa itu SIRA, karena saya kan Rut, jollowernya. Jadi,
kalau ada pertemuan-pertemuan, fenfo dia akan kut memberikan pemahaian apa
itu SIRA,” papamya.

Pengalaman tidak jauh berbeda dialami DW dari PA. Kendala yang paling
menyulitkan menurutnya adalali iklim persaingan yang ketat dan keras, baik antar
partai yang sangat banyak atau sesamna anggota partai Selain itu ada kendala di
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lapangan sepertt dapil yang sangat rawan. Kondisi seperti ini menurutnya tentu
saja melemahkan posisi perempuan untuk menang dalam persaingan. “Jadi
jangankan untuk kita orang perempuoan, yang laki-laki pun sulit menembus
tantangan dan hambatan itw,” ujarnya. Semua ity di loar sempitoya wakte yang

tersedia.

Berbeda dari keempat informan di atas, SW lebih bersikap introspektif,
Setidaknya sda dua hal vang menuruinya harus dibenshi di masa mendatang,
Yang pertama adalah struktur dan kinerja partal. Dalam kalkulasinya, perolehan
suyaranya melalul mesin partai lebih signifikan dibandingkan perolehan svara yang
dihasilkan kampanye pribadinya. Schagai contoh, di Bireun ia memperoleh svara
lebil: banyak di banding daersh lain. Padahal ia tidak melakukan kampanye
intensi{ di sana. Itu adalah hasil kampanye calon yang di fingkat kabupaten,
Begitu juga di Aceh tengah lantaran ada dukungan struktur. Ini berbeda deagan di
Bener Meriah. Bisa dibilang dia sendiri yang berkampanye karena fidak ada
struktur di sana, dan hasi! vang diperoleh tidak memuaskan. Kerja kolektif seperti
inilah yang menurutnya paling ideal dalam berpariai. “Kalau kita mau bekerja
sendiri-sendir, maka it bukan berpartal,” ungkapnya.

Heal vang kedua adalah basis massa. Salah satu strategi vang diambil SW adalah
mengidentifikast wilayah mans vang meniadi basis massanya, atau dia pernsh
melakukan investssi di wilayah tersebut, Pengalaman pemilv kemarin itu
memberinya kesadaran babwa ternyala masih banyak kantong-kantong massa

vang belum digarapnya secara maksimal, la menuturkan alasan sebagai berikut:

Ini mungkin disebabkan partai baru berdiri dua tahun. Selama dua tahun
itu, waktu kami habis untuk banyak hal, mulai dari mendirikan partai,
memenuhi administrasi, dan segala macam, sehingga dapil di mana kita
akan dipilih tidak maksimat kita garap (wawancara SW, 26 Mei 2009),

Namun penuturan instropektifiya ini ditutup dengan kritik terhadap cara pandang
masyarakat. Katanya, masvarakat pemilih masih bersifat pragmatis. Teori bagis
massa dan ketckohan menjadi hancur dalam praktiknya, “Misalnya, kalau sava
fihat di daerah saya, orang cenderung memilih putra daerah. Tetapi ferkadang
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daerah lain tidak peduli apakah putra dacrah atan bukan. Yang penting mercka
bawa apa untuk kami (pemilih), uagkapnya.

Hambatan yang berbeda dard sebelumnya dihadapi oleh RM dalam masa
kampanye. RM yang mempakan caleg nomor urut & unfuk tingkat DPRA ini
merasa agak frustrasi menghadapi masyarakat yang fanatik dengan salah satu
partai, schingga visi dan misi yang diusungnys tidak banysk berpengaruh, bahkan
nihil. “Seakan-akan kita ini hanya mengumbar janji sajs,”™ ungkapnya dengan
kesal, Dengan berandai-andal, ia menyayangkan mengapa tidak memilih tingkat
DPRK dengan daerzh pemilihan vang lebih sempit, karena ia melihat adanya
kemungkinan vang besar untuk Jolos dengan dukungan keluarga vang dikenal
luas. Meskipon tidak terpilih, 8 tetap merasa puas dengen skumudasi suaranya dan
suara teman-temannya sehingga memperoleh satu kursi urtuk tingkat DPRA.
Selain itu, semangat berpolitiknya pun tidak hilang, meskipun ia berpikir untuk ke
depan akan pindah partai,

4.52. Dukungan Partai pada Masa Kampanye

Ads banyak upsya yang dilakoken partai apar caleg perempuan ferpilih, Di
antaranya adalah membantu caleg perempuan agar bisa berkampanye secara
efektif, dan bahkan menyosialisasikan dan memperkenaikan caleg perempuan itu
sendiri kepadz masyarakat pemilih,

Partai PA scbagaimana ditntwkan DW menaonggung semua biaya kampanye.
Strategi vang ditempuh PA adalah menyosialisasikan partai, bukan individu caleg,
Hal ite tentu tidak mengentungkan perempuan. Bahkan menurut pengakuan SM,
ia tidak diberl kesempatan untuk berbicara pada saat kampanye terbuka vang
diadakan PA. Keputusan MK yang menetapkan sistemn suara terbanyak dengan
menstapkan BPFP semekin memperburuk keadaan. Karena dalam sistem suara
terbanyak, suara pemiith yang jatnh ke pertal akan didistribusikan kepada caleg

partai yang mamperoleh suara terbanyak.

Sudah menjadi fenomena umum bahwa tingkat popularitas caleg perempuan iy

lebih rendah daripada tingkat popularitas caleg laki-aki, karena memang
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ketarlibatan perempuan dalam ranah politik bisa dianggap bary, ditambah lagi
dengan berbagal hambatan yang dihadapl perempuan. Agar caleg perempuan
dapat terpilih menjadi anggota legisiatif, maka dibutuhkan upaya sosialisasi caleg
perempuan secare lebih intens daripada sosialisasi caleg Iaki-laki, guna
mengangkat tingkat popularitas caleg perempuan sehingga mampu mengungguli
tingkat popularitas caleg laki-laki. Tanpa upaya tersebut, maka svara yang
diperoleh perempuan dapat dipastikan kalah dibanding suara yang diperoleh caleg
laki-laki. Jadi, apa yang dilakukan PA o semacam membiarkan perempuan
berkompetisi secara bebas tanpa melakukan gffinnative action dan penguatan bagi
caleg perempuan. Walhasil, ketika suara jatuh pada partai lalu didistribusikan
kepada pengumpul suara terbanyak darl internal partai, maka tidak seorang caleg
perempuan yang terpilih menjadi anggota legistatifl

Hal yang lebik mengecewakan diterima RM dari partainya PDA. Dengan panjang
lebar dan penuh emosi ia mengisahkan rasa tersinggungnya oleh perkataan ketua
partai terhadap dirinya. Kejadian ity dialaminya pada masa kampanye. Sebagai
caleg dari partai yang menyuarakan pemberlakuan syariat Islam, dalam beberapa
forum politik fa dihmiur untuk berbicara tenteng visi dan mist partai terkait isu
vang buken menjadi bideng keabliannys. Sebapgal kader partal, ia berharap
mendapatkan masukan-masukan dart ketua parfai mengenai apa yang scharusnya
fa kemukakan kepada publik, karena fa tidak mungkin menjelaskan kebijakan
partai dalam menangani suatu masalabh menurut pendapatnya pribadi. Tetapi di
sini ia justeru menerima jawaban yang tidak menvenangkan dan dianggap tidak
gualified oleh ketua parteinya. “Makanya susah kalau ibu-tbu yang di partai PDA
ini SDM nya kourang ™ tutur RM menirukan jawaban sang ketua partai.

Dalam hal sosialisasi parial, partal SIRA tidak sama seperti parial PA yang
mengambil strategi kampanye afas nama partai. Partai SIRA sepertl yang
dituturkann MN tidak memberikan bantuan finansial kepada caleg perempuan
kecuali sebatas atribut kampanye seperti stiker, bendera, baliho dan lain-lain,
karena memang dana partai sangat tecbatas, Partal SIRA lebih mendorong setiap
caleg untuk berkampanve atas nama pribadi, schingga intensites kampanye yang

dilakukan setiap caleg #u sesusi denpan kemampuan masing-masing. Padshal
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sesunpguhnya salah satu dari fima hambatan pokok yang membatasi partisipasi

perempuan agalah lemahnya dukungan dana.

Dan menurot ES, dukungan yang diberikan partai SIRA kepada caleg perempuan
lebih bersifat moril. Dukungan moril partai dimulai dari penempatan caleg-caleg
peremipuan secara mereta schinggs musing-masing caleg tidak berebut wilayah
satu sama lain. Seandainva dalam satu dapil terdapat dus caleg perempuan, maka
kedvuanya harus dari wilayah dan basis massa yang berbeds, meskipun terkadang
seorang caleg perempuan masuk ke wilayah caleg perempuan lain untuk
memastikan apakah ada pemilihnya di wilgyah tersebut, “Salah satu inisiatif partai
adalzh menempatkan oranz pada basis massanya,” wjamya {Wawancara ES, 12
Mei 2009)

Selanjutnya, partai SIRA membangun komunikasi yang sangat balk antar caleg-
calegnya, sehingga sebagian dapat memberikan dukungan kepada sebagian yang
fain. [ni terjadi, misalnya, pada kampanye tingkal DPRK. Ketika scorang caleg
tingkat DPRK berkampanye, maka ia ikut mempromosikan caleg tingkat DPRA.
Begits juga sebaliknya. Selain itu, partal S8IRA melslui departemen perempuan
memberikan dukungan yang kuat kepada calep perempuan ketika-—misalinyge
mengalami pesekan dengan caleg lainnya. Kasus mi pernah dialami salah seorang
caleg perempuan SIRA. Selama kampanye ia bergerak skfif dan bersosialisasi
secara intens hingga ada seorang caleg laki-laki darl partal yang sama merasa
tersaingl dan terancam posisinys. Menyikapl hal iy, caleg [aki-laki tersebut
mefakukan tindakan vang tidak spowif, yaitu melakukan pembusukan ferhadap
caleg perempuan tersebut. Nah, ketika masalah ini diadukasn kepada DPW lalu
diteruskan kepada DPP, maka DPP melalui departemen perempuan memberikan

dukurgan moril terhadap caleg perempuan tersebul.

Kepuasan juga dirasakan SW atas dukungan PRA dalam berkampanye. la merasa
sangat ferbanfe oleh organisasi yang berjalan baik dalam internal partal. Ia
menyontohkan, di dacrah Aceh Tengah iz memperoleh suara vang cukup banyak
karena ada struktur partai di sanp yang mendukung dan mengampanyekanmya.
“Jadi, tidak ada vang bekeria sendirl, ya, dan itu vang sehenamya ideal dalam
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berpartai. Karena ini kan parfai, satu twbuh, kalau kita mau bekerja sendiri-sendivi,
maka itu bukan berpartai, gitu kan?” ujarnya,

Sementara PBA menunjukkan dukungannya terhadap caleg perempuzn dengan
menempatkan seluruh caleg perempusn di nomor urut atas, meskipun upsya
dukungan ini menjadi mentgh setelah dikeluerkannya aturan suara terbanyak.
Selain 1tu, PBA jugs memberikan dukungan materiil yang culup besar bagi caleg,
terutama dalam bentok atribut-atribut kampanye,

Ada hal yang menarik di sini bahwa dukungan vang diberikan partai terhadap
caleg perempuan tidak berbanding Jurus dengan susra yang mercks percieh. Di
satu sisi caleg perempuan dari PA yang Hdak mendapatkan dukungan dan
parfainya itu memperoleh swara yang cukup signifikan, sedangkan caleg
perempuan dari SIRA, PRA dan PBA yang mendapatkan dukungan besar dari
partainya memperoleh suara vang lebih kectl, Hal ini membuktikan adanya faktor.
faktor negatif di Ivar dukungan parta yazzg lebih determinan terbadap perolehan
suara caleg perempuan. Yaitu adanya keourangan yang terstrukdur semisal
intimidasi, money politie, manipulasi svara vang dilakukan oleh sckelompok

oknum yang seolah mendapat ‘restu’ dari pemerintah dan aparat.

MN membeberkan bentuk-bentuk kecurangan vang terjadi pada dirinyz dan
partainys sebagai berikut,

Ya, kalau pemilunya jurdil saya yakin menang. Kalay diberikan
kesempatan aja tidak ada momey politic, tidak ada intimidasi, atau
salah satunya dikurangi. Ok, ada intimidasi tapi tidak ada politik vang,
‘dapat’ {lolos). Atau ada politik vang, tepi {idak ada intimidasi, dapat.
Kan kemarin semua menelepon, ada yang parang di sini. Parang, oleh
partai tertenty, parang di taruh 81 sind, oleh ketua PPK-nya, tidak boleh
ada yang memilih SIRA. Termasuk dia sendirl harus memilih crang
fain. Karena kalau di desa itu ketahuan ada yang memilih SIRA, dia
akan diancam lah, akan dihilangkan nyawa lah, akan dihabisi lah,
macarn-macam. (Wawancara MN, 16 Mei 2009}

ES secara spesifik ikutl mempertegas keberadaan faktor-fakior negatif tersebut.
Mereka merasa opfimis dengan jaringan yang ielah dibangonnya. Selama ini
mereka telah melakukan peodekatan-pendckatan intensif kepada konstituen

dengan melakukan berbagai kegiatan sosial, pelatihan dan lain sebagainya. Selain
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itu, mereka jugs mendapatkan dukungan yang besar dari partainya. Jadi, mereka
merasa telah melakukan halhal yang cukup untuk membuatnya meraup suara
yang signifikan, tetapi semua ity seperti yang mereka tuturkan menghasilkan suara

yang signifikan.

4.5.3. Kecurangan di Masa Kampanye dan Pemilu

Situasi sosial politik di Aceh pasca MoU secara perlahan menunjukkan kestabilan
dan ketenangan, Namun proses perdamaian yang belum sepenuhnya membuahkan
hasil itu kembali terusik dengan beberapa kejadian politik penting seperti Pemilu
legislatif dan presiden yang terjadi dari bulan Maret hingga Juni 2009. Pusat Studi
Perdamaran dan  Resolusi Konflik Unsyish dalam Laporan Pemantavan
Perdamaian Acch periode @ Maret-30 Joni melaporkan ada 73 kasus kekerasan
yang berkaitan dengan pemily, termasuk 32 insiden pembakaran dan pelemparan
granat serta onam upays pembunuhsn vang mengskibatkan imma orang tewas.
Menurut laporan tim pemantay perdamaian Unsyiah, sebagian besar serangan
kekerasan berat, yaitu 27 kasus ditujukan kepada Partai Aceh.

Selain insiden-insiden di atas, berbagai bentuk dogaan intimidasi lainnya seperti
pemukulen terhadap pendukung partal dan ancaman dan kampanye yang
menjclek-tolekkan partat lalanys, fuga membert tekanan terhadap pihak yang
mengadakan kampanye dan ferhadap para pemilih. Pemukulan dan ancaman Ini
lebih sering dislami oleh pibak perfal lokal lainnya dan parial nasional PA
dituding bertanggung jawab unfuk sebagian besar kasus di mana sasarannya partal
lain, Temuan riset di lapangan menunjukkan bahwa pada wilayah basis kekuatan
GAM pada masa konflik di Pantai Timur, hampir semua parfai lokal atau nasional
kecuali PA dun PD tidak bisa melakukan kampanye sebagai akibat adanya
tekanan-tekanan, atae memilih tidak mengadaken kampanye untuk menghindari
kesulitan yang mungkin timbul, Para pcnd;.zfcung PA menggunakan berbagai cara
untuk mencegah pesaingnya mepjangkau pemilih dan masyarakat sehingga acara
kampanye terbuka tidak bisa dihadiri. Upaya tersebut bisa berupa memblokir jalan
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yang menuju ke arah kota. Pada bulan Maret, terdapat empat kasus pemukulan
kader parfai lain oleh pendukung PA di Pidie, Aceh Utara dan Lhokseumawe.
Para saksi partal yang’bcrtugas untuk menghaditi TPS-TPS selama penghitungan
suara uniuk mencegah kecuranpan, terkadang mengundurkan dird dard tugasnya

setelah ferkena ancaman.

Politik dalam teori konvensional dipandang sebagai aktivitas maskulin yang
maknanya sering dipahami sebatas pada cara-cara merebut kekuasaan dengan cara
keras, culas, kotor, manipulatif, dan agresif. Dan seperti ulah gambaran yang
saya terima darl para informan, persis seperl yang tergambar dalam laporan Posat
Studi Perdamaian dan Resolusi Konfiik Unsyiah di atas. Tentu sajn maksudnya
bukan keseluruhan prakiik di lapangan itu demikian, tetapi cara-cara tersebut
culup mewarnai perpolitikan di Aceh. Ini merupakan kondisi yang tidak ramah
bagi politist perempuan. Akibatnya perempuan dengan karakier khasnya sulif
berkembang di ranah ini. Ini persis seperti yang didefinisikan Dorothi bahwa
dunia politik merupakan dunia yang baru bagi perempuzn, schinggs sulit bagi
mereka untuk berhasil dibandingkan dengan laki-iaki. Ketika perempuan terjun ke
ranzh politik, ia harus terus berusaha untuk membuktikan bahwa mereka pantas
dan bisa diandalkan. Bahkan politisi perempuan akan selalu dinilai dengan kriteria
yang berbeda dan sering kali kriteria tersebut lebih ketat daripada kriferiz vang
dikenakan kepada loki-laki. Dengan demikian bagi perempuan tidak ada jalan
bebas hambatan uwntuk menjadi politisi dan pemimpin yang berbasil, apalagi
sebagat pemimpin politik. (68).

Tetapi di sisi lain, para politisi perempuan masih sangat kental dengan karakter
“mengalak”. Tidak tercatat adanya satu upaya untuk memperjuzagkan hak-hak
pribadinya. Padaha! jika diupayakan, maka tidak mustahi! membuahkan hasil
yang positif, meskipun kemungkinannya tidek besar, Tetapl setidaknys hal i
telah menunjukkan bahwa para politisi perempuan memiliki kesadaran yang baik
tentang hak-haknya. Semua Hu dapat kita lihat dengan jelas dari hasil wawancara

dengan mercka.

RS menilai pemilu kali ini adaleh yang terburek. Sebuah pengalaraan tragis

menjadi catatan tersendirl baginya. RS bersama dus rekannys mengikuti
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rekapitulasi di kantor DPR dengan membawz data yang menunjukkan 3000
perolehan suara, Tetapi data tersebut tidak sesuai dengen yang tercantum di papan
rekapitufasl. Melihat hal itu, maka ia pun berlanya dan memprotes. Tetapi
pertanyaan dan protesnya itu ditanggapi dengan tidak ramah. Seorang laki-laki
naik meja sambil marah-marah. Hal ini tentu ssja membuataya ciut nyali.
“Sudahlsh saya pasrah, saya tidak berpiat untuk menjadi anggota dewan
sekarang,” katanya,

Berbicara tentang hasil pemilo kemarin benar-benar membuat MN sedih dan
kecewa. Seperti yang dituturkannya, perjuangannyz selama ini karena didasari
kepeduliannya terhadap kondisi tempat kelahitannya, “Saya tahu Aceh Selatan ifu
seperti apa. Tidak ada yang bergeser dari saya kecil sampai saya pulang sudah
punya anak empat,” ujamya. Kepeduliannys itu bukan retorika semata, fetapi tefah
dibukti-nyataken, Dengan jaringannya vang cukup kuat sebagal LSM, ia felah
banyak memberikan pelayanan bagi masyarakat. Tentu saja hal its membulatkan
kepercayaan darl roasyarakat,

Dengan mengantongi  kepercayaan magvarakat seperti iy, MN cuma
membutuhkan persatngan yang bersih, Bukannya fidsk ada ada kesempatan uatuk
bermain curang. Tawaran back up dari beberapa pengusaha ditolaknyva. Namun
rupanya kampanye yang dilakopinya dihsdapkan pada persaingan yang tidak
sehat, Sarat dengan intimidast dan mesey politic. Padahal, selama kampanye MN
sudah mewanti-wanti sasyarakat apgar tidsk bersikap pragmatis dalam memilih
caleg, “Saya sudah bilang ke masyarakat wakts itu; bapak-bapak ibu-ibu, pilih
saya atau tidak, saya tidak masalah. . Kalap bapak tidak pilib saya maka saya akan
stres atau saya kehilangan pekerjaan, ity tidak ada dalam kamus saya,” katanya.
Tapi ternyata pesan yang disampaikan itu segera lenyap tak berbekas saat disodori
beberapa lembar uang suap yang habis dalam satu atau duas hari. “Sekarvang
menvesal mereka, Tiap hari teleposy; by, bantu kami,” ujarnya. Ta menyesali sikap
masyarakat yang pragmatis dan tidak mau berubah, Karena itulah MN ke depan
ingln memberikan pembelaiaran kepada masyarakat; tidak aktif sclama 6 bulan
hingpa setengah tahun, supaya masyarakat dapat membandingkan.
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Selain money-politic, perileku tidak f2ir ini juga diperparale dengan pencurian
suara. Dia sendiri mengalami pengurangan suara dari desa ke TPK, TPK ke
Kabupaten. “Ru di Samadua sendidd, [tu daerah kita ya. Bayangkan kalau daerah
orang lain! Siupa yang mav kontrol sampai ke tingkat kabupaten? Tidak ada.
Karena saksi dibayar hanya untuk bheri H saja,” jelasnya. Ada semscam
pembiaran, dan hukum tidak berjalan.

Kondist tersebut sedikit banyak menimbulkan trauma politik bagi MN. Perilaku
yang tidak foir, apalagi bagi perempuan, ftu sangat merugikan, “Karena resistensi
perempuan terhadap keadaan sepert! itu kurang,™ ujamnya momberi alasan, Apalagi
semus  itu  diperparah  dengan tindak kekerasan, Dalam  pandungannya,
keberhasilan perempuan di masa mendatang tergantung pada keseriusan para
penegak hukum, KPU dan PPK. “Saya yakin ada banyak perempusn vang
berhasil,” katanya.

Penjelasan MN int diamini oleh feman separtainya, ES. Ia menengarai hasil vang
di bawah harapan itu akibat adanya intimidasi dan moneyp-nofitie, sedangkan SIRA
menurutnya bekerja benar-benar dari hati nurzai. “Datang tidak membawa apa-
apa. Paling, kalau Kita kasih tepi untuk masyarakat, memang seperti itulah. Kasih
jithab ada juga. Masih dalam taraf wajar,” paparnys,

Intimidasi yang diceritakannya iu tidak dibkiikkan kepade para kontestan pemily,
melainkan kepada masyarakat pemilih, "Tidak bisa menyalahkan masyarakat
karena mereka terancam jiwanys,” ungkapaya. Tetap! menurutnya ke depan harug
ada pendidikan politik bagi masyarakat agar tidak taket “Karena scandainya
masyarakat buka suara kalau mereka diintimidast, maka lari dia,” ujarnya. Pegitu
juga denpan isu money-politic. Ke depan harus ada persiapan lebih matang dan
upaya memberikan pemahaman kepada magyarakat agar jangan termakan iming-

iming.

SW juga sepandangan dengan dua informan sebelumnya. Seperti yang
diceritakannys, basis masa yang dibangunnya selama ini runtuh dengan perilaku
tidak fair di masa kampanye. Teorl basis masa dan ketokchan menjadi hancur

dalam praktikaya. “Misalnya, kalan saya likat di daerah saya, oreag cenderong
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memilih puira dacrah. Tetapi terksdang daerah lain tidak peduli apakeh puira
daerah atan bukan. Yang penting mercka bawa aps untuk kami (pemilih),”

ungkapnya.

Kecurangan tak fuput dari SM, kandidat dari PA. Tetapi, kali inl berasal dari
teman separtainya. Selama proses penghitungan suara, ia menerima informasi dari
rekan-rekannya bahwa berada di peringkat 4 yang menurut perhitungan bakal
lolos ke dewan. Bahkan sempat naik ke peringkat 3. Keménangan sudah di depan
mata. Namun belakangan justeru ia jatub ke peringkat 7, sedangkan vang berada
di peringkat 6 menyodok ke peringkat 3. Scmmz orang mempertanyakan
keganjilan ini. Masalah ini pun dibawa ke meja pimpinan partai, totapi damailah
yang menjadi penyelesainya. Kata sengketa sclalu jauh dari kamus perpolitikan
perempuan, tak ierkecusli SM. Ia khawatir sengketa pemilu yang jika dibadapinya
akan menporbankan diri dan keluarganya. Tidek ada jalan lain kecuali pasrah
kepada Aligh. Tetapi di sisi lain, apa yang dilakukan SM dan kawan-kawannya di
atas inl sebenarnya lebib mencerminkan prinsip wenren power. Yaitu kekuasaan
vang digunakan untuk menciptakan masyvarakat yang lebih baik. Kekuasaan ini
bukaniah untuk kepentingan kekuasaan itu seadiri atan untulc memanipulasi crang
lain, melainkan mengutamakan kerfa sama dalam mencapai tujuannya,

Lain halnya dengan RM dari partai PDA. Dengan kejengkelan vang sangat ia
menceritakan perlakuan yang Hdak menyenangkan, Sebenamya perlakuan atasan
pattainys ini sudah dibicarakan pada poin-poin sebelumnya. Nab, perakuan
sepertl itulah yang terus beriapjut hingga dalarn masalah perolehan suara,
Sepertinya lebih baik saya mengutip langsung ucapannya,

Boro-boro mau mengucapkan selamat kepada saya. Jumiah suara saya
walaupun 1 seperti yang saya bilang, tapi kan mendukung untuk dia
duduk. Apa salahnya jika dia mengatakan, “Bunda, suara Bunda untuk
sementara kita kumpul duln, supaya ada satu kursi yang penting bisa
duduk” Mungkin saya rasa siapapun akan mengerti dan mengizinkan.
D4 sini saya tidak membicarakan masalah kompensast. Jadi tidak ada.
Tidak ada itikad baik. Sampai saya bilang sama bapaknya, karena
yang sangat mendukung saya masuk PDA ini bapaknya anak-anak ini,
jadi saya selalu complain ke bapak. Sudah tidak sopan, masak suara
saya diambil tanpa ngomong-ngomong. Kalau saya tidak kasih &an
bisa gja saya ajukan keberatan ke KIP...Itu hak saya. Saya panggil

Universitas indonesia

Peluang Dan..., Fitriyasni, Pascasarjana Ul, 2010



168

pers biar semuanya tahu. Kita diam-diam, tetapi orang itu justru
kurang ajar.” (Wawancara RM, Senin 18 Mei 2009)

Hal ini akan semakin memundurkan politisi perempuan dari keterlibatannya
dalam menentukan kebijakan secara demokeatis di parlemen. Padehal kita
mengetahul babwa salah satu faktor torselenggeranya pemerintahan yang
demwokratis adalah adanya keterlibatan seluroh komponen bangsa secara huas di
antara individu-individu dan kelompok-kelompok organisasi (terutama partai
politik) untuk memperchutkan jabatan-jabatan pemerintzhan yang memiliki
kekuasasn eofektif, pada jangka wakiu yang reguler dan tidak melibatkan
penpgunaan daya paksa, sebagaimana dipaparkan Larry Diamond, Juan Linz dan
Seymour Martin Lipset. (Subona, 1)

Lebik javh lagl, demokrasi semakin diperparab kemundurannya dengan sikap
apatis pmsyarskal terhadap perilaku-perilaku yang anti-demokrasi. Karepa
demokrast Gidak hanya termanifestasi dalam politik kesetaraan, tetapi juga kontrol
dari masyarakat, sebagaimana yang dipaparkan The Democratic Audit of United
Kingdom {(Phillips, 27).

4.54 Dampak Revisi Terbatas UU Pemilu Terhadap Keberbasilan Caleg
Perempuan Menjadi Aleg

Belum genap setahun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu
diundangkan, bahkan sebelum sempst dilaksanakan undang-undang inl sodab
lebih dahuly direvisi. Suatu fenomena yang tidak lazim terjadi bahkan dapat
dianggap menjad] barang langka di dunia. Adapun revisi terbafas tersebut
diajukan oleh F-Partai Amanat MNasional, F-Partal Golkar, F-Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan, F-Partai Bintang Reformasi, dan F-Bintang Pelopor
Demokrasi yang berjumlah 60 orang.

Revisi yang mereka ajukan ferkait dengan mekanisme penghitungan suars calep
melalui bilangan pembagi pemilih (BPP) yang besarnya 30 persen. Ketentuan ind
tertuang dalam Pasal 214 UU Pemilu 2008 yang mana urutan caleg disusun
berdaswkan sistem proporsional terbuka terbatas dan memberi afirmasi bagi

peningkatan keterwakilan perempuan. Mereka mengusulkan agar penghitungan
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suara dilakukan atas dasar suara terbanyak, karena menurut mereka itu lebik
demokratis.

Menyikapi wsulan revisi oleh 60 anpgota DPR tersebut, gerzkan perempuan
bersama Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan menolak revisi terbatas
UU Pemilu 2008, Keberatan gerakan percmpuan stas revisi tersebut karena dinilai
akan menegaskan sermangat afirmasi keterwakilan perempuan 30 persen dan
pencantuman perempuan dalam urutan zipper di mana dari tiap tiga calon ada satu
perempuan. D dalam UU Pemilu 2008, tindakan afirmatif itu telah dirancang
dalam saty paket mulai dari mekanisme pencalonan perempuan minimal 30 persen
oleh parpol (Pasal 33), penempatan sekurang-kurangnys saty perempuan dari
setiap tiga calon (Pasal 55 Ayat 2), dan penetapan calon terpilih berdasarkan BFP
30 persen (Pasal 214).(Kompas, Rabu, 10/9/09).

Adapun alasan keberatan yang dikemukakan oleh gerskan perempuan atas revisi
pasal 214 UU NO. 10 2088 adalah sebagai berikut: Pertama, usulan revisi uaiuk
mengganti Pasal 214 dengan penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak
atau menambah pasal wntuk mengakomodasi parpol yang menginginkan
penciapan berdasarkan suara terbanyak vang dipercieh calon menimbulkan
ketidakkonsistenan dengan findskan afirmasi bagi perempuan.

Kedua, adalah inkonsistensi terhadap kesepakatan vyanp dicapai dalam
pembahasan UU Pemile, Dalam pembshasan, penentuan calon terpilih menjadi
materi paling alot. Seiak awal FWPAN das pemerintah menginginkan suams
terbanyak, sermentara F-Partai Golkar dap F-PDIP menginginkan kombinasi aniara
nomor urut dan BPP, Kemudian disepakati secara aklamasi untuk menggunakan
BPP dan nomor urut, Tetapi, di antara pengusung revisi saat itu termasuk Golkar
yang sejak awal mendukung BPP dan nomor uwrut. Ini  menunjukkan
ketidakkonsistenan parpol atas kesepakatan yang sudah dibuat di tengah proses

pemilu,

Ketiger, UU Pemilu tidak dirancang untuk menggunakan suara ierbanyak. Apabila
memang dimaksedkan menggunakan suara terbanyak, seharusnya UU ind
mengatur secara demokratis mekanisme internal parpol dalam pemilihan caleg,
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pencalonan, dan penempatan daerah pemiliban. Masalahnya, mekanisme internal
parpol yang tidak demokratis sejak awal hanya menguntungkan segelintir orang.
Ditambab masih kuatoya peran pimpinan parpol dalam pencalonan, membuat
penggunaan stara terbanyak berisiko menjadi manipulatif.

Dari perdebatan di atas dapat ditarik benang merahnya, bahwa titik singgung dari
permasalahan ini adaleh mengenal sistem penetapan calon terpilih. 60 anggota
DPR yang mengajukan revisi pasal 214 UU pemils mempunyai pandangan bahwa
penetapan calon terpilih dengan nomor unut dinilad tidak adil dan tidak
menggambarkan aspirasi rakyat. Selain itn juga berpotensi mengukuhkan oligarki
pimpinan parpol sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam mienentukan nomor

urut calon. Sehingge menurut merska suara terbanyak lebih demokratis dan ideal.

Pandangss vang berbeda datang dari gerakan perempuan, Menurut Sri Budi Eko
Wardani dalam Jumnal Perempuan 63 (55), ada dua argumentasi yang diajukan
mengapa gerakan perempuan menginginkan semi proporsional terbuka. Pertania,
proporsional terbuka dan semi terbuka memiliki konsckuensi yang berbeda bagi
keterwakilan perempuan. Dalam proporsional terbuka, penentuan ealon terpilih
dilakukan dengan suara terbanyak, Artinya, penempafan calon dalam daflar calon
{nomor urat) menjadi tidak relevan, Dalam rangka mendorong akuntabilitas wakil
rakyat dan lembaga perwakilan, maka pilihen terbuka dengan suara terbanyak
adalab yang ideal. Kedua, dalam keraagka peningkatan keterwakilan perempuan,
disadari berdasarkan kondist saat ini masih sangat sulit melepas caleg perempuan
dalam persaingan bebas. Selain itu aturan suara terbanyak dapat diterapkan secara
Jair jika aturan internal partai sudah demokratis dan terbuka dalem segala
aspeknya. Artinya, proporsional murni tidak berada dalam rang vakum mamun
sangat bergantung pada mekanisme intemnal parpol,

Lebib lanjut dalam diskusi informa! mengenal perempuan dan Pemilu 2009 yang
dihadiri antara lain oleh anggota DPR, MNursyahbani Katiasungkana, caleg dari
PKB dan PDI-P, aktivis perempuan scperti Lies Marcoes, Zumrotin KS, Rita
Serena Kolibonso, dan dosen ilmu politik Ul, Ani Soetjipto, di Jakarta, semakin
terlibat bagaimana revist it inkonsisten dengan wpaya afirmatif dan berpotensi

untik konfiik internal,
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Mepurut Nursyahbani dar Partai Kebangkitan Bangsa revisi tersebut berpotensi
merugikan keterwakilan perempuan. Berdasarkan pengalaman Pemilu 2004
dengan menggunakan nomor vt jumnlah keterwakilan perempuan yang duduk &i
DPR saat ini meningkat. Dan ia yakin tidak akan banyak perempuan yang terpilih
jika hanya mengandalkan suara terbanysk. Lebih lanjut ia berpendapat balvwa
tindakan afirmasi dengan menempatkan perempuan pada pomor wrut kecil
{zipper) dan dengan menerapkan sistem proporsional terbuka  terbatas
menyebabkan perempuan dapat terpilih menjadi anggota DPR.

Prediksi dan kekhawatiran yang disampaikan coleh beberapa tokoh aktivis
perempuan di atas ternyate terbukti. Angka keterwakilan perempuan pada pemily
2009 yang lahs relatif menunjukkan penuranan.

Hal ini telah terbukti berdasarkan hasil wawancara saya dengan tujub informan
yang mana lima di aotaranya mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang
menghambat mercka untuk maju ke lembage legisiatif adalah karena sistem
pemily suara terbanyzk yang menurut mereka telah mematikan semangat afirenasi
yang tertuang datam UL politik,

SM dari Partai Aceh mengungkapkan kekecewaannya atas keputusan MK yang
menetapkan sistem perolehan kursi caleg berdasarkan suara techanyak sebagai
berikut;

Pada awalnya banyak caleg perempuan dari partai kami yang diberikan
kepercayaan untuk menduduki posisi nomor urut atas, saya sendiri dibed
nesnor urut 2, karenz memang untuk mengisi eh.., memberikan peluang
perempuan vatuk maju ke politik, tapi ternyata MK membuat keputusan
baru suara terbanyak, ltukan salah satu ganialen unfuk kita perempuan,
begitu baru disursh “yok maju falan, yok belajar jalan rupanya disuruh
lari”, kan perempuan tidak siap. {(Wawancara SM, 27 Mei 2009)

Hal vang serupa juga diungkapkan rekan separtainya, DW:

Jadi pada saat ME memutuskan untok menetapkan sistem suara
terbanyak..kita sulit untuk mendapatkan suara terbanyak dalam waktu
instan, delam waktu singkat, mengingat begitn banyak partai. Terus
perszingan dan kendala-kendala lain di lapangan. Terutama masalah kita
peremipuan, misainya dapil yang seperti dapil kita ini kan dapil yang
sangat rawan ya..sangat banyak tantangan, jadi jangankan untuk kita

Universitas Indonesia

Peluang Dan..., Fitriyasni, Pascasarjana Ul, 2010



173

orang perempuan, laki-laki pun sulif menembus tantangan dan hambatan
ity {Wawancara DW, 16 Mei 2009).
RS dari PBA yang berada di nomor vrut | ini pada mulanya sangat optimis untuk
bisa lolos. Namun posisi ini menjadi tidak banyak bererti dengan adanya
keputusan MA:

Saya dikasihiah nomor wrat 1 uatok DPRA dari DP 1. Habis ite di
pertengahan perialanan MK memutuskan yang lain, vaitu berdasarkan
siara terbanyak, Waktu iu saya juga sempat ke Jakarta ikut seminar i
MEK. Upava afffrmative action untuk mendorong keterwakilan 30 persen
perempuan di parlemen im sudah nggek ada artinya Jagi dengan
diberlakukannya sistern suara derbanyak. Ya.. kita untuk bersaing dengan
taki-faki Aan susah, belum lagi dari segl kevangan kita tipis gitu fan.
Hahis itu kita perempuan untuk terjun ke daerah-daerah itu kan kita
nggak berani, Habis ite memang lucu saya likat perpolitikan pada 2009
ini, memang izin, anch (Wewancara RS, 18 Mei 2608).
Berdasarkan pendapat informan di atas saya dapat menyimpulkan bahwa sistem
suara ferbanyak telah menjadi fakior penghambat terbesar terhadap caleg
perempuan yang bars tedjun ke ransh politik dan belum memiliki basis massa
vang kuai. Ta telah mematikan langkab perempuan untuk  meningkatkan
keterwakilannya di fembaga legislatif. Semangat afffrmeiive action yang telah
dirancang sedemikian rupa dikebiri secara paksa oleh ketetapan Mahkamah

Konstitusi vang menurnt sayz sangat ticdak ramal terhadap perempuan,

Meski begity, ada juga perempuan anggota DPR yang mendukung revist terbatus,
*Terutama yang mendapat nomor umut besar,” kata Nursyahbani yang juga Wakil
Ketua Badan Legislatif DPR. Anggota DPR dari F-PAN, Andi Yuliani Paris,
dalam kesempatan terpisah mengatakan, tsk berarti sistern suara terbanyak akan

mermgikan perempuan.

Andi Yuliani Paris mencontohkan dengan jumiah perempuan anggota Dewan
Perwakilan Daerah yang mencapai sekitar 30 persen dengan sistem penctapan
anggota memaicai suara terbanyak. “Perempuan yang terpilih di DPD itu melalui
pemilihan langsung dan berdasarkan suara ferbanyak. Jadi, ade baiknya
digabungkan sistem penetapan calon terpilih antara yang ditetapkan UU Pemilu
dan berdasarkan suara terbanyak,” kata Andi.
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Pendapat di atas dikuatikan dengan pemyataan RM dari PDA vang kebetulan
mendapat nomor trut besar, “Walaupun ssya berada di nomor urut terakhir, tapi
insyaailah kalau berdasarkan suara terbanyak saya bisa saja *maju’ yang menjadi
pertimbangan sayz agak sedikit berat adalah karena saya bersda di nomor vrut
terakhir.” Sedangkan MM dan ES mendukung sistem suara terbanyak karena
mereka memiliki basis massa yang banyak, MN berkata, “Kalsu saya merass
kendala bukan di suara terbanyak, karena kita punya jaringan, jadi suara terbanyak

sebenamya tidak menjadi kendala, melainkan kendala di luar svara terbanyak.”
Membenarkan pendapat temannya BS berajar:

Waktu dikasih pengumuman suara forbanyak, kami vang dari SIRA
tidak goyah, karena kami merasa punya basis massa sejak referendum.
Kalau untuk dapat suara terbanyak, caleg-caleg SIRA sudah teruji,
pasti mereka akan tempilib. Ternyata kenyataannya seperti ini. Seperti
saya bilang tadi, kondisi dalamn tanda petik itw. (Wawancara ES, 12
Mei 2009)

Di luar dari i, Ani Soetfipto berpendapat bahwa apabila memakal mekanisne
suara terbanyak, parpol akan cenderung merekrut orang-orang vang sudah dikenal
luas masyarakat seperti para selebriti dan pelawak., Yang menjadi pertanyaan
axialah apakah lembaga legislatif kita akan diisi oleh para pelawak? Lalu,

bagaimana dengan para kader yang sudah bergabung dengan parpol sejak lama?

Seclanjvinya Kefus Kumisi Pemilthan Umum Abdul Hafiz Anshary dan Ramian
Surbakii dari Kemitraan berpendapat rovisi terbatas #fu juga tidak menjamin calon
terpilih adalah yang mendapat suara terbanyak dan akan menimbulkan konflik.
Pendapat tersebut dibenarkan ofeh pengalaman yang dialami oleh RM dari PDA
dan SM dari PA pada pemilu legislatif 2009 yang lalu.

Scbagaimana yang dituturkan RM kepada saya bahwa ia merasa sangat kecewa
dengan kebijakan partai yang mengambil svaranya untuk diberikan kepada caleg
nomer uret satu di dapilnya guna memenuhi jumiah suara untuk mendapatkan
satu kursi di DPRA.,

Misalnya begini, waktu berjuang duly, kita sams-sama. Mau uang
pribadi kita habis, tepl diambil untuk iy, nggak masalah sih vang
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penting kon partai kita di masyarskat ada pama. Tapi apa salahnya
telepon saya. “Bunda ini diizini sggak kalau suara Bunda diambil ke
saya.” Walau pun satu suara it miblik saya, itu maksud saya. Lagi pula
apa yang dibilang Teungku, kalau Teungku itu kan ngpak boleh
mencuri, iya kan? Siapapun saye rasa, agama manapun melarang
mencuri, mengambil sesuatu tanpa {zin dari yang punya. Sementara
mereka selesal pemilu lepas, malah saya bolak balik, iadi segini aja
usala saya itu? Saya nggak minla harus ada kompensasi suara saya,
bukan begitu, maksud saya ifikad baik, bagaimana cara sescorang
meminta barang orang. Il nggek, nggak ada minta izin samz sekali,
lebih-lebih MH i, arogan sckali. Apa salahnya dia telepon saya dan
bilang, “Bunda, suara Bunda untuk sementara kita kumpul dulu,
supaya ada satu korsi yang penting bisa duduk™ Mungkin saya rasa
siapapun akan mengerti, dan mengizinkan, Suvara saya, walavpun [
seperti yang says bilang, tapi kan tetap mendukung untuk dis duduk.
Di sini saya tidak membicarakan masalah kompensast. Jadi nggak ada
Fitri, ngpak ada itikad baik. Kalau saya nggaf kasih &on bisa gjg saya
ajukan keberatan ke KIP kemudian saya bilang suara saya tinggalkan
aja jangan di kasth ke MH. Itu bisa, hak saya, saya panggil pers, saya
kasih tahy semua, biar semuanya tahu. Tapi kita diam dia justru
kurang gjar. (wawancara RM, 18 Mei 2009).

Hal juga dialami SM yang suaranya dimanipuiasi oleh caleg separtainys yang

faki-Taki.

Saya dapat 2800 suam icbib, utuhnya saya nggak ingat, karena Kita dari
awalnya itu nggak ngontrol, suara ftu terserah may Jari ke siapa karena
kita memang sudah ikhlas, untuk pariai gfa...Kita kar tahu bahwa
politik itu keras, terus yang namanya sengketa pernilu itu kor kita sudah
tahu kalau kita akan mengorbankan perasaan, anzk, waktu dau segala
macar, kita pasrah sajalah. Allah Maha Tahu, mana yang akan dipilih
oleh pemerintah itnlah vang terbaik. Makanya kita tidak pernah kontrol
suara-suara  ¢i TPS-TPS untuk tshu beraps  perclehan suam.
{Wawancara 8M, 27 Mei 2009

4.5.5 Sistem Pemilu dan Implikasinya terhadap Keterwakilan Perempuan

Sistem pemilu memainkan peranan penting dalam sebuah sistem politik, terulama

untuk mendorong pembangunan struktur dan sekeligus budaya politik. Sistem

pemily bukan hanys instrumen politik yang paling mudah dimanipulasi, tetapi

juga dapat membentuk sistem kepartzian dan memengaruhi spekirum representasi.

Oleh karena itu, sistern pemilu adalah elemen paling mendasar dari demokrast
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perwakilan. Sebagai suatu aturan yang mengelola bagaimana pemilih
mengekspresikan prefensi politik mereka dan penegjemshan suara dari pemilih
menjadi kursi, sistem pemilu terdiri atas berbagai dimensi yang sangat luas. Dari
serangkaian aturan main yang mendasari setiap sistem pemilu, kiranya penting
memperhatikan beberapa aspek darl sistem pemilu itw sendiri. Aspek-aspek
tersebut antara lain; berkaitan alokast kursi dan penentuan lingkup dan besaran
dacrah pemilihan (distric magnitude) atav luas daerah pemiliban dan jumizh kursi
untuk setiap daemah pemilihan: apakeh dacrah pemilihan diletapkan berdasarkan
wilayah administras! {nasional atau propinsi atau kabupaten/kota) atau berdasar
Jjumlah penduduk atau kombinasi keduanya; dan apakah satu kursi untuk setiap
daerah pemilihan (single member district) atau lebih dari satu kursi untuk setiap

daerah pemilihan,

Aspek selanjutnya adalah masalah perwakilas politik melipull penentuan cslon
terpilih, berkaitan dengan proses pemberian suara vang akan dilskukan oleh
pemilih, metode pencalonan yang dipilih, dan penyusunan calon. Metode
pencajonan  berkaitan dengan siapa dan bagaimana pencalonan  dilakukan,
Sedangkan penyusunan daftar calon dalam konteks penentuan calon terpilih
menyangkut rasalah: apakah menurul nomor urut mendapatkan kurst (3istem
daflar tertutup) atau nomor wrut calon tidak menggambarkan nomor urut
mendapatkan kursi (sistem dafiar calon terbuka),

Adapun formula penentuan calon terpilih, adalah mengenai masalah penggunaan
Formula proporsional {dengan terlebih dahulu menentukan Bilangan Pembagi
Pemili/BPP) atan formula pluralitas (first past the post) alias suara lebih banyak.
tanpa harug mencapai lebih dari 50 persen, ataukah, formula mayoritas alias suara

terbanyak vang berarti harus mencapati lebih dari dari 30 persen.
Sistem pernilu diklasifikasi menjadi tiga tipe dasar, yaitw:

a. Sistem Pluralitas-Mayoritas

Empat tipe sistom pluralitas-mayoritas terdiri dari dua sistem pluralitas. First Past
the Post and the Block Vote (BV) dan dua sistem mayoritas. Sistem Dua Putaran
{Two-Round Systern) dan Hak Pilih Alternatif (4liernative Vote).
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First Past the Post (FPTP) adalah sistem pemilihan yang lazim digopakan di
dunia. Dalam sistem FPTP, diperebutkan distrik tunggal anggota dan
pemenangnya adalah kandidat dengan suars terbanyak, tetapi tidak selalz suara
mayoritas itu absolut. Negara-negara yang menggunakan sistem ini adalah
Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan banyak nsgara yang merupakan bagian
Kerajaan Inggris.

Block Vote (BV) merupakan penerapan dari FPTP dalam distrik muiti-anggota
daripada tunggal-anggota. Pemilih mempunyai banyak hak pilih, ada banyak kursi
yang harus diisi, dan kandidat berdasarkan jajak pendapal tertinggi mengisi posisi
dengan mengabaikan persentase soara vang mercka rail, Sistem ini dipunakan di
beberaps nepara Asia dan Timur Teagah,

Hak Pilih Altematif (AVY) adalah pemilih dapat membuat jeniang kandidat untuk
pilihannya, dengsn memberi tanda 17 untuk kandidat favoritnya, ”27 untuk
pilthan keduwanya, ™3 uniuk pilihan ketiganya dan seterusnya, Jiks tidak ada
kandidat vang berhasil mersih 50 persen dari pilihan pertama, hak pilih piliban
yang lebih rendah ditransfer sampal muncolnya pemenang vang mayoritas. Sistem

ini digunakan 4i Australia dan beberapa negara Pasifik Selatan lainnva.

Tipe lain dari sistern mayoritag, Sistem Dua Putaran {TRS) terjadi dslam dua
piaran, dalam safu atay doa Minggs, Putaran pertans dilakukan dengan cara
sama seperti pemilihan FPTP normal, Jika tidak ada kandidat yang mweraih
" mayoritas absolut dalam putaran pertama, putaran kedua dari suara dilakukan
antara kandidat-kandidat berdasatkan jajak pendapat teriinggi dari putaran
periama, dan pemenang dari pularan ini dinyatakan terpilih. Sistem ini digunakan
di Perancis, Asia Tengah dan belakangan di beberaps negara bekas jajahan

Peranzis,

B, Sistem Semi Proporsional
Sistern SP adalsh mereka yang sudah sifatnya mewunjudkan pemberian suara
menjadi kursi pemenang yang sedikit banyak berasal di antara proporsionalitas

dari sistern $P dan mayoritas dari sistem pluralitas-mayoritas. Dua sistem
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pemiliban Semi 8P yang digunakan untuk pemilihan legislatii adalah Single Non-
Transferable Vote (SNTV) dan sistem parale] {campuran)

Dalam pemilihan SNTV, setiap pemilih mempunyai satu suara, tefapl ada
beberapa kursi dalam distrik yang diisi, dan psra kandidat dengan jumlah suara
tertinggi mengisi posisi ini. Sistem ini, kini hanya digunakan di Yordania dan
Vanuatu. Sistemm paralel digunakan baik dalam dafiar proporsional maupun distrik
pluralitas-mayoritas yang dijalankan bersamean atau berdamplogen (karenanya
disebut dalem istilah paralel). Bagian dari parlemen dipilih oleh representasi
proporsional, bagian darl beberapa tips mengpunakan metode pluralitas atau

mayoritas,

¢. Sistem Representasi Proporsional

Penyokong rasional semua sistem Representasi Proporsional sccara sadar
mengurangi perbedaan antara pembagian partai deri hak pilih sasional dan
pembagiannya dari kursi parlemen. Proporsionalitas sering dilihat sebagai
keberadaan terbaik yang dirath dengsn memenfaatkan dafiar partsf, di mana
partai-partai politik mengajukan daflar kandidat pada pemilihan tingkat nasional
atau regional, dan di mana ada banyak anggota dipilih dari setiap distrik dengan
demikian kemungkinan representasi minoritas sangat kecil. Daftar dapat "terbuka”
atau “tertutup”, tergantung pada spskah pemilih dapat menctapkan kandidat
favoritnya dengan daflar parfai yang ada {dafter “terbuka™), atau apakah mereka
hanyz dapat raemilih untuk suaty partal tanpa mempenpsrohi kandidat parta yang
dipilih (dafiar “tertutup™).

Sistem daftar proporsional adalah tipe paling umum dari sistem pemilihan
Representasi  Proporsional.  Banyak  bhentuk dari  daftar  proporsicenal
diselenggarakan secara luas, distrik multbanggota vang memaksimalkan
proporsionalitas. Deftar  proporsional memeriukan  setiap  partai  unfuk
menghadirkan suatu dafBar kandidat untuk dipifth. Hak pilih pemilih untuk svate
partai lebih baik dasipads satu kandidat; dan partai-partai menerima kursi dalam
proporsi untuk keseluruhan pembagiannya dari hak pilih nasional, Kandidat
pemenang berasal dari daftar itu untuk posisi terhormainya. Sistem tni secara luas
digunakan di benua Eropa, Amerika Latin dan Afrika Selatan.
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Sistem Proporsional Anggota Campuran (MMP), vang digunakan di Jermen,
Selandia Bary, Bolivia, ltalia, Meksiko, Yenozuela dan Hungaria, berupaya untuk
mengombinasikan atribut-atribut positif baik sistem mayoritas maupun sistem
pemilihan proporsional. Suatu proporsi parlemen dipilih dengan menggunakan
metode pluralitas-mayoritas, biasanya dari distrik tunggal-anpgota, sementara
selebihnya dibentuk oleh daftar represenfast proporsional, dalam  kursi
representasi  proporsional  digonakan  untuk  mengompensasi | berbagai

ketidaksepadanan yang dihasilkan oleh kursi distrik.

Single Tremferable Vole menggunekan distrik mult-anggols, dalam hal ind,
pemilik melakokan penjenjangan kandidat pada karty pemungutan svara {(ballof
paper} dengen cara yang sama, seperti Hak Pilth Alternatif. Selelah fotal jumish
suara pilthan-periama dijumlsh, hitngan selanjfutnya mulai dengan mematok
Ykuota” suara yang diperoleh untok pemilihan kandidat tunggal. Kandidat-
kandidat vang mempunyal febil banyak pilihan daripada kuota yang dipilih. Jika
tak scorangpun meraih kuota itu, kandidat dengan jumiah terendak dari piliban
pertama dihapuskan, dengan pilihan keduanya dilakukan pembagian kembali
kepada kandidat vang masih tinggal dalam kompetisi tersebut, Pada saat yang
sama, kelebitian suara darl kandidat terpilih (yaitu suara di atas kuota) dibagi
kembali sesuai dengan pilihan kedua pada ballor sampai semua kursi untuk

konstituante terisi,

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Pippa Norris dalam penslitiannya tontang
keterwakilan perempuan dalam sistern pemilu, menunjukkan bahwa iingkat
keterwakilan perernpuan relafif lebih baik, jika menggunakan sistem Representasi
Proporsional,

4.4, Proporsi Perempuan dalam Majelis Rendah Parlemen

Pluralitas/Mayoritas 10,8%
Campuran dan S8em) Proporsional 15,1%
Representasi Proporsional 19.8%
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Dari tabe! di atas, jelas terlihat bahwa sistem Pluralitas™aycritas mengurangi
keterwakilan perempuan, sementara sistem campuran memberikan kesempatan
yang lebih baik bagi keterwakilan perempuan. Pada Sistem Representasi
Proporsional perempuan hampir dua kali Iebih mungkin terpilih dibandingkan dua
sistem lainnya. Namun Norris menggarishawahi, bahwa tidak semug negara yvang
menggunakan sistem pemily Representasi Proporsional mempunyal tingkat
keterwakilan perempuan vang relatif tinggi, Sebagai contoh, ada tingkat vang
sangat rendah di Twki (4,2%), Braxil (5,7%), Indonesia {§,09%) dan Yunani
{8,7%). Di sisi lain ada ssgjumiah kecil negara yang menggunakan sistem
Pluralitas-Mayoritas memiliki ingkat keterwakilan perempuan yang relatif tinggi,
seperti yang terfadi di Australia {23,094), Kanada (20,6%) dan Inggris (18,2%).

Sistem  pemilinan  Representasi  Proporsional memberikan  peningkatan
representasi peremipuan, karena mengakomodasi kepentinpan kelompok dan
pluralisme di dalam masyarakat. Denpan sistem ini partai berkepentingan untuk
menyusun kandidat untuk kepentingan berbagai kelompok yang berbeda dan
sektor masyarakat yang beragam yang mungkin membantu menarik pemilih untuk
partainya. Menurut Soctjipto (127-8), sistem Representasi Proporsional dengan
daitar terbuka membawa kemungkinan yang lebik besar untuk perempuan supaya
bisa terpilih. Fixed Quoia bisa diterapken dalam penyusunan dafiar yang
dicantumkan dalam UU pemilu, Sebagai contch, aturan UU pemilu dapat
menyebutikan bahwa partai barys menempatkan kandidat perempuan setidaknys
50 persen dacl daftar yang alan disjuican. Kandidat perempuan harus diletakkan
dalam urutan berselang-seling yang memungkinkan perempuan terpilih menjadi
kandidat terpilih. Sistem ini pemah diterapkan di Italia tahun 1993 dan basilnya
cukup menakjubkan, Cantoh lalnnya adalah Argentina,

Faktor signifikan lain yang mendukung pemilihan perempuan dalam sistem
pemilu Representasi Proporsional adalah bahwa sistem Representasi Proporsional
mendukung kompetisi multi partal Dalarm sistern Pluralitas/Mayoritas, partai-
partal politik hanys memiliki kesempatan saty kali untuk memenangkan
perwakilan, yakni jika mereka mengumpulken suara dari proporsi para pemilih

dalam jumlzh vang sangat signifikan. Dengan demikian, dalam sistem ini partai
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perwakilan, yakni jika mereka mengumpulkan suara dari proporsi pars pemilih
dalam jumizh yang sengat signifikan. Dengan demikian, dalam sistem ini partai
politik biasanya berkoalisi ke dalam jumiah partai nasional utams yanpg sangat
sedikit, dan sering kali beberapa partai kecil mengembangkan kubu daerah.
Semakin sedikit partai, semakin sedikit keragaman pandangan yang terwakili
dalam arena politik, semakin sedikit jumlah calon dan semakin sedikit kandidat

perempuan.

Sistem pemilu yang bagaimanakah yang dapat mendokung tindakan afirmatif di
Indonesia? Uniuk menciptakan sistem pemilu yang mengakomodasi tindakan
afirmasi bagi perempuan, gerakan perempuan telah merancang strategi afirrnasi
dari hulu ke hilir yang mencakup perubahan di internal partai politik dalam
mengakomodast steuktur kepengurusan vang melibatkan sckurang-kuranpnya 30
persen perempian dan menjadikan bal ind sebagai persyaratan partai politik untuk
menjadi peserfa pemilu. Ini meropakan strategi di hulu yaitu parfai politik.
Kemudian masuk pada undang-undang pemilu di mana kebijakan afirmatif
bersifat memberi peluang keterpiliban pada calon perempuan yaitu dengan
pencalonan minimal 30 persen dan penempatan yang diatur selang-seling (dikenal
dengan istilah zipper). Tujuannya agar perempuan yang dicalonkan scbanyak 30
persen febih diutamakan untok ditempatkan pada uritan atas sehingga jike
dikombinasikan dengan sistem pemily proporsional setengah terbuka maka

peluang keterpilihan menjadi lebih besat.

Strategi gerakan perempuan pencrapan sistem afinmatif dalam sistern pemily
dihadapkan pada keinginman sebagian pendukung demokrasi yang mendorong
akuntabilitas wakil rakvat dengan berbasis pada suara ferbanyak dan secars
perishan menghilangkan oligarki {pimpinan} partai. Pada Tahun 2004 sistem
pemilu yang digunakan adalah Proporsional terbuka, di mana caleg harus
mencapai BPP 100 persen vang di kombinasi dengan nomor urut. Sistem ini
dianggap tidak adil oleh kelompok pendukung suara terbanyak kerena tidak
menggambarkan keinginan rakyat sebagai pemilih. Sementara kebijakan afirmatif
yang diperjuangkan olch perempuan mendorong sistem semi terbuka dengan
masth memperkenankan nomor urut. Diginilah letak titik singgung yang akhimya
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memecahkan kesstusn gerak dalam gerakan pro demokrasi dalam  proses
pembahasan RUU politik. Bahkan ironisnya ketika UU telah disahkan, kelompok
yang mendukung suara terbanyak kembali mengajukan keberatannya ke MK.

4.6 Analisis dan Stmpulan

Secara umum hasil pemilu 2009 belum menunjukkan peningkatan yang signifikan
dalam jumlah perempuan di lembaga Legislafif, baik di tingkat nasional maupun
di tingkat fokal. Di tingkat Nasional perempuan menempati 101 kursi {18,64%)
dari 560 kursi vang tersedia. Meningkat 7,04 persen dari pemilu sehelumnya yaitu
63 kursi (11,5%) dari 350 kursi yang tersedia. Sementara untuk tingkat Dewan
FPerwakilan Raskyat Aceh di tahun 2009, dari 69 jumish Kursi vang forsedis,
perempuan hanya berfambah saty kursi, Pada tahun 2004 perempuan meraih 3
kursi {4,35%) dan tebun 2009 meniadi 4 kursi (5,8%). Hanva menunjukkan
peningkatan 1,45 persen. Namun jiks dilibat dari peluang politik yang telah
terbuka lebar, peningketan in! tidakiah dapat dikatakan sebagai sebuah kemajuan.

Asumsi ini didasari oleh beberapa fakita, pertama ditinjau darl perundang-
undangan politik yaog ada baik di tingkat nasional maupun Iokal, secara umum
telah menunjukkan tindakan afirmasi bagi perempuan, baik di dalam parpol
maupun pemilu. Namun ternyata hal ini tidak cukup signifikan meningkatian
jumiah perempuan untok berpartisipasi di politik. Kedua, kehadiran partai lokal di
tengah masyarakat Aceh vang diharapkan dapat memperlebar peluang masuknys
perempuan ke dalam dunia politik ternyata masih jach dari harapan, Hal ini
terlihat tidak satu pun perempuan dari parfok kbususnya PA sebagal pemenang
Pemilu 2009 yang menduduki kurst DPRA.

Padaha! perolehan svara dF tingkat DPRA diungguli oleh PA, jauh meninggalkan
partai-partal fain, baik parial nasiosal maupun lokal PA memperoleh suarz
sehanyak §39.814 dari total 1.773.193 suara sah. Kemudian ditkuti oleh Pariai
Demokrat dengan perolehan suara sshanyak 207.676, Partai Golkar sebanyak
95.672 suara, Partai Keadilan Sejahtera (PKB) scbanyvak 69.613 suara, dan yang
terakhir diperoleh oleh Partal Amanst Nasional (PAN) dengan jumlah perolehan
suara sehanyak 63.708 (KIP Acehl.
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Dari total perolehan suara tersebut, PA mendapatican 33 kursi dari 69 jumlah
Kursi yang tersedia di DPRA, atey sekitar 47,8%5. Disusul Partal Demokrat 10
kursi (14,5%), Golkar & kursi {11,6%), PAN 5 kursi (7,24%), PKS 4 kursi (5,8%),
disusul PPP 3 kursi (4,34%). Lima kurst lagi ditempati oleh masing-masing satu
kursi oleh caleg dari PKB, PBB, PDIP, Patriot dan PDA. Dari 69 kursi DPRA,
perempuan hanya mendapat empat kursi, tiga dari partai Golkar dan I dari PAN.
Tidak satu kursipun diduduki oleh perempuan dai partat Iokal, PA sehagai peraih
suara terbanyak yang hampir menguasai separo DPRA, tidak cukup berbesar hati
memberikan satu kursi untuk persmpuan, Berikut tabel keterwakilan perempuan
dalam DPRA.

4.5 Perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Aceh {DFRA) Pemilu 2009

| PARTAI POLITIK LK PR JUMLAH

3 | PKS 4 2 4
5 | PAN 4 1 5
13 | PKB i . 1
23| GOLKAR 5 3 8
24 | PPP 3 " 3
27 PBB i - H
28 | eDIp 1 } i
30 Partat Patriot i - H
31| PD 10 - 19
36 | Pertsi Daniat Acch i - z
39| Portai Aceh® 33 2 23

| JUMLAH 65 (942%) | 4(53%) 69

SBamber: Seramit Indonesis dan teiak diolzh kembali oleh peneliti
{* partai politik lokal Aceh)

4.6 Perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK})

Provinsi NAD Pemiln 2609
NE | KABKOTA LK PR % PARTAIL RRLA

H

l | Magan Raya 22 3 £3,04 PE P, GOLKAR, PA* 23
Pidie jaya a3 3 1354 IPA* i3

3 | Subunlussslem 15 4 28 Gatkar, PKPL Hanums, it

PKPB
4 Banda Aceh 25 i 313 Parisi Demolaat a4
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§ | Sabang 18 2 11 Golkor, PAN pit!

6 | Aceh Besar 34 H 25 Golkar 35

7 | Pidie 44 1 2,22 Golker 45

8 | Bireun 32 2 5% PAN, PPP a4

9 | Aceh Tengah 28 2 6,7 PADA, Golkar 3

10 | Bener Meriah 24 t 4 PEPI 25
11 | Acch Ulara 44 1 2.2 P 45
12 1 Lhokseumawe 22 3 12 PPR, 2 PDY 25
13 | Avceh Timur 33 2 57 PP 35
14 [ Langsa 21 4 16 Gerindra, Golkar, PPP, 25

PDIP

15 | Acch Tamisng 26 4 13,3 2 PA* PPP,PBA* 30
16 | Gayo Luss 18 2 10 PKS, Goikar 20
17 | Aceh Tengpars 23 2 8 Gerindra, Golkar 25
18 | Aceh Jaye 20 - ] - 20
i9 | Acch Barat 29 | 3,33 PA® 30
20 | Aceh B, daya 25 - ] - 25
21 | Acehk Selatan 30 - - 30
22 | Acch Siagkil 2 % i5 PKPLPPI, 2 Golkar 15
Z% } Simesiue 13 2 10 20
HIMLAH 41 43} 6,68 644

Dats dan berbagal sumber, diolak kembali oleh peneliti

*3 Aleg perempoan dari partal lokal; 7 dari PA dan § PBA

Untuk lebih jelas melihat perbandingannya, berikut fabel jumlah keterwakilan
perempuan dari partai lokal sebagai caleg dan yang terpilih menjadi aleg tingkat

DPRK.

4.7 Caleg dan Aleg Parlok Tingkat DPRK {Dewan Perwakilan Raicyat

Kabupaten/Kota) Aceh
Partai Caleg Aleg

1K PR UM 1K PR M
PAAS i85 71 256 - - -
PDA 250 64 314 13 - i3
SIRA 304 82 386 7 - 7
PRA 218 78 256 2 - 2
PA 573 124 697 226 7 233
PRA 242 82 284 3 i 4

1732 501 2233 251 8 289

{56,9%} {3,1%;}
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Diata; derf berbogal sumber, dicleh kembali oleh penelini

Dari tabel di atas, angka perolehan kursi DPRK Iagi-lagi didominasi oleh PA
yatty 233 kursi {36,2%) dari 644 jumiah kursi vang tersedia di 23 Kabupaten/Kota
di Aceh. Disusul oleh PDA 13 kursi, SIRA 7 kursi, PBA 4 kursi dan PRA 2 kursl.
Dari twial 259 kurst DPRK yang diraih oleh partai lokal, perempuan hanya
mendapat 8 kursi, Tuluh darl PA dan satu dari PBA.

Minimnya keterwakilan perempuan di DPRK, bahkan tidak adanya perempuan
dari PA yang mendapat kawsi di DPRA, disebabkan oleh beberapa aspek. Pertama,
sistem politis yang dibangun PA masih sangat maskulin dan seksis, hal ini terlihat
dari piatform dan ALYART yang belum mengintroduksikan kebijakan 30 persen
pérernpuzin, mekanisme rekrutmen yang tertutup dan patronase, peran dan posisi
perempuan dafam partai. Kedua, mekanisme penempatan dapil dan nomor urut
tidak demokratis, terbuka dan terukur, dan semakin diperburuk dengan tidak
dilibatkannya perempuan dalam memutuskan dapil dan nomor urut. Perempuan
dipaksa untuk menerima apapun keputusan petinggi pariai, tanpa boleh
mengajukan keberatan atau gugatan, Akibatnya banyak caleg perempuan yasg
ditempatkan di dapii yang bukan dari daerah tempat 2 berasal dan memiliki basis
massa. Kondisi ini semakin diperparah dengan penominasian sebagian besar caleg
perempuan di nomor urat bawah (lihat tabel 3.12). Ketiga, pada masa kampanye
PA mengarabkan seluruh caleg untuk mengampenvekan partai bukan kampanye
pribadi, akibatnya perempuan yang umumnya kurang populer dibandingkan caleg
taki-laki semakin tersisih dari pilihan konstituen. Terlebih lagi caleg perempuan
sangat jarang tampil di podim kampanye sebagal juru Kampanye partai apalagi

meniciaskan vist dan misinya,

Keempat, caleg perempuan Kurang mendapatken pendampingan deri gerskan
perempuan pada masa seteleh pemily, khususaya untuk mengawal dan mengawasi
Jjumiah susrn caleg perempuan, akibainya scbagaimana yang dialami oleh SM dari
PA dan KS dari PBA mereka mengalami pencurian suara. Kecurangan vang
mereka alami tidak dapat dituntut kerens mereka tidak mempunyai bukti sah
Jurnlah soara dari TPS dan TPK. Akhirnya mereka meniadi korban pertarungan
ala maskulin yang sarat kecuranpgan dan manipulatif. Kelima, adalah sistem

pemilu dengan suera terbanyak juga ikut andil dalam merintangi keterpilihan
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perempuan. Hal ini ditegaskan oleh beberapa pengurus perempuan PA yang juga
‘niyaleg’ pada pemilu 2009 vang lelu. Menurut DW dan SM sebapaimana yang
telah disebutkan sebelumnya, sebelum ada keputusan MK fentang svara
terbanyak, parfal telalh monempatkan perempuan di nomor urut atas, sesupi
dengan sistem zipper, Oleh karena Htu, menurul mereka jika pensntuan calon
terpilih dilakukan dengan sistemt nomor urut mereka yakin aken lebih banyak
caleg perempuan yang akan lolos. Menganalisis apa yang diutarakan DW dan SM,
berikut saya tampilkan prediksi jumlah kursi yang akan diperoleh caleg

perempuan dard PA jika penghitungan berdasarkan nomor urut dan sistem zipper.

4.8. Prediksi Perclehan Kursl Caleg Perempuan Partai Aceh Tinpkat DPRA

Caleg Aleg No. Urpt | Perolshan | Perolehan
B Calep kursd pr kursipr
p | LAKL PR LK PR Perempun | dbm sistern | dim sistem
LAKE B Ko, oraf dpper
1 g 3 Idarie ® - 378 - i
2 b } & dogi 8* = P4 i 2
3 7 3 3 dayi & = 269 H i
4 2 2 & duri 10* - 89 1
5 14 A 7 dart 10* - 6,8 i 2
6 14 2 5 dard 10% - 1,12 - 1
7 3 3 Tl 7 3 378 " -
2 7 i 3dans 7* 5 - i
&4 17 33 8 3 o
{799} {31%} £47,8%}

Drart berbagai sumbgr, diolah olah peselit.
*lumish kursi yang tersedia dart tinp daseah pemilihan (dapil).

Berdasarkan tabel di atas, pendapat DW dan SM ada benarnya, kalau kita melihat
data yang terpapar dalam tabel diatas perempuan dari PA akan mendapat tiga
kursi; masing-masing saba kursi dari dapil 2, dapil 3 dan dapil 5, jika sistem
penphitungan suara dilakukan dengan sistem nomor urut, Terlebih lagi jika
giterapkan dengan zipper akan memaksa partai untuk meletakkan perempuan pada
nomor urit atas maka pernichan Rursi perempuan darl PA minimal dapat

mencapai sembilan kursi (zipperd.

Tidak jauh berbeda dengan PA, PDA sebagai partai lokal peraih suara terbanyak
kedua juga belum menunjukkan keseriusannya dalam mendukung terpilihnya

caleg perempuan, Perempuan di partai ini masih diletakkan di nomor urut bawah
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(lihat tabel 3.6 dalam Bab 3). Selain itu peagurus partai yang laki-leki masih
sering melakukan diskriminasi dan pelecchan terhadap pengurus perempuan,
Perempuan masih dianggap subordinat dan tidak memiliki koalitas sebagaimana
faki-laki. (fihat, hal 159).

Kondisi yang berbeda dialami oleh MN, ES, RS dan SW. Kegagalan empat
informan ini wetuk melaju ke DPRA lebih disebabkan oleh kondisi keamanan dan
politis pasca-Moll dif Aceh dan perubahan sistem pemilu dar} nomor urut dan
sistem zipper menjadi suara terbanyak. Kondisi politis di Aceh pada pemilu 2009
yang lale menurut mereka sangat buruk, penuh dengan intimidasi, kekerasan, aksi
teror dan pembuinuban. Pada pelaksanaan pemilu pun masih banyak terjadi
kecurangan, hal ini mengakibatkan cepaian suara partai mercks menjadi minim
vang berpengaruh langsung terhadap keterpilihan wereka menjadi aleg. Selain ity
revisi terbatas UL NG, 16 Tahun 2008 Pasal 214 tentang penghitungan suams
dengan suara berdasarkan nomor urut menjadi suvara terbanyak juga fkut

menghalangi laju politik caleg perempuan ke legisiatif

Berdasarkan fakta yang terpapar di ates dapatlah kita menyimpulkan bahwa
memperjuangkan Keterwakilan perempuen di politik bukanlah pekerjaan yang
mudah, karena begitu banyak hambatan yang harus dilalui baik yang bersifat
institusional maupun sosial. Oleh karena ity penerapan kebijakan afirmatif
diperiukan strategi yang komprehensif dari hulu ke hilir. Jika strategi ini tidak
dapat diterapkan secara berkesinambungan maka sulit sekali keterwakilan 30

persen perempuan di legislatif akan terwajud.

Unfuk Aceh, peningkatan partisipasi politik perempuan pada pamilu 2009 telah
mendapal payvung hukum yang lebib baik dibandingkse pemilu sebelumnya,
bahkan peluanp berpolitik semakin terbuke dengan hadimya partai lokal. Akan
tetapi dalam prakteknya hambatan paling sulit yang dihadapi perempuan adalah

budaya maskulin yang tertanam secara mendalam di lembaga-lembaga politik.

Artinys, raeskipun perundang-undangan politik telah mengejawantahkan tindakan
afirmasi bagi pergmpusn, Hdak serta merda dapat meningkatkan jumlah

perempuan yang dudek di lembaga legislatif jika lembaga-lembaga politik sepertt
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parpol dan lembaga legislatif masih mengedepankan politik yang maskulin,
Karena perundang-undangan dan sistem pemily menurut Lovenduski {91) hanya
merupskan bagian dari proses yang tidak dapat lepas dari penperub pelbagai
institusi seperti pariai politik, majelis-majelis yang terpilih, den berbagal macam
kelompok penekan dan gerakan-gerakan sosial termasuk gerakan perempuan.
fenomena ini lapi-lagi mengukubkan batwa partai politik memainkan peran
kunci terhadap upaya peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga-fembaga
politik,
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BABS
PENUTUP

Pada bab ini saya membahas kesimpulan, diskusi dan saran dari sefaruh hasil
peneiitian. Simpulan didasarkan atas temuan dan hasii wawancara mendalam pada
myjuh orang responden yang mewakili lima partal Iokal Aceh (PA, SIRA, PDA,
PBA, dan PRA). Sebagai penstup pada bab ini saya mengajukan beberapa saran
dan rekomendast yang ditujukan guna perbaikan kondisi para politisi perempuan
Acsh agar dapat meningkatkan partisipasinya di dalam partai .poiitilc fokal dan
lembaga legisiatif. Schinpga keterwakilan 30 persen perempuan di partai politik
lokal Aceh dan lembaga legislatif dari segi jumiah maupun kualitas dapat tercapai.

). Simpulan

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana peluang dan kendala
politisi perempuan Aceh dalam  keterwakilan perempuan di partal politik lokal
dan lembaga legislatif. Berdasarkan hasil femuan sebagaimana vang telah saya
paparkan dalam Bab tiga dan Bab 4, ada tiga bagian penjelasan dalam mesjawab
pertanyaan pada Bab 1, vaitu (1) peran patlok dalam meninghkatkan partisipas
politis perempuan di parlok dan lembaga legisiatif, (2) dinamika perpolitikan
perempuan dalam meningkatkan peran dan keterwakilannya pada pariok dan
fembaga legislafif; (3) hmplikasi sistern Pemilu terhadap perjuangan perempuan
dalam meningkaikan keterwakilan perempuan dalam parlok dan lembaga
legislatif.

5.1.1. Peran Partai Lokal dalare Meningkatkan Partisipasi Politik
Perempuan di Partal Lokal Menuju Kursi Legisiatif

Dart hastl penelitian yang saya lakukan, saya menemukan bahwa sebagian besar
partai politik lokal di Aceh belum memiliki komitmen vang tegas dalam
pelaksanaan agfffemiative action. Adapun aspek penilaian yang saya gunakan
adalah AD/ART dan platform pariai, mekanisme rekrotmen politik serta posisi

dan keterwakilan perempuan di Jajaran pengurus dan dafiar caleg.
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5.1. Gambavan Introduksi Partai Lokal terhadap Kebijakan Afirmatif

AD/ART dan Plagform ) Keterwakilan perempuan
Partai Mekanisme
Kuata | Isw-isu [ Dept. | rekrutmen P Posisit Cat
30% ger. Per. Ers o3i8 akeg
BA X X X Patronase 35% | wsifwbian | g1
#
PDA ¥ X X Patronase 18.2% | wgiwh | 189%,
PAAS | X X X Campuran | 14,29% ka\;:sjfw 32,3%
PBA ¥ ¥ ¥ Campurss | 23,1% wkf'gsjiw 30%
SIRA o | o Campuran V% | kdprikdpa | 18.6%
PRA ¥ 4 ¥ Biokmsi | 273% | BAbAp L 276
LS

* wsj = wekil sekien, wh = wakil bendahars, ang. = anggote, wk = wakll ketus, wh = wakil
bendahars, kdpe = ketua depariemen perempuan, bu = bendabara umum, |b = jus bicara,

Tabel di atas membanim saya dalars menganalisis bagaimana peran partai politik
lokal di Aceh dalam menjalankan kebijakan afirmatif terhadsp perempuan.
Berdasarkan apalisis tentang platform dan AD/ART parial, meka saya
menemukan tiga pertal yang telah menpintroduksi tindakan afirmasi bagi
perempuan ke dalam platfprmnya yaitu PRA, PBA, SIRA. Dengan indikator
mencantumikan ke dalam AD/ART jumlah minimal 30 persen perempuan dalam
kepengurusan, menjadikan isu-isu peremipuan sebagai agenda parlok, serta adanya
departemen perempuan dalam struktur kepengurusan partai, PA dan PAAS sama
sckali fidak memenubi indikator tersebut, Sementara PDA hanva meicantumkan
jumiah minimal 30 persen perempuan dalam kepengurusan, sedangkan untok
indikator yang Inin belum terpenuhi, Jjika plafform dan AD/ART partai dikaitkan
dengan keterlibatan perempuan sejak awal pendirian partai, maka ditemukan
bahwa perempuan yang terlibat sejak awal dalam pembentukan parlat akan lebih
mudah memengaruhi platform dan AD/ART partai agar lebih sensitif geeder.
Selain ity mekanisme rekrutmen akan lebih ramah perempuan dan perempuan
akan mendapatkan peran dan posisi yang lebih balk,

Selanjutnya, partai yang demokratis, biasanya memiliki sensitivitas gender yang
baik, dan akan melibatkan perempuan dalam setiap pengambilan kebljakan.
Karena tidak ada demokrasi sejati jika tidak melibatkan laki-laki dan perempuan
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secara setara. Caleg perempuan dari SIRA yaitu MN dan ES juga SW dari PRA
dan RS dari PBA, mengaku mercka ditibatkan dalam setiap pengambilan
kebijakan ofeh partal tsk terkecuali pada penempatan dapil dan nomor urut,
Behingga mereka merasa “puas’ dengan penempatan dapil karena ditempatkan di
dapil vang menurut mercka lebih memungkinkan untuk meraup suarz yang
banyak, Demukizn pula halnya dengan peacntust nomor urut, mereka merasa
sudah mendapatkan nomor yang sesuat. Berbeda dari informan sebelumnya, SM
W dari PA mengaku kecewa dengan mekanisme penempatan dapil dan nomor
urut yang sama sekali tidak melibatkan mercka. Sehingga teriadi ketidaksesusian

antara dapil dengan basis massa caleg persmpuan di PA,

Menurut keterangan RM dari PDA, iz juga tidak dilibatkan dalam proses
penempatan dapil dan nomor urut, meskipun tidak masalah dengan dapi! namun ja
kecewa dengan nomor urut 5 yang iz terima, karena sebelumnya i dijaniikan

dapat nomor urut 2.

Selanjutnya keseriusan parlok menjsiankan kebijakan afirmatif yang diamanahkan
Undang-undang terlihat pada mekanisme rekrutmen politik yang dilakukan partai
apakah telah samah perempuan atau tidak. Berdasatkan tabel di atas, Adapun
partal yang melakukan rekrutmen politik secara demokratis, terbuka dan
akuntabel hanya ada satu pariai yaitu PRA. Sedangkan tige partai; SIRA, PBA
dan PAAS melakukan rekrutmen dengan sistem patronsse dan birokeasi atau
campuran, dua pariai lainnya PA dan PDA menggunakan sistem patronase.

Kasus menarik, terkait dengan mekanisme rekrutinen yang diakukan partai PA
yang menggunakan rekrutmen patronase malah dapat menjaring perempuan
hingga 35 persen di kepengurusas dan 21 persen di DCT, sementara SIRA yang
menggunakan rekrutmen lebih terbuka dengan sistern pilthan rasional partai malah
rendah dalam keterwakilan perempuan baik di kepengurusan (29%) maupun &
DCT (18,6%).

Untuk menjelaskan hal terscbut, kita juga harus melibat bagaimana perempuan
yang direkrat oleh kedua partai tersebut diposisikan dan diberi wewenang terkait

jabatannya, serfa ssiauhmana ia dilibatkan dalam pengambilan kebijakan di
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partainys. PA yang mencantumkan 35 persen perempuan i kepengurusan
partainya tidak cukup berbesar hati memosisikan perempuan pada posisi sirategis
dalam pengambilan kebijakan sebagaimana yang tertampil di dalam tabel. Kondisi
tersebut diperparah dengan tidak dilibatkannya pengurus perempuan dalam
penentuan kebijakan partai termasuk dalam penempatan dapil dan nomor urot.
Akibataye 21 persen perempuan yang dicalonkan scbagai anggota Jegislatif
tingkat DPRA, tak satu pun terpilih. Fenomena ini ditengaral olsh DW dan SM
karena penermpatan dapil dan nomor urut yang tidak sesuai, selain ada juga faktor-

faktor fain di lpar itu,

Sementara partai SIRA, meskipun jumnlah pengurus pererapuan di partat ini tidak
mencapal 30 persen, akan tetapi mendapat posisi yang cukup prestisius
dibandingkan perempuan di PA. Selain itu, mereka juga dilimpabkan wewenang
penuh ferkait dengan  jabatannyz dan dilibatkan dalam sefiap pengambilan
kebijakan termasuk pencmpatan dapll dan penominasian nomor wut. Tidek
terpenubinya kuota 30 persen perempuan di DCT antara lain karena sistemn
rekrutmen yang diterapkan partai ini adalah persaingan terbuka atau bebas antara
kandidiat laki-laki dan perempauan dengan orientasi achfeverent, hnmiah
perempuan vang memiliki kapasitas secarg umum lebih sedikit bila dibandingkan
dengan laki-laki, olch karensnya jika perempuan di konteskan secara bebas
dengan laki-laki tanpa memerhatikan affirmative action maka perempuan akan
sedikt terjaring. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam menilai sensitivitas gender
sugty partai harus melihat komprehensitas kebijakan afirmatif dari hulu ke hilir
vang diterapkan oleh partai. Berdasarkan penilaian tersebut SIRA memiliki

sensitif gender yang cukup batk dibandingkan PA.

3.1.2. Dinamika perpofitikan petempuan dalam meningkatkan keterwakilannya
pada partal lokal dan Legislatif
* Perempuan Merespons Peluang Politik
Lahirnya partai lokal dan regulasi politik yang mendukung tindakan afirmasi bagi
perempuan melalui mekanisme kuota 30 persen telah membuka pelvang bagi
perempuan Aceh untuk berkiprah di ranah politik. Peluang tersebut mendapat

respons yang cukup batk dari perempuan Aceh. Adapun pandangan dan mofivast
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mereka untuk terjun ke politik sangat beragam. Namun secarz umum dapat ditarik
benang merah bahwa motivasi yang mereka bangun berangkat dari kesadaran (1)
partai Jokal akan lebih dapat memabami dan memperjuangkan kebutuhan
masyarakat Aceh; (2) politik merapskan bagian dari hak dan perempuan memiliki
hak berpolitik vang sama dengan laki-laki; (3) kehadiran perempuan dapat
mewarnai dunia politik yang selama ini bernuansa maskulin dengan paya politik
perempuan  yang femining (4) perempuan periu tegun ke politk untuk
mengartikulasikan kepentingan perempuan, anak-anak dan kelompok marginal
Izinnys. Karena perempuan mempunyai keperluan dan permasalahan yang khas

dan hanya perempuan yang dapat memahaminys secara baik.

» Modal Politik Persmpuan
Hambatan yang harus dilalul perempuan untuk terjun berpolitik lebily banyak
dibandingkan laki-laki Meminjam istilah Dorothi bahwa tidek ada jalan yang
bebas hambatan yang dapat mengantarkan perempuan berkiprah di politik. Salah
satu cara apar berhasil melewati hambatan tersebut adalah modal politik yang

dimiliki perempuan,

Dari selurub wawancara saya dengan para responden tentang visi dan misi yang
mereka usung pada waktu kampanye, saya melihat bahwa semua responden sudah
mamiliki sensitivitas yang bagus forhadap isudsu perempuan. Mereka sudsh
memasukkan isu-isu perempuan ke dalam visi dan misi yang akan mereka
perjuangkan jika mereka terpilih menjadi aleg, meskipun ada perbedaan dalam
menitikberatkan masalah dan mengangkat bentuk-bentuk persoalan. Akan fetapi
visi mist yang mereka usung belum signifikan menarik konstituen unduk memilih
mereka, Untuk 8M dan DW visi dan misi vang telah mereka rancang sedemikian
rupa menjadi tidak berguna ketika partal mengarshkan seluruh calegnya untuk
melakokan kampanye parfai bukan pribadi.

Kenudian, dukungan dari keluarga menjadi modal besar bagi perempuan untok
berani memutaskan terjun ke dunia politik. Secara keseluruhan responden yang
saya wawancarai mengaku mendapat dukungan penuh dari keluarga terutama

suami. Hanya DW vang suaminya tidsk mendukung, akan telapi ia tidak gentar
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dan tetap maju menjadi caleg dan pengures PA. Bahkan salah sate responden
yaitu ES sama-sama dengan suaminya merjadi caleg dari SIRA dari DP yang
berbeda. Sedangkan DW

Matland mengatakan salah setu faktor yang memengaruhi  kelerwakilan
perempuan di poliik adalsh dukungan dari gerakan aktivis perempuan,
Selanjutnya iz menjelaskan bahwa organisasi perempusn dapat membanty
perempuan, dengan memberikan perempuan lebih banyak pengalaman dalam
arena publik serta dapat membantu perempuoan membangun rasa percaya diri dan
dapat menyediakan satu basig dukungan jika perempuan bersaing merebut kursi
legislatif. Dukungan gerakan perempuan ini dirasakan cukup signifikan dalam
meningkatkan rasa percaya dirk sebagian besar responden yang baru perfama kali
merambahi duniz politik. Selurub responden merasa sangat fecbantu dengan
pembekalan politik vang dilakukan oleh gerakan perempuan, meskipun mereka
menyayangkan Kurangnys ofekiivitas dan keseriusan gerakan pererapuan dalam

mengadvokasi para caleg perempuan khususnya pasca pemilu.

Selanjutnya salah satu kendala yang dihadapl perempuan uptuk meraih kursi
adalah masalah dana. Kesulitan caleg perempuan dalam mendapatkan dana juga
dikarenakan partal yang mercka kendarai adalah partai bare vang sangat minim
dalam hal dana, sehingga suntikan dana dari partal pun tidak dapat diberapkan
banyak,

» Partisipasi Politik Percmpuan di Pariok :
Sistern politis yang dibapgun parick masih kental dengan nuvanse maskulin,
Terlihat dari repdahnya keterlibatan perempuan dalam  pendirian  partai,
pengambilan kebijakan, penenfuan dapil dan minimnya pemberdayaan terhadap
perempuan, Secara umum dapat disimphlkan bahwa budaya maskulin mengambil
bentuknya dalam orientasi kekvasaan yang menjadi citra para pelitist laki-laki,
Budaya inilah vang sepertinya sengaja dikembangkan partai, tanpa diimbangi
budaya feminin yang lebih mengedepankan etika kepedulian, persahabatan, kasih

sayang, toletanst dan lzin-lain.
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Keterlibatan perempuan dari sejak awal dalam pendirian parlal dan perumusan
platform dan ADJART partai membawa dampak yang cukup signifikan terhadap
keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan  dan penempatan posisi
mercka di partai. Mercka yang bisa menjalankan  kewenangan terkait
kedudukannya dalam struktur partai adalah mereka yang sejak awal terlibat dalam
pendirian partai. Mereka inileh yang sering terlibat ak6if dalam menctapkan
kehijakan. Sementara mereka vang bergabung setelah partai berdind i stau hanva
untek tujuan memenuvhi kuote 30 persen diberi jabatan hanya sckedar formalitas

saja dengan kewenangan yang sangat terbatas,

Magkulinitas dalam berpolitik juga terlihat dari mekanisme penempatan dapil oleh
sebagian parlok yang sama-sekali tidak melibatkan caleg perempuan. Akibatnya
caleg perempuan sering diletakkan pada dapil vang bukan basis massanya dan
berada di nomor urut bawah. Mayorifas partai juga dinflal jauh dari berhasil
mituk memberdayakan perampuan, terbokfi dengan mendulnya depariemen
perompuan  dard  Kegiatan-keginlan  vang  mampu  meningkatkan  kualitas

perempuan.

» Pelaksanaan Kampanye Dan Pemiu

Pengalaman yang dirasakan percmpuan  dalam masa kampanys semakin
mengukuhkan kentalnya nuansa maskulin dalam dunia politik. Hal ini dibuktikan
dari Jemahnya dukungan partai terhadap caleg perempuan pada masa kampanye.
PA memberikan dukungan dasa secara penuh fetapi tidek memberi pengaruh
langsung terhadap perempuan, kerens mekanisme kampanye yang dilalankan ?A
adalah  kampanve partai, yangmena tidak memberi keleluasaan kepada caleg
perempuan  unluk  melakvkan kampanye pribadi. Diperburuk  legi  dengan
penempatan dapil yang tidak sesuai terbadap caleg perempuan. PDA tidsk
memberikan dukungan dana secara penuh kepada caleg perempuan nys, juga
tidakmelibatkan perempuan dalam penempatan dapil dan nomor urut. SIRA dan
PRA memberi dukungan moril manalemen dan organisasi yang baik dan
penempetan dapil yang sesual. Namun kecurangan dan intimidasi menjadi kendala

tidak terpilihnya perempuan dani partai inl.
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Selain daripada itu, sistem pemily proporsional terbuka mumi dengan suara
terbanyak ternyafa tidak dapat meningkatkan keterwakilan perempuan dalam
politik secara signifikan. Terbukti dari hasil perolehan kursi perempuan yang tidak
menunjukkan peningkatan. Padahal kursi DPRA berhasil didominasi olel PA
sebagai partai Iokal peraup suara terbanyak di Aceh, vaitu 33 korsi {47,8%) dari
69 kursi yang fersedia. Namun sayangnya tidak ada satu perempuan pun yang
berhasil duduk di sana. Kalaulah sistem pemily berdasarkan nomor urat dan
sistem zipper yang diterapkan, dapat dipastikan akan lebih banyak perempuan
yang tferpilih.

Perempuan yang memang telah terhimpit dalam budaya maskelin partai yang
tidak ramah terhadap mereks, juga harus menghadapi realita mengecewakan dari
kaumnya sendiri, di mana mereka belum memiliki kesadaran akan pentingnya
keterwakilan perempian di lembaga legislatif. Bahkan himpitan itu semakin keras
manakala perempuan menghadapi kompetisi vang tidak sehat, seperti manipulasi
suara, intimidast dan morey politic vang diperparah dengan adanya ‘pembigran’
oleh aparat penegak hukum terhadap kecurangan yang terjadi pada masa
kampanye dan pemilu.

Sebagian besar dukungan terhadap keterwakilan perempuan di lembaga politik
formal berasal dari peraturan vuridis baik dari tingkat internasional, nasional
maupun lokal. Bentuk dukungan tersebut tertuang dalam UUD 1945, UL Ne. 68
Tahun 1956 tentang Ratifikasi Konvenst Hak Politik Perempuan, LU No, 7 Tahun
1984 Tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Peanghapusan  Segala Bentuk
Diskriminasi terhadap Perempuan, U No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia, Undang-Undang Nomor 2 tabun 2008 tentanpg Partai Politik, Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 20608 tentang Pemily, UU Pemerintahan Aceh No. 11
Tahun 2006, Qanun Aceh No. tiga Tahun 2008,

Meskipun demikian, dalam implementasinya terdapat implikasi negatif ferhadap

keterwakilan perempuan di antaranya:

1. Tidsk tegasnya penerapan sanksi terhadap parlok yang tidak memenuhi
kuota 30 persen perempuan pada pendirian dan kepengurusan partal.
Padahal sanksi yang ditetapkan dalam UU Parpol No 2 1ahun 2008 dan
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VUJPA No. 11 tahun 2008 adalah penoclakan pendaftaran partal sebagal
kontestan pemilg.

2. Penetapan kelerwakilan perempuan dalam jumlah minimal 30% di
kepengurusan partai tidak dilkuti dengan aturan yang mengatur,
menjamin, dap memayungi mereka unfuk memperoleh “jabatan
strategis”,

3. UL No. 2 Tabun 2008 tenfang Pemilu dan Qanun No. 3 Tahun 2008
yang menpatur tentang lata cara pencalonan, tidak secara tegas
mewaribkan setigp parpol peserta pemilu untuk menyertakan sekurang-
kurangnva 30 persen caleg perempuan dalam dafar calon. Akibatnya,
tidak semua parpol memeouhi upaya affirmatif bagi politisi perempuan.

4. Revisi terbatas UU Pemilu No.10 Tahun 2008 yang mengatur tentang
penetapan calon terpilih berdasarkan svara terbanyak mementahkan

semua upaya afffrmative action yang dituangkan dalam UU tersebu.

Dari selurub simpulan setiap bab yang teiah saya jabarkan di atas dapatlah ditarik
sehuah kesimpulan besar bahwa kehadivan partai politik lokal di Aceh belum
memberl peluang yvang cukup baik terbadap keterwakilan perempuan di ranah
politik  batk dalam partai politik lokal ity sendirli mawpun dzlam lembaga
legistatif. Selain karena faktor hambatan yang telah saya jabarkan di atas, situasi
perpolitikan pascadamai yang belum kondusif juga menjadi rintangan besar

terhadap perfalanan caleg perempuan menuju kursi icgisiatif.
52. Diskusi

Rendahnva jumlah keterwakilan porempuan dalam  lembaga legislatif di Aceh
baik DPRA dan DPRY dipengarabi oleh banyak faktor, balk infernal perempuan,
sistern politis partal, sistem pemily, kultur dan budaya masyarakat seria kondisi
sosio politik Aceh pascadamai. Dalam tesis ini saya hanya mengangkat hambatan
yang berasal dari dirf perempuan dan partal politik lokal tempat ketujuh informan
sava berafiliasi, Saya menyadari bahwa peta bambatan maupun peluang
partisipasi politik perempuan Aceh belum tergambar secara utuh, untuk ity saya
menyarankan untuk dilakukan penelitian lanjutan tentang partisipasi perempuan

Aceh dalam ranah politik yang mensasar pada hambatan yang berasal dari sistem
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sosial dan politik Aceh pascadamai, budaya dan koltural masyarakat serta
kebijakan lokal terkait penegakan syariat Islam dan otonomi khusus,

Selanjutnya, kebadiran partai politik lokal Aceh telah menumbuhkan harapan baru
terbadap peningkatan partisipasi polits perempuan Acch di ranah politik temyata
belurn fercapal. Dari basil penelitian tergambar bahwa masyarakat Aceh masih
memercayai pilihannya pada partat nasional ketimbang partai lokal. Fenomena ini
gitunjukkan oleh diagarm berikut inj;

5.1. Perbandingan Aleg Parnas dan Parlok di DPRA
6%

Ealeg Ik parlok: 34
= ateg or porlok: 0
w gleg ik parmas: 31

* aleg pr parnss: &

Dari diagram di atas terlihat dengan jelas bahwa perolehan suara parfal nasional
mencapai 51 psrsen,l sementara pariai fokal hanya 49 persen. Darl 69 kursi DPRA,
perempuan hanya memeroleh empat kursi (6%) yang semuanya disumbang oleh
parnas, Dari data di atas juga ferlihat bahwa partai politik yang mendominasi
perolehan suara di DPRA adaiah Partal Acch vang meraih 33 kursi, namun
sayangnya tidak satu kursi pun diduduki oleh perempuan. Artinya kehadiran pactai
lokal tidak membawa perubahan vang berarti terbadap keterwakilan perempuan
di DPRA.

Selmjninya, argumentast lahimya partal lokal untuk mengakomodasi
kepentingan masyarakat Aceh yang spesifik femyata belum tergambar dalam
pilihan masyarakat pada Pemilu 2009 yang lalu. Meskipun partai lokal (PA)
berhasil mendominasi DPRA, akan fetapi jika diakumulasikan persentase
masyarakat vang memilih parnas Jebih besar ketimbang parlok, Fenomena

rendahnya keterwakilan perempuan tidak hanya teriadi di DPRA, melainkan juga
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DPRK. Berikut diagram yang menggambarkan perolehan kursi parnas dan parjok
tingkat DPRK:

5.2. Perbandingan Aleg Parnas dan Parlok di DPRK

» Aleg ik patlok: 2
® Aleg prpariok: 8
s Aleg lk parnas 3

W|Alep prparnas: 3

Disgram di atas semakin menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap
partal nasicnal masily lebih baik ketimbang partai lokal. Disgram d&i atas
menunjukkan bahwa perolehan kursi parnas mencapai 428 kursi (60%) terdiri dari
393 laki-laki (54%) dan 335 perempuan (6%). Sementara parlok memeroleh 259
kursi {40%) perempuan hanya mendapat delapan kursi (1%) tujub dari PA dan
safu kursi PBA. Adapun total perolehan kursi perempuan di DPRE adalah 43
(6,7%3.

Lahirnya partai politik lokal di Acsh menjadi karapan baru tersendiri bagi gerakan
peresapuan dan saya sendiri. Perdamaian yang tercipta di Aceh setelah konflik
berkepanjangan yang cukup melelahkan cleh mayvoritas masyarakat dipahami
sebagai hadial istimewa dari perjuangan GAM, demikian pula halnya dengan
kelahiran partai lokal juga merupakan buah perjuangan GAM. Pencitraan ini ielah
mengunitungkan PA sebapai pariok hasil fransformasi GAM dalam kontestasi
pemilu 2009. PA berhasil mendominasi perolehan suara di Aceh baik di tingkat
DPRA maupun DPRK.

Situasi keamanan yang tidak kondusif pada masa kampanye dan Pemily, ikt
mewarnal wajah perpolitikan Aceh. Kekerasan, intimidasi, teror, manipulasi,
sampai pada pembunuhan telah mencoreng pelaksanaan Pemilu 2009 di Aceh. PA
yang didirikan dan diisi oleh mantan kombatan GAM ini, sejak awal juga telah
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menunjukkan ketidakberpihakannya terhadap perempuan. Salah satu indikasinya
adalah tidak dilibatkannya perempuan mantan kombatan yang lazim disebut

dengan inong balee.

Kecurangan yang tetjadi pada masa kampanye dan pemilu fidak mendapat
perlawanan yang berarti dori masyarakat, kecuali oleh beberapa parlok saja
Buforia perdamaian yang bary sais dilirup oleh masyarakat Aceh telah membuat
mereka kehilangan kekritisannya. Mercka jugz merasa apatis terhadap hukum
sehingga seolah-olah terjadi pembiaran oleh masyarakat terhadap kecurangan

yang mereka rasakan,

Kalaulah kondisi perpolitikan di Aceh tglah stebil, saya vakin akan lebih banvak
perempuan dari partai lokal fainnys yang terpilih. Keyakinan ini bukannya tidak
beralasan, pertama melihat semangat dan kapasitas caleg perempuan yang sudah
cukup bailk vang didukung penuh oleh gerakan peremipuan. Kedua, sebagian
parlok seperti PRA, PBA dan SIRA sudah mulai menunjukkan keseriusannya
dalam menjalankan kebijakan afirmasi yang telah ditetapkan, hanya saja sistern
politis lokal Aceh dan sistem pemilu vang tidak demokratis membuat mereka
kalah dalam kontestasi politik. Ketiga, aturan perpolitikan nasional maupun lokal
telah memberikan payung hukum torhadap kebijakan afirmatif bagi perempuan.

53, Saran

Partai politik Jokal Aceh hendaknya memfungsikan dirl scbagsl corong
penyampal aspirast masyarakat Aceh yang terdiri dari berbagai unsur termasuk
perempuan, Sebagai wadah penyampai aspirasi, parlck juga diharapkan dapat
mendorong terwujudnya kesefaraan dan keadilan gender dengan menuangkan
tindakan afirmasi bagi pacmpuen ke delam  platform  partal dan
mengkongkretkannya dalam agenda Regja dan program-program  operasional
partai. Sclanjuinya, partal jugs diharapkan depat menerapkan sistem rekrutmen
yang responsif terhadap keterwakilan perempuan dengan mengedepankan nilai-
nilai demokratis, terbuka dan akuniabel. Melakukan pendidikan politik terhadap

kader perempuan dan masyarakat.
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Keberhasilan perempuan merebut korsi legislatif tidak lepas dari perjuangan dan
dukungan gerakan perempuan. Untuk itu ke depan diharapkan gerakan perempuan
untuk lebih meningkatkan perannya dalam pendidikan politik terhadap caleg
perempuan dan Kkonstituen, pendampingan dan penguatan caleg perempuan,

sampai kepada pengavwalan suara,

Kemudian, jika menuntut perempuan harus berkualitas, it artinya parpol pun
harus melakukan kaderisasi dan promosi bagi perempuan untuk berkiprah di
panggung politik, Diikuti sosialisasi kepada penpurus parlok mengenal perlunya
affrmative action dalam upaya meningkatican keterwakilan perempuan di lembaga
poliftik formal, tidak banyz terbaias pada jumiah tapi jupa Xapasitas. Sehingga
Affirmative action secara berangsur-angsur akan menjamin bahwa perempuan
yang berada dalam institusi pengambilan keputusan memang mercka yang

mempunyai kualitas untuk jabatangabatannya.

Caleg perempuan jups sebaiknya bekerje dalam kemitraan dengan politisi Jaki-
iaki dan lebih momfokus pada persoalan- persoalan yang menjadi masalah pokok
perempuan sesuai daerah di mana iz melakukan kampanye seeara terencana dan
terukur. Sebaiknya pula terjalin hubungan yang harmonis antara para pengurus
parpol dengan aktivis LSM/ormas yang peduli kepada kepentingan perempuarn,
Saya berharap agar berbagai LSM yang pedull pada nasib perempuan di dunia
politik, dapat mengatur strategi  dan berupave mencari islan lerbaik bagi

mendukung kehutuhan finansial caleg di masa kampanye.

Agar tindakan affirmatif yang telah terintroduksi dalam UU pemilu dapat begialan
secara efektif, maka saya mengusulkan untuk memberlakukan kerabali Pasal 214
yang telah di revisi. Dalam arfian bahwa sistem pemily harus menerapkan sistem
nomor urut dan BPP 30 persen. Karena dengan mengubah sistem pemilu tersebat
tindakan afirmalil yang teleh terivang pada Pasal-Pasal UU Nomor, 10 Tahun
2008 tidak dapat berialan secara efektif.
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DAFTAR WAWANCARA SUBJEK

Judul : Peluang dan Kendala Politisi Perempuan dalam Partisipasi
Politik di Partai Politik Lokal dar Lembaga Legislatif (Studi
Kasus Caleg Perempuan pada Lima Partai Politik Lokal)

KLASIFIKASI SUBJEK

1. Perempuan aktivis/pengurus partai lokal Aceh

2. Mewakili parlok sebagai calon legislatif pemilu 2009

4. Aktif dan berkarya di partai politik lokal Aceh

5. Mewakili Partai Aceh, PRA, PAAS, PDA, PBA, dan P-SIRA

PERTANYAAN
Tentang Peran dan Keterwakilan Perempuan di Partai Lokal

1. Sejak kapan anda aktif berpolitik?

2. Sebelumnya anda aktif di mana?

3. Darimana Anda memperoleh pendidikan politik?

4. Apa yang memotivasi anda untuk berpartisipasi aktif dalam dunia
politik?
Kapan pertama kali Anda bergabung dalam parpol?

4. Mengapa Anda bergabung dengan parpol tersebut?
Bisa tolong anda ceritakan perjalanan karier anda di partai politik lokal
yang saat ini anda pilih untuk bergabung?

7. Apakah pertimbangan/kriteria yang ditetapkan partai dalam memilih
Jjabatan pengurus ?

8. Apakah menurut Anda kriteria yang ditentukan itu sudah sensitive
gender?

9. Apakah menurut Anda sistem penempatan kader sebagai pengurus
partai sudah memperhatikan keterwakilan perempuan?

10. Apakah laki-laki dan perempuan mempunyai peluang dan
kesempatan yang sama untuk menjadi pengurus di partai Anda?

11.Apa posisi anda dalam partai saat ini?

12. Apa saja tugas yang Anda emban terkait dengan posisi dan

jabatan anda di partai?
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13. Apakah Anda merasa cocok dan menerima posisi tersebut?

14. Apa yang Ands rasakan dalam menjalankan tugas di dalam
partai?

15, Bagaimana Anda mengatasi segala kendala yang anda hadapi
dalam partai?

16. Adakah departemen perempoan/kewanitaan dalam parpol Anda
dan bagaimana peran, fungsi, efektivitas, dan otoritas
departemen tersebut?

Tentang Peluang Perempuan Menjadi Caleg dan Mekanisme Perekrutan
Kader
17. Bagaimana sistem seleksi yang dilakukan parpol untuk memilih

caleg?

|18, Pertimbangan/ kriteria apa saja yang dilakukan parpol untuk
menetapkan categ?

19, Apakah proseder dan syarat-syarat yang harus Anda penuhi untuk
terpilih menjadi caleg menurut Anda sudah sensitif perempuan?

20, Program/kegiatan apa sala vang dilakukan partsi  dalam
memberdayakan caleg perempuan?

21. Bagaimanakah partai  moemberl  dukungar  terhadap  caleg
nerempuan’?

22. Apakah partai anda sudah memenuhi kuota 30% keterwakilan
perempuan?

23. Yika belum mengapa? Apa kendalanya?

24, Siapakah caleg perempuan dari partal anda vang mempunyal
peluang vang besar {erpilih mnenjadi aleg pada pemilu 2009 ini?

25, Mengapa i3 punya peluang itu?

26. Bagaimana persiapan yvang Anda lakukan dalam kamparniye ?

27. Apakah Anda merasa sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan
kader secara memadat di dalam parpol dnda?

28. Bagaimana  proses  pendaftaran dan  seleksi,  serta
pemilihan/penempatan daerah pemilihan yang Anda jelani wntuk

menjadi caleg?
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29, Apakah Anda menyadari potensi dan kekueangat Anda sebagai
caleg?

30. Darimanz Anda memperoleh dana dan dukungan vatuk kampanye?

31, Apakah partai Anda juga membenkan dukungan dana kampanye
kepada Anda?

32, Bagaimana Anda berupaya wuntuk bisa melakukan manajemen
kampanye dengan baik? Apakah partai mengarabkan dan
mernbantu?

33. Apakah Anda membangun jaringan dan menggalang kerjasama
dengan Organisasi Perempuan? Jika ya, bagaimana dan dengan
organisasi mana? Jika fidak, mengapa?

34. Upaya apa saja yang anda Jakukan delam mengumpulkan suara
pemilih pada pemilu 2009 ini? |

35, Apakah Anda sudah mengenal betul daerah pemilihan Anda?

36. Adakah orang yang Anda kenal dan bersedia membantu di daerah
pemitihan tersebut?

37, Pengalaman pahit apa yeng terpsksa Anda jalani saat beckampanye
di dacrah permilthan vang sangat kompstitit 7

38, Apakah faktor pendukung dan faldor penghambat vang Ands

rasakan dalam perjalanan sebagai caleg menuju lembaga legisialif?
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39. Bagaimana sikap para politikus laki-laki di parpol Anda terhadap politikus
perempuan (laki-laki vs perempuan) dalam persaingan menjadi caleg? Den
bagaimana pula persaingan antar politikus perempuan {perempuan vs
perempuan)?

40, Kalau saja terpilih, apa rencana dan program Anda bagi penanganan isu-
isn perempuan?

Tentang Partai Lokal dan Sigteru Pemilu 2009

42, Bagaimana pendapst Anda tontang sistem pemilu saat ini ?

43, Apakah  menurut  anda  sistem  suvaras terbanvak
menguntungkan alauy merugikan perempuan?

44, Apa harapan dan rencana Anda pada pemilu 2008 ini?

45, Bagaimana pendapat Anda fenfang peran partai lokal
dalam meningicatkan partisipasi politis perempuan?

46. Menurut Anda, Apakah platform dan AD/ART partai anda
sudah sensitif gender?

47. Bagaimana kebijakan partai ande dalam menangani isu-isu
perempuan?

4%, Bagaimana tanggapan anda tentang kekerasan dan
pertikaian vang kerap dilakukan antara sesama kader partai
lokal akhir-akhir ini?

49. Apakah anda pernah mengalami intimidasi atau teror
selama kampanye?

30. Bagaimapa pendapat partai snds tentang Kepemimpinan
perempuan dan  keterlibstan  perempuan  di  lembaga
legislatif?

Pandangan, Penghayatan, dan Pengalaman perempuan
fextang Perannya sebagaf Pererapuan, Istrd, Ibu dan Politikas

51. Bagaimana sikap keluarga suami anak-anak terhadap aktivitas Anda
sebagal politikus perempuan yang dicalonkan menjadi caleg?
52. Bagaimana Anda membagi waktu antara aktivitas dalem rumah tangga
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{domestik} dengan aktivitas publik Anda sebagai politikus perempuan?

33. Bagaimans perasaan Anda ketika waktu Anda lebih banyak tersita di lvar
rumah, terutama pada masa kampanye?

54. Seperti apa bentuk konsekuensi yang harus ada tanggung dan peran gandsa
yang Anda lakukan?

55. Seperti apa perimbangan vang Anda dapat dan pengorbanan selama ini?
Apakah pengorbanan Anda setimpal dengan hasilnya?

56. Siapa sesungguhnyz yang paling berperan dalam mendukung Karier Ands
(di dalam partai, di keluarga, orpanisasi)? Dan sgiapa pula vang paling
mengganial Anda?

57. Apakah Ands merasa lebih dihormati dan dibargai lingkungan Anda
dengan menjadi politikus perempuan {caleg)?

58. Bagaimana Anda bersikap terhadap pendapal yvang mengatakan baliwa
kegagalan caleg perempuan disebabkan sumber daya manusianya yang
lernah atau tidak berkualitas?

59. Bagaimana cara Anda menepis pandapat balwa dunia politik itu milik
laki-laki?
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